Kesan pertama menyenangkan, enak dibaca. Ada 
keterbukaan akademis penulis dalam mengulas dan 
menyintesiskan geostrategi dari sudut pandang eti- 
mologi geografi. Dengan pendekatan keruangan, ke- 
lingkungan, dan kompleks wilayah yang dikembang- 
kan, diharapkan dapat membuka wacana baru perta- 
hanan dan ketahanan nasional. Di sana ada peluang 
dan tantangan untuk membuka cakrawala geografi 
masa kini dan masa depan dengan pengalaman ma- 
sa lalu guna memperkuat NKRI. 


— Prof. Dr. Aris Poniman Kertopermono -- Deputi Bid 
Survey Dasar SDA Bakosurtanal (2002-2009), 
Alumni KSA-X Lemhannas (2002) 


Upaya meluruskan pemikiran strategi bernegara men- 
jadi bahasan menarik buku ini di tengah hiruk-pikuk 
perpolitikan di Indonesia. Sekian puluh tahun anak 
bangsa abai geostrategi kita. Semoga bisa membuka 
cakrawala baru geostrategi Indonesia ke depan. 


— Dr. Masdalina Pane, M.Kes., M.Si (Han) -—- Peneliti 
Magya Litbangkes, Kementerian Kesehatan, 
Alumni SPS Cohort-7 


Kekalahan Napoleon dari Rusia, kemenangan TNI 
dengan strategi gerilya, dan kekalahan AS di Vietnam 
menunjukkan bahwa penguasaan geografi bisa me- 
menentukan siapa pemenang perang. Dalam konteks 
masa kini, “memenangkan peperangan” memerlukan 
pemahaman lebih luas dan progresif mengenai geo- 
strategi, geopolitik, dan geoekonomi yang terus ber- 
evolusi. Pemahaman ketiga konsep “Geo” yang ter- 
saji dalam buku ini bisa menjadi referensi penting da- 
lam memutakhirkan wawasan kebangsaan serta stra- 
tegi untuk melindungi Kepentingan Nasional bangsa 
Indonesia. 


— Putra Egam -- Ketua BEM Unhan 2015-2016, 
Mahasiwa Prodi Manajemen Pertahanan 


Di Indonesia, geostrategi dipahami secara sempit sebagai letak, 
posisi, potensi, ataupun keunggulan strategis suatu wilayah. 
Secara epistemologis, geostrategi merupakan arah geografis 
kebijakan luar negeri suatu negara, memiliki karakter agresif, 
ofensif, dan outward-looking, serta menggabungkan pertim- 
bangan strategi (peran militer) dan geopolitik. Ketahanan Na- 
sional sebagai konsep geostrategi Indonesia menunjukkan ka- 
rakter sebaliknya: bersifat pertahanan diri (defensif), less mili- 
taristic, inward-looking, serta berasas kesejahteraan dan ke- 
amanan. Buku ini membedahnya dengan uji falsifikasi. Sejak 
dekade 90-an, muncul geoekonomi sebagai cabang geopolitik, 
kelanjutan dari “logika konflik dalam tata bahasa perdagangan”. 
Metode perdagangan menggusur metode militer dalam hu- 
bungan internasional. Geoekonomi berkonsep Nareland bukan 
Heartland, kekuatan ekonomi mendukung militer, keunggulan 
kompetitif sektor swasta bukan keputusan dan inisiatif negara 
melalui perang, berbentuk peperangan ekonomi. 


Juniawan Priyono seorang geograf alumni Prodi Tua Pera ng 
Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas 

Purnomo Yusgiantoro adalah co-fo HL 
versitas Pertahanan serta.Gur 
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Buku ini dari sisi substansi tergolong bagus, visioner, 
tapi langka. Untuk bangsa dan negara pasti berman- 
faat, utamanya dalam rangka menemukan konsep 
pertahanan negara yang khas Indonesia. 


— Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. - Guru Besar Fakul- 
tas Hukum UGM, Pengajar S2 Tannas UGM 


Sidang proposal tesis jadi momen yang menentukan 
dalam proses penulisan buku ini. Terjadi pro kontra 
disaat salah satu penguji keberatan dengan judul 
penelitian. Saya pikir inilah penelitian yang penuh 
tantangan keilmuan guna membuktikan apakah Ke- 
tahanan Nasional itu doktrin geostrategi atau bukan. 
Selamat atas penerbitan buku ini, karya yang mem- 
banggakan Unhan. 


— Marsda TNI Suparman Djapri, S.Sos., M.M., M.Si 
(Han) —- Sahli Panglima TNI 


Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) 
memiliki posisi geografi yang unik dan sangat mena- 
rik untuk dikaji. Buku ini bisa menjadi referensi untuk 
memahami keragaman potensi dan karakteristik wi- 
layah serta dinamika pembangunan. Tiga tema be- 
sar geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi dirang- 
kum dalam satu buku. 


— Prof. Dr. M. Baiguni, M.A. - Guru Besar Geografi 
UGM: Presiden ARCHIPELAGO Action Research 
Expedition 2014-2020 


Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi (3G) merupa- 
kan bidang ilmu yang mesti dipahami setiap anak 
bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuh- 
an wilayah, dan kesejahteraan bangsa. Buku ini da- 
pat menjadi salah satu referensi untuk mendalami 
dan memahami konsep 3G tersebut. Sebuah penu- 
lisan yang berani dan inspiratif. 


— Dr. rer.pol Rodon Pedrason, M.A. -- Ketua Seko- 
lah Tinggi Intelijen Negara, mantan Kaprodi Diplo- 
masi Pertahanan, Unhan 
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Tribute to Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi (1890-1949) 
seorang aktivis, publisis, guru (bangsa), pejuang, anggota dewan, 
gubernur, futurolog, dan pahlawan nasional yang telah menulis 
gagasan besar dalam bidang geografi politik/ekonomi: Indonesia in 
den Pacific. Kernproblemen van den Agziatischen Pacific (1937). 


Buku ini menginspirasi penulis. 


KATA SAMBUTAN 
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN 


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, mewakili segenap sivitas akademika Universitas Per- 
tahanan, saya selaku Rektor dan selaku pribadi merasa bangga 
dengan penerbitan buku Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi. 
Kehadiran buku ini, dalam konteks keilmuan pertahanan, pada 
hakikatnya semakin menegaskan bahwa dimensi pertahanan 
memiliki kompleksitas yang unik dan khas. Pertahanan dapat 
hadir di seluruh aspek kehidupan, bahkan memunculkan ber- 
bagai perspektif dinamis untuk dikaji. Eksistensi Ilmu Pertahan- 
an saat ini bukan hanya kajian-kajian sektoral di komunitas mi- 
liter yang berisi seluk-beluk sistem pertahanan dan peperangan 
semata. Ternyata mengangkat unsur geopolitik, geostrategi, 
dan geoekonomi membuktikan bahwa “pertahanan” adalah 
diri dan lingkungan kita sendiri. 

Pada konteks operasional Tridharma Perguruan Tinggi, 
kehadiran buku ini tentu semakin memperkaya referensi dalam 
khazanah pengembangan sisi keilmuan di Universitas Pertahan- 
an. Kehadiran buku ini juga diharapkan akan semakin meman- 
tapkan keberadaan Universitas Pertahanan guna ikut berkon- 
tribusi bagi bangsa dan negara sebagai solusi “mengembalikan” 
arah pembangunan dan jati dirinya yang untuk beberapa waktu 
belakangan bias dari falsafah Pancasila. 


Atas dasar pemikiran tersebut, kepada Tim Penulis dan 
khususnya penulis utama Saudara Juniawan Priyono, S.Si., M.Si 
(Han) yang merupakan Alumni dan sekarang menjadi Dosen di 
Universitas Pertahanan, perkenankan saya mengucapkan apre- 
siasi dan terima kasih atas ide-ide segar dan dedikasinya me- 
lalui buku ini. Saya berharap karya anda tidak berhenti hanya 
pada penerbitan buku ini, namun terus meneliti, berkarya, dan 
berkontribusi untuk kemajuan Ilmu Pertahanan di masa men- 
datang. 

Mengakhiri kata sambutan ini, saya mengharapkan kepa- 
da seluruh sivitas akademika, dosen, dan mahasiswa Univer- 
sitas Pertahanan untuk menjadikan buku ini sebagai bacaan 
penting sekaligus inspirasi dalam rangka pengembangan Tri- 
dharma Perguruan Tinggi berdasarkan Visi dan Misi Universitas 
Pertahanan yang dijiwai oleh semangat identitas, nasionalisme, 
dan integritas. Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita per- 
sembahkan karya dan pengabdian. Teriring doa, semoga buku 
ini mendatangkan manfaat positif bagi pengembangan keilmu- 
an pertahanan dan kecerdasan bangsa pada umumnya. 


Bogor, 11 Maret 2017 
Rektor Unhan, 


ee —g 


Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. 


Letnan Jenderal TNI 
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PRAKATA EDITOR 


Salam dari Kampus Bela Negara Unhan: Identitas, Nasi- 
onalisme, Integritas. Dengan mengucap syukur, kami per- 
sembahkan buku pegangan untuk mengenal geostrategi ber- 
judul “Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi”. Buku ini meru- 
pakan hasil telaah mendalam penulis utama Juniawan Priyono 
melalui penelitian skripsi dan tesis berkelanjutan di bawah 
bimbingan M. Musiyam, Herman, dan Purnomo Yusgiantoro. 

Bermula dari rasa penasaran akan substansi buku ber- 
judul Geotrategi karya mantan Gubernur Sulawesi Utara, Dr. 
Sinyo Harry Sarundajang. Sebuah buku yang menarik untuk 
dibaca, hingga pada satu titik pencarian pengetahuan ditemu- 
kan anomali. Merujuk berbagai referensi, geostrategi yang 
dasarnya adalah kepentingan strategi militer diterjemahkan 
dalam wujud strategi pembangunan wilayah. Notabene buku 
tersebut merupakan cerminan dari konsep Ketahanan Nasi- 
onal. Muncul pertanyaan di benak penulis, "Tepatkah konsep 
geostrategi dipakai sebagai strategi pembangunan ekonomi 
wilayah? Bukankah ada keilmuan geoekonomi yang lebih pas? 
Lantas, adakah kemungkinan bahwa Ketahanan Nasional pun 
tidak tepat sebagai doktrin geostrategi Indonesia?” 

Sebagai geograf yang tidak sengaja menemukan ke- 
mungkinan ketidaktepatan dalam permasalahan tersebut, pe- 
nulis merasa memiliki tanggung jawab ilmiah dan profesi untuk 
mengkajinya. Ditambah lagi, banyak tulisan bahan ajar yang 
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memahami keilmuan geostrategi secara sempit. Geostrategi 
dipahami sebagai posisi ataupun keunggulan strategis wilayah 
Indonesia. Hal ini perlu diluruskan untuk menghindari kesalah- 
an perujukan ilmiah. Apa yang tertulis dalam buku ini merupa- 
kan hasil penelitian ilmiah dengan kaidah ilmiah sehingga hasil- 
nya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, meskipun ma- 
sih sebatas mengulik sisi epistemologi. Satu hal yang pasti, da- 
patlah ditarik pelajaran berharga agar belajar sesuatu tidak me- 
nelannya begitu saja, akan tetapi perlu dicari rujukan aslinya. 

Untuk menyelesaikan penelitian skripsi dan tesisnya, pe- 
nulis “dipaksa” belajar berbagai disiplin ilmu: geografi politik, 
geografi ekonomi (baru), geopolitik, geostrategi, geoekonomi, 
strategi, geografi strategi, pertahanan, geografi regional, mana- 
jemen strategi, perencanaan wilayah, hubungan internasional, 
ekonomi politik, ekonomi pembangunan, dan (tidak ketinggal- 
an) filsafat ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk melakukan 
kajian. Namun demikian, dalam Bab 1 hanya dihantarkan oleh 
Juniawan dan M. Musiyam dengan satu bidang keilmuan Geo- 
grafi Politik. Geostrategi, geoekonomi, dan geobudaya merupa- 
kan subbidang geopolitik yang utama, sementara geopolitik 
adalah subbidang geografi politik. Geografi politik merupakan 
cabang dari human geography. 

Pada Bab 2 diringkaskan keilmuan geopolitik dalam alur 
sejarah perkembangan, kebangkitan, dan tamsilan geopolitik 
baru oleh Juniawan dan Herman. Sumber yang dijadikan ru- 
jukan utama adalah buku The Geopolitics Reader (1998) karya 
Geardid O Tuathail dan jurnal berjudul The Revival of Geo- 
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politics (1986) karya Leslie W. Hepple. Mula diciptakan oleh 
Rudolf Kjell€en, geopolitik memiliki sejarah panjang pada abad 
ke-20. Definisi geopolitik pun sulit ditarik karena konsep geo- 
politik cenderung berubah mengikuti perubahan tatanan dunia. 
Geopolitik awalnya dipahami sebagai konflik antarnegara da- 
lam konteks imperialisme. Bertahun semenjak Perang Dingin, 
geopolitik menggambarkan kontestasi global antara AS dan Uni 
Soviet atas pengaruh politik dan penguasaan sumber daya stra- 
tegis dunia. Dalam tatanan dunia baru masa kini, tamsilan 
geopolitik baru memunculkan konsep geoekonomi (Edward N. 
Luttwak) dan ekopolitik (Al Gore). Sementara itu, Presiden RI 
ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menginisiasi geopolitics of 
cooperation yang menekankan perlunya kerja sama jangka pan- 
jang berlandaskan kepentingan bersama. 

Pada Bab 3, Juniawan dan Purnomo berupaya menyusun 
Epistemologi Geostrategi karena secara akademis belum di- 
tuliskan oleh para sarjana. Dengan meminjam kerangka pikir 
Mochtar Mas'oed dalam Epistemologi Ekonomi-Politik Inter- 
nasional (1994), epistemologi geostrategi dituliskan secara 
runtut dalam: makna dan ruang lingkup geostrategi, mengapa 
diperlukan pendekatan geostrategi, sejarah perkembangan, 
perkembangan intelektual yang mewarnai geostrategi, takso- 
nomi teori-teori yang berkembang dalam kajian geostrategi, 
pengetahuan yang telah dihasilkan oleh studi geostrategi, dan 
tantangan geostrategi di masa mendatang. 

Sebagai bahan kajian adalah pendapat dari para ahli 
geostrategi. Merujuk Soedjono Dirdjosisworo dalam Pengantar 


Epistemologi dan Logika: Studi Orientasi Filsafat Ilmu Penge- 
tahuan (1985), opini orang-orang yang sudah sangat terlatih 
dan telah mencapai tingkat keberhasilan di bidang spesialisasi 
tertentu dianggap sebagai suatu bukti yang bisa diterima. Para 
spesialis ini dipandang memiliki otoritas atau kewenangan yang 
dapat diandalkan karena sangat memahami dan menguasai 
mata pelajaran tertentu. Mereka tidak dapat disangkal mampu 
berpikir dengan cermat mengenai hal-hal yang dianggap se- 
bagai bidang keahliannya sehingga pendapat dan usulnya di- 
hargai serta pernyataan mereka diterima sebagai kriteria ke- 
benaran. 

Pencarian metode penelitian yang tepat untuk menguji 
kebenaran konsepsi Ketahanan Nasional sebagai geostrategi 
Indonesia mengharuskan adanya penggantian dari Analisis 
Wacana Kritis menjadi deskriptif analitik hingga kemudian me- 
nemukan metode kualitatif interpretif fenomenologi deduktif 
yang didasari pemikiran Karl Popper. Sebuah metode penelitian 
"asing” dalam studi geografi dan/atau ilmu pertahanan dite- 
mukan dari buku Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, 
Kuantitatif, dan Mixed (2007) karya Prof. Noeng Muhadjir. Pada 
prinsipnya, analisis filsafat fenomenologi berlandaskan data 
interpretif, analisis interpretif, dan kesimpulan interpretif. 
Data, analisis, dan kesimpulan yang dibuat bersifat holistik dan 
berdasar kebenaran esensial. Kebenaran moral fenomenologi 
menjadi acceptable karena validitasnya diuji dengan triangulasi 
untuk memperoleh truth-worthiness sehingga hasilnya bukan- 
lah interpretif subjektif. 


Uji falsifikasi—di mana hasilnya dituliskan oleh Juniawan, 
Herman, dan Purnomo dalam Bab 4—dilakukan untuk me- 
ngumpulkan bukti-bukti pada perifer mana berlaku dan tidak 
berlakunya geostrategi pada konsepsi Ketahanan Nasional, 
bukan untuk menolak konsepsi tersebut. Pengujian falsifikasi 
Popper akan memudahkan dalam menajamkan daerah keber- 
lakuan grand-theory, di mana ditemukan kawasan benar dan 
salah dari grand-theory yakni geostrategi. 

Ada empat hal yang menjadikan model filsafat Popper — 
berbeda dengan positivis logik—digunakan yaitu: (1) teori 
probabilistik tidak dipakai untuk epistemologi induktif, tetapi 
untuk epistemologi deduktif, (2) bangunan silogismenya be- 
rangkat dari konsep deduktif kebenaran universal sebagai pre- 
mis mayor sedangkan kasus diposisikan sebagai premis minor: 
(3) tidak menggunakan pisau analisis matematik objektif, tetapi 
menggunakan pisau analisis fenomenologi interpretif: (4) tidak 
membuat uji verifikasi seperti para ahli pada umumnya, me- 
lainkan uji falsifikasi. Popper mengubah struktur epistemologi, 
di mana probabilistik bukan untuk pembuktian induktif, tetapi 
untuk pembuktian deduktif. Teori kebenaran semesta univer- 
sal, baik universal substantif maupun universal esensial tidak 
diposisikan mengikuti logika kategorik Aristoteles ataupun 
logika aksiomatik Euclides, melainkan diposisikan mengikuti 
logika deduktif set theory. Posisi setiap kasus—sebagai premis 
minor—akan terkait pada kondisi, situasi, atau konteks kasus 
terkait terhadap premis mayor untuk menetapkan kesimpulan 
kebenaran probabilistiknya (lihat Muhadjir, 2007). 
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Berdasarkan hasil pengujian bahwa konsepsi Ketahanan 
Nasional di luar perifer geostrategi, meskipun ditemukan butti 
yang menunjukkan keberlakuan geostrategi. Bukti yang me- 
nunjukkan ketidakberlakuan geostrategi, pertama, berbeda 
dengan pendekatan kekuatan nasional, konsepsi Ketahanan 
Nasional tidak memberikan penekanan pada strategi (militer). 
Kedua, mengutamakan pengaturan kehidupan nasional de- 
ngan mendahulukan keadaan dalam negeri untuk mencapai 
Tujuan Nasional dan tidak menunjukkan perencanaan strategi, 
upaya politik/diplomasi, atau upaya militer. Ketiga, motivasi 
dan dorongan ke dalam untuk meningkatkan keuletan dan ke- 
tangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan 
kekuatan guna menghadapi ancaman, tidak aktif memenga- 
ruhi politik-strategi. Keempat, merupakan Pola Dasar Pemba- 
ngunan Nasional yang dilakukan secara berlanjut sehingga 
perubahan terjadi dalam jangka waktu lama. Kelima, defensif 
mengutamakan sikap konsultasi dan kerja sama dengan meng- 
andalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Bukti yang 
menunjukkan keberlakuan geostrategi yaitu merumuskan 
Tujuan Nasional yakni memperkuat keamanan dan kemakmur- 
an, serta mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografi 
wilayah dan geopolitik. 

Para peneliti, termasuk penulis, sering terlena meng- 
gumuli berbagai aspek teknis pengetahuan ilmiah tanpa me- 
nyadari dengan benar apa yang sebenarnya sedang dipelajari. 
Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam upaya menguasai 
ilmu dengan sedalam-dalamnya. Sejalan dengan hal itu, pada 
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Bab 5, Juniawan dan Musiyam mengurai diskursus strategi 
pembangunan ekonomi sebagaimana diwacanakan oleh Bung 
Sinyo Sarundajang, termasuk geostrategi atau disiplin keilmu- 
an lain sehingga tidak terjadi kekeliruan penerapan atau peru- 
jukan ilmiah. Bagian ini secara tersirat juga mengenalkan kem- 
bali pandangan “Ekonomi-Politik” futurolog Indonesia, Sam 
Ratulangi tentang konstelasi negara-negara di tepian Pasifik 
yang sampai saat ini masih tetap aktual. 

Strategi pembangunan ekonomi untuk mewujudkan 
Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan 
Asia Pasifik lebih tepat sebagai studi geoekonomi. Bukti me- 
nunjukkan, pertama, mendasarkan pada ruang lingkup dan 
batas-batas pengetahuan geostrategi, kajian tersebut di luar 
perifer geostrategi. Kedua, diperkuat pendapat para ahli bah- 
wa kajian tersebut menunjukkan disiplin ilmu geoekonomi. 
Ketiga, konten buku karya Sarundajang bisa direinterpretasi ke 
dalam sepuluh elemen geoekonomi Sgilen. 

Pada saat mereinterpretasikan strategi pembangunan 
ekonomi berbasis “geostrategi Sam Ratulangi-an” yang diwaca- 
nakan Sarundajang menjadi konsep geoekonomi digunakan 
pendekatan kompleks wilayah (regional complex approach) 
dengan analisis keterkaitan sistem di dalam wilayah Indonesia 
dan antarwilayah (Indo-Pasifik, dunia). Pendekatan ini terma- 
suk salah satu penciri studi geografi, selain pendekatan spasial 
(spatial approach) dan pendekatan ekologis (ecological appro- 
ach). Pendekatan kompleks wilayah mengintegrasikan pende- 
katan keruangan dan pendekatan ekologis sedemikian rupa se- 
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hingga analisis wilayah yang dilakukan menunjukkan atau men- 
cerminkan analisis yang menyatu antara analisis keruangan dan 
analisis ekologis. 

Buku ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan 
penulis untuk bisa mengakses semua referensi ilmiah terkait 
dan semakin gayutnya ilmu ekonomi, politik, geografi, dan 
pertahanan. Meskipun demikian, pencarian jawaban "kebe- 
naran” dua permasalahan penelitian dalam skripsi dan tesis, 
telah coba dituliskan dalam buku ini dengan segala kekurang- 
an/kelebihannya. Sebagai catatan, buku ini belum mengikut- 
sertakan doktrin geopolitik Wawasan Nusantara agar tidak 
bias: dibutuhkan penelusuran tersendiri tentang hal ini. 

Akhirnya, editor mewakili tim penulis mengharapkan 
masukan dari sidang pembaca demi kesempurnaan karya kecil 
ini. Semoga buku ini dapat menambah khazanah keilmuan 
geografi sosial dan pertahanan —khususnya geopolitik, geostra- 
tegi, dan geoekonomi. 


Sentul, 3 Maret 2017 


Juniawan Priyono 
Purnomo Yusgiantoro 
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1. Geografi Politik: Suatu Pengantar 


oleh Juniawan Priyono & Muhammad Musiyam 


“Kebijakan negara terletak pada geografinya.” 
— Napoleon 


ata “geografi” pertama kali digunakan oleh sarjana 
Kia Erastosthenes, di abad ketiga sebelum Masehi. 
Berasal dari bahasa Yunani: ge (bumi) dan graphe (deskripsi), di 
mana geografi sebagai sebuah disiplin ilmu difokuskan pada 
deskripsi permukaan bumi sebagai dunia manusia. Studi ten- 
tang manusia adalah bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial, 
sedangkan ilmu (science) fokus pada studi tentang aspek alam 
(Dikshit, 2006a:1). 

Geograf meneliti dunia melalui perspektif geografis atau 
spasial, menawarkan wawasan baru dalam disiplin terkait 
(Flint, 2006:1). Lebih lanjut, Flint dalam buku Introduction to 
Geopolitics tersebut menjelaskan perkembangan perspektif 
geografis. Pada pertengahan abad ke-20, geografi lebih mene- 
kankan pada deskripsi dan sintesis aspek fisik dan sosial suatu 
wilayah. Kemudian banyak geograf mengadopsi pemahaman 
matematis hubungan spasial, seperti lokasi geografis kota dan 
interaksinya. Sekarang ini, geografi manusia tidak didominasi 
oleh satu visi tertentu, tetapi banyak perspektif teoretis dari 
ekonomi neoklasik melalui Marxisme, feminisme, hingga pas- 
cakolonialisme dan berbagai bentuk post-modernisme. 
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Dipandang sebagai disiplin yang fokus pada hubungan 
manusia-lingkungan, menurut Dikshit (2006b:10), geografi se- 
cara tradisional terbagi menjadi dua cabang studi terpisah: 
geografi fisik dan geografi manusia, meskipun dalam periode 
pasca-1945 fokusnya telah bergeser semakin mendukung geo- 
grafi manusia karena tumbuh realisasi antargeograf bahwa 
masalah yang diurusi ahli geografi berkaitan dengan manusia 
dalam masyarakat semakin meningkat dan semakin kurang 
mengenai karakteristik fisik bumi. Hal ini lebih menekankan 
studi geografi sebagai ilmu sosial. 

Semua disiplin ilmu sosial pada dasarnya terkait dengan 
masalah “organisasi manusia”, cara di mana manusia dalam 
masyarakat mengorganisir diri dan lingkungan mereka untuk 
tujuan tertentu. Konsep organisasi manusia merupakan se- 
suatu yang kompleks, setidaknya memiliki empat dimensi yang 
bisa diidentifikasi dengan jelas: ekonomi, sosial, politik, dan 
spasial. Masing-masing fokus dalam ilmu sosial terpisah. 
Dimensi ekonomi mendefinisikan lingkup umum dari studi 
ekonomi, dimensi sosial adalah fokus khusus dari ilmu perilaku 
termasuk sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial: dan di- 
mensi politik adalah domain khusus ilmu politik. Dimensi ke- 
empat, spasial, adalah perhatian (concern) khusus dari geo- 
grafi (Ginsburg, 1969 dalam Dikshit, 2006b:10). Lebih lanjut, 
menurut Dikshit (2006b:10), karena seluruh jejeran drama 
manusia harus diberlakukan di muka bumi yakni di ruang 
geografis: masing-masing ilmu sosial memiliki dimensi spasial 
untuk keseluruhan organisasi sosial dan semua tindakan harus 
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dibentuk spasial. Dengan demikian, geografi manusia secara 
tradisional telah terbagi menjadi tiga subdisiplin ilmu yang luas: 
geografi ekonomi, geografi sosial, dan geografi politik. Dilihat 
dari itu, geografi politik merupakan salah satu dari tiga cabang 
dasar geografi sebagai ilmu sosial. 

Hoogerwerf sebagaimana dikutip dalam Dasar-Dasar 
Ilmu Politik (Budiardjo, 2008:21) menyatakan bahwa objek da- 
ri ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuk- 
nya, serta akibat-akibatnya. Ilmu politik, menurut Easton (1971 
dalam Budiardjo, 2008:21), adalah studi mengenai terben- 
tuknya kebijakan umum (study on the making public policy). 
Kebijakan umum yang dimaksud adalah membangun masya- 
rakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Kebijakan 
(policy) itu sendiri merupakan suatu kumpulan keputusan yang 
diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha 
memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada 
prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai 
kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2008:20). 

Pelaksanaan kebijakan umum menyangkut pengaturan 
dan alokasi sumber daya alam memerlukan kekuasaan (power) 
dan wewenang (authority). Kekuasaan diperlukan baik untuk 
membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik 
yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Cara yang dipakai 
dapat bersifat persuasif dan jika perlu bersifat paksaan 
(coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan hanya merupakan 
perumusan keinginan belaka (Budiardjo, 2008:15). Akan teta- 
pi, berbagai kegiatan tersebut dapat menimbulkan konflik 
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karena nilai-nilai—baik materiil maupun mental—yang dikejar 
biasanya bersifat langka. Pada sisi lain, di negara demokrasi, 
kegiatan itu juga memerlukan kerja sama karena kehidupan 
manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini, politik pada dasar- 
nya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik atau kon- 
sensus. 

Ilmu politik tidak hanya berhubungan secara terbatas 
dengan sejarah dan filsafat, tetapi juga dengan ilmu-ilmu sosial 
lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar 
ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota 
kelompok lainnya, seperti: sosiologi, antropologi, ilmu hukum, 
ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu 
sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama yaitu manu- 
sia sebagai anggota kelompok (group). Mereka mempelajari 
tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta be- 
kerja sama (Budiardjo, 2008:28). 

Budiardjo menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berda- 
sar geografi, seperti: perbatasan strategis (strategic frontiers), 
daerah pengaruh (sphere of influence), dan desakan penduduk 
(population pressure) memengaruhi politik. Montesguieu, se- 
orang sarjana Perancis, untuk kali pertama membahas bagai- 
mana faktor-faktor geografi memengaruhi konstelasi politik 
suatu negara. Sementara itu, Rudolf Kjellen menganggap bah- 
wa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi me- 
mengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan 
karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun po- 
litik luar negeri dan politik nasional. 


Priyono & Musiyam 


Salah satu pesona abadi masyarakat manusia (human 
society) adalah cara di mana persaingan klaim atas kontrol dan 
dimainkannya pengelolaan tanah dan sumber daya. Berbeda 
dengan mitos kerukunan Macaulay Roma kuno, kenyataannya 
menurut Mark Blacksell dalam Political Geography (2006) 
bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok kepentingan 
dari semua jenis dan di semua tingkatan terus saling berlomba 
untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri sehingga 
menggoyahkan dan mengubah tatanan yang ada dan mem- 
perbarui dunia dalam imaji mereka sendiri. Geografi politik, 
dalam arti luas, adalah studi akademis dari semua variasi kon- 
flik sumber daya dan cara di mana itu diselesaikan. Dengan kata 
lain, tentang kekuatan yang berusaha untuk membentuk dunia 
yang kita huni, dan bagaimana mereka bermain sendiri keluar 
dari bentangan lanskap dunia. 

Penggunaan istilah geografi politik dimulai sejak tahun 
1750-an, saat filsuf Perancis, Turgot, menciptakannya untuk 
menunjukkan hubungan antara fakta geografis atas tanah dan 
pertanian dalam masalah permukiman serta distribusi etnis 
dalam pengaturan politik. Geografi politik dipahami sebagai 
cabang pengetahuan bagi pemerintah dan administrasi seba- 
gai pengetahuan negara (Agnew et al., 2003:2-3). Menurut 
Efimenco (1957:3), geografi politik terdiri dari deskripsi dan 
analisis daerah yang terorganisir secara politik. Menurut 
Weigert et al. (1957:3), geografi politik adalah anak sah dari 
geografi manusia. Keduanya berurusan dengan saling peng- 
aruh antara faktor-faktor fisik dan manusia serta hubungan 
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timbal baliknya antara bumi dan manusia. Keduanya mencoba 
untuk menemukan dan menjelaskan pengaruh dari dunia fisik 
terhadap masyarakat manusia dan batasan-batasannya meng- 
atur aktivitas manusia: berurusan dengan beragam manifes- 
tasi simbiosis antara alam dan manusia. 

Geografi politik sebagai sebuah bidang studi telah meng- 
alami perkembangan historis, di mana tema perbatasan dan 
ketenteraman serta kekuasaan dan perlawanan selalu menjadi 
pokok kajiannya. Bagi Agnew et al. (2003:2-3), geografi politik 
adalah tentang bagaimana hambatan antara manusia dan ko- 
munitas politik mereka naik-turun, bagaimana tatanan dunia 
berdasarkan prinsip pengorganisasian geografis yang berbeda 
(seperti: kerajaan, sistem negara, dan hubungan ideologis- 
material) timbul dan runtuh: dan bagaimana proses material 
dan kembalinya gerakan politik membuat orang tetap tinggal 
bermukim dan membayangkan peta politik dunia. Para penda- 
hulu geografi politik, seperti: Aristoteles, Thucydides, Sun Tzu, 
dan Livy: serta eksponen yang lebih baru, seperti: Machiavelli, 
Hobbes, Montesguieu, Madison, Rousseau, dan Hegel telah 
menggunakan istilah ini untuk menggambarkan organisasi po- 
litik ruang duniawi dan hubungan antara tempat dan politik. 

Weigert et al. (1957:5) dalam Principles of Political Geo- 
graphy menyatakan bahwa geografi politik terkait aspek ter- 
tentu dari hubungan bumi-manusia dengan perhatian khusus. 
Ini bukanlah hubungan antara lingkungan fisik dan kelompok 
manusia atau masyarakat, tetapi hubungan antara faktor- 
faktor geografis dan entitas (kesatuan) politik. Sesungguhnya, 
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ihwal pengaturan manusia akan pengaruh ruang, sejarah, dan 
budaya atas pola geografis terkait dengan organisasi politik: 
dalam hal ini merupakan bidang/dunia geografi politik. Unit 
wilayah kajian geografi politik, semuanya berbicara tentang 
negara dan bangsa. Tujuan geografi politik adalah untuk me- 
nentukan bagaimana organisasi ini dipengaruhi oleh dan me- 
nyesuaikan dengan kondisi fisiografis, serta bagaimana faktor- 
faktor ini memengaruhi hubungan internasional. 

Jones et al. (2004:2-3) mendefinisikan geografi politik 
sebagai sebuah gugus kerja (cluster of work) di dalam ilmu-ilmu 
sosial yang terlibat dengan beberapa pertemuan ” politik” dan 
"geografi", di mana dua istilah ini dibayangkan sebagai kon- 
figurasi segitiga (lihat Gambar 1). Pada satu sisi adalah segitiga 
kekuasaan, politik, dan kebijakan. Kekuasaan merupakan hal 
utama penopang dua yang lain. Politik adalah seluruh rangkaian 
proses yang terlibat dalam mencapai, menjalankan, dan me- 
nentang kekuasaan atas fungsi negara dalam pemilu, perang, 
ataupun sekedar gosip kantor. Kebijakan adalah hasil yang 
diharapkan, hal-hal di mana kekuasaan memungkinkan se- 
seorang untuk mencapainya, dan bahwa politik itu tentang ber- 
ada pada posisi yang dapat menyelesaikannya. 

Interaksi dari tiga entitas ini menjadi perhatian dari ilmu 
politik. Geografi politik adalah tentang interaksi entitas ini 
dengan segitiga kedua yaitu ruang, tempat, dan wilayah. Pada 
segitiga kedua ini, ruang (atau pola spasial atau hubungan ke- 
ruangan) merupakan inti pokok geografi. Tempat adalah titik 
tertentu dalam ruang, sedangkan wilayah menunjukkan upaya 
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Gambar 1. Geografi Politik: Interaksi Antara 
“Politik” dan “Geografi” : | 

Sumber: Jones et al. (2004:3) pat, dan wilayah) terkait 


secara intrinsik, kendati- 


kekuasaan, ruang, tem- 


demikian, bagian dari penelitian geografi politik tidak perlu se- 
cara eksplisit menyebutkan keenamnya. 

Variasi spasial dalam implementasi kebijakan yang men- 
jadi perhatian geografi politik, misalnya pengaruh identitas 
wilayah terhadap perilaku pemilih, bisa menjadi contoh pen- 
jelas. Geografi politik merangkul interaksi yang tak terhitung 
banyaknya. Beberapa di antaranya mungkin memiliki dimensi 
budaya yang menjadi perhatian ahli geografi budaya. Beberapa 
di antaranya lagi mungkin memiliki dimensi ekonomi yang juga 
menjadi perhatian bagi ahli geografi ekonomi. Sementara itu, 
beberapa di antara yang lainnya terjadi di masa lalu dan di- 
pelajari oleh ahli geografi sejarah (Jones et al., 2004:3). 

Oleh karena gagasan keliru tentang pemisahan masya- 
rakat dan ruang, menurut Dikshit (2006b:10), seperti cabang- 
cabang lain dari geografi manusia, geografi politik difokuskan 
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pada studi hubungan antara geografi dan politik, lebih tepat- 
nya antara wilayah di bumi dan tindakan politik dan organisasi, 
di mana keduanya (ruang dan politik) dipandang sebagai bidang 
yang terpisah. Jadi fokus penelitian tetap pada bagaimana geo- 
grafi (ruang fisik) memengaruhi politik, dan pada gilirannya di- 
pengaruhi oleh organisasi dan tindakan politik. Sebelum tahun 
1935, sebagian besar dunia fokus pada pandangan terdahulu 
bahwa geografi berpengaruh pada politik. Menurut Blacksell 
(2006:1), sejak kemunculannya, geografi politik sebagai sub- 
disiplin dalam geografi manusia kontemporer telah tampak 
naik dan juga kejatuhan pamornya, namun sekarang mapan 
kuat pada intinya. 


The Five Themes of Geography 

Dalam studi geografi, informasi tentang letak, posisi, 
variabel, dan faktor geografis sangatlah penting. Geograf me- 
ngenal lima tema utama dalam geografi (the five themes of 
geography), yaitu: lokasi (location), interaksi manusia dan ling- 
kungan (human/environmental interaction), wilayah (region), 
tempat (place), dan pergerakan (movement). Tidak ada satupun 
kajian geografi manusia yang benar-benar dapat dimulai tanpa 
pemahaman saling-cakup (overlapping) kelima tema ini. 

Lokasi (letak, posisi) mengacu kepada posisi sesuatu di 
permukaan bumi. Lokasi absolut mengacu kepada lokasi se- 
suatu dalam hubungan dengan kerangka acuan yang dise- 
pakati. Sebagai contoh letak absolut adalah Pelabuhan Bitung 
berada padaposisi 19 26' LU dan 125”11' BT. Nama tempat 
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(place name) diberikan kepada satu bagian dari permukaan 
bumi, misalnya Manado. Lintang (latitude, parallel) dan bujur 
(longitude, meridian) merupakan ukuran matematis yang sa- 
ngat berguna dalam menentukan jarak dan arah secara persis. 

Sementara itu, lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat 
secara relatif terhadap tempat lain. Lokasi relatif merupakan 
cara yang sangat baik untuk menunjukkan lokasi karena dua 
alasan. Pertama, menemukan suatu tempat yang tidak begitu 
dikenal dengan membandingkannya terhadap lokasi yang su- 
dah dikenal—misalnya Bandara Sam Ratulangi terletak 15 km 
di sebelah utara Manado. Kedua, pemahaman yang bersifat 
sentral sangatlah penting, misalnya Sulawesi Utara merupakan 
pintu gerbang KTI ke Asia Pasifik. 

Situs (site) mengacu pada karakteristik fisik tempat: 
iklim, sumber daya air, topografi, tanah, vegetasi, lintang, dan 
ketinggian. Meskipun definisi ini sebenarnya lebih cocok di 
bawah tema tempat (place), situs tetap dapat dipakai untuk 
menunjukkan lokasi absolut. Situasi atau keadaan suatu tempat 
(place's situation) mengacu pada lokasi relatif atau sentralitas. 
Situasi merupakan sifat lokasional suatu tempat yang bersifat 
eksternal, atau posisi wilayah dengan acuan tempat lain yang 
bukan lokal. Sebagai contoh, Pelabuhan Bitung relatif dekat 
dengan pusat ekonomi di Asia Pasifik seperti Kaohsiung, Hong- 
kong, Shanghai, Busan, Tokyo, dan Los Angeles. 

Berkaitan dengan faktor dan variabel geografis, Welch 
(2012:38-43) menjelaskan apa yang disebut sebagai faktor geo- 
grafis dan variabelnya. Faktor-faktor geografis terdiri dari faktor 
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fisik, budaya, ekonomi, dan politik. Di dalam faktor fisik ter- 
dapat variabel fisik geografi yang mencakup semua aspek ter- 
ukur dari lingkungan, meliputi semua “sphere” yang telah di- 
kategorikan di bumi, yaitu: litosfer, hidrosfer, troposfer, bios- 
fer, dan perubahan manusia akibat dari realitas fisik ini. Seperti 
halnya menyelidiki setiap aktor geostrategi, Welch memulai 
dengan faktor fisik dan variabelnya. Ini merupakan fondasi 
spasial yang penting untuk analisis dari perspektif geografis: 
mengabaikan faktor fisik geografi ini berarti menghalangi se- 
tiap pendekatan holistik dalam analisis geostrategi. Semua 
berawal dari faktor ini beserta variabelnya. Semua berdasarkan 
atas acuan fisik, di mana faktor-faktor yang lain selanjutnya 
dibangun. Budaya, ekonomi, dan politik: semua menemukan 
ekspresi tertinggi di dunia fisik ini. 

Posisi kedua sebagai faktor kunci analisis tentang realitas 
geostrategi, menurut Welch adalah budaya. Semuanya ada di 
dalam budaya, di mana kita menemukan indikator pandangan 
dunia, kriteria pengambilan keputusan, dan kehidupan yang 
sarat makna di planet ini. Komponen pembentuk konsepsi yang 
sangat penting ini meliputi: bahasa, kebutuhan keluarga, ma- 
kanan yang kita bagikan, agama, dan aturan tentang milik. 

Sementara itu, dalam pengertian luas, ekonomi berurus- 
an dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, 
atau kesejahteraan materiil manusia. Barang dan jasa ini me 
rupakan “kekayaan” yang mengisi transaksi yang terlihat di 
bentang alam. Merujuk pendapat Bethel, ekonomi adalah hasil 
interaksi manusia berkenaan dengan milik: apa itu dan siapa 
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Fisik Litosfer Kebudayaan Bahasa 
Hidrosfer Keluarga 
Troposfer Agama 
Biosfer - Kebiasaan makan 
Perubahan Kepemilikan 
Ekonomi Barang milik Politik Informasi 
Perdagangan Diplomasi 
Kekayaan Militer 
Sistem keuangan Pajak 
Keterhubungan Penyensoran 


Gambar 2. Faktor dan Variabel Geografis Beserta Simbol Grafisnya 
Sumber: Welch (2012:54) 


pemiliknya. Di setiap peradaban, gambaran kekayaan relatif ini 
diperlukan. Welch setuju dengan mata uang dan sistem ke- 
uangan. Hal ini menentukan bagaimana kita dapat mengukur, 
memindahkan, dan memanipulasi nilai dalam perekonomian. 

Hubungan dari properti, pertukaran, nilai, dan mata uang 
menjadi acuan perekonomian. Transportasi barang, penyebar- 
an informasi, dan segala macam komunikasi menjadi sesuatu 
yang memungkinkan bagi perekonomian. Sifat dan atribut hu- 
bungan sistematis ini menjadi simbol dari perekonomian. Ada 
kemungkinan di dalam pertalian ini terjadi friksi, yang me- 
merlukan “pelumasan” dalam kebijakan dan politik. Menurut 
Welch, variabel ekonomi dibatasi dalam ruang dan waktu oleh 
kendala budaya. Dalam konteks budaya, variabel ini menjelma 
ke dalam infrastruktur, transportasi, dan gedung/bangunan 
yang memberikan landasan fisik bagi masyarakat. 

Semua variabel politik ada di dalam ruang melalui dam- 
paknya terhadap lingkungan fisik seperti yang digambarkan 
dalam kekayaan budaya dan ekonomi. Informasi diekspose da- 
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lam setiap tindakan budaya, norma, dan bangunan. Negosiasi 
dimainkan dalam setiap transaksi ekonomi dan tiap-tiap in- 
teraksi pribadi. Norma budaya menentukan setiap pikiran, kata, 
atau tindakan. Faktor-faktor budaya, ekonomi, dan politik ber- 
wujud nyata (tangible) dalam bentuk fisik bentang alam, se- 
bagaimana tercermin dalam sarana komunikasi, fasilitas untuk 
negosiasi, dan lembaga pemasyarakatan (Welch, 2012:52). 
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2. Geopolitik 


oleh Juniawan Priyono & Herman 


"Geopolitik ialah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala 
sesuatu berhubungan dengan geografische constellatie 
sesuatu negeri." 

— Soekarno 


Ye konsep memiliki sejarah dan geografis, istilah “geo- 
politik” pun tak terkecuali. Mula diciptakan pada tahun 
1899 oleh seorang ilmuwan politik Swedia bernama Rudolf 
Kjellen (1364-1933), kata geopolitik (geopolitics) memiliki se- 
jarah panjang dan beragam pada abad ke-20, bergerak jauh 
melampaui makna aslinya dalam karya Kjell€en untuk menandai 
perhatian umum antara geografi dan politik (O'Loughlin, 1994 
dalam O Tuathail, 1998c:1). Sementara menurut Hagan (1943: 
482), istilah geopolitik diperkenalkan dalam Foundations for a 
System of Politics (1920) untuk hal-hal yang menyangkut situasi 
wilayah negara, kondisi dan bentuk, serta sumber daya alam 
dan fisik. Kjellen-lah yang menciptakan kata tersebut, dan saat 
itu, aliran pemikiran geopolitik di Jerman merasa cocok dengan 
istilah tersebut. 

Definisi yang spesifik tentang geopolitik terkenal sulit 
karena makna konsep geopolitik cenderung berubah sebagai- 
mana periode sejarah dan struktur tatanan dunia mengalami 
perubahan (O'Loughin, 1994 dalam O Tuathail, 1998c:1). 
Geopolitik adalah tentang perspektif, tentang bagaimana sese- 


15 


2. Geopolitik 


orang memandang dunia. Dilihat secara geopolitik, dunia di- 
susun oleh satu benua besar (Eurasia-Afrika), banyak pulau- 
pulau kecil, dan satu samudra luas. Perbedaan ini—antara 
geografi dan geopolitik—penting bagi studi dan praktik hu- 
bungan internasional (Sempa, 2002:1). Geopolitik adalah kom- 
ponen geografi manusia sehingga untuk bisa memahaminya 
harus memahami geografi manusia (Flint, 2006:1). 


Sejarah Geopolitik 

Dua puluh tiga abad sebelum kata “geopolitik” dicipta- 
kan, Aristoteles dalam Politics membahas banyak pertanyaan 
yang dapat digolongkan sebagai geopolitik. Beberapa pan- 
dangan Aristoteles tentang hal ini, sebelumnya telah diutara- 
kan oleh Plato. Keduanya kelihatan meminjam dari Hippocra- 
tes yang mengaitkan iklim dengan sifat fisik dan intelektual 
manusia. Ia menganggap lingkungan alam dari sudut pandang 
dampaknya terhadap karakter manusia dan implikasinya bagi 
keperluan ekonomi dan militer negara yang ideal. Penduduk 
sebuah negara ideal harus berguna, dan menurutnya ada tiga 
hal yang membuat manusia bersifat baik dan berbudi luhur: 
alam, kebiasaan, dan pendirian rasional (Kristof, 1960:17). 

Geopolitik menjadi istilah yang banyak dipakai oleh para 
penulis, pengamat, dan praktisi politik internasional. Mereka 
menggunakannya untuk menggambarkan, menjelaskan, atau 
menganalisis isu dan masalah kebijakan luar negeri yang 
spesifik. Begitu seringnya dipakai sehingga mengabaikan fakta 
bahwa geopolitik sebagai metode analisa hubungan internasi- 
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onal memiliki sejarah yang mencakup kosa kata umum, ber- 
kedudukan kuat meskipun terkadang bertentangan konsep- 
nya, sebuah ketetapan pokok pikiran, dan kelompok yang di- 
akui oleh para teoretikus dan sarjana (Sempa, 2002). 

Para editor Zeitschrift fur Geopolitik memahami geopo- 
litik sebagai sebuah seni membimbing politik praktis (Seiple, 
2006:35). Gray (1977:11) mendefinisikannya sebagai sebuah 
meta (atau master) kerangka kerja, yang tanpa menetapkan 
pilihan kebijakan terlebih dahulu mengusulkan faktor-faktor 
jangka panjang dan tren dalam tujuan keamanan, khususnya 
masyarakat yang terlindungi dan terorganisir secara teritorial. 
Hubungan geopolitik membuka dan menyita rentang kemung- 
kinan kebijakan, di mana masyarakat dan pemerintah dapat 
melanjutkan ataupun tidak, sesuai keadaan dan suasana hati 
yang membawa mereka. 

Seiple (2006:36) mengutip pernyataan Robert Straus- 
Hupe dalam Geopolitics: The Struggle for Space and Power 
(1942) bahwa “Geopolitik, bagi pakarnya, pertama dan teruta- 
ma adalah cara berpikir, dan kedua, seperangkat rencana yang 
sangat elastis ... Geopolitik bukan ilmu ... itu adalah aliran 
pemikiran strategi ... tidak ada perbedaan antara perang dan 
perdamaian ... tidak ada perbedaan nyata antara strategi po- 
litik perdamaian dan strategi militer perang.” Sementara itu, 
Turner (1943:15) menyatakan bahwa geopolitik dapat dipa- 
hami sebagai sebuah upaya untuk berpikir tentang eksistensi 
nasional berkaitan dengan dunia. Menurut Walters (1975 
dalam Seiple, 2006:38), geopolitik adalah pengaruh geografi, 
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ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategis 
dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. 
Geopolitik merupakan alat bagi penentuan kebijakan realis 
sebuah negara atau koalisi. 

Dalam Geopolitics: The Geography of International Rela- 
tions (2003), geopolitik dipahami Saul Bernard Cohen sebagai 
analisis interaksi antara, di satu sisi, keadaan geografis dan 
perspektif, dan di sisi lain, proses-proses politik. Keadaan ter- 
diri dari ciri dan pola geografis serta wilayah berlapis yang di- 
bentuknya. Proses politik termasuk kekuatan yang beroperasi 
di tingkat internasional dan di kancah domestik yang meme- 
ngaruhi perilaku internasional. Keduanya—keadaan geografis 
dan proses politik—bersifat dinamis saling memengaruhi. 

Peter J. Taylor dalam Geopolitics, Political Geography and 
Social Science (2000) berusaha untuk meletakkan geopolitik ke 
dalam beberapa perspektif institusional. Sebagai sebuah sub- 
disiplin ilmu, geopolitik amatlah kecil sekalipun berubah dalam 
ukuran lintas negara dan waktu. Dibandingkan dengan disiplin 
serupa dalam departemen Hubungan Internasional di per- 
guruan tinggi dan banyak jurnal, geopolitik memiliki hubungan 
yang lemah. Orang dapat memandang geopolitik sebagai 
periferi dari sebuah periferi dari sebuah periferis diletakkan 
pada perbatasan geografi manusia, yang akhirnya tidak pernah 
berdiri sendiri dalam inti ilmu sosial. 

Taylor menganggap hal ini sebagai analogi yang agak 
kejam dan kasar, akan tetapi para penulis geopolitik tidak ke- 
lihatan memiliki ketakutan oleh peletakkan intelektual seperti 
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itu. Mereka malah menemukan geopolitik dalam segala hal, 
dari politik tingkat tinggi hingga budaya populer, sehingga studi 
mereka yang begitu penting itu berada di luar seluruh proporsi 
dari ukuran subdisiplin yang ada. 

Geopolitik sebagai pemikiran dan praktik, terkait dengan 
pembentukan negara dan negara-bangsa sebagai lembaga 
politik yang dominan. Geopolitik awalnya dipahami sebagai 
ranah konflik antarnegara dengan asumsi bahwa satu-satunya 
negara yang sedang dibahas adalah negara-negara Barat yang 
kuat. Ada upaya teoretis untuk memisahkan geopolitik dari 
imperialisme, dominasi negara kuat atas negara lemah (Flint, 
2006:17). 


Tabel 1. Ciri-Ciri Geopolitik Klasik 


Kedudukan istimewa penulis kulit putih, laki-laki, golongan atas (elite), dan ber- 
(privileged position of author) pengetahuan Barat 


Pep KIP MASkulihitas semua yang terlihat dan diketahui (all seeing and 


all knowing) 
Pelabelan/klasifikasi wilayah memberikan nilai dan makna 
Anggapan terhadap teori kebenaran universal digunakan untuk menjustifi- 
objektif dan sejarah kasi kebijakan luar negeri 
Penyederhanaan (simplifica- sebuah slogan (catchphrase) untuk membantu 
tion) perkembangan dukungan publik 


Negara-sentris (state-centric) politik kedaulatan negara teritorial 


Sumber: Flint (2006:17) 

Di Jerman, geopolitik berkembang dalam suasana ke- 
kecewaan akibat kekalahan mereka dalam PD I. Pada tahun 
1917, visi dominasi Jerman telah tampak mendekati kenyataan 
dengan pengaruh kekuasaannya membentang dari Dunkirk 
hingga Riga dan dari Hamburg hingga Baghdad. Namun, dua 
tahun kemudian, mimpi kerajaan digantikan oleh kenyataan 
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pahit dengan berkurangnya wilayah kekuasaan secara drastis, 
terpotong Koridor Polandia menjadi dua wilayah, serta meng- 
alami kelebihan jumlah penduduk (Schnitzer, 1955:407-408). 
Geopolitik, nama ilmu baru yang mendapatkan perhatian saat 
itu, menurut Ewald W. Schintzer menjelaskan bagaimana ke- 
kalahan menjadi tak terhindarkan tatkala Jerman menyimpang 
dari ajaran geopolitik yang sudah sangat jelas. Ilmu baru ter- 
sebut mengulurkan harapan bahwa melalui studi intensif dan 
wawasan yang lebih mendalam, maka kemenangan boleh jadi 
dapat direnggut. 

Kekalahan Jerman pada tahun 1945 dan kematian Karl 
Haushofer pada tahun 1946, berarti akhir dari aliran geopolitik 
Jerman. Berakhirnya perang juga memadamkan tradisi geopo- 
litik di negara-negara poros yang lain, seperti Italia dan Jepang 
(Hepple, 1986:22). Sebenarnya, geopolitik sebagai akitivitas 
politik menurut Agnew dan Corbridge tidak pernah hilang, akan 
tetapi lebih dari satu generasi pasca-PD II hampir diabaikan 
oleh ahli geografi politik yang malu dengan penggunaannya 
meski telah dilekatkan ke nama mereka (Blacksell, 2006: 10). 
Berasosiasi dengan geopolitik Jerman hampir membawa geo- 
politik pada kematian. Kemunduran ini, tentu saja dapat di- 
jelaskan bahwa selagi geopolitik sebagai suatu istilah dihindari 
karena konotasi Nazi-nya, interpretasi dan analisis geopolitik 
tetap berlanjut, tetapi menyaru (sailed under such other co- 
lours) sebagai studi strategi ataupun geografi politik—lebih 
lengkap baca The Revival Geopolitics (1986) yang ditulis Leslie 
W. Hepple dalam “Political Geography Ouarterly”. 
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Kebangkitan Geopolitik 

Pembaruan atensi pada skala global telah membangkit- 
kan kembali minat para ahli geografi politik dalam geopolitik. 
Terbebas dari kebuasan sebelumnya dan terkubur oleh perang 
Jerman, geopolitik menjadi cabang hidup (eksis) geografi poli- 
tik, menganalisis cara di mana negara berhubungan satu sama 
lain membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang ko- 
heren dalam dunia yang semakin global dan mendunia (O 
Tuathail dan Dalby, 1998:1). 

Selama bertahun-tahun semenjak Perang Dingin, geopo- 
litik digunakan untuk menggambarkan kontestasi global anta- 
ra AS dan Uni Soviet akan pengaruh dan kontrol atas negara dan 
sumber daya strategis di dunia. Mantan Sekretaris Negara AS, 
Henry Kissinger, menghidupkan kembali istilah tersebut pada 
tahun 1970-an, menggunakannya sebagai sinonim untuk per- 
mainan adidaya politik imbangan kekuatan yang terbentang di 
atas peta politik dunia (Hepple, 1986:25-26). Sekarang geopo- 
litik digunakan secara bebas untuk menyebut fenomena se- 
perti: sengketa perbatasan internasional, struktur keuangan 
global, pola geografis hasil pemilu (Agnew, 2003:5). Geopolitik 
juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam men- 
dorong pemahaman sistem perdagangan bebas internasional 
yang menjadi jantung ekonomi pasar global modern (Agnew 
dan Corbridge, 1995 dalam Blacksell, 2006:10). 

Dalam tatanan dunia baru masa kini, menurut O Tuathail 
(1998c:2), spesifikasi hubungan pasca-Perang Dingin antara 
geografi, kekuatan, dan tatanan dunia bervariasi sebagai kha- 
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yalan geopolitik, bersaing satu sama lain untuk membatasi 
“geopolitik baru” (new geopolitics). Bagi sebagian orang, ber- 
akhirnya Perang Dingin telah memungkinkan kemunculan ta- 
tanan geopolitik baru yang didominasi oleh pertanyaan dan isu- 
isu geoekonomi: sebuah dunia di mana globalisasi kegiatan 
ekonomi dan arus perdagangan global, investasi, uang, dan 
kesan (images) memperbarui negara, kedaulatan, dan struktur 
geografis planet ini. Bagi yang lain, geopolitik baru menggam- 
barkan dunia yang tidak lagi didominasi oleh perebutan wila- 
yah antara blok yang bersaing, tetapi oleh munculnya masalah 
transnasional, seperti: terorisme, proliferasi nuklir, dan ben- 
turan peradaban. Bagi yang lainnya, hubungan politik dengan 
“bumi” lebih penting daripada sebelumnya, sebagaimana ne- 
gara dan rakyat berjuang untuk mengatasi degradasi lingkung- 
an, penipisan sumber daya, pencemaran lintas-negara, dan 
pemanasan global. Bagi penentu kebijakan dan intelektual ber- 
jiwa lingkungan, geopolitik baru bukanlah geoekonomi me- 
lainkan politik ekologi atau ekopolitik (ecopolitics). Mengutip 
pendapat O Tuathail, terdapat banyak visi persaingan dalam 
geopolitik baru, seperti terlihat dalam Tabel 2. 

Menurut Yudhoyono (2012b:18), pertemuan kepenting- 
an geopolitik bisa melahirkan kerja sama dan juga memuncul- 
kan konflik. Jika mengacu bahwa pemikiran geopolitik terkait 
dengan interaksi antara ruang dan manusia, interaksi tersebut 
melahirkan kesadaran ruang (space consciousness) yang seca- 
ra langsung ataupun tidak, bermuara pada masalah keamanan 
dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks negara modern, 
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konsep kesadaran ruang terwujud dalam klaim kedaulatan, 


ditandai batas negara (boundary) yang dilengkapi seperangkat 


hukum dan aparat untuk menjamin keamanan dan kedaulat- 


annya. 


Tabel 2. Diskursus Geopolitik 


Diskursus Aktor Intelektual Kosakata Dominan 
Alfred Mahan Kekuatan laut (Seapower) 
3 Friedrich Ratzel Ruang hidup (Lebensraum) 
Geopolitik 5 
Tan Halford Mackinder Kekuatan daratan (Heartland) 
Imperialis 


Karl Haushofer 


Kekuatan daratan (Heartland) 


Nicholas Spykman 


Daerah Batas (Rimlands) 


Geopolitik pada 
masa Perang 
Dingin 


George Kennan 


Pembendungan (Containment) 


Soviet dan para 
pemimpin 
Barat/militer 


Negara-negara di Dunia Pertama/ 
Kedua/Ketiga sebagai satelit dan 
dominos: Blok Barat vs Timur 


Geopolitik pada 
masa Tatanan 


Mikhail Gorbachev New political thinking 
Francis Fukuyama The end of history 
Edward Luttwak Statist geoeconomics 


George Bush 


AS memimpin tatanan dunia baru 


Para pemimpin G-7, 
IMF, WTO 


Liberalisme transnasional/neolibe- 
ralisme 


Dunia Baru — - 
Perencana strategi di Negara-negara nakal, perlindungan 
Pentagon dan NATO nuklir, teroris 
sa mueNuntnetan Benturan peradaban (Clash of civili- 

zations) 

Komisi Dunia untuk 
Lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan 

B NIK Pembangunan 

SN 2 Al Gore Inisiatif lingkungan strategis 
Lingkungan 


Robert Kaplan 


Coming Anarchy 


Thomas Homer-Dixon 


Kelangkaan lingkungan 


Michael Renner 


Keamanan lingkungan 


Sumber: O Tuathail (1995:5) 
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Berbicara dalam The 11" JISS Asia Security Summit, The 
Shangri-La Dialogue (1/6/2012), Yudhoyono (2012a) mendo- 
rong upaya bersama untuk mencapai geopolitik kerja sama 
(geopolitics of cooperation) di masa mendatang dengan me- 
ngatakan, 


“ 


. bagaimana kita bisa menangkap peluang strategis untuk 
membangun arsitektur yang mampu bertahan lama untuk per- 
damaian di kawasan kita. Bahwa arsitektur yang mampu berta- 
han lama hanya bisa terjadi jika kita bekerja sama untuk me- 
ngembangkan sebuah geopolitik baru: geopolitik kerja sama.” 


Dalam lingkup negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Yudho- 
yono menekankan perlunya merumuskan kerja sama jangka 
panjang berdasarkan kepentingan bersama. Hal ini menanda- 
kan pentingnya menghindari kemungkinan wilayah tersebut 
menjadi wilayah persaingan strategis. 

Gagasan bahwa beberapa negara merupakan kekuatan 
ekonomi (economic power), sering digunakan dalam diskusi 
lepas tentang perekonomian global. Seperti halnya teori eko- 
nomi berurusan dengan tujuan ekonomi murni, misalnya ke- 
sejahteraan ekonomi (economic well-being) dan efisiensi pro- 
duksi: disiplin yang lain dipelajari untuk memahami gagasan 
kekuatan ekonomi. Sejarawan menarik hubungan antara per- 
luasan kapasitas produktif suatu bangsa dan kemampuannya 
untuk memproyeksikan kekuatan militernya: sebaliknya ke- 
mampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer dipandang 
sebagai faktor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, 
misalnya dengan menjamin akses ke pasar luar negeri. Secara 
historis, bangsa yang mencapai produktivitas yang cukup, 


24 


Priyono & Herman 


sanggup membayar pasukan tentara besar dan melengkapinya 
dengan perlengkapan perang berteknologi maju, menjadi ke- 
kuatan besar dan memperluas kekuasaan militer dan ekono- 
minya di luar perbatasan mereka sendiri, menuntut peng- 
hormatan atau mengontrol SDA dan pasar bagi barang-barang 
mereka sendiri (Ciuriak, 2004:22). 

William H. Overholt dalam Asia, America and the Trans- 
formation of Geopolitics (2008) mencontohkan sebagaimana 
yang terjadi di Jepang, kebangkitan Tiongkok dalam keung- 
gulan geopolitik terjadi sebagai akibat dari kekuatan ekonomi 
yang lama mendahului kekuatan militer. Pada tahun 2000, 
meski Tiongkok memiliki kemampuan untuk memproyeksikan 
kekuatan militer ke luar negeri yang masih diabaikan: namun 
sudah dilihat oleh Eropa, Jepang, dan AS sebagai salah satu 
pemain utama di dunia. 

Jepang memiliki kapal AL yang tangguh yang akan dike- 
rahkan ke Samudra Hindia untuk membantu AS dalam perang 
di Afghanistan. Rusia, di samping segala kelemahannya, memi- 
liki militer yang bisa mengancam negara-negara tetangganya 
dan senjata nuklir pada tingkatan yang sama besarnya seperti 
halnya AS. Bahkan India dan Korea Selatan memiliki kekuatan 
yang bisa memukul (musuh) cukup jauh dari wilayah pantai 
mereka sendiri. Sebaliknya, Tiongkok memiliki kekuatan yang 
tangguh untuk mempertahankan wilayahnya, tetapi tidak me- 
miliki kemampuan proyeksi kekuatan. Seperti Jepang pada 
zaman pertumbuhan penuh keajaiban, meskipun demikian, 
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perkembangan ekonomi Tiongkok dan pemimpin yang tegas 
menguasai respek dan pengaruh geopolitik global. 

Sgilen (2012:46) menyatakan bahwa Tiongkok sebagai 
kreditur baru tidak bermaksud untuk meniru hubungan yang 
tidak setara serupa hubungan AS-Jepang. Tiongkok paham 
bahwa AS lebih kuat sehingga memperlakukan lawan terbesar 
mereka sebagai teman terbaik, sementara terus meningkatkan 
posisi mereka sendiri, membuat AS menjadi debitur yang ke- 
lewat besar, semakin bergantung kepada pinjaman luar negeri. 
Barulah secara bertahap, mereka akan mengambil peran se- 
bagai negara adidaya terkemuka. 

Lebih lanjut, Klaus Solberg Sgilen dalam Geoeconomics 
menuliskan bahwa Tiongkok—dengan hati-hati tetapi cukup 
pesat—sedang membangun kemampuan militernya di LCS dan 
sekitar pantainya. Dengan membangun kekuatan militer yang 
unggul, Tiongkok akan mendorong AS mundur secara berta- 
hap: dan lebih disukai tanpa insiden militer. Strategi ini dijelas- 
kan dengan baik dalam buku militer klasik Tiongkok. Amerika 
sekarang membutuhkan Tiongkok lebih dari Tiongkok mem- 
butuhkan AS. Itu yang perlu digarisbawahi: waktu yang akan 
mengurus sisanya. 

Soal pembentukan militer, sebagian besar respek untuk 
Tiongkok berasal dari perkiraan kekuatan militernya yang 
mungkin bisa dicapai di masa depan. Akan tetapi menurut 
William H. Overholt itu bukan sumber utama rasa hormat dari 
para pemimpin politik Eropa atau Jepang atau Asia Tenggara. 
Dinamika politik kunci yang lain dari keajaiban ekonomi Asia 
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sebelumnya adalah perubahan fokus dari sengketa wilayah 
internasional dan perpecahan ideologis pembangunan ekono- 
mi domestik. Kecenderungannya di Asia adalah campuran. 
Sikap tidak berlebih-lebihan dalam geopolitik yang dido- 
rong oleh keajaiban Asia, menurut pendapat Overholt telah 
dilanjutkan dan diperluas. Pertama, batas tanah, perbedaan 
ideologi, dan aspirasi terhadap hegemoni regional adalah sum- 
ber konflik yang jauh dari penting dibandingkan 10, 20, atau 50 
tahun yang lalu. Munculnya kekuatan baru Asia telah me- 
ngurangi konflik, tidak meningkatkan. Penekanan kembali ke 
titik sebelumnya sangatlah berharga, di mana kecenderungan 
ke depan merupakan prioritas bagi kemajuan ekonomi secara 
umum lebih daripada konflik teritorial yang tidak khas bagi Asia. 
Kedua, sementara perbatasan darat telah menjadi ku- 
rang diperselisihkan, klaim dasar laut dan perairan teritorial 
tetap ada di mana-mana dan menjadi lebih menonjol karena 
meningkatnya perhatian atas keamanan energi. Sehubungan 
dengan klaim-klaim ini dan kekhawatiran atas keamanan ener- 
gi: Jepang, Tiongkok, dan India semuanya mengembangkan AL 
mereka. Ketiganya sangat khawatir akan keamanan energi, dan 
ketiganya telah mengadopsi pandangan kompetitif bahwa 
kepemilikan sumber daya energi sangat penting bagi keaman- 
an energi. Pandangan itu telah memicu persaingan lokasi jalur 
pemipaan dan akuisisi ladang minyak dan perusahaan minyak. 
Rencana militer India secara eksplisit termasuk persiapan un- 
tuk kemungkinan perang laut dengan Tiongkok dipicu sumber 
daya energi. Semenjak sengketa dasar laut diyakini secara luas 
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mengandung ladang minyak substansial, kompetisi AL dan 
energi saling memperkuat. Berbeda dengan negara-negara Asia 
Tenggara dan Tiongkok, Jepang tidak pernah mau berkompro- 
mi dalam setiap sengketa teritorial (dengan Rusia, Korea Sela- 
tan, Tiongkok, dan Taiwan), dan karena persaingan AL/energi 
memanas, hal ini menjadi semakin penting. 

Ketiga, konflik religius tampaknya akan meningkat di wi- 
layah kunci dan berinteraksi dengan “perang melawan teror”. 
Sejauh ini, masalah tampaknya dihadapi oleh negara-negara 
yang mengalami perkembangan pesat: dan notabene negara- 
negara yang mengalami perkembangan pesat adalah negara 
yang merupakan akibat geopolitik. Secara keseluruhan, tren 
yang dominan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan 
terus menjadi salah satu sebab di mana pertumbuhan ekono- 
mi (dan demokrasi dalam kasus India) meningkatkan pertaruh- 
an kelompok-kelompok religius dalam masyarakat dan teroris 
(secara terbatas) ke arah kekuasaan berbasis agama dan aksi 
terorisme. Hal ini akan berkembang menjadi malapetaka (yang 
sangat mungkin) di Pakistan atau Afghanistan atau runtuhnya 
pembangunan di Indonesia (yang kemungkinan besar tidak). 

Keempat, perubahan penting dalam kebijakan AS meme- 
ngaruhi prospek kemajuan lanjutan menuju ketenangan. Di 
masa Perang Dingin, tekad AS untuk tidak lagi mengizinkan 
persaingan Sino-Jepang lepas kendali adalah tujuan kebijakan 
AS, hanya sebagai pendukung untuk mempertahankan wilayah 
itu dari ekspansi Uni Soviet. Dimulai pada tahun 2001, strategi 
AS di wilayah ini bergeser dari pembangunan ekonomi dan 
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pembentukan lembaga yang dilindungi oleh militer, menuju 
pemusatan prioritas soal militer dan geopolitik. 

Kesimpulannya adalah kecenderungan pembangunan 
ekonomi memang menenteramkan ketegangan geopolitik yang 
tetap kuat, akan tetapi sebenarnya menghadapi tren tandingan 
yang lebih rumit daripada di masa lalu. Sementara itu, tren 
regional dengan sendirinya tidak menentu. Kita harus melihat 
apa yang terjadi di setiap negara pemain utama dalam rangka 
untuk melihat apa yang mungkin (bisa) mengkonsolidasikan 
hubungan regional di sepanjang garis lama atau memandu me- 
reka ke dalam geometri baru. 


Tamsilan Geopolitik Baru 

Saat ini, popularitas geopolitik naik daun menjadi sarana 
penggambaran dan pertarungan konflik kekerasan. Oleh kare- 
na itu, diperlukan cara-cara baru untuk memahami perubahan 
geopolitik. Pada kenyataannya, geopolitik tidak hanya berbica- 
ra tentang hubungan eksternal negara, melainkan pelibatan 
yang lebih menyeluruh dari geopolitik sosial. Keduanya ber- 
silangan menjalin perbedaan antara di dalam dan di luar per- 
batasan negara. Geopolitik sosial yang dimaknai sebagai kum- 
pulan wilayah, ekonomi, dan tatanan sosial yang menjadi lan- 
dasan dan juga akibat dari geopolitik modern: sekarang ini 
dituangkan kembali dengan kemunculan geografi ekonomi dan 
keamanan yang tertangkap dengan baik sebagai geoekonomi 
beserta tatanan sosial yang menyertainya (Cowen dan Smith, 
2009:23). 
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Sering diakui dengan penemuan istilah “geoekonomi” 
dalam artikelnya yang sangat berpengaruh From Geopolitics to 
Geoeconomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce, 
Edward Luttwak berpendapat bahwa geopolitik menunjukkan 
adanya peningkatan logika historis arus pertukaran global. 
Geopolitik digantikan oleh logika ekonomi global pada masa 
globalisasi yang melebihi kalkulasi geopolitik, kendatipun 
sistem (kondisi) nasional tetap utuh dan sangat kuat. Bagi 
Luttwak, globalisasi menggambarkan evolusi alamiah pasar 
menuju kesatuan yang lebih besar dan lebih kuat: dan pe- 
ningkatan ini tidak mencakup kekuatan karena kedekatan dan 
wilayah di dalam dirinya. Negara perlu memperbarui modus 
operandinya sesuai dengan itu, dari teritorial ke pengaturan 
ekonomi (Cowen dan Smith, 2009:38). 

Luttwak pertama kali menguraikan pemahamannya ten- 
tang geoekonomi dalam sebuah artikel di National Interest 
pada tahun 1990, di mana ia menetapkan geoekonomi sebagai 
kelanjutan dari “logika konflik dalam tata bahasa perdagang- 
an”. la memperbandingkan geopolitik dan geoekonomi, kemu- 
dian menegaskan bahwa metode perdagangan sedang meng- 
gusur metode militer dalam hubungan internasional dengan 
modal sekali pakai lebih penting daripada daya tembak, inovasi 
sipil lebih penting daripada kemajuan teknis-militer, dan pene- 
trasi pasar menjadi penanda besar kekuasaan daripada kepe- 
milikan garnisun dan pangkalan (O Tuathail, 1996:182). 

Luttwak kemudian menjabarkan tesis ini dalam buku The 
Endangered American Dream (1993). Dalam subjudul “Cara 
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Menghentikan Amerika Serikat Menjadi Negara Dunia Ketiga 
dan Cara Memenangkan Perjuangan Geoekonomi bagi Supre- 
masi Industri”, Luttwak berpendapat bahwa geopolitik kuno 
telah digantikan oleh fenomena baru geoekonomi. Sekarang 
ini, senapan dan para diplomat kurang berarti dibandingkan 
dengan modal kesabaran dan tenaga kerja terampil. Sebuah 
“gudang persenjataan” muncul dengan versi baru: program 
teknologi nasional yang agresif, keuangan yang ganas, dan tarif 
yang menjerat, serta standar teknis yang tinggi. Jika tidak 
segera mengambil tindakan dramatis untuk mendukung ke- 
kuatan ekonominya, AS akan menderita kekalahan demi keka- 
lahan dan akhirnya bisa turun status ke sebuah negara Dunia 
Ketiga. Demikian digambarkan O Tuathail dalam Critical Geo- 
politics: The Politics of Writing Global Space (1996). 

Sgilen (2012:8-9) menyatakan bahwa disiplin geoekono- 
mi berbeda dengan geopolitik dalam dua hal mendasar. 
Pertama, berkenaan dengan topik, terutama tidak berkaitan 
dengan kegiatan politik dan militer, tetapi dengan kegiatan 
ekonomi. Kedua, berkenaan dengan pelaku, kegiatan tidak 
dilakukan oleh individu yang mewakili negara-bangsa, tetapi 
oleh pekerja organisasi sektor swasta, yang terutama sekali 
loyal kepada pemilik organisasi tersebut. Geoekonomi, seperti 
halnya geopolitik, dipelajari pertama-tama dengan pemikiran 
kepentingan negara-bangsa atau dari perspektif makro. Hal ini 
membuatnya lebih kompleks daripada studi geopolitik, di mana 
negara itu sendiri adalah pelaku utamanya. Baik geopolitik 
maupun geoekonomi terkait erat dengan studi tentang strategi, 
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di mana orang mencoba untuk mendefinisikan rencana optimal 
bagi tujuan organisasi atau lembaga. 

Sgilen menunjukkan bagaimana studi geoekonomi dida- 
sarkan pada pendekatan dinamis untuk ilmu-ilmu sosial yang 
dapat ditelusuri kembali ke teori evolusi. Ekonomi neoklasik 
adalah pendekatan statis untuk ilmu-ilmu sosial yang dimo- 
delkan pada studi fisika dengan menggunakan aljabar dan teori 
keseimbangan (eguilibrium). Itu merupakan upaya untuk mem- 
bangun suatu studi ilmiah murni tentang manusia, menghin- 
dari nilai-nilai dan isu-isu moral sebagai alasan jelas, apapun 
hasilnya. Pendekatan yang diambil geoekonomi berbeda dari 
ekonomi klasik. Geoekonomi mendasarkan diri pada multi- 
disiplin, pemikiran strategis global, dan tradisi teori kritis. Tidak 
seperti pemikiran neoklasik, geoekonomi tidak sepenuhnya 
didasarkan pada studi fisika, tetapi biologi. 

Berdasarkan penelitian disertasi Sergey Lachininskii ber- 
judul Modern Trends in Geoeconomic Studies in Rusia (2012), 
gambaran publikasi ilmiah tentang geoekonomi di Rusia me- 
nunjukkan bahwa dalam terminologi geoekonomi, studi ter- 
sebut terutama membahas strategi perdagangan luar negeri 
Federasi Rusia dan negara-negara tertentu atau masalah geo- 
ekonomi swasta, serta ringkasan kategori geoekonomi. Orang 
pertama di antara ahli geografi ekonomi Rusia yang meng- 
gunakan istilah geoekonomi adalah E. B. Alaev dalam jurnal 
berjudul Sotsial'no-ekonomicheskaya geografiya. Ponyatiino- 
terminologicheskii slovar' (1983). Alaev memercayai bahwa 
istilah tersebut dapat digunakan untuk merepresentasikan 
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sistem ekonomi spasial. Dalam pandangannya, bidang kajian 
ekonomi dari suatu wilayah tertentu atau geotory (bidang 
geoekonomi) merupakan sebuah interpretasi geografis ruang 
ekonomi (geoeconomic space). Namun demikian, berdasarkan 
analisis terhadap artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 
geografi terkemuka di Rusia bahwa tidak ada geograf lain yang 
menggunakan istilah yang diusulkan oleh Alaev tersebut dalam 
penelitian mereka. 

Dalam kurun waktu 10-15 tahun, menurut Lachininskii 
hanya ada beberapa tesis yang berkaitan dengan subjek geo- 
ekonomi yang dipertahankan dalam keilmuan geografi. Pada 
sejumlah karya, isu tersebut malahan tidak secara langsung 
disentuh. Dalam publikasi terkait, geograf dan ilmuwan sosial 
belum mengungkapkan secara rinci persoalan pokok kajian, 
seperti teori dan metodologi yang sebenarnya. Nikitina men- 
jadi orang pertama yang meneliti pengaruh faktor geoekonomi 
dalam restrukturisasi teritorial dan sektoral perekonomian na- 
sional Ukraina dalam disertasi Geoekonomika: ocherki (2002). 

Lachininskii selanjutnya mempertimbangkan pendekatan 
teoretis dan metodologis yang ada dalam perekonomian nasi- 
onal, geografi sosial, dan politik. Hasil kajiannya menunjukkan 
bahwa dalam konteks perekonomian nasional dan geografi so- 
sial, tidak ada konsensus mengenai objek dan subjek geoeko- 
nomi serta kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. 

Sebagaimana dijelaskan Lachininskii (2012:93), subjek 
geoekonomi adalah ekonomi dunia global secara keseluruhan, 
di mana lintas batas sistem geoekonomi terbentuk pada ting- 
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Tabel 3. Pendekatan Teoretis dan Metodologis Geoekonomi 


Sikap terhadap Objek Ilmu Subjek Ilmu 
Pengarang 5 Metode 
Geografi Pengetahuan Pengetahuan 
Gladkii bidang inter- geosistem penonjolan analisis geo- 
disipliner, sub- ekonomi formasi geosis- ekonomi 
disiplin transnasional tem ekonomi 
geografi transnasional 
Niko skii ranah proses repro- produksi energi 
interdisipliner — duksi geoeko- dan siklus sum- 
nomi ber daya, anali- 
sis geoekono- 
mi, pendekat- 
an energi 
Nikitina ranah inter- geosistem analisis geo- 
disipliner, sub- ekonomi ekonomi 
disiplin ilmu transnasional 
geografi 
Zamyatin ilmu sastra tamsilan kesan spasial pemetaan 
geospasial sebagai tran- tamsilan 
saksi ekonomi  geoekonomi 
Lysak termasuk da- ruang geo- 
lam sistem ekonomi 
ilmu geografi, 
mendekati 
geografi per- 
ekonomian 
dunia 


Sumber: Lachininskii (2012:93) 


katan yang berbeda. Geoekonomi tidak menciptakan ruang 


geoekonomi baru, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penu- 


lis, melainkan mengkaji transformasi terbaru dari ekonomi glo- 


bal pada tingkat yang berbeda, yakni: sektoral, teritorial, per- 


adaban, sistem, dan lainnya. Dalam konteks ini, banyak penu- 


lis berbagi pendekatan E. V. Sapir. Pada akhirnya, Lachininskii 
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menyimpulkan bahwa geoekonomi sebenarnya adalah “geo- 
grafi baru perekonomian dunia” dan tidak diragukan lagi milik 
sistem keilmuan geografi, namun berbeda dengan disiplin ilmu 
geografi lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan 
interdisipliner yang luas dengan ilmu terkait: ekonomi global, 
geopolitik dan geostrategi, ilmu politik, sosiologi, dan lain-lain. 

Lebih jauh, Lachininskii membedakan lima tingkat studi 
geoekonomi yang dapat dianggap sebagai arah tren geoeko- 
nomi saat ini. Pertama, pembentukan kawasan transnasional 
tertentu sebagai sebuah kerangka acuan ruang ekonomi dunia 
global. Kedua, pembentukan dan pengembangan rantai pro- 
duksi, jasa, dan keuangan global, serta jaringan lintas batas 
sebagai elemen kunci dari ruang ekonomi dunia global. Ketiga, 
pengembangan pusat-pusat inovasi global dan regional se- 
bagai titik pertumbuhan bagi ruang ekonomi dunia global. 
Keempat, pengembangan dan pengaruh kota-kota global dan 
regional sebagai titik utama pertumbuhan bagi ruang ekonomi 
dunia global. Kelima, pengembangan integrasi geoekonomi dari 
daerah dan negara-negara yang berkontribusi terhadap evolusi 
lebih lanjut dari ruang ekonomi dunia global. 

Merujuk pendapat Neklessa, geoekonomi menguji lima 
subjek: imperatif geografis (geographical imperative), keku- 
asaan dan instrumen yang sebenarnya, kebijakan dan strategi 
untuk meningkatkan daya saing suatu negara di era globalisasi, 
lokalisasi spasial dalam alam semesta global yang baru dan 
berbeda jenis kegiatan ekonominya, serta pembentukan inter- 
aksi strategis dan dasar pemerintahan global. Empat dari lima 
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bidang subjek geoekonomi dari Neklessa berbicara bahasa 
geografis (Lachininskii, 2012:95). 

Disiplin ilmu geoekonomi dan geopolitik terjalin dengan 
erat. Disiplin ilmu geopolitik memiliki beban penuh masa lalu 
dan hanya dapat berkembang melalui kritik diri, yakni melalui 
kritik dari disiplin ilmu itu sendiri. Misalnya harus membuat apa 
yang jelas dalam sasaran geopolitik dan apa saja yang nor- 
matif. Sejauh ini, sebagian besar kritik datang dari luar, dari 
lawan-lawannya, apakah mereka mewakili geopolitik kritis (cri- 
tical geopolitics), geografi politik, atau ilmu politik arus utama 
(S#ilen, 2012:21). 

Adanya pergeseran dari geopolitik ke geoekonomi, me- 
nurut Sgilen menjadikan fokus telah berbalik dari pemikiran 
militer ke arah fenomena ekonomi. Maksud dari studi yang 
baru ini adalah untuk menunjukkan bagaimana mendapatkan 
dan mempertahankan keunggulan kompetitif nasional dengan 
cara ekonomi. Perang tidak lebih dari cara terakhir untuk men- 
capai tujuan yang sama. Jika seseorang memilih perang, se- 
baiknya pastikan bahwa itu akan benar-benar membawa ke 
arah perekonomian yang bertambah baik. Berbagai petualang- 
an militer, seperti yang telah ditunjukkan AS sejak PD II, hanya 
menguntungkan angkatan bersenjata dan industri persenjata- 
an. Mereka telah memiskinkan bangsa dan mengecewakan 
rakyatnya. Mereka yang kehilangan nyawa di medan perang 
terutama berasal dari kelas yang kurang beruntung dalam ma- 
syarakat, bukan dari kelas menengah yang besar. 


36 


Priyono & Herman 


Bila melihat peristiwa yang lalu, mudah untuk melihat 
bagaimana militer AS tergoda untuk mulai meminjam uang 
guna membayar petualangan ini. Hal ini merupakan satu-satu- 
nya alternatif bagi kaum kiri. Pembentukan militer dan industri 
senjata di AS, sejak saat itu bekerja dalam simbiosis, menge- 
depankan para politisi mereka tanpa kepedulian nyata bagi 
masa depan negara. Logika yang sama telah tampak di negara- 
negara Barat lainnya: sementara di Amerika Latin, Afrika, dan 
Asia hanya terkait dengan kediktatoran militer. Hal ini menya- 
takan bahwa geoekonomi, tidak seperti geopolitik, memiliki 
fokus yang lebih kuat pada pembangunan sosial karena lebih 
berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan fenomena 
globalisasi. 

Segalanya adalah politik, dan politik pada akhirnya ber- 
kisar ekonomi. Telah terjadi pergeseran umum ke arah kepen- 
tingan ekonomi “mentah” di antara negara-bangsa karena me- 
reka semakin bergantung kepada SDA yang dibutuhkan untuk 
menjalankan masyarakat industri modern. Sgilen melihat ada- 
nya peningkatan persaingan tidak hanya untuk minyak, tetapi 
juga untuk logam seperti emas dan tembaga, kayu (terutama 
kayu keras), dan dalam waktu dekat adalah air. Sesuai pen- 
dapat Klare, hal ini mendefinisikan geografi konflik baru yang 
akan bertahan setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Ini 
menggambarkan pergeseran dari logika geopolitik ke geoeko- 
nomi dan menyarankan arena geografis baru yang relevan bagi 
keunggulan kompetitif bangsa. 
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Geoekonomi secara bertahap mengambil alih peran geo- 
politik. Pergeseran ini ditunjukkan oleh timbulnya proses yang 
dikenal sebagai globalisasi: generasi tua yang sekarang masih 
dalam masa pertumbuhan, di mana pemerintah dan lembaga 
pemerintah telah menemukan bahwa mereka tidak lagi men- 
jadi aktor-aktor kunci tak tertandingi dan pengawas dari pe- 
ristiwa dunia. Proses ini merupakan hasil akhir dari Perang 
Dingin dan menandai pergeseran fokus dari ideologi politik 
menuju realitas ekonomi (Sgilen, 2012:45). 
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“Saya pikir perang adalah cara Tuhan mengajari kita Geografi.” 
— Paul Rodriguez 


jas geostrategi (geostrategy) tidak akan terbayangkan di 
setiap periode sejarah jika tidak karena manusianya sendiri. 
Geostrategi merupakan hasil pergolakan politik dunia yang 
khas menandai abad ke-20. Alfred Thayer Mahan dalam The 
Influence of Sea Power upon History (1890) menuliskan, 
“Dari waktu ke waktu, bangunan teratas taktik harus diubah atau 
seluruhnya diruntuhkan. ...” (Gyorgy, 1943:347) 
Andrew Gyorgy dalam jurnal berjudul The Geopolitics of 
War: Total War and Geostrategy (1943) menyatakan bahwa 
perubahan terbaru dalam strategi dan taktik mengungkapkan 
secara lengkap dan mendasar revolusi metode klasik pepe- 
rangan. Strategi perang sedang diproyeksikan dalam skala se- 
luruh dunia, diperluas dari zaman perang ke periode perda- 
maian yang singkat. Sebuah geostrategi baru lahir, mengem- 
bangkan lebih lanjut dogma klasik yang diajarkan dengan pe- 
nuh semangat sejak era Napoleon, di mana seharusnya yang 
menjadi sasaran adalah angkatan bersenjata musuh di mana- 
pun mereka berada. Teknik baru juga mempergunakan dan 
memperluas definisi yang berlaku umum bahwa strategi se- 
bagai ketentuan, persiapan, dan penggunaan angkatan ber- 
senjata untuk memperoleh keuntungan di akhir peperangan. 
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Pada awal tahun 1940-an, beberapa penulis Inggris dan 
Amerika yang berkecimpung di bidang ilmu politik dan militer 
berusaha mendapatkan terjemahan yang pas dari Wehrgeo- 
politik, suatu istilah yang biasa dipakai di Jerman sekitar tahun 
1932. Penggunaan istilah geopolitik pertahanan (defense geo- 
politics) tidak mengungkapkan karakter agresif dan ofensif 
cabang ilmu geografi politik dari Jerman ini, sementara istilah 
geopolitik perang (war geopolitics) yang digunakan dan dipo- 
pulerkan oleh Robert Strausz-Hupe terlalu samar dan umum. 
Pada tahun 1942, Frederick L. Schuman merujukkan Wehrgeo- 
politik sebagai geostrategi dalam artikelnya Let Us Learn Our 
Geopolitics. Hal ini tampaknya menjadi terjemahan paling kuat 
dari ungkapan asli Jerman yang diciptakan oleh Jenderal Haus- 
hofer (Gyorgy, 1943:347). 

Gyorgy lebih lanjut menyatakan bahwa aliran geopolitik 
Jerman-lah yang bertanggung jawab terhadap penerapan awal 
prinsip-prinsip modern politik kekuasaan dalam ilmu militer 
serta mobilisasi politik dan geografi dalam membantu pepe- 
rangan di seluruh dunia. Geostrategi memiliki karakter yang 
mencakup kesemuanya. Geostrategi adalah ilmu baru yang 
mengabaikan kemustahilan strategis dan mau mengeksploitasi 
segi kemiliteran setiap fase kehidupan manusia, apapun reali- 
tas dunia alam/buatan manusia. Ia menggambarkan hal ini se- 
bagai strategi nasional yang berkelanjutan (continuous), resah 
(restless), dan tak kenal kasihan (relentless): di mana diplomasi 
masa damai dan kekuatan militer di masa perang sama-sama 
ditujukan untuk melawan musuh. 
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Strategi totaliter versi Jerman memiliki akar dan berawal 
di era Republik Jerman pasca-Versailles. Kelompok militer ber- 
kuasa dan patriotik serta ilmuwan dari Republik Weimar me- 
nyusun prinsip fundamental dalam rangka persiapan perang 
balas dendam terhadap Dunia Barat. Mereka dengan cepat 
menyimpulkan bahwa kekalahan Jerman dalam PD I tidak ha- 
nya karena militer semata, namun juga kelemahan/kekurang- 
an dalam hal ideologi, psikologi, dan ekonomi. Demi memper- 
baiki kesalahan ini dan mempersiapkan negara lebih memadai 
bagi perjuangan di masa mendatang, mereka menerapkan 
setiap cabang pemikiran manusia secara sistematis dan ber- 
usaha untuk meningkatkan kekuatan militer rakyat Jerman 
(Gyorgy, 1943:348-349). 

Lim (1979:4) berpendapat istilah geostrategi sering di- 
gunakan dalam tulisan di akhir tahun 1970-an dalam konteks 
global yang menunjukkan pertimbangan distribusi daratan- 
lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis 
lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Geostrategi 
juga digunakan dalam persoalan perang nuklir yang menyerta- 
kan baik peluru kendali antarbenua maupun penggunaan sen- 
jata nuklir yang diluncurkan kapal selam. 

Definisi geostrategi dari Lim Joo-Jock digunakan dalam 
kerangka regional yang lebih terbatas, di mana secara ring- 
kasnya faktor geografis berinteraksi untuk memengaruhi atau 
memberi keuntungan bagi salah satu lawan, atau campur ta- 
ngan untuk memodifikasi perencanaan strategi juga upaya 
politik dan militer. Terminologi ”strategi” yang digunakan Lim 
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dalam Geostrategy and the South China Sea Basin: Regional 
Balance, Maritime Issues, Future Patterns (1979) tersebut me- 
rujuk definisi dari Basil H. Liddell-Hart dalam Strategy: The 
Indirect Approach (1929) tentang grand strategy yaitu koor- 
dinasi tingkat tinggi sebagai upaya ekonomi, politik, dan sosial 
suatu bangsa dalam jangka pendek dan panjang. Bentuk per- 
timbangan militer hanya satu kekuasaan semata, ditujukan 
untuk mencapai tujuan nasional dalam hubungannya dengan 
negara-negara lain. Dalam kajiannya, definisi Liddell-Hart di- 
perluas termasuk strategi pada saat damai maupun perang. 

Sementara itu, kata-kata geopolitik, strategi, dan geo- 
strategi digunakan oleh Brzezinski (1986:xiv) pada bagian pe- 
ngantar buku Game Plan untuk menyampaikan arti berikut. 
Geopolitik mencerminkan kombinasi faktor geografis dan po- 
litik yang menentukan kondisi suatu negara atau wilayah, serta 
menekankan dampak geografi pada politik. Strategi mengacu 
pada upaya/tindakan terencana dan komprehensif untuk men- 
capai tujuan utama atau aset vital bagi arti penting militer. 
Sementara geostrategi menggabungkan pertimbangan strategi 
dengan geopolitik. 

Apakah yang membedakan atau mengikat geografi po- 
litik (g6ographie politigue), geopolitik (geopolitigue), dan geo- 
strategi (geostrategie)? Ternyata jawaban yang muncul atas 
pertanyaan tersebut membingungkan dan/atau kontradiktif. 
Namun yang jelas bahwa konsep-konsep tersebut secara khu- 
sus mengacu ke “bumi” (berawalan geo-) dan seringkali digu- 
nakan oleh jurnalis, politisi, dan juga ahli geografi (Rosiere, 
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2001:33). Lebih lanjut, menurut Rosiere bahwa di antara para 
geograf, khususnya di Perancis, pentingnya disiplin dan konten 
geografi politik, geopolitik, dan geostrategi dianggap sebagai 
cara yang sangat bervariasi. 

Jakub J. Grygiel dalam buku Great Powers and Geopoli- 
tical Change (2006) menjelaskan dengan baik hubungan antara 
geografi, geopolitik, dan geostrategi dalam bahasan “Tiga Kon- 
sep: Geografi, Geopolitik, Geostrategi”. Negara harus mencer- 
minkan jaminan geopolitik dalam kebijakan luar negeri mereka 
atau geostrategi. Ketika negara gagal untuk melakukannya, 
sukses politik negara dan bahkan kelangsungan hidup politik- 
nya berada dalam risiko. Hanya negara-negara yang mene- 
ruskan geostrategi yang merefleksikan geopolitik-lah yang akan 
mendapatkan dan mampu mempertahankan keuntungan atas 
kekuatan relatifnya. Semua itu bergantung pada hubungan an- 
tara geografi, geopolitik, dan geostrategi. 

Geografi merupakan realitas fisik, terdiri dari pegunung- 
an, sungai, laut, pola angin, dan sebagainya: menggambarkan 
roman geologi bumi, atribut fisik daratan, lautan, dan ling- 
kungan udara. Geografi adalah konstan, dengan beberapa pe- 
ngecualian, seperti bencana alam (aktivitas seismik, perubah- 
an iklim, dan lain-lain), yang mengubah roman geologi suatu 
tempat, atau perubahan politik yang dramatis (ekspansi impe- 
rial, penyesuaian batas) yang mengubah pengaturan geografis 
suatu negara. Akibatnya, dengan sendirinya itu bukan variabel 
yang berguna untuk menjelaskan variasi dalam kebijakan luar 
negeri. 
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Geopolitik adalah faktor manusia dalam geografi: me- 
ngenai distribusi geografis dari pusat sumber daya dan jalur 
komunikasi, yang memberikan nilai kepada lokasi sesuai de- 
ngan kepentingan strategis mereka. Situasi geopolitik merupa- 
kan hasil interaksi antara teknologi dan geografi, yang meng- 
ubah kepentingan ekonomi, politik, dan strategis suatu lokasi: 
misal ditemukannya rute baru dan pengembangan/penerapan 
teknologi komunikasi baru. Demikian pula, perbedaan dalam 
pertumbuhan ekonomi mengubah distribusi kekuatan dunia, 
sedangkan pengenalan teknologi produksi yang baru meng- 
Ubah kebutuhan akan sumber daya alam. Oleh karena itu, geo- 
politik tidak konstan tetapi variabel yang menggambarkan dis- 
tribusi geografis perubahan rute dan sumber daya ekonomi dan 
alam. 

Geostrategi adalah arah geografis kebijakan luar negeri 
suatu negara. Lebih tepatnya, geostrategi menggambarkan di 
mana negara memusatkan usahanya dengan memproyeksikan 
kekuatan militer dan mengarahkan kegiatan diplomatik. 
Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa negara memiliki 
sumber daya yang terbatas dan tidak mampu, andaipun me- 
reka tidak segan untuk melakukan kebijakan luar negeri secara 
habis-habisan (tous asimuths). Sebagai gantinya, mereka harus 
fokus secara politik dan militer di daerah-daerah tertentu di 
dunia. Geostrategi yang menggambarkan kebijakan luar negeri 
ini mendorong negara dan tidak berurusan dengan motivasi 
atau proses pengambilan keputusan. Geostrategi suatu nega- 
ra, oleh karenanya tidak selalu termotivasi oleh faktor geo- 
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grafis atau geopolitik. Sebuah negara bisa memproyeksikan 
kekuatannya ke sebuah lokasi karena alasan ideologis, kepen- 
tingan kelompok, atau hanya kehendak pemimpinnya. 

Salah satu cara untuk mengonsepkan geografi, geopo- 
litik, dan geostrategi adalah dengan memeriksa pola perubah- 
an mereka (lihat Tabel 4). Menurut Grygiel ada tiga tingkatan 
yang berbeda dari perubahan, mulai dari tektonik (tidak ada 
perubahan) dalam hal geografi dan kecepatan perubahan po- 
tensial dalam geostrategi. Perubahan geografis diukur dalam 
usia geologi ribuan tahun, sementara perubahan geostrategis 
diukur dalam hari, bulan, dan tahun. Geografi bersifat konstan 
dengan pengecualian kejadian bencana yang langka dan tak 
terduga. Geopolitik berubah dengan kenaikan dan penurunan 
pusat sumber daya dan pergeseran rute. Ini adalah perubahan 
yang terjadi secara perlahan, sering tanpa disadari, dan biasa- 
nya mencakup puluhan tahun hingga berabad. Penemuan rute 
baru di sekitar Afrika pada akhir abad ke-15—menghubungkan 
Atlantik Eropa langsung dengan Asia—adalah contoh perubah- 


Tabel 4. Pola Perubahan dalam Geografi, Geopolitik, Geostrategi 


Perubahan 
Level : 
Tipe and Penyebab Dampak 
Geografi tektonik—de facto konstan 
Geopolitik Sistemik — lambat—kenaikan dan perubahan dalam nilai 
penurunan kerajaan, strategis lokasi, rute 


teknologi transportasidan — perdagangan 
produksi yang baru 


Geostrategi Negara bervariasi—tergantung sukses—merefleksikan 
situasi perbatasan negara geopolitik: gagal—bukan 
refleksi geopolitik 


Sumber: Grygiel (2006:23) 
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an geopolitik yang selama beberapa dekade mengubah peta 
dunia. Pertumbuhan ekonomi saat ini di Asia Timur dan Tiong- 
kok pada khususnya, dalam beberapa tahun mungkin menun- 
jukkan perubahan geopolitik dalam perbandingan yang serupa. 

Geostrategi adalah yang paling fleksibel dari ketiga kon- 
sep. Geostrategi dapat berubah dengan cepat dalam hitungan 
minggu atau bulan, dipengaruhi proses birokrasi, atau terjadi 
perubahan dalam kepemimpinan. Misalnya, keputusan pengu- 
asa Ming pada pertengahan abad ke-15 untuk mengakhiri 
ekspedisi maritim ke Samudra Hindia dan Afrika Timur menun- 
jukkan suatu reorientasi geostrategis yang dramatis dan tiba- 
tiba. Demikian pula, invasi Amerika ke Afghanistan pada tahun 
2001 adalah contoh lain dari perubahan dramatis dalam fokus 
geografis kebijakan luar negeri AS: sebuah medan perang yang 
selama puluhan tahun dianggap tidak relevan oleh AS, tiba-tiba 
menjadi pusat perhatian. 

Jika geopolitik adalah pengaturan di mana negara ber- 
tindak, kemudian muncul pertanyaan, “Apakah geostrategi itu 
dan yang lebih penting adalah apa hubungan antara geostra- 
tegi dan geopolitik?” Menurut Grygiel (2006:36), geostrategi 
menggambarkan fokus geografis kebijakan luar negeri suatu 
negara, atau di mana negara mengarahkan kekuatannya. Ini 
adalah sebuah konsep deskriptif dan bukan normatif karena 
tidak mengusulkan di mana negara harus mengarahkan per- 
hatian dan memproyeksikan kekuatan. Variabel utama yang 
memengaruhi geostrategi adalah batas negara. Negara-negara 
berusaha di atas segalanya untuk melindungi wilayah mereka 
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dari invasi dan serangan: dan batas-batas negara adalah ukur- 
an yang baik bagi keamanan teritorial. Ketika perbatasan ne- 
gara terancam atau tidak stabil, negara harus berkonsentrasi 
dalam upaya menjaga keamanan teritorialnya, tidak dapat me- 
neruskan kebijakan luar negeri yang jauh dari wilayahnya se- 
cara efektif. Sumber daya diplomatik, ekonomi, dan militer ha- 
rus dialihkan untuk melindungi perbatasan sehingga memba- 
tasi kemampuan negara untuk memproyeksikan kekuatannya 
ke wilayah yang penting secara strategis tetapi jauh letaknya. 
Keamanan wilayah (territorial security) tidak sama de- 
ngan keamanan (security): bahkan karena integritas teritorial 
hanya merupakan satu aspek keamanan suatu negara, dapat 
dikatakan bahwa pertahanan keamanan negara dimulai jauh 
dari perbatasannya. Sebagai contoh, perlindungan wilayah ka- 
ya sumber daya yang jauh seperti Eropa dan Timur Tengah, atau 
yang lebih umum tentang pemeliharaan keseimbangan keku- 
atan di Eurasia, telah dijamin dan terus menjamin keamanan 
ekonomi dan politik Amerika. Perlindungan rute perdagangan 
dan daerah yang kaya sumber daya merupakan sumber penting 
kekuasaan dan keamanan, tetapi akan sia-sia jika dilakukan de- 
ngan mengorbankan keamanan teritorialnya sendiri. Komitmen 
militer terhadap suatu wilayah yang letaknya jauh secara geo- 
grafis, dapat menghilangkan kondisi kekuatan yang diperlukan 
untuk mempertahankan wilayah di dalam negeri. Sebagai kon- 
sekuensi, pertahanan perbatasan negara harus ada sebelum 
mengejar strategi berwawasan geopolitik yang mengendalikan 
rute perdagangan dan pusat sumber daya (Grygiel, 2006:37). 
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Lebih lanjut, menurut Grygiel bahwa stabilitas dan ke- 
amanan perbatasan negara dipengaruhi oleh geografi (per- 
bedaan antara perbatasan daratan dan laut dan antara ka- 
rakteristik perbatasan darat) dan politik (keseimbangan yang 
mendasari kekuasaan). Perbatasan darat dapat dibedakan de- 
ngan karakteristik geografisnya. Perbatasan darat ditandai de- 
ngan daerah yang tidak dapat dilalui, seperti rangkaian pegu- 
nungan tinggi atau kawasan yang masih berhutan sulit untuk 
dilintasi sehingga lebih stabil daripada dataran yang tidak ber- 
hutan dan/atau dilintasi sungai dalam yang menawarkan ke- 
tiadaan hambatan alamiah bagi invasi. 

Changhee (2008:265) meminjam logika definisi geopoli- 
tik dari Saul B. Cohen, di mana geostrategi berarti proses stra- 
tegis untuk membuat pilihan strategis dalam bingkai pengatur- 
an geografis tertentu untuk mencapai tujuan politik. Dengan 
demikian, geostrategi dapat didefinisikan sebagai interaksi 
antara “pengaturan geografis” dan “pilihan strategis”. 

“Pengaturan geografis tidak hanya berarti geografi itu sendiri, 
faktor yang tidak dapat diubah. Geografi, tentu saja, adalah rahim 
strategi, dan tidak mungkin untuk membahas strategi tanpa mem- 
pertimbangkan medan dan kenampakan bumi. Strategi, bagai- 
manapun, tidak dapat ditentukan oleh geografi saja. Sebaliknya, 
itu adalah produk dari interaksi yang rumit antara berbagai faktor, 


seperti: aliansi, distribusi kekuasaan, hubungan internasional, pe- 
nempatan militer, dan sebagainya. ...” (Chang-hee, 2008:265) 


Rogers dan Simon (2010) menuliskan bahwa geostrategi 
membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di 
permukaan bumi, tentang keahlian menjalin “kehadiran” po- 
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litik dalam sistem internasional. Hal ini bertujuan untuk mem- 
perkuat keamanan dan kemakmuran, membuat sistem inter- 
nasional lebih sejahtera, membentuk lebih dari yang sudah/ 
sedang terbentuk. Geostrategi tentang mengamankan akses ke 
rute perdagangan tertentu, kemacetan strategis, sungai, pulau- 
pulau, dan lautan. Hal ini membutuhkan kehadiran militer yang 
luas, umumnya berkaitan dengan pembukaan stasiun militer di 
luar negeri dan pembangunan kapal-kapal perang yang memi- 
liki kemampuan proyeksi kekuatan di perairan laut dalam. Hal 
ini juga membutuhkan jaringan aliansi dengan kekuatan besar 
lain yang berbagi tujuan bersama atau dengan Iynchpin states 
yang terletak di daerah yang dianggap penting. Menurut Korski 
(dalam Rogers, 2011:12), Iynchpin state dapat dipahami seba- 
gai sebuah negara yang bukan merupakan kekuatan besar, te- 
tapi tetap layak untuk mendapatkan perhatian khusus karena 
lokasi atau posisi geopolitisnya. 

Tujuan utama geostrategi menurut Rogers adalah untuk 
menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan 
kekuatan dan jangkauan wilayah domestik: dan untuk berkubu 
bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Pendekatan 
seperti ini harus didukung oleh postur militer halus namun 
tangguh yang bertujuan untuk mencegah saingan potensial dari 
negara berkembang, mendorong tingkat ketergantungan ke- 
amanan yang tinggi pada peranan pemerintahan asing, serta 
mencegah aktor nonnegara dan negara yang berbahaya beker- 


ja satu sama lain. 
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Geostrategi—subbidang kajian geopolitik yang berkaitan 
dengan strategi—adalah bentuk kebijakan luar negeri yang 
dipandu terutama oleh faktor geografis sebagaimana meng- 
informasikan, membatasi, atau memengaruhi perencanaan po- 
litik dan militer. Seperti halnya semua strategi, geostrategi ter- 
kait dengan pencocokan cara untuk mencapai tujuan, dalam hal 
ini sumber daya suatu negara (apakah terbatas atau luas) de- 
ngan tujuan geopolitik (yang dapat bersifat lokal, regional, atau 
global). Geostrategi terkait paling erat dengan geografi strategi. 
Sementara geopolitik pura-pura netral, memeriksa ciri-ciri geo- 
grafis dan politik berbagai daerah yang berlainan, terutama 
pengaruh geografi terhadap politik: geostrategi melibatkan 
perencanaan yang komprehensif, menetapkan cara untuk men- 
capai tujuan nasional atau mengamankan aset militer atau poli- 
tik yang signifikan (Chaudary dan Chaudary, 2009:94, Ashraf- 
pour, 2010:3). 

Para ahli geostrategi menganjurkan strategi proaktif dan 
pendekatan geopolitik dari sudut pandang nasionalis. Seperti 
halnya semua teori politik, geostrategi relevan terutama dalam 
konteks di mana diciptakan jiwa kebangsaan para ahli strategi, 
kekuatan sumber daya negara, ruang lingkup cita-cita negara, 
geografi politik masa itu, dan faktor teknologi yang memeng- 
aruhi keterlibatan militer, politik, ekonomi, dan budaya (de 
Haas, 2006:9: Ashrafpour, 2010:3). Geostrategi dapat berfungsi 
secara normatif, menganjurkan kebijakan luar negeri berdasar- 
kan faktor geografis, analitis, menggambarkan bagaimana ke- 
bijakan luar negeri dibentuk oleh geografi, dan memprediksi 
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keputusan atas kebijakan luar negeri suatu negara berdasar 
faktor geografis di masa depan (Ashrafpour, 2010:3). Banyak 
ahli geostrategi yang juga ahli geografi, mengkhususkan diri 
dalam subbidang geografi, seperti: geografi manusia, geografi 
politik, geografi ekonomi, geografi budaya, geografi militer, dan 
geografi strategi (Chaudary dan Chaudary, 2009: 94). 

Mengacu pada berbagai teori, Marcel de Haas dalam Geo- 
strategy in the South Caucasus: Power Play and Energy Security 
of States and Organisations (2006) menyatakan bahwa geostra- 
tegi mengenai tindakan kebijakan luar negeri, sebagaimana 
didorong oleh keinginan (klaim “kebutuhan”) untuk mengon- 
trol sumber daya asing yaitu untuk “mencocokkan” sumber 
daya materi dengan tuntutan ekonomi skala besar. Kekuatan 
nasional dan dominasi ekonomi-militer bersifat intrinsik untuk 
setiap konsep operasional dari “strategi”: dan “geostrategi” 
merupakan jembatan antara tujuan politik dan militer dari ne- 
gara tertentu. Geostrategi menggabungkan pertimbangan stra- 
tegi dengan pertimbangan geopolitik. Para ahli geostrategi — 
berbeda dari ahli geopolitik—menganjurkan strategi proaktif. 
Geostrategi melibatkan perencanaan yang komprehensif, me- 
netapkan cara untuk mencapai tujuan nasional atau meng- 
amankan aset yang memiliki arti penting militer atau politik. 

Setelah mencermati pendapat para ahli strategi dan me- 
rangkumnya, geostrategi yang berlaku secara umum di dunia 
internasional berkaitan dengan: (1) unsur strategi, menyang- 
kut: keberadaan militer, proyeksi kekuatan militer, perencana- 
an strategi, pengamanan aset militer, kapal perang, stasiun/ 
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pangkalan militer: (2) tujuan nasional dan cara untuk menca- 
pai tujuan: (3) kebijakan luar negeri (upaya politik dan militer, 
kegiatan diplomatik) dan bersifat outward-looking: (4) pertim- 
bangan faktor geografis terhadap politik (posisi strategis, jalur 
komunikasi, kekuatan sumber daya wilayah, Iynchpin state): 
(5) pola perubahan: (6) memiliki karakter agresif-ofensif, dan 
(7) subbidang geopolitik (lihat Gambar 3). Geostrategi meng- 
gabungkan pertimbangan strategi dengan geopolitik sehingga 
peran militer selalu ada di dalam- 


Ss WN | nya karena definisi strategi yang 
4 £ Pa ——D N digunakan adalah penggunaan 
ai S SY kekuatan militer untuk menca- 
| / 7 7 "ata BI pai tujuan akhir dari kebijakan 
| | | 5 ( ) $ II politik. Namun demikian, geo- 
| | Ng nan NI strategi tidak selalu berkaitan 
3 N ga g OA dengan faktor geografis dan 
St 3 | geopolitik karena bisa jadi di- 
- landasi oleh alasan ideologis, 
Gambar 3. Ruang Keilmuan Geostra- kepentingan kelompok, atau 
tegi dalam Geografi kehendak pemimpin. 


Signifikansi Geostrategi 

Hugh White dalam The Geo-strategic Implications of 
China's Growth (2009) menuliskan bahwa geostrategi adalah 
kata yang masih relatif asing, pertama kali digunakan di akhir 
tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang 
berbasis di AS. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan 


pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi 
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Jerman. Mereka ingin mengguncang rekan-rekan baru di Ame- 
rika dari isolasionisme introver dan menggugahnya untuk me- 
lihat politik internasional kontemporer dalam perspektif glo- 
bal: akan tetapi menghindari kebencian yang dilekatkan pada 
istilah geopolitik, terutama karena didukung oleh Hausofer dan 
murid-muridnya. Inilah alasan pertama dan utama kemuncul- 
lan geostrategi, sebagaimana Frederick L. Schuman merujukkan 
Wehrgeopolitik sebagai geostrategi untuk menghindari istilah 
geopolitik yang “lekat” Nazi. Hal ini juga sesuai dengan penda- 
pat Hepple (1986:23) dan Rosiere (2001:33) bahwa selagi geo- 
politik sebagai suatu istilah dihindari karena konotasi Nazi-nya, 
interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi me- 
nyaru sebagai studi strategi atau geografi politik—ataupun isti- 
lah yang lebih netral yakni geostrategi. 

Bagi Hepple, kematian pendekatan geopolitik tidaklah 
mengherankan: yang lebih mengejutkan sebenarnya adalah pe- 
nurunan minat Amerika terhadap geopolitik yang telah ber- 
kembang di awal tahun 1940-an, ketika para penulis Amerika 
(baik geograf maupun ilmuwan politik) menemukan dan meng- 
analisis tulisan geopolitik Jerman. Beberapa penulis—khusus- 
nya Spykman, Strausz-Hupe, dan Renner—meskipun sangat 
mengecam geopolitik Jerman, namun berpendapat bahwa pen- 
dekatan geopolitik realpolitik menguntungkan AS, tidak hanya 
dalam mengalahkan negara poros (the Axis), tetapi juga dunia 
pascaperang. Penulis lain, misalnya Weigert, bahkan lebih me- 
ngecam seluruh konsep geopolitik, kendati berpendapat bahwa 
pendekatan “keseimbangan kekuatan” ala Mackinder memiliki 
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manfaat yang pantas dipertimbangkan. Sejak akhir tahun 1940- 
an, godaan dan antusiasme semacam itu semuanya telah 
menghilang dari literasi di Amerika. Demikian juga sebelum 
perang Perancis, di mana minat untuk mengupas geopolitik 
menghilang bersamaan dengan berakhirnya perang dan ke- 
matian Ancel dalam peperangan tersebut. 

Kemunduran geopolitik paling mudah ditarikh dari ta- 
taran bahasa dan terminologi. Berasosiasi dengan geopolitik 
Jerman hampir membawa ke kematian. Berdasarkan peneliti- 
an Hepple, sepertinya tidak ada judul buku berbahasa Inggris 
dengan menggunakan istilah geopolitik sepanjang tahun 1940- 
an, hingga muncul tulisan Gray berjudul Geopolitics of the 
Nuclear Era (1977)—dengan pengecualian tulisan Sen berjudul 
Basic Principles of Geopolitics and History (1975). Tidak ada 
tulisan geopolitik dalam jurnal geografi. Kalaupun ada, keba- 
nyakan tentang historis dan kecaman, tulisan di batu nisan 
(epitaph) bukan ulasan kontemporer atau kontribusi baru. 

Alasan kedua adalah kemajuan teknologi. Teknologi dan 
sarana transportasi cepat—mobil, kereta api, dan pesawat ter- 
bang—menurut Mackinder mengubah hubungan manusia de- 
ngan realitas geografis dunia yang lebih besar. Era kekuatan 
laut yang dominan sudah berakhir. Selama berabad, Kerajaan 
Inggris mempertahankan keunggulannya dengan hati-hati, 
menghindari aliansi permanen kekuatan darat-benua sehingga 
dengan bebas memposisikan dirinya sebagai “pemilik” keseim- 
bangan kekuatan Eropa. Maksud Mackinder dalam hal ini bah- 
wa geografi dan teknologi menghadirkan kesempatan kekuat- 
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an besar daratan yang berbasis di daerah jantung untuk men- 
dominasi seluruh Eurasia dan memanfaatkan sumber daya 
“benua besar” yang sangat luas untuk membangun angkatan 
laut yang tiada duanya (Sempa, 2002:104-105). 

Turner (1943:5-14) menguji secara singkat salah satu 
elemen kebudayaan yaitu teknologi sebagai faktor dalam si- 
tuasi kekuatan negara. la mendasarkan pada tujuh hukum 
pertumbuhan negara menurut Ratzel, di mana hukum yang 
pertama adalah “The Space of States Grows with Kultur”. 
Sementara itu, Mackinder menjadikan “manpower” sebagai 
faktor yang memengaruhi situasi kekuatan negara. Mackinder 
menetapkan hal yang bertentangan dengan aspek geografis 
dari situasi organisasi negara, kontras dengan demokrasi yang 
menjadikan German Kultur sebagai dasar kekuasaan. 

Turner mendapati bahwa analisis situasi ala Ratzel dan 
Mackinder dalam memberikan perhatian terhadap budaya le- 
bih mendekati kebenaran dibandingkan hadirnya ketundukan 
terhadap geopolitik mengikuti Mackinder yang hanya mene- 
kankan aspek geografis. Semenjak penemuan metalurgi, ke- 
majuan teknologi telah meningkatkan kapasitas untuk meng- 
hasilkan kekayaan, memfasilitasi pengangkutan orang dan per- 
bekalan, mengintensifkan hubungan sosial di antara masya- 
rakat, serta mengubah jenis dan desain senjata yang meme- 
ngaruhi organisasi dan pengembangan budaya perkotaan. Di 
antara capaian tersebut, upaya meningkatkan penambangan 
bijih dan pengolahan logam sangat penting dalam memberi- 
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kan reaksi atas produksi kekayaan, hubungan kelas sosial, or- 
ganisasi negara, dan bentuk kekuasaan yang efektif. 

Serangkaian teknologi yang hebat ditentukan oleh alat- 
alat produksi, sarana transportasi, sarana komunikasi, dan 
sarana kekerasan. Alat-alat produksi memengaruhi output dari 
bahan baku dan barang jadi di setiap fase. Sarana transportasi 
menentukan tingkat pergerakan bahan baku dan barang jadi 
dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah geografis, dari 
mana bahan baku diperoleh, dan di mana pertempuran terjadi. 
Sarana komunikasi memungkinkan organisasi dari usaha kerja 
sama yang kompleks memperluas serangkaian teknologi hebat 
dan menempati wilayah geografis. Sarana kekerasan menentu- 
kan jenis material perang (war materiel) yang diperlukan untuk 
pertempuran sehingga memengaruhi organisasi dan pergerak- 
an dari serangkaian teknologi hebat di setiap titik. 

Jika ditilik dari perluasan geografis, serangkaian tekno- 
logi hebat suatu bangsa, menurut Turner dapat dilihat sebagai 
pembentuk setidaknya tiga kelas bidang ekonomi penting bagi 
daerah di mana campur tangan operasional akan memeng- 
aruhi upaya perang bangsa tersebut secara kurang baik yakni: 
(a) daerah yang memiliki bahan mentah penting: (b) daerah 
yang mempunyai transportasi penting: dan (c) daerah produksi 
yang penting. Sebuah wilayah yang memiliki bahan baku pen- 
ting mempunyai pemusatan yang tinggi atas fasilitas produksi 
bahan baku dasar/esensial. Sebuah wilayah transportasi pen- 
ting memiliki pemusatan yang tinggi dalam sarana transportasi 
yang diperlukan untuk memindahkan bahan baku, barang jadi, 
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dan material perang melalui serangkaian teknologi hebat. 
Logistik hanyalah aspek terakhir dari pergerakan ini. Sebuah 
daerah produksi penting memiliki pemusatan yang tinggi dalam 
fasilitas produksi mesin perang, amunisi, dan perlengkapan lain 
yang dibutuhkan oleh angkatan bersenjata. 

Pada saat organisasi dan kegiatan bangsa di masa perang 
dianalisis menggunakan terminologi di atas, cara di mana tek- 
nologi memengaruhi seluruh upaya keseluruhan disimpulkan 
oleh Turner sebagai berikut. Pertama, teknologi memberikan 
manfaat untuk bahan baku, menetapkan proporsi yang diperlu- 
kan untuk digunakan sebagai kombinasi dengan bahan baku 
lain dalam memproduksi berbagai komoditas, dan dampaknya 
menyediakan jumlah yang diperlukan untuk setiap upaya pe- 
rang. Kedua, teknologi memungkinkan pengembangan peng- 
ganti bahan baku yang berada dalam pasokan terbatas. 
Biasanya material pengganti ini lebih mahal dalam hal tenaga 
kerja dan kurang efisien dalam pengerjaan daripada material 
yang digantikan. Upaya untuk memaksa suatu bangsa meng- 
gunakan bahan baku pengganti akan meningkatkan kesulitan 
dalam menjalankan perang. Ketiga, teknologi memberikan pen- 
tingnya wilayah geografis sesuai dengan bahan baku apa yang 
dipasok atau kombinasi dari bahan baku yang diperlukan untuk 
setiap upaya perang atau karena menjadi domisili fasilitas, ter- 
masuk pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi 
bahan perang. 

Pengaruh yang keempat adalah teknologi membuat sara- 
na transportasi, menentukan rute di mana bahan baku, bahan 
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perang, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk setiap 
upaya perang dikapalkan. Hal ini merupakan sebuah perbaikan 
di mana sejumlah komoditas dapat dipusatkan pada suatu titik 
tertentu. Kelima, teknologi memperbaiki jenis dan jumlah te- 
naga kerja yang dibutuhkan untuk setiap upaya perang. Ini ber- 
kaitan dengan masalah pengalokasian penduduk suatu negara 
terhadap berbagai tugas yang mendasari upaya tersebut. 
Dalam hal angkatan bersenjata suatu bangsa dapat mengatur 
dan menjaga, secara relatif akan mendukung efisiensi dari ope- 
rasionalisasi kehebatan teknologinya. 

Keenam, teknologi menentukan bentuk, perbaikan kua- 
litas, dan membatasi jumlah material perang sebuah bangsa 
untuk dapat memproduksi dan menempatkannya di daerah 
pertempuran. Di samping itu, membuat perbedaan teknologi 
dalam mesin perang dan amunisi sehingga memberikan ke- 
untungan kepada angkatan bersenjata dari bangsa yang me- 
miliki penerapan ilmu pengetahuan paling maju dalam pro- 
duksi senjata dan alat-alat perang. Saat itu, perbedaan dalam 
ketangkasan mengendara dan kekuatan tembak pesawat, ke- 
cepatan moncong senjata, kekuatan pelat lapis baja, desain 
kapal perang, penguapan bahan bakar, dan beberapa item 
teknologi lainnya: menjadi penyebab potensi perang antar- 
bangsa. Minat yang luas dalam “senjata rahasia” serta pene- 
litian intensif dalam aspek ilmiah perang, pada akhirnya me- 
nunjukkan ketergantungan upaya militer terhadap teknologi. 

Pengaruh yang ketujuh, teknologi mempersiapkan taktik 
militer dan masuk secara mendalam ke penentuan strategi. 
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“Blitzkrieg” Jerman merupakan pemanfaatan mesin militer 
terbaru (tank dan pesawat) dalam metode perang ofensif yang 
baru. Saat itu, taktik baru dirancang bagi kesatuan-kesatuan 
menggunakan senjata tersebut dan untuk kesatuan bekerja 
sama dengan mereka. Taktik baru diperkenalkan dengan man- 
tap sebagaimana perang saat itu mengalami perkembangan. 
Sejauh perang adalah perjuangan antarbangsa-bangsa yang 
“tidak memiliki” (have not) dan “memiliki” (have), strategi te- 
lah dipengaruhi oleh kebutuhan bangsa yang “tidak memiliki” 
untuk memperoleh sumber-sumber baru bagi pasokan bahan 
baku. Kampanye Jepang di Asia Tenggara dan Hindia Timur 
sebagian ditentukan oleh kebutuhannya akan bahan baku dan 
sebagian oleh keinginan untuk melenyapkan Britania Raya dan 
AS dari sumber-sumber bahan baku tertentu. Poin penting 
dalam hubungan ini adalah strategi cukup banyak dipengaruhi 
sarana aksi militer yang dimiliki oleh suatu bangsa dan situasi 
geografis di mana tindakan harus diorganisasikan. 

Alasan ketiga kemunculan geostrategi adalah perkem- 
bangan dalam ilmu geopolitik sendiri. Paham geopolitik kon- 
temporer, pada umumnya meninggalkan gagasan bahwa ling- 
kungan geografis dapat menentukan sampai taraf signifikansi 
tertentu atas sifat dasar manusia modern dan (sebagai kon- 
sekuensi) memusatkan perhatiannya pada perintah bijak ling- 
kungan. Dengan kata lain, ahli geopolitik modern tidak melihat 
peta dunia dalam rangka untuk mencari tahu apa yang alam 
paksa untuk kita lakukan, tetapi apa yang alam pertimbangkan 
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untuk kita lakukan—diserahkan kepada pilihan kita (Bowman, 
1934 dalam Kristof, 1960:19). 

Sebuah paham geopolitik yang benar-benar determi- 
nistik menurut Kristof harus menerima sifat memaksa dari 
lingkungan alam ke dalam politik luar negeri dan internal. 
Geopolitik kontemporer kebalikannya, menolak teori alam 
membentuk karakter manusia (sebagai alternatif menerima 
teori itu di mana manusia modern telah berhasil membebaskan 
pikirannya dari cengkeraman alam), berkonsentrasi pada geo- 
strategi dan implikasi kebijakan luar negeri dari geoekonomi. 
Kenyataan itu, bahkan di antara para ahli geopolitik determinis 
sekalipun, sangat sedikit yang menunjukkan minat dalam per- 
soalan hubungan antara rezim internal negara dan lingkungan 
dengan cara membuktikan bahwa mereka determinis sejati. 

Pada pergantian abad ke-19 menuju 20, para pendukung 
geopolitik mulai berdebat bahwa masyarakat manusia cende- 
rung akan terpengaruh oleh lingkungan mereka, yakni geografi 
perdamaian dari tanah yang mereka huni. Budaya, ekonomi, 
politik, strategi militer, dan lain-lain: pada akhirnya semua di- 
bentuk oleh geografi dan oleh kelompok lain dari masyarakat 
yang tindakannya dibentuk oleh geografi mereka sendiri. Pada 
awal dekade kedua di abad ke-21, negara dan lembaga inter- 
nasional yang dibentuk oleh negara-negara merupakan subjek 
Utama geopolitik. Geostrategi sebagai realisasi praktis geopo- 
litik merupakan fondasi dari perilaku nasional (national beha- 
viors) di dalam ruang di mana bangsa hidup dan dikelilingi 
olehnya (Nagy, 2012:13-14). 
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Filsuf Perancis Michel Foucault menyatakan bahwa peng- 
gunaan kekuasaan secara terus-menerus menciptakan penge- 
tahuan, dan sebaliknya, pengetahuan secara konstan meme- 
ngaruhi efek dari kekuasaan. Di seluruh karya-karya sejarah dan 
filosofisnya yang menantang, ia berusaha untuk mendokumen- 
tasikan bagaimana struktur kekuasaan dalam masyarakat— 
misalnya: militer, polisi, dokter, dan sistem peradilan—mencip- 
takan struktur pengetahuan yang membenarkan kekuasaan 
mereka sendiri dan kewenangan atas populasi subjek. Pihak 
militer misalnya menjelaskan dan membenarkan kekuasaan 
dalam masyarakat dengan mempromosikan wacana mengenai 
keamanan nasional, wacana di mana ia mengklaim menjadi 
berwenang dan ahli. Wacana penting dan terus berubah ini, 
pada gilirannya menimbulkan efek dari kekuasaan. Jika ke- 
banyakan ahli militer menyatakan persetujuan bahwa perlu 
untuk mengontrol suatu daerah atau membeli sistem senjata 
untuk menjaga keamanan, ada kesempatan bagi institusi mili- 
ter negara menerima penambahan sumber daya dari pemimpin 
politik untuk misi dan sistem senjata baru. Tentu saja hal ini 
tidak selalu terjadi karena ahli yang lain mungkin tidak setuju 
dengan institusi dan kepentingan militer, protes atas sejumlah 
besar uang yang dihabiskan untuk militer dengan mengorban- 
kan kebutuhan sosial. Wacana militer atas keamanan nasional 
sering bentrok dengan wacana jaminan sosial oleh intelektual 
dan kelompok kepentingan lain (O Tuathail, 1998c:3-4). 

Menurut Foucault bahwa menguasai arti dari konsep 
“keamanan” —misalnya dengan mendefinisikannya berulang- 
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kali—dalam terminologi militer (bukan sosial) dengan me- 
ngendalikan wacana dominan tentang hal itu, menjadi sarana 
yang sangat penting bagi berjalannya kekuasaan dalam nega- 
ra. Inti dari praktik kekuasaan adalah memonopoli hak untuk 
berbicara secara otoritatif terkait “keamanan” kepada semua 
orang—kemampuan untuk membangkitkan “kepentingan nasi- 


It 


onal” atau secara universal “kita”. Foucault dengan cerdik me- 
ngamati bahwa penggunaan kekuasaan selalu terjalin dengan 


produksi pengetahuan dan wacana. 


Perkembangan Historik 

Sejak kemunculannya, geostrategi telah mengalami per- 
kembangan sebagaimana pembuat kebijakan luar negeri, ne- 
garawan, pemimpin perang, analis strategi, dan akademisi telah 
bersusah payah dalam mempertimbangkan dinamika peta 
politik dunia. Fase perkembangan tersebut dapat diidentifikasi 
dan dikelompokkan ke dalam masa pramodern dan imperialis, 
masa keemasan, masa perang dingin, pascaperang dingin, dan 
era abad ke-21. 


Pramodern dan Imperialis 

Di antara para penulis pramodern yang memiliki analisa 
dampak lingkungan alam terhadap manusia, Aristoteles dan 
Jean Bodin sangat luar biasa. Kesimpulan mereka, meskipun 
tidak khusus, telah membuka jalan baru pemikiran dan meng- 
hasut banyak penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
Hubungan antara alam dan karakter penduduk secara mudah 
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dipahami oleh siapa saja yang bisa melemparkan pandangan- 
nya kepada negara yang lebih ternama dari Hellas, dan secara 
umum dalam agihan suku bangsa di dunia. Iklim dan karakter 
nasional terkait erat: heterogenitas wilayah suatu negara me- 
nurunkan keanekaragaman di antara rakyat dan menghalangi 
tercapainya persatuan dan perdamaian di seluruh negeri. 

Menurut Ladis K. Kristof dalam The Origins and Evolution 
of Geopolitics (1960), lingkungan geografis membentuk karak- 
ter manusia dengan menyukai sesuatu atau pekerjaan lain dan 
cara-cara tertentu dalam pencarian nafkah penghidupan, mem- 
buat orang lebih memilih satu jenis rezim politik, sementara 
cara lain mengembangkan pilihan yang berbeda. Terdapat hu- 
bungan langsung antara kebajikan seseorang dan pekerjaan 
mereka. Oleh karena itu, pekerjaan dapat diklasifikasikan se- 
cara hierarkis menurut tingkat kebajikan yang mereka lakukan 
dan jenis rezim yang membuatnya jadi mungkin. 

Aristoteles juga mempertimbangkan kondisi geoekonomi 
wilayah suatu negara yang harus terpenuhi, pada titik mana ia 
mengungkapkan pilihan bagi suatu wilayah negara yang akan 
memperbolehkan autarki dan membahas persoalan geostra- 
tegi, menekankan fakta bahwa isolasi (keterpencilan) geografis 
melindungi suatu negara tidak hanya dari serangan militer se- 
ketika, tetapi juga dari pengaruh yang tak diinginkan. Gagasan 
revolusioner dari luar bisa jadi merusak stabilitas rezim, kecuali 
jika mampu menjaganya sendiri (Kristof, 1960:17). 

Teori iklim Bodin harus diingat sebagai ide orisinil mes- 
kipun mengikuti pembagian tripartit Aristoteles. Sesuatu yang 
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penting karena telah memengaruhi banyak penulis, di antara- 
nya: Milton, Montesguieu, dan Burke. Bodin menguraikan se- 
cara ekstensif dalam bab pertama dari buku kelimanya Les six 
livres de Ia republigue. Bodin berpegang teguh pada konsep 
sifat manusia yang tetap: dan tatkala dibingungkan oleh ke- 
ragaman karakter manusia, ia mencoba untuk menjelaskan 
bahwa kurangnya keseragaman disebabkan oleh pengaruh ling- 
kungan. la mengkritik Plutarch karena tidak memahami meng- 
apa orang-orang dari daerah yang berbeda memperlihatkan ke- 
sukaan terhadap wilayah yang berbeda. Ia menunjukkan bah- 
wa arsitek mencoba untuk mengadaptasi konstruksi rancang- 
annya dengan material dan tempat yang mereka dapatkan di 
pembuangan. Bodin menyarankan para politisi mengikuti apa 
yang dicontohkan arsitek, di mana struktur politik harus sesuai 
dengan karakter manusia yang dibentuk oleh lingkungan. 
Bodin tidak mempertimbangkan lingkungan geografis se- 
bagai satu-satunya ataupun fakta yang paling penting dalam 
kehidupan manusia. la berpikir bahwa karakteristik tertentu 
yang ditentukan oleh iklim dapat dimodifikasi oleh pengaruh 
lainnya. Pengaruh lingkungan alam dianggap sebagai salah satu 
dari beberapa faktor yang ilmuwan politik harus mempertim- 
bangkannya, meskipun seringkali gagal. Terlepas dari batasan 
kemampuan alam menentukan hidup, ia tetaplah eksponen 
dari aliran geopolitik pramodern. Ia mengajarkan bahwa alam 
dapat dan tidak hanya membatasi kemampuan untuk melaku- 
kan hal-hal tertentu, tetapi juga menentukan keinginan untuk 
melakukan atau tidak melakukan hal-hal itu (Kristof, 1960:17). 
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Meloncat jauh ke zaman imperialis, di mana Denis 
Retaille dalam Geopolitics in History (2000) mengelompokkan 
geopolitik di bawah istilah “imperialis” karena merupakan 
prinsip dasar penaklukan kolonial dan juga menunjukkan he- 
gemoni yang membawa ke arkhe (kedaulatan dan ekspansi) 
secara ekstrim. Pada pergantian abad ke-19, sejarawan dari 
Angkatan Laut Amerika, Alfred Thayer Mahan (1840-1914), 
mengembangkan sebuah konsep yang disebutnya “Zona Per- 
debatan” (Debatable Zone). Zona Perdebatan ini menarik bagi 
ahli geografi karena dianggap sebagai salah satu akar kemung- 
kinan bagi tesis Mackinder (Walters, 2000:84). 

Ide Mahan tentang Zona Perdebatan muncul dalam se- 
buah artikel berjudul The Problem of Asia yang diterbitkan 
majalah Harper dalam tiga bagian—Maret, April, dan Mei tahun 
1900. Diikuti oleh sambungan tulisan pendek The Effect of 
Asiatic Conditions Upon World Politics yang diterbitkan North 
American Review pada bulan November 1900. Setahun beri- 
kutnya, dua artikel tersebut dicetak ulang bersama dengan se- 
buah artikel yang jauh lebih pendek The Merits of the Transvaal 
Dispute yang muncul di North American Review edisi Maret 
1900, dalam sebuah buku yang diberi judul The Problem of Asia 
(Walters, 2000:86-87). 

Zona Perdebatan Mahan—sebagaimana digambarkan 
William D. Walters Jr. dalam The Context of Mahan's “Debat- 
able Zona” (2000)—muncul dalam dunia perebutan pengaruh 
di bidang jurnalistik. Banyak pembaca artikelnya menerima 
sebagai ide-ide “ilmu”, seperti: determinisme lokasional dan 
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penggunaan perluasan batas sebagai indikator yang tepat dari 
tujuan nasional yang tidak dapat diubah. American Manifest 
Destiny sebuah gagasan Darwinisme sosial menunjukkan bah- 
wa konflik manusia hanya bagian kecil dari bauran jurnalistik. 
Determinisme rasial—terutama stereotip rasial tentang karak- 
teristik Tuton, Slavia, dan Anglo-Saxon—menjadi bagian dari 
praktik jurnalistik yang berlaku. Dalam bahasa pers Inggris di- 
lengkapi dengan sentimen anti-Rusia yang kuat. Penggunaan 
penjelasan tersebut, terutama yang berkaitan dengan Asia, 
dapat dilihat sebagai kelompok intelektual serius yang ber- 
usaha untuk menghadapi masalah prediksi ilmiah dalam pe- 
riode ketika alat untuk prediksi semacam itu sangat kasar: atau 
penggunaannya dapat dilihat sebagai perangkat dari tujuan 
propaganda terutama dalam memajukan kepentingan nasional 
mereka sendiri. 

Amerika bukan satu-satunya negara yang mengincar 
supremasi Inggris. Di Jerman, politisi dan intelektual melihat 
Inggris sebagai bangsa arogan yang tak memiliki “hak ilahiah” 
bagi kekuatan globalnya. Dalam kata-kata Kanselir Bismarck, 
Jerman lebih berhak atas “tempat di bawah matahari”. 
Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Flint (2006:20), geo- 
politik Jerman didefinisikan melalui karya penting dua orang: 
Friedrich Ratzel (1844-1904) dan Rudolf Kjellen (1864-1922). 

Ratzel berperan penting dalam membangun geografi se- 
bagai disiplin akademis. Selain itu, buku Politische Geographie 
(1897) dan makalah berjudul Laws of the Spatial Growth of 
States (1896) meletakkan fondasi geopolitik. Kendatipun be- 
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gitu, ilmuwan dan anggota parlemen Swedia, Kjell€en-lah yang 
mengembangkan gagasan Ratzel dan menyempurnakan pan- 
dangan organik negara. Pada praktiknya, gagasan dari Ratzel 
dan Kjellen bertujuan untuk meningkatkan ukuran negara 
Jerman ke arah timur demi menciptakan sebuah negara besar 
yang menjamin budaya Jerman yang lebih maju dibanding yang 
lain (dalam pikiran mereka) dengan mengorbankan Slavia yang 
dianggap inferior secara budaya. 

Beralih ke Inggris, menurut Sempa (2000) tidak ada se- 
orang pun yang memahami dengan lebih baik hubungan pen- 
ting antara geografi dan sejarah dunia selain ahli geografi ter- 
masyhur Halford John Mackinder. Ia memiliki “keingintahuan 
yang kuat tentang fenomena alam, ... kecintaan terhadap se- 
jarah perjalanan dan eksplorasi, minat dalam urusan inter- 
nasional, dan kegemaran untuk membuat peta”. 

Pada tahun 1899, Mackinder menyampaikan serangkai- 
an kuliah tentang The Great Trade Routes di mana ia mendu- 
kung konsep perdagangan bebas. Mackinder menyarankan 
bahwa produsen Inggris tidak dapat tetap dominan di pasar 
jauh dan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dari 
Jerman di daratan benua, tetapi secara keseluruhan ia optimis 
tentang masa depan ekonomi Inggris. Optimisme tahun 1899 
dengan cepat digantikan oleh kekhawatiran bahwa perdagang- 
an bebas Inggris tidak akan mampu bersaing dengan kekuatan 
besar lain yang kesemuanya memiliki tarif protektif. Hal ini 
membuat Mackinder melakukan konversi dari perdagangan be- 
bas ke proteksionisme dan konsep kesatuan imperium. 
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Pada bulan September tahun 1900, Mackinder dari kubu 
Imperialis Liberal memperebutkan kursi parlemen dari War- 
wick dan Leamington yang sebelumnya dipegang oleh kubu 
Konservatif, Alfred Lyttleton. Dalam pidato pemilihannya — 
dikutip dari The Times 22 Oktober 1903, Mackinder meng- 
utarakan kekhawatirannya tentang masa depan. 


“Little England ... akan segera menjadi kurang aman ketika ber- 
hadapan dengan kekuatan militer, sumber daya yang berkem- 
bang pesat, siapa yang memiliki wilayah luas akan memung- 
kinkan mereka untuk membangun armada besar. Tidak ada jalan 
lain yang terbuka bagi kita selain untuk mengikat Britania dan 
koloninya ke dalam liga demokrasi, dilindungi oleh angkatan laut 
yang bersatu dan tentara yang efisien.” (Blouet, 2004:324) 
Gagasan bahwa Britania jauh lebih unggul dibandingkan 
negara-negara besar yang sedang bermunculan, dikembang- 
kan lebih lanjut dalam Britain and the British Seas (1902). 
Mackinder melihat keseimbangan baru munculnya kekuasaan 
yang melibatkan lima negara besar di dunia: Inggris, Perancis, 
Jerman, Rusia, dan AS. Dalam persaingan dengan kerajaan/ 
kekaisaran ini, beberapa mendasarkan pada sumber daya se- 
tengah benua. Inggris harus mempertahankan kepemimpinan 
“menang di bawah kondisi sebelumnya”, di mana untuk me- 
lakukan hal tersebut, Inggris harus tumbuh secara ekonomi dan 
dengan negara-negara yang dianggap saudara (daughter nati- 
ons) menciptakan AL Britain (Blouet, 2004:324). 
Pada akhirnya, Mackinder mempertanyakan konsep per- 
dagangan bebas. la tidak memikirkan kekuatan terkemuka 
lainnya akan mengadopsi perdagangan bebas karena dalam 
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kondisi perdagangan bebas universal, Inggris akan meningkat 
kepemimpinannya. Pada tahun 1903, ia meninggalkan perda- 
gangan bebas, meninggalkan Partai Liberal, dan menganjurkan 
proteksionisme. Pada tahun yang sama saat dipublikasikannya 
Britain and the British Seas, Mackinder mulai bekerja untuk 
meningkatkan pendidikan tentang kerajaan dalam kerajaan 
(the empire within the empire). Ia terlibat dalam pembentukan 
Kantor Kolonial Visual Education Committee dengan tujuan 
menghasilkan kuliah penjelas (disertai ilustrasi) tentang domi- 
nion dan koloni, yang disampaikan melalui kuliah terlatih untuk 
meningkatkan pengetahuan di semua lini imperium. Karya yang 
dimaksudkan untuk menghasilkan rasa identitas kerajaan Ing- 
gris ini, mencapai puncaknya dalam publikasi India: Eight Lec- 
tures Prepared for the Visual Instruction Committee of the 
Colonial Office (1900). Karya tersebut diterbitkan pada tahun di 
mana ia masuk parlemen. Selama beberapa tahun setelah itu, 
Mackinder menulis terbitan meskipun sedikit (Blouet, 2004: 
324). 

Dalam The Round World and the Winning of the Peace, 
Mackinder mengungkapkan beberapa kekuatan yang mem- 
bentuk tulisan tentang poros. Mengingat kekhawatiran masa 
kecilnya akan Rusia dan Prusia, ia fokus pada perang di Afrika 
Selatan dan penambahan kekuatan AL Jerman. Pada awal abad 
ke-20, indikator lebih lanjut dari pola pikirnya dapat ditarik dari 
Britain and the British Seas (1902), berisi perhatiannya ter- 
hadap neraca perdagangan yang merugikan Inggris dan keta- 
kutan bahwa perekonomian Inggris tidak bisa mempertahan- 
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kan AL yang kuat untuk mempertahankan wilayah kekuasa- 
annya di dunia. 

Pada awal abad, Mackinder melihat negara-negara besar 
dalam kompetisi imperial dan percaya bahwa hasilnya berupa 
kemunculan kesatuan yang lebih besar yang berjuang bagi do- 
minasi dalam hubungan internasional. Demi menjemput tren 
ini, Mackinder menjadi advokat politik kesatuan imperial untuk 
membantu membuat kerajaan Inggris lebih efektif dalam ke- 
satuan ekonomi dan strategi. 

Pesimisme imperial Mackinder tentang kekuatan dan 
efektivitas Kerajaan Inggris mencapai puncaknya pada tahun 
1903-1904, saat ia menulis The Geographical Pivot of History, 
yang dikirimkan ke Royal Geographical Society pada tanggal 25 
Januari 1904. Dalam pembicaraan yang menyertai penafsiran 
tulisan tentang poros, Mackinder menyatakan bahwa wilayah 
poros yang terintegrasi dengan kereta api akan memisahkan 
diri dalam interaksi ekonomi dengan dunia yang berhubungan 
dengan laut. Prediksi ini sebagian menjadi kenyataan, ketika 
Fasis Jerman dan USSR mencoba untuk membuat negara man- 
diri dan sistem ekonomi autarki pada tahun 1930-an. Upaya 
Jerman untuk menyatukan sumber daya daerah jantung gagal 
dalam PD I dan II, akan tetapi Perang Dunia dan Perang Dingin 
dapat dilihat sebagai kontes antarkekuatan maritim yang ber- 
maksud meningkatkan perdagangan berhadapan dengan ke- 
kuatan daratan benua yang bertekad untuk menciptakan sis- 
tem ekonomi dan politik tertutup (Blouet, 2004:325). 


70 


Priyono & Yusgiantoro 


Menjelang akhir pidatonya dalam forum Royal Geogra- 
phical Society pada bulan Januari 1904, Mackinder berkata ke- 
pada para hadirin, “Saya telah berbicara sebagai seorang ahli 
geografi.” Ia tidak menyampaikan pandangan politik. Namun 
demikian, bagi setiap anggota kelompok Reformasi Tarif, tulis- 
an tentang poros membawa pesan untuk menyatukan wilayah 
kekuasaan secara ekonomi demi menyediakan sumber daya 
yang memungkinkan Inggris bersaing di era kemunculan tatan- 
an dunia baru dan mencegah penurunan negara dalam urusan 
dunia dengan menciptakan sebuah “kerajaan yang terintegrasi 
secara ekonomi” —lihat O Tuathail: Putting Mackinder in his 
Place Political Geograph (1992). 

Mackinder mungkin saja mengirimkan pesan lain. Dalam 
tulisan tentang poros, kita diberitahu bahwa di bawah ancam- 
an Asiatik, ternyata “Eropa mencapai Peradabannya” dan ter- 
jadi pembentukan negara-negara. Ancaman dari daerah jan- 
tung Euro-Asia akan muncul kembali—untuk masalah ini baca 
Pascal Vernier: The Geographical Pivot of History and Early 
Twentieth Century Geopolitical Cultur (2004)—memberikan 
kesan bahwa Mackinder menggunakan ancaman eksternal se- 
bagai katalis bagi penyatuan imperium. 


Masa Keemasan (Golden Age) 

Era keemasan geostrategi dimulai dari Jerman. Karl 
Haushofer (1869-1946), seorang pensiunan mayor jenderal dan 
guru besar sejarah, merupakan tokoh geopolitik Jerman yang 
membentuk Aliran Pemikiran Munich (Munich School) dalam 
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kajian geografi politik. Pada tahun 1919, ketika ditunjuk untuk 
mengepalai bidang geografi dan sejarah militer di Universitas 
Munich, ia memperoleh panggung di mana bisa menyebarkan 
ide-idenya ke seluruh negeri. Pada awal tahun 1924, Haushofer 
melebarkan peminatnya dengan meluncurkan Zeitschrift fur 
Geopolitik, majalah bulanan yang didedikasikan untuk menela- 
ah persoalan geopolitik (Schnitzer, 1955:408). 

Selama hampir dua puluh tahun, menurut Schnitzer 
orang menjadi fanatik akan kata suci Lebensraum (ruang hidup) 
dan Autarkie (swasembada). Imajinasi mereka terbakar visi blok 
kekuatan kontinental yang dipimpin oleh Jerman: dan kebenci- 
an mereka terhadap sistem Versailles dihembuskan melalui 
pembicaraan geopolitik tentang perbatasan “berdarah” secara 
berulang. Ide Nazi tentang ekspansi wilayah dan politik inter- 
nasional, pada dasarnya mirip dengan konsep geopolitik. 
Namun demikian, ada yang terpendam dan terkadang menim- 
bulkan ketegangan yang tak dapat disembunyikan lagi antara 
Aliran Pemikiran Munich dan para penguasa Nazi. Geopolitik 
mewakili strata pra-Nazi yakni gagasan romantis sayap kanan 
Jerman yang kemudian diambil alih oleh Nazi dan dikombinasi- 
kan dengan pemikiran mereka. Para ahli geopolitik merasa 
tidak senang dengan adanya pencampuran gagasan Nazi dalam 
doktrin mereka, sedangkan Nazi sendiri terganggu oleh sikap 
ketundukan yang tidak total dari Aliran Pemikiran Munich. 

Perkembangan awal geopolitik perang bersifat sekedar- 
nya dan cukup sederhana, di mana Gyorgy (1943:349-350) 
menggambarkan laiknya melemahkan semangatnya sendiri 
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tetapi secara akademik menentang berkembangnya ideologi 
penyuka damai (pacifist), di mana setelah perang segera me- 
minta kembali peralatan perang dalam koridor intelektual. 
Pemimpin terdepan dan para pendukungnya sangat yakin 
dengan pepatah kuno yang mengatakan bahwa yang kalah hari 
ini adalah pemenang di esok hari. Dalam rangka untuk memas- 
tikan kemenangan esok hari, mereka disibukkan dengan fakta- 
fakta geografis sebagai data penentu bagi diplomasi dan stra- 
tegi Machtpolitik. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama 
geostrategi adalah memperkirakan secara hati-hati masing- 
masing negara terpisah dari sudut pandang militer dengan me- 
libatkan studi tentang struktur pertahanan, kekuatan militer, 
masalah kependudukan, dan juga situasi/kondisi perbatasan. 
Semua pendukung ilmu geopolitik yang lain, seperti: geografi, 
ekonomi, studi politik, kedokteran, hukum, komunikasi, dan 
psikologi nasional, saling bertemu dalam ilmu baru “pertahan- 
an nasional”. 

Kepemimpinan dalam polarisasi kekuatan nasional da- 
lam lingkup pertahanan masa depan, jatuh ke salah satu pe- 
ngikut Haushofer yang paling penting dalam Wehrgeopolitik 
yakni Profesor Ewald Banse yang doktrinnya tidak hanya meng- 
antisipasi Revolusi Sosialis Nasional, tetapi memberi skema 
yang terang tentang strategi dan taktik untuk Blitzkrieg di masa 
mendatang. Banse mengembangkan rencana invasi ke Inggris 
dan menyekat Polandia beraliansi dengan Rusia. Ia menyaran- 
kan cara menerobos Garis Maginot sehingga bisa menghindari 
kesalahan yang dibuat dalam Pertempuran Flanders selama 
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peperangan terakhir. Hanya beberapa bulan setelah Hitler ber- 
kuasa, jabatan khusus “Sains Pertahanan Nasional” dibuat un- 
tuk Banse di Technical University of Brunswick, sebuah anu- 
gerah bagi persetujuan resmi atas teorinya (Gyorgy, 1943:350). 

Banse yang militan tidak cukup menonjolkan keilmuan 
Haushofer. Jika Haushofer cerdik menyamarkan geopolitik pe- 
rangnya dengan tirai budaya, peta bahasa dan ras, data geo- 
grafis dan data yang tidak dikenal sekalipun, serta kosakata 
yang abstrak: Banse dengan terus terang menganjurkan Jer- 
man mesti berpegang pada suatu negeri yang sesuai, seperti 
halnya Soviet Rusia, dari mana mereka bisa mengambil bahan 
baku yang diperlukan. Sebuah doktrin yang panjang lebar ter- 
cipta, bercampur fakta-fakta ilmiah, bahkan menurut Schnitzer 
(1955:408-409) disertai bumbu klenik dan emosionalisme. 
Namun demikian, dalam literatur geopolitik, penekanan tetap 
diletakkan pada karakter dinamis ilmu pengetahuan, unsur 
konflik yang selalu hadir, dan sejarah dipandang sebagai per- 
juangan tanpa akhir di antara negara-negara demi kelangsung- 
an politik dan ruang. Geostrategi muncul sebagai tema sentral. 
Terminologi seperti mengepung (outflanking), pengepungan 
(encirclement), dan menerobos pusat (breaking through the 
center) menjadi kosakata standar yang digunakan, bahkan da- 
lam mendiskusikan hal-hal yang tidak berhubungan langsung 
dengan operasi militer taktis. Konsep perang semesta jelas 
diperhatikan, dan studi berbagai aspek dipromosikan di bawah 
judul ilmu tambahan, seperti: geopsikologi, geomedik, geo- 
teknik, dan geoyurisprudensi. 
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Geostrategi hadir mengemuka secara nyata di AS selama 
PD II, laiknya musuh mencoba mengurai grand strategy Jer- 
man. Pada saat itu, geopolitik Jerman sedang menjadi subjek 
perhatian di Amerika. Menyusul kemudian kemunculan Uni 
Soviet sebagai ancaman besar berikutnya pascaperang se- 
hingga peringatan dari “rubi” Mackinder semakin membekas 
dalam benak para ahli strategi Amerika (Fettweis, 2003:112). 
Meskipun para ahli geopolitik Amerika menyadari bahwa 
Wehrgeopolitik bisa dimanfaatkan untuk dominasi global bagi 
kepentingan AS, mereka merasa tidak senang dengan adanya 
pencampuran (gagasan) Nazi dalam keilmuan geopolitik Jer- 
man tersebut. Frederick Lewis Schuman, spesialis kajian Nazi 
Jerman dan urusan Soviet yang mengajar ilmu politik di 
Williams College—demikian obituari yang ditulis oleh Joseph B. 
Treaser di New York Times (30/5/1981), menjadi seorang di 
antara para ahli yang memiliki minat untuk menganalisis tulisan 
geopolitik Jerman demi menguntungkan AS, terutama untuk 
mengalahkan negara poros. Schuman merujukkan Wehrgeo- 
politik sebagai geostrategi, yang kemudian diakui para ahli 
strategi Amerika sebagai istilah yang paling pas untuk meng- 
gantikannya. Alih-alih membenci konsepnya, para ahli strategi 
dan ahli geopolitik AS hanya mengganti istilahnya saja. 

Pasca-PD II, menurut Flint (2006:21) ada sebuah ironi 
yang menarik. Fitnah terhadap geopolitik sebagai sebuah akti- 
vitas Nazi mengakibatkan hilangnya geopolitik secara virtual 
dari pemandangan akademik. Di sisi lain, ketika AS mulai 
mengembangkan perannya sebagai kekuatan dunia pasca- 
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perang, hal itu menghasilkan pandangan strategis geopolitik 
yang memandu dan membenarkan tindakannya. 

Tepat sebelum PD II, Isaiah Bowman (1878-1956), Pre- 
siden Asosiasi Geograf Amerika saat itu, menawarkan pende- 
katan pragmatis bagi peran global AS dan menjadikan dirinya 
konsultan kunci bagi pemerintah, khususnya dalam negosiasi 
Perjanjian Versailles pada akhir PD I. Sementara itu, Nicholas 
Spykman (1893-1943), seorang profesor Hubungan Internasi- 
onal di Universitas Yale, mencatat kenaikan kekuatan AS dan 
menyatakan bahwa saat itu perlu untuk mempraktikkan 
diplomasi kekuatan berimbang sebagaimana kekuatan Eropa 
telah melakukannya secara tradisional. Serupa dengan ahli geo- 
politik sebelumnya, Spykman menawarkan sebuah bagian du- 
nia yang megah: Dunia Lama yang terdiri dari benua Eurasia, 
Afrika, dan Australia: dan Dunia Baru Amerika. Amerika Serikat 
mendominasi dunia yang kedua, sementara Dunia Lama secara 
tradisional terfragmentasi antarkekuatan, namun jika bersatu 
bisa menantang AS. Spykman mengusulkan kebijakan luar ne- 
geri AS yang aktif, tidak mengasingkan diri (non-isolasionist) 
untuk membangun dan menjaga keseimbangan kekuasaan di 
Dunia Lama demi mencegah tantangan terhadap AS. Spykman 
mengidentifikasi Rimland, merujuk konsep “bulan sabit sisi da- 
lam” Mackinder, sebagai arena geopolitik kunci (Flint, 2006:21- 
22): 

Berbeda dengan panggilan untuk melakukan intervensi 
global yang lebih besar, Mayor Alexander de Seversky (1894- 
1974) mengusulkan sikap yang lebih isolasionis dan defensif. 
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Teorinya terutama memberikan penekanan pada daerah ku- 
tub sebagai zona konflik baru, menggunakan peta dengan pro- 
yeksi polar untuk menunjukkan kedekatan geografis AS dan Uni 
Soviet, serta pentingnya kekuatan udara (Flint, 2006:22). 
Geopolitik—termasuk di dalamnya geostrategi—telah 
menikmati kebangkitan perhatian di seluruh dunia. Menurut O 
Tuathail (1998:1), satu alasan mengapa geopolitik telah men- 
jadi populer kembali adalah bahwa hal itu berkaitan dengan visi 
yang komprehensif dari peta politik dunia. Geopolitik membi- 
carakan “gambaran besar” (big picture) dan menawarkan cara 
menghubungkan dinamika lokal dan regional ke dalam sistem 
global secara keseluruhan. Geopolitik membingkai berbagai 
macam drama, konflik, dan dinamika dalam perspektif strategi 
tingkat tinggi, menawarkan sudut pandang Olympian yang ba- 
nyak kemenarikannya dan diingini. Selanjutnya, walaupun ti- 
dak mampu mengelak secara tekstual, namun geopolitik tetap 
mempromosikan cara berpikir spasial yang mengatur aktor, 
elemen, dan lokasi yang berbeda secara bersamaan pada papan 
permainan global. Selain itu, geopolitik merupakan kepenting- 
an bagi orang-orang tertentu karena (tampaknya) menjanjikan 
wawasan yang luar biasa ke arah masa depan hubungan inter- 
nasional dan bentuk peta politik dunia yang akan datang. 


Masa Perang Dingin 

Meskipun Mackinder memberikan sedikit perhatian ke- 
pada Dunia Keempat dalam pidato terkenalnya pada tahun 
1904, menurut Flint (2006:20), baik Inggris maupun Jerman 
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tetap menggunakan diskusi Mahan secara serius tentang ke- 
kuatan darat versus kekuatan laut. Mahan memengaruhi pe- 
ningkatan kekuatan angkatan laut di tahun-tahun sebelum PD 
I, terutama di Jerman. Selain itu, perbedaan pemikiran Mahan 
antara kekuatan darat dan laut terus memengaruhi para pe- 
mikir geopolitik selama Perang Dingin, sebagaimana Mahan 
juga menganjurkan aliansi dengan Inggris untuk mengimbangi 
kekuatan darat Eurasia. 

Kebijakan AS selama Perang Dingin pada dasarnya dile- 
katkan pada tiga faktor geopolitik (Sempa, 2002:77). Pertama, 
keamanan Amerika akan terancam punah jika semua atau se- 
bagian besar Eurasia secara politik didominasi oleh kekuatan 
yang bermusuhan (mengikuti pandangan Spykman dan Mac- 
kinder). Kedua, kekuatan yang mengontrol daerah jantung 
Eurasia (Uni Soviet) menimbulkan ancaman terbesar bagi do- 
minasi Eurasia (mengikuti Mackinder). Ketiga, Uni Soviet di- 
pandu dengan ideologi revolusioner akan berusaha untuk 
memperluas kekuatan global melalui pasukan pengganti (se- 
suai pandangan Burnham dan lainnya). 

Sementara itu, tujuan dominan kebijakan luar negeri AS 
dari akhir 1940-an hingga akhir Perang Dingin adalah mem- 
bendung kekuatan Soviet dalam batas-batas geografis yang 
diciptakan pada akhir PD II. Dalam pengertian sepenuhnya, 
menurut Sempa (2002:67), kebijakan Containment mengalami 
kegagalan. Kekuasaan Soviet meluas ke Asia Tenggara dan 
Barat Daya, Afrika, Timur Tengah, Laut Karibia, dan Amerika 
Tengah. Kekuatan AL Soviet bersiap di tubuh perairan utama 
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dunia. Dalam pengertian yang lebih terbatas, bagaimanapun 
juga Containment telah berhasil, di mana peta Eropa tidak 
berubah dalam masa hampir 45 tahun, ataupun dalam hal peta 
geopolitik Asia Tengah. 

Pembendungan kekuatan Soviet merupakan subjek arti- 
kel George F. Kennan yang terkenal pada tahun 1947, terbitan 
Foreign Affairs dengan judul The Sources of Soviet Conduct. 
Kennan berpendapat bahwa untuk alasan historis dan ideo- 
logis, Uni Soviet akan berusaha untuk memperluas kontrol po- 
litik di luar batas-batas geografis pascaperang secara langsung. 
Kennan mendesak Amerika untuk merespon dengan kebijakan 
“pembendungan jangka panjang, sabar tetapi tegas, dan was- 
pada”. Ia menyerukan penerapan kekuatan tandingan yang 
gesit dan siaga pada serangkaian perubahan titik-titik geografis 
dan politik secara konstan, sesuai dengan perubahan dan 
manuver kebijakan Soviet. Kebijakan ini bukan tawaran murah 
hati untuk melindungi orang-orang Eropa dan Asia dari tirani 
Soviet, tetapi didasarkan pada asumsi pokok dan diperkuat oleh 
dua perang, di mana pada akhirnya keamanan Amerika di- 
pertaruhkan dalam perimbangan kekuatan di daratan Eurasia 
(Sempa, 2002:67). 

Sejak kejadian dramatis pergolakan revolusioner—di- 
mulai di Eropa Tengah dan Eropa Timur serta Uni Soviet pada 
tahun 1989—pembentukan kebijakan luar negeri Amerika 
mencari “Mr X” yang baru. Seorang guru kebijakan luar negeri 
baru, menyaingi “Mr X” asli (George Kennan), yang akan me- 
netapkan di atas kertas garis besar doktrin keamanan nasional 
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yang dirancang untuk membimbing negarawan Amerika dalam 
dekade berikutnya dan seterusnya. Tak dipungkiri, Kennan di- 
hargai sebagai bapak teoretis doktrin Containment, yang bisa 
dibilang menjadi panduan kebijakan yang luas bagi setiap pe- 
merintahan presidensial dari Truman hingga Reagan (Flint, 
2006:87). 

Seperti yang diterapkan oleh pemerintahan presiden AS 
berturut-turut, menurut Colin Flint, Containment berarti pem- 
bentukan aliansi politik dan militer, penyebaran kekuatan 
udara-darat-laut AS pada titik-titik kunci di seluruh dunia, 
penambahan kekuatan senjata konvensional dan nuklir, serta 
berkaitan dengan perang. Meskipun Kennan kemudian men- 
jauhkan aspek militer dari doktrin Containment—tampaknya 
karena rasa takutnya atas perang nuklir antarnegara adidaya, 
runtuhnya kekaisaran Soviet secara berangsur menegaskan 
keyakinan semula bahwa pembendungan akan menaikkan ke- 
cenderungan yang pada akhirnya menemukan jalan keluar, baik 
perpecahan atau pelemahan kekuatan secara berangsur. 

Kekuatan Soviet pertama-tama melemah kemudian run- 
tuh, berawal dari keadaan di luar kekaisaran Soviet di Eropa 
Timur dan Eropa Tengah yang hancur. Situasi internal ke- 
kaisaran Soviet kemudian menjelma sebagai akibat dari konflik 
politik, etnis, dan nasional, serta kesulitan ekonomi. Kelima 
belas republik Soviet pada akhirnya merdeka. Upaya kudeta 
yang gagal pada bulan Agustus 1991 oleh komunis garis keras 
mempercepat proses revolusioner. Partai Komunis secara res- 
mi ditutup di seluruh negeri, di bawah kepemimpinan Boris 
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Yeltsin yang muncul sebagai kekuatan politik dominan di bekas 
Uni Soviet tersebut. Republik Baltik menjadi yang pertama 
dalam mendeklarasikan kemerdekaannya dan menerima pe- 
ngakuan diplomatik dari berbagai negara Barat. Sebelas dari 
dua belas republik awal yang tersisa membentuk Common- 
wealth of Independent States berkantor pusat di Minsk dan 
mencoba untuk mengadopsi kebijakan militer umum. 

Lebih lanjut, Flint menuliskan bahwa mereka yang akan 
menerima jubah baru “Mr X” telah sibuk menulis potongan op- 
ed dan artikel yang mengusulkan strategi tingkat tinggi baru 
untuk berurusan dengan dunia baru pasca-Perang Dingin— 
misalnya: Edward Luttwak: From Geopolitics to Geoeconomics, 
Zbigniew Brzezinski: Beyond Chaos: What the West Must Do, 
Irving Kristol: Defining Our National Interest, Charles Kraut- 
hammer: Universal Dominion: Toward a Unipolar World, 
Andrew C. Goldberg: Challenges to the Post-Cold War Balance 
of Power, Lee Edwards: Beyond the Cold War, dan Bruce D. 
Porter: The Coming Resurgence of Russia. Pencarian “Mr X” 
baru telah membantu perkembangan perdebatan penting da- 
lam strategi keamanan nasional bagi masa depan AS. Sayang- 
nya, perdebatan tersebut sebagian besar mengabaikan fakta 
bahwa usulan Containment dari Kennan tidak didasarkan pada 
keadaan sementara tatanan dunia pasca-PD II, akan tetapi pada 
realitas geopolitik yang telah diakui sejak berdirinya Amerika. 

Perang Dingin nyaris berakhir ketika Irak dengan Saddam 
Husseinnya berusaha untuk merampas kekayaan minyak Timur 
Tengah dengan cara setengah memaksa menaklukkan Kuwait 
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dan mengancam Arab Saudi. Kemudian diikuti oleh perang 
Rusia melawan separatis Cechnya, upaya Serbia mendominasi 
bekas Yugoslavia, pengembangan dan pengujian rudal balistik 
Korea Utara, upaya Tiongkok untuk mengintimidasi Taiwan dan 
menegaskan kontrol atas Laut Cina Selatan (LCS), kebangkitan 
kembali konflik Israel-Palestina, dan pertempuran nuklir oleh 
India dan Pakistan atas wilayah Kashmir yang disengketakan. 
Pentingnya geopolitik menegaskan kembali dengan sendirinya. 
Banyak peristiwa membuktikan bahwa hubungan geografi dan 
kekuatan spasial masih berarti (Flint, 2006:112). 

Dalam How Geopolitics Influences Security (1996) yang 
terbit dalam Orbis edisi musim semi, Colin S. Gray menyatakan 
bahwa politik dunia masih berkaitan dengan basis teritorial dan 
penetapan negara. Kendati pengaturan geografis tidak menen- 
tukan jalannya sejarah, namun tetap menjadi dasar bagi semua 
yang terjadi di dalam batas teritorialnya. Ia menyimpulkan 
bahwa faktor geografis meresap dalam politik dunia. Geografi 
mendefinisikan pemain (merupakan negara yang diatur secara 
teritorial, atau ingin menjadi), seringkali mendefinisikan perta- 
ruhan di mana pemain bersaing, dan selalu mendefinisikan 
istilah-istilah di mana mereka mengukur keamanan mereka 
satu dengan yang lain. Dalam sebuah artikel yang lebih baru, 
Inescapable Geography (1999), Gray menuliskan bahwa 
“semua masalah politik ... memiliki dimensi geopolitik”: dan 
menyimpulkan bahwa bagi studi dan praktik hubungan 
internasional, geografi tidak bisa dihindari (Flint, 2006:112- 
113). 
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Pasca-Perang Dingin 

Berakhirnya Perang Dingin merupakan saat penting bagi 
perkembangan blok perdagangan seperti Uni Eropa (UE) dan 
perkembangbiakan etnis serta pergerakan regional di negara 
mapan, namun menurut John Agnew dalam Geopolitics: Re- 
visioning World Politics (2003) merusak kearifan konvensional 
jantung imajinasi geopolitik modern. Pandangan dunia bipolar 
di antara AS-Uni Soviet dan kebijakan terkait Containment yang 
menyokong kebijakan luar negeri AS menjadi semakin tidak 
fokus dengan dunia yang terus berubah. Dekolonisasi, bangkit- 
nya nasionalisme Dunia Ketiga (dan belakangan fundamentalis- 
me Islam), revolusi Kuba dan tumbuhnya gerakan revolusioner 
di tempat lain, keretakan hubungan Sino-Soviet, dan banyak 
lainnya: menajam ke pertumbuhan multipolaritas dan kom- 
pleksitas dalam politik internasional selama akhir 1950-an dan 
tahun 1960-an. Hal ini disertai pertumbuhan kekuatan militer 
dan AL Soviet dengan beberapa kemampuan untuk mempro- 
yeksikan diri jauh melampaui daratan Eurasia—misalnya Laksa- 
mana Gorshkov dengan “blue water navy” (Hepple, 1986:24). 

Kekakuan penangkal nuklir ketika berhadapan dengan 
permasalahan regional, menurut Hepple juga menjadi lebih 
jelas, dan ancaman nuklir—secara gamblang bersandar pada 
superioritas AS—menghilang di tahun 1970-an. Perubahan 
politik, militer, dan strategi juga disertai dengan perubahan 
ekonomi, seperti kenaikan harga energi dan munculnya OPEC, 
yang juga tercermin dari menurunnya kekuatan AS secara 
relatif dalam perekonomian dunia. 
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Amerika Serikat memiliki konsepsi global dalam hege- 
moni ekonomi, politik, dan militer di seluruh dunia. Amerika 
adalah satu-satunya penguasa yang telah mengorganisir ko- 
mando militer pada skala global, melingkari blok Sino-Soviet. 
Uni Soviet tidak (pernah) memiliki ambisi yang sama, hanya 
rencana kontradefensif, termasuk satelit (Amin, 1992:2-3). 
Dalam pandangan Amin, geopolitik komando militer global AS 
benar-benar mengenai geopolitik dan tidak hanya geostrategi. 
Hal ini berarti bahwa daerah yang ditetapkan bagi komando 
regional yang berbeda didefinisikan menurut pengertian ter- 
tentu dari sifat dasar politik atas ancaman mereka, yang ber- 
ubah dari satu daerah ke daerah lain. 

Strategi militer AS dengan jelas menyajikan tujuan po- 
litik. Seperti halnya semua kekuatan hegemonik, AS menyukai 
status guo. Pada tingkat ini, American Establishment secara 
keseluruhan menerima gagasan bahwa status guo terkandung 
dalam intisari yang menjamin sebuah “iklim yang kondusif bagi 
perusahaan asing”. Menurut definisi, kebebasan ini tidak ada di 
negara-negara Timur, oleh karena itu, label satanic mereka di- 
sebabkan oleh dislokasi efektif, di mana mereka melanggar 
perintah “alamiah” ini (Amin, 1992:6). 

Ketidakpastian yang mencirikan pilihan strategis politik 
dan militer berkaitan dengan Dunia Ketiga, menurut Amin me- 
ngacu pada perdebatan permanen dalam American Establish- 
ment antara pendukung pilihan maritimis (maritimist) dan 
koalisionis (coalitionist). Sebagaimana kemudian terlihat, per- 
bedaan ini tidak menegaskan oposisi dari kedua kubu, terlalu 
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cepat menandainya baik isolasionis (isolationist) ataupun 
universalis (universalist). Keduanya (maritimis dan koalisionis) 
menempatkan dirinya dalam perspektif hegemoni global. 
Maritimis berpendapat bahwa penguasaan laut dan udara 
sudah cukup untuk menjamin hegemoni dan menghilangkan 
bahaya dari tantangan apapun, baik pemberontakan di Dunia 
Ketiga atau oleh Uni Soviet yang sampai saat itu menjadi satu- 
satunya musuh dunia. 

Persoalan strategi politik-militer yang mendukung hege- 
moni Amerika mengenai negara-negara Dunia Ketiga, menurut 
pendapat Amin disikapi dalam peristilahan yang berbeda. 
Dalam hal ini, pilihan Amerika lebih maritimis daripada koali- 
sionis. Perluasan benua oleh pasukan militer sekutu dipastikan 
ada di Dunia Ketiga dan bertambah penting pada level formal 
sampai taraf tertentu, di mana kebanyakan pemerintah di 
negara-negara ini adalah sekutu setia dan karena itu menerima 
dukungan untuk program persenjataan mereka. 

Di Dunia Ketiga pada waktu itu, strategi politik-militer 
Amerika tetap didasarkan pada kehadiran pasukan maritim 
yang aktif bergerak secara besar-besaran, didukung oleh ja- 
ringan yang berbasis di Diego Garcia yang terletak jauh dari 
daerah padat penduduk. Seperti yang telah kita lihat, strategi 
ini, yang efektif dengan asumsi “intervensi cepat” (Perang Teluk 
sebagai bukti), belum tentu sama dengan tuntutan intervensi 
berkepanjangan. Semenjak Perang Teluk, dalam hal ini Penta- 
gon telah bergerak menuju konsep genosida melalui pem- 
boman udara besar-besaran tanpa intervensi di darat. 
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Kekalahan Uni Soviet oleh koalisi maritim yang dipimpin 
oleh AS, mengakhiri tawaran terbaru bagi hegemoni global 
dengan kekuatan besar Eurasia berbasis daratan. Berakhirnya 
Perang Dingin dan munculnya revolusi informasi menghasilkan 
beberapa artikel dan buku yang menyerahkan geopolitik ke 
tumpukan abu sejarah. Titik tumpu politik internasional adalah 
globalisasi (Thomas Friedman), microchip (George Gilder), atau 
geoekonomi (Edward Luttwak). Unsur tradisional kekuatan 
suatu negara—posisi geografis, kekuatan militer, karakter pe- 
merintah, penduduk, industri, dan kekuatan ekonomi—digan- 
tikan oleh hubungan perdagangan, kerja sama lingkungan, dan 
jaringan informasi global. Sebuah dunia yang semakin inter- 
dependen bersifat kurang rentan terhadap konflik militer dan 
politik. Hubungan internasional tidak lagi menjadi arena yang 
didominasi oleh “kekuatan politik” dan perjuangan wilayah 
(Flint, 2006:112). 

Menggemakan identifikasi Fukuyama tentang arti pen- 
ting ekonomi dalam tatanan dunia baru namun tidak setuju 
dengan alasan dan kesimpulannya, Edward Luttwak berpenda- 
pat bahwa memudarnya Perang Dingin telah menandai perge- 
seran dari geopolitik ke geoekonomi dalam perpolitikan dunia. 
Generalisasi dalam gaya fasih, ia mengklaim bahwa dalam po- 
litik dunia, sekarang tampaknya setiap orang setuju bahwa 
metode perdagangan menggusur metode militer (O Tuathail, 
1998b:107). 

Dalam pandangan Bernie Grover di artikel GeoJournal 
berjudul The “Geo” of United States National Strategy (1993), 
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tahun 1990-an membawa realitas geostrategi baru bagi AS. 
Pembagian bipolar dunia yang semula mengikuti batas ideo- 
logis, digantikan oleh pengelompokkan tripolar secara de facto 
berdasarkan blok perdagangan. Bekas sekutu militer dalam 
demokrasi dunia yang maju ternyata menjadi pesaing ekono- 
mi. Perusahaan transnasional dijalankan dalam strategi pe- 
rusahaan yang belum tentu seirama dengan pemerintah me- 
reka dan dalam beberapa kasus malah membahayakan konsep 
tradisional kedaulatan nasional. Perusahaan transnasional ber- 
saing untuk mendapatkan tenaga kerja secara global. Dalam 
banyak kasus, pasar domestik tradisional dimasukkan ke dalam 
pasar global yang jauh lebih besar, di mana aturannya sangat 
berbeda. Sebuah realitas baru muncul yakni geoekonomi se- 
bagai geostrategi kontemporer. Pasca-Perang Dingin, merujuk 
pendapat Grover, pembagian dunia yang tripolar terdefinisikan 
secara geoekonomik. Eropa Barat didominasi oleh Jerman, 
Amerika Utara didominasi oleh AS, dan Asia Selatan dan Timur 
didominasi oleh Jepang: yang secara kolektif mewakili sekitar 
85 persen perdagangan dunia. 

Pada tahun-tahun pascaperang, tujuan yang dikesam- 
pingkan dari kebijakan luar negeri di bidang ekonomi adalah 
mempertahankan struktur dan fungsi sistem internasional. 
Secara khusus, AS mengembangkan perluasan perdagangan 
internasional melalui kebijakan promosi pengurangan hambat- 
an tarif dan nontarif. Hal ini dibuktikan dengan penurunan tarif 
impor domestik dan inisiatif liberalisasi perdagangan yang 
mereka sokong di berbagai putaran negosiasi perdagangan 
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GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Amerika se- 
cara ekonomi dan militer cukup kuat untuk bertindak sebagai 
penguasa hegemoni dalam penentuan persyaratan perda- 
gangan internasional pascaperang. Periode 1960-1990, per- 
dagangan internasional meningkat dari 10 persen menjadi 24,9 
persen Produk Nasional Bruto AS (Grover, 1993:142-143). 

Grover menyatakan bahwa peningkatan perdagangan 
internasional secara lebih lanjut disokong oleh perkembangan 
komunikasi global berbiaya rendah dan sistem pendukung lo- 
gistik global. Selagi AS pemenang tak terbantahkan sejak mula 
pasca-PD II, dukungan AS dan gerakan liberalisasi perdagangan 
memberikan kesempatan bagi Eropa dan Jepang tidak hanya 
untuk memulihkan, tetapi juga memfasilitasi kembali pusat 
produksi dengan pabrik dan peralatan modern, serta teknologi 
domestik dan teknologi dari AS yang terbaik. 

Pada tahun 1980, pasar domestik AS secara fundamental 
telah berubah. Di masa lalu, pabrikan AS bersaing di pasar 
domestik melawan rekanannya, semenjak tahun 1980-an, di- 
haruskan untuk bersaing dengan siapa pun di dunia ini yang 
ingin memasuki pasar AS. Akibatnya bagi produsen AS adalah 
untuk pertama kalinya sejak mula sejarah bangsa, mereka ber- 
saing melawan perusahaan asing yang membikin kualitas lebih 
tinggi, lebih berorientasi kepada pelanggan, dan produk ber- 
biaya lebih rendah. Praktis kompetitor asing ini juga menyerang 
pasar AS di luar negeri. Sekutu militer Amerika telah menjadi 
kompetitor ekonominya (Grover, 1993:143). 
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Lebih penting lagi, menurut Grover bahwa sekutu militer 
ini telah menjadi cukup kuat, di mana mereka mengancam ke- 
kuatan ekonomi relatif AS. Pada saat yang sama, AS mengalami 
kesulitan ekonomi dalam negeri yang signifikan, yang lebih jauh 
berkontribusi bagi hilangnya kekuatan ekonomi relatif. Strategi 
besar AS mengambil dimensi baru, yakni menanggapi lingkung- 
an geoekonomi di mana AS tidak lagi menjadi penguasa eko- 
nomi. Sebelum pertengahan tahun 1980-an, negara itu cukup 
kuat secara ekonomi, baik secara relatif maupun absolut, yang 
mana itu dapat mendukung hampir semua strategi nasional 
secara ekonomi. Selagi kekuatan ekonomi diakui sebagai kom- 
ponen penting dari kekuatan nasional, keunggulan ekonomi AS 
hampir disepakati untuk tidak diberikan peran dalam pengem- 
bangan strategi nasional. Amerika memiliki kekuatan hegemo- 
nik yang cukup untuk mendikte terminologi tingkatan medan 
permainan internasional. Kompetitor ekonominya masih mem- 
butuhkan jaminan keamanan yang disediakan oleh kebijakan 
luar negeri AS, didukung oleh gudang senjata nuklir, dan ratus- 
an ribu tentara yang tersebar di seluruh dunia. 

Timbul pertanyaan, “Apakah aspek-aspek penting dari si- 
tuasi geoekonomi yang dihadapi AS?” Menurut Grover (1993: 
143-144), yang pertama, tentu saja adalah tidak adanya an- 
caman Uni Soviet. Hal ini memungkinkan pesaing ekonomi AS 
untuk mengurangi belanja pertahanan tanpa adanya pening- 
katan risiko, menyediakan lebih banyak dana bagi pembiayaan 
aset produksi yang kompetitif, atau untuk mendukung tujuan 
nasional lainnya. Hal ini secara signifikan mengurangi posisi 


89 


3. Geostrategi 


hegemonik Amerika, di mana perlindungan militer yang diberi- 
kan memiliki nilai yang kurang strategis. Kedua, adanya realitas 
baru perusahaan transnasional. Sementara perusahaan mutlti- 
nasional eksis selama berabad dan menjadi isu diskusi di tahun 
1970-an, perusahaan transnasional yang masih baru jauh lebih 
signifikan dalam penentuan kembali lanskap geoekonomi. Studi 
yang dilakukan Badan Riset Parlemen dan Dewan Konferensi di 
bawah The Library of Congress mengungkapkan bahwa pering- 
kat gabungan negara dan sektor manufakturing TNC dengan 
GNP dan penjualan berturut-turut, pada tahun 1991 terdapat 
53 negara dan 47 perusahaan dalam daftar 100 teratas. 

Perubahan utama ketiga, menurut Grover bahwa tekno- 
logi mengatasi banyak karakteristik unik bertalian dengan geo- 
grafi fisik, setidaknya dalam konteks strategi nasional. Amerika 
memiliki kemampuan teknologi pengawasan dalam memata- 
matai—pada tingkat kedetailan yang sangat tinggi—apa yang 
secara fisik terjadi pada sembarang lokasi di bumi, siang atau 
malam, cuaca terang atau buruk, melintasi jangkauan luas 
spektrum. Rusia juga mempunyai kemampuan pengawasan 
tingkat tinggi, demikian halnya Perancis yang secara aktif me- 
masarkan kemampuan tersebut di pasar komersial. 

Perubahan utama keempat adalah akses ke pusat tenaga 
kerja global secara tunggal. Dengan undang-undang perda- 
gangan diliberalisasi yang rendah atau malah tanpa tarif, ko- 
munikasi global yang instan, serta sistem logistik global ber- 
kembang dengan baik dan efisien sehingga menghasilkan biaya 
transportasi yang lebih rendah: sekarang ini memungkinkan 
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untuk memanfaatkan buruh di manapun, yang penting sangat 
menguntungkan untuk melakukannya. Hal ini memungkinkan 
tahap produksi dipisahkan secara spasial sehingga dapat me- 
manfaatkan keunggulan komparatif para pekerja di daerah 
yang tersebar secara geografis. Bagi kebijakan nasional AS dan 
tentu saja sebagian besar negara maju, ini berarti bahwa ang- 
katan kerja di dalam negeri hanyalah sebuah bagian dari pusat 
tenaga kerja internasional, meliputi: Asia, Afrika, Amerika Latin, 
Eropa Barat, Eropa Timur, dan ditambah lagi bekas Uni Soviet. 
Lokasi geografis, walaupun masih penting, telah kehilangan 
banyak arti historisnya. Baju wol “Harris” ditenun di Skotlandia 
dan dibuat menjadi jas di Tiongkok untuk dijual di Kanada. Bijih 
besi AS dilebur di Kanada, bajanya dikirim ke AS untuk pem- 
buatan komponen-komponen mobil, yang kemudian dikirim ke 
Meksiko untuk perakitan, dan mobil yang sudah jadi dikirim ke 
AS dan Kanada. Tenaga kerja suatu negara bersaing dalam 
pusat tenaga kerja global: semakin besar berdasarkan tingkat 
upah dan produktivitas, semakin kurang hubungan spasialnya 
dengan bahan baku ataupun pasar. 

Perubahan besar geoekonomi yang kelima adalah AS 
kehilangan hegemoni keuangan internasional dan menjadi 
negara pengutang bersih. Setelah tahun peperangan, AS me- 
miliki kekuatan hegemon ekonomi untuk mendikte sistem ke- 
uangan internasional di dunia Barat. New York menggantikan 
London sebagai pusat keuangan dunia. Apapun yang diputus- 
kan AS dalam arena perdagangan internasional harus dilak- 
sanakan. Perusahaan-perusahaan AS diharuskan mendukung 
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inisiatif kebijakan luar negeri mereka, dengan yurisdiksi eks- 
trateritorial diperluas—termasuk anak cabang perusahaan 
asing AS dengan posisi kepemilikan sedikitnya sepuluh persen. 
Realitas geoekonomi baru bahwa AS berbagi posisi kepemim- 
pinan dengan Eropa Barat dan Jepang. New York memang pusat 
keuangan penting, tetapi perdagangan dilakukan secara global. 
Pasar valuta asing telah melampaui batas-batas negara dengan 
tanpa ada satupun negara yang memiliki cadangan devisa yang 
cukup untuk memengaruhi tren pasar secara signifikan. 
Cadangan devisa gabungan seluruh negara anggota G-7, secara 
signifikan kurang dari nilai perdagangan satu hari. 

Grover menyatakan bahwa keberhasilan strategi nasi- 
onal AS akan ditentukan—pada tingkat tinggi—oleh dinamika 
lingkungan geoekonomi. Kesehatan ekonomi domestik AS sa- 
ngat tergantung pada pengelolaan hubungan ekonomi global 
AS. Hubungan tersebut akan mencerminkan kekuatan ekono- 
mi relatif Amerika. Kekuatan itu, pada gilirannya akan menen- 
tukan besarnya tingkat kemampuan AS untuk bisa berhasil di 
arena geopolitik. Jangkauan strategi dan proyeksi kekuatan glo- 
bal akan tergantung pada hasil geopolitik dan kemampuan se- 
derhana untuk membayar. 


Era Abad ke-21 

Pada awal abad ke-21, sifat dasar keamanan menurut 
Vlad et al. (2010:116-117) berubah secara global. Agenda ke- 
amanan telah diperluas dalam hal fungsional. Tantangan peri- 
fer sebelumnya, seperti migrasi dan persaingan ekonomi— 
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bersama dengan risiko yang lebih nyata dari penyebaran sen- 
jata pemusnah massal—sekarang bersaing dengan persaingan 
militer konvensional sebagai faktor-faktor yang memengaruhi 
penggunaan kekuatan. Perubahan fungsional dalam sifat dasar 
“masalah” keamanan, bersama dengan transformasi politik 
pasca-Perang Dingin, juga mengubah segi geografis di mana 
pembuat kebijakan, pemimpin militer, dan para analis harus 
memikirkan perencanaan jangka panjang. Sederhananya, ba- 
nyak perbedaan tradisional antarmedan keamanan terkikis di 
bawah tekanan tantangan persilangan regional—dari migrasi 
dan terorisme ke semakin mantapnya peningkatan jangkauan 
sistem persenjataan yang ada di seluruh dunia. 

Perubahan sistemik dalam ekonomi global, komunikasi, 
dan (tidak ketinggalan) teknologi militer: boleh jadi mengubah 
pemancangan dan kemampuan strategis. Semakin meningkat- 
nya karakter keamanan yang saling tergantung di seluruh wi- 
layah kunci, menimbulkan tantangan baru secara intelektual 
dan praksis bagi semua komunitas pertahanan nasional yang 
pemikiran dan organisasinya masih selalu dipengaruhi oleh 
perencanaan untuk keamanan regional di Eropa, Asia, Timur 
Tengah, dan di tempat lain. 

Globalisasi, saling ketergantungan ekonomi, dan revolusi 
informasi memengaruhi bagaimana negara berinteraksi di abad 
ini. Meskipun begitu, menurut Sempa (2002:7), faktor-faktor 
tersebut tidak membuat geopolitik menjadi tidak relevan. 
Sebaliknya, faktor-faktor tersebut dan lainnya akan beroperasi 
terhadap bangsa dalam kerangka geopolitik yang lebih besar. 
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Dalam rangka memahami di mana kita berada, perlu untuk 
melihat kembali ke dalam geopolitik sejarah. Oleh karena itu, 
kita perlu membiasakan diri dengan metode abadi analisis geo- 
politik dalam bingkai teori geopolitik besar. 

Hubungan antara ekonomi dan kekuatan strategis sa- 
ngat kompleks secara detail, tetapi menurut White (2009:93) 
bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa pada intinya sederha- 
na: di era modern, derajat ekonomi adalah penting dan pra- 
syarat cukup untuk bobot strategis. Pada abad ke-19, keung- 
gulan maritim global Britania Raya berlangsung selama kejaya- 
an ekonominya, tidak lebih lama dari itu. Pada tahun 1880-an, 
AS mengambil kedudukan sebagai pemain strategi terkuat di 
dunia segera setelah menggusur Inggris sebagai negara de- 
ngan ekonomi terbesar di dunia. Ada kemungkinan bahwa 
fondasi kekuasaan strategis AS berada di tempat lain daripada 
kekuatan ekonominya, tetapi satu yang setidaknya mesti di- 
catat bahwa AS tidak pernah menjalankan suatu kekuatan 
strategis yang signifikan di luar wilayah dekatnya sendiri, ke- 
cuali ketika telah memegang komando ekonomi dunia. Lebih 
lanjut, White berpendapat bahwa kekuatan ekonomi merupa- 
kan fundamen kekuatan strategis, kemampuan militer adalah 
ekspresi yang paling nyata dan langsung, sementara pertum- 
buhan ekonomi membentuk hubungan geostrategis secara 
langsung dengan dukungan perluasan kemampuan militer. 

Mengutip pernyataan Willy Claes—mantan Menteri Luar 
Negeri Belgia —bahwa dengan ambruknya Uni Soviet, kini ha- 
nya tinggal dua adidaya saja yaitu AS dan UE. Oleh karena itu, 
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adalah ironi besar bahwa hampir dua dekade sejak berakhir- 
nya Perang Dingin, AS dan UE mulai terhuyung-huyung secara 
geopolitik, dengan UE melakukan jauh lebih banyak salah 
langkah. AS dan UE sekarang menghadapi suatu masa depan 
yang lebih tidak aman lagi, sekalipun mereka telah dua dekade 
mempertinggi keamanan tanpa ada tantangan nyata untuk 
mereka (Mahbubani, 2011:147). 

Kishore Mahbubani dalam Asia Hemisfer Baru Dunia: 
Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan 
(2011) malah menyindir banyak pemikiran Barat terdepan 
sekarang sibuk bergelut dengan kondisi dunia kita sekarang 
(state of our world), yang menggemakan pernyataan Presiden 
AS George W. Bush bahwa “Dunia sekarang ini sudah menjadi 
tempat yang berbahaya.” Ketika coba memahami apa sumber 
bahaya itu, mereka mengandaikan bahwa masalahnya ada “di 
luar sana” bukan “di dalam sini”. Tajuk rencana dan komentar- 
komentar di Barat tampaknya mengandung asumsi otomatis 
bahwa sisa dunia bertanggung jawab atas munculnya banyak 
masalah itu, sementara Barat terus berjuang mengembangkan 
diri dan memberikan solusi-solusinya. 

Pada front geopolitik, pikiran Barat sangat terobsesi de- 
ngan ancaman terorisme Islam. Namun dalam mengatasi dua 
tantangan yang langsung dan mendesak, yakni soal Irak dan 
Afghanistan, Barat agaknya akan gagal. Jika itu terjadi, para 
pelaku jihad akan berpesta merayakannya. Pada front ekono- 
mi, bisa disaksikan untuk pertama kali sejak PD II, kandasnya 
proses negosiasi global Putaran Doha. Masalah pemanasan 
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global, juga salah dalam penanganannya. Akhirnya, salah satu 
prestasi terbesar Barat sejak PD II hanya mampu menjaga 
kelanggengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. 

Baratlah yang menurut Mahbubani pertama-tama men- 
dorong liberalisasi perdagangan global karena beberapa per- 
timbangan. Pada front ideologis, ada keyakinan kuat bahwa 
hambatan perdagangan dapat diminimalisir, meningkatnya sa- 
ling ketergantungan dalam perdagangan, yang pada akhirnya 
akan menghasilkan standar kehidupan lebih tinggi bagi semua. 
Namun sekarang meja itu telah berubah posisi. Sebuah gun- 
cangan gempa kecil telah mengubah sikap Barat itu. Akhir 
Perang Dingin telah membuat perbedaan besar. Tiba-tiba saja, 
AS dan Eropa tidak berminat lagi pada sukses ekonomi negara- 
negara Asia Timur. Mereka tidak lagi dilihat sebagai sekutu, 
melainkan sebagai pesaing alias kompetitor. Masuknya Tiong- 
kok ke pasar global, khususnya setelah diizinkan masuk ke 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), membuat perbedaan itu 
makin besar lagi, baik secara ekonomi maupun psikologis. 
Eropa telah kehilangan kepercayaan diri akan mampu bersaing 
dengan Asia. Kemudian banyak orang Amerika ikut kehilangan 
kepercayaan diri akan keandalan prinsip kompetensi ekonomi. 
Hal ini kemudian menjadi alasan mendasar mengapa ada riak 
kecil dalam berbagai pembicaraan tentang perdagangan global. 


Perkembangan Intelektual 


Menurut Flint (2006:17), pengetahuan geopolitik adalah 
pengetahuan situasional. Para teoretikus geopolitik memba- 
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ngun kerangka kerja mereka dalam konteks politik tertentu dan 
dalam perdebatan akademis tertentu yang berpengaruh pada 
saat itu—belakangan disebut paradigma. Berikut ini sepuluh 
nama besar di bidang geostrategi beserta pemikirannya. 


1. Mahan: Seapower 

Teoretikus pertama yang terkenal dari AS dalam bidang 
strategi/geopolitik adalah Alfred Thayer Mahan (1840-1914). 
Mahan adalah produk waktu dan kelas pada masanya. Sebagian 
besar hidupnya dihabiskan di kompi perwira militer profesi- 
onal. Lahir sebagai sulung dari enam bersaudara, putra Dennis 
Hart Mahan seorang instruktur rekayasa di West Point. Ia lulus 
dari Akademi AL AS di Annapolis tahun 1859, kemudian men- 
jalani tugas sebentar di laut dan selanjutnya mengajar di Naval 
War College yang baru didirikan. Pada tahun 1890, ia mener- 
bitkan The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. 
Sejak dipublikasikan, karya tersebut telah menjadi subjek per- 
debatan ilmiah yang intens dan berkelanjutan dan tetap men- 
jadi bacaan wajib bagi siapa saja yang tertarik dengan kekuatan 
laut (Walters, 2000:85). 

Mahan yang kemudian menjadi Presiden U.S. Naval War 
College, menuliskan tentang pentingnya geografi fisik—wila- 
yah luas dan kenampakan fisikal terkait dengan lautan—bagi 
pengembangan kekuatan laut untuk perluasan negara (O Tua- 
thail, 2003:4). Mahan berpendapat akan pentingnya supre- 
masi kekuatan laut lebih dari kekuasaan daratan dan bahwa 
keunggulan AL adalah prinsip fundamental dan basis bagi ke- 
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bijakan luar negeri (Gokmen, 2010:45). Mahan memainkan pe- 
ran penting dalam membujuk AS untuk mengejar takdir yang 
lebih besar di luar negeri, selama tahun-tahun pertama abad 
ke-20. Mahan percaya akan kekuatan laut. Ia seorang pendu- 
kung pembukaan Terusan Panama di Tanah Genting Panama, 
yang menghubungkan panggung perairan laut Pasifik dan 
Atlantik bagi AS. Pada tahun-tahun berikutnya, Mahan sepe- 
nuhnya yakin bahwa AS akan menggantikan Inggris sebagai 
kekuatan laut terkemuka (Ashrafpour, 2010:4). Dalam esainya, 
Mahan menekankan tiga ide: pentingnya Asia, ancaman Rusia, 
dan penggunaan peta untuk membuat pernyataan prediktif 
tentang perilaku nasional di masa depan (Walters, 2000:89). 
Karya Mahan memikat pengakuan dengan segera dan secara 
luas dibaca di Inggris Raya dan Jerman (Gokmen, 2010:45). 
Mahan menulis di puncak sebuah zaman kebangkitan 
semangat. Walters menggambarkan untuk berpindah dari per- 
timbangan populer ras, kekuasaan, dan wilayah pada tahun 
1850 dengan pertimbangan yang sama pada tahun 1900 ada- 
lah seperti bergerak dari talk show televisi di hari Minggu ke 
pusat keributan para pelaut di ruangan bar. Bahasanya me- 
lengking (strident), retorikanya garang, dan yang hadir ber- 
ulang kali menekankan perlunya tindakan mendesak. Kekeras- 
an menempati tengah panggung dan kata yang paling banyak 
diulang adalah “kelangsungan hidup”. Dunia jurnalistik tahun 
1900 adalah tempat di mana para sarjana yang serius dan 
berbakat dapat menulis tanpa merasa malu atas ras Saxon, ras 
Teutonik, atau ras Slavia. Para penulis bisa menerima soal fakta 
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tak terbantahkan entah bagaimana “ras” ini, yang ditakdirkan 
secara pasti dan tak terkendali, dalam berbagai kombinasi 
untuk mengambil bagian dalam perjuangan besar satu sama 
lain bagi dominasi dunia. 


ARCTIC OCEAN 


DEBATABLE (““— 
ZONE KPD « 


Po RN adi Ar 
f£ (7S 7 
Kd 


PACIFIC 
OCEAN 


INDIAN | | OCEAN 


Gambar 4. Zona Perdebatan Mahan 
Sumber: Mahan (1900 dalam Walters, 2000:88) 


Dalam bukunya yang lain, The Problem of Asia yang di- 
terbitkan pada tahun 1900, Mahan membagi Asia ke dalam tiga 
wilayah: (i) wilayah utara terletak di atas garis lintang 40 
derajat, dicirikan iklim dingin, didominasi kekuatan daratan: (ii) 
wilayah yang dapat diperdebatkan dan menjadi perdebatan 
(the debatable and debated zone) terletak di antara garis lin- 
tang 30-40 derajat, dicirikan oleh iklim sedang, dan (iii) wilayah 
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selatan yang terletak di bawah garis 30 derajat lintang utara, 
dicirikan iklim panas, didominasi kekuatan laut (O Tuathail, 
2003:17). 


2. Ratzel: Lebensraum 

Di antara banyak nama besar di bidang geografi politik, 
ahli geografi Jerman, Friedrich Ratzel (1844-1904), yang me- 
nulis Politische Geographie (1897) dan paper Laws on the Spa- 
tial Growth of States (1896) meletakkan dasar-dasar konkret 
dalam geografi politik. Ratzel mengembangkan teori organik 
negara, yang memperlakukan negara sebagai bentuk biologis 
organisme—wilayah sebagaimana tubuh—dan menganggap 
bahwa negara berperilaku dan hidup sesuai hukum biologis 
(Gokmen, 2010:23: Hagan, 1943:478). 

Inti dari geografi politik adalah negara. Menurut Ratzel, 
negara adalah sebuah fragmen umat manusia pada sejengkal 
tanah. Fragmen atau pecahan umat manusia diatur dan terikat 
kepada tanahnya oleh ikatan yang mengambil karakter dari 
suatu organisme. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tindakan 
politik masyarakat dalam banyak cara sama seperti tingkah laku 
individu. Konsepsi ini merupakan teori organik negara dan sifat 
istimewanya terletak dalam hubungannya dengan wilayah: ia 
lebih suka menyebutnya sebagai ruang (raum). 

Negara tidak bisa ada tanpa wilayah atau ruang, yang saat 
itu sangat penting dalam kehidupan politik. Melalui teori 
organik sebagai tulang punggung analogi, pertumbuhan nega- 
ra digambarkan lewat ekspansinya. Kerusakan dan kematian 
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ditunjukkan dengan batas-batas statis atau pengurangan ru- 
ang. Perbatasan adalah organ perlengkapan negara. Sebuah 
negara berkembang akan memperluas, sedangkan negara se- 
karat akan mengerut pada organ tersebut. Cara di mana per- 
luasan atas garis perbatasan mengambil tempat, mungkin ber- 
variasi dalam situasi yang berbeda, bisa oleh emigrasi, pem- 
bentukan pusat-pusat perdagangan atau pusat kebudayaan, 
atau mungkin terjadi akibat perang. Bentuk-bentuk ekspansi 
juga bervariasi: kemungkinan ada lingkungan yang menarik, 
lingkungan yang berpengaruh, atau koloni (Hagan, 1943:479). 
Ratzel mencurahkan perhatian sungguh-sungguh terha- 
dap posisi (lage) negara. Pada bagian ini, perhatian diberikan 
kepada tetangga, iklim, topografi, dan masalah-masalah yang 
ditimbulkan oleh posisi. Di sini, negara diperlihatkan dalam 
beberapa masalah praktisnya. Perlakuan yang lebih besar dan 
lebih luas dicurahkan terhadap ruang. Pengaruh ruang pada 
gagasan tentang kemungkinan ekspansi dan kepadatan pen- 
duduk, berada di bawah pemeriksaan. Tampak jelas bagi Ratzel, 
ruang memiliki beberapa nilai intrinsik independen terkait 
isinya dan bahwa ruang memuat apa yang Vallaux sebut 
karakter dan nilai metafisik. Terkait posisi, Ratzel meninggal- 
kan kesimpulan bahwa semua pengaruh penting berasal dari 
luar negara, sedangkan konsep ruang menempatkan pengaruh 
penting di dalam wilayah negara. Dalam hal apapun, teori 
Ratzel tentang karakter organismik negara dalam hubungan- 
nya dengan tanah dan nilai tinggi yang ia lekatkan pada ruang, 
muncul kembali dalam geopolitik kontemporer (Hagan, 1943). 
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Bagi Ratzel, negara memiliki “akar”-nya di muka bumi, 
oleh karena itu, tumbuh sesuai dengan sifat wilayah dan loka- 
sinya. Menurut teori organik negara karena setiap negara 
adalah organisme hidup, pertumbuhan merupakan sifat dasar 
setiap negara dan secara alami negara yang berkembang akan 
cenderung mengisap negara yang kurang berhasil dan lebih 
kecil. Ratzel mengukur pertumbuhan negara dengan perluas- 
annya dan mengatakan bahwa ekspansi dan perkembangan 
politik adalah sehat bagi sebuah negara karena menambah 
kekuatannya. Ratzel percaya bahwa nilai geografis setiap ne- 
gara dan tujuan akhir dapat diramalkan dan ditekankan, me- 
ngingat pentingnya lingkungan fisik sebagai faktor yang me- 
nentukan aktivitas manusia (Gokmen, 2010:24). 


3. Mackinder: Heartland 

Pada tahun 1887, Halford J. Mackinder menulis makalah 
On the Scope and Methods of Geography, sebuah dokumen 
klasik dalam sejarah perkembangan geografi Inggris. Dalam 
makalah tersebut, ia berpendapat bahwa geografi politik yang 
rasional dibangun atas dan akibat geografi fisik. “Di mana- 
mana,” tulisnya, “soal politik akan tergantung pada hasil pe- 
nyelidikan fisik.” Fungsi geografi politik adalah untuk melacak 
interaksi antara manusia dan lingkungannya. Mackinder men- 
jelaskan bahwa lingkungan itu termasuk bentuk permukaan 
bumi, kondisi iklim dan cuaca, serta ada tidaknya sumber daya 
alam (Sempa, 2000). 
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Mackinder menulis buku besar pertamanya pada tahun 
1902. Meskipun menjadi perhatian utama, dalam pesannya, 
untuk menyajikan gambaran dari ciri fisik dan kondisi Inggris, 
bab tentang The Position of Britain, Strategic Geography, dan 
Imperial Britain mengandung wawasan tentang hubungan glo- 
bal yang memberi sinyal bagi karya geopolitik berikutnya. 
Dalam buku tersebut, Mackinder menggambarkan Inggris se- 
bagai “Eropa, namun tidak di Eropa” dan “lepas pantai benua 
besar” (Sempa, 2000). 

Mackinder tidak menggunakan kata geopolitik, namun 
menurut O Tuathail esainya “menciptakan” geopolitik sebagai 
perspektif baru yang terpisah, meninjau dunia sebagai ruang 
politik tertutup. Geopolitik adalah cara baru untuk meman- 
dang politik internasional sebagai peristiwa di seluruh dunia 
secara terpadu. Mackinder dan ahli geopolitik sesudahnya 
mengadopsi pandangan “mata dewa” yang mengawasi apa 
yang ia sebut panggung dunia keseluruhan. Ia menuliskan, 


“Untuk pertama kalinya, kita bisa melihat sesuatu dari proporsi 
sebenarnya dari roman dan peristiwa di panggung dunia seutuh- 
nya dan dapat mencari rumusan yang akan menyatakan aspek- 
aspek tertentu, pada setiap tingkatan, dari sebab-akibat geogra- 
fis dalam sejarah.” (O Tuathail, 1998a:16) 

Kalimat ini sangat penting: “kita” berarti melibatkan ko- 
munitas ahli geografi atau geopolitik, orang kulit putih ber- 
pendidikan dan istimewa seperti Mackinder, yang berdasarkan 
hak istimewa sosial dapat mengadopsi perspektif Olympian di 
dunia, merasakan proporsi sebenarnya dari roman dan peris- 
tiwa, dan mencari formula atau hukum untuk menjelaskan se- 
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jarah. Semua elemen geopolitik imperialis berada dalam satu 
kalimat: the divine eye gaze upon the world, klaim implisit 
bahwa hanya para ahli objektif yang dapat merasakan kenya- 
taan dan keinginan untuk menemukan hukum-hukum pokok 
untuk menjelaskan semua sejarah. Berkali-kali elemen ini di- 
temukan dalam bentuk geopolitik imperialis dan yang lebih 
modern. Apa yang mereka tandai adalah arogansi elite ahli 
geopolitik yang bermain sebagai Tuhan dengan menyatakan 
melihat secara objektif, merasakan kenyataan, dan menjelas- 
kan semua (O Tuathail, 1998a:17). 

Menurut O Tuathail, tulisan Mackinder dikenang karena 
peta The Natural Seats of Power-nya dan penemuannya atas 
permainan pelabelan petak-petak besar wilayah dunia dengan 
identitas tunggal (lihat Gambar 5). Seperti halnya semua peta, 
peta dengan proyeksi 


Mercator ini me- 
rupakan inter- 
pretasi bumi 
dan bukan 
gambaran 
sebenarnya. 


Gambar 5. Kedudukan Alamiah Kekuatan Menurut Mackinder 
Sumber: Mackinder (1904 dalam Sidaway, 2001:228) 


104 


Priyono & Yusgiantoro 


Dalam Democratic Ideals and Reality (1919), yang ditulis 
dengan maksud untuk memengaruhi negosiasi Perdamaian 
Versailles, Mackinder membuat rekomendasi strategis kepada 
pemimpin politik yang menang perang, meskipun eksplisit. Ia 
menamai kembali (apa yang disebutnya) Euro-Asia sebagai 
pulau dunia, daerah poros (pivot area), dan daerah jantung. 


“Siapa yang menguasai Eropa Timur memerintah daerah jantung 
(Who rules East Europe commands the Heartland): 

Siapa yang menguasai daerah jantung memerintah pulau dunia 
(Who rules the Heartland commands the World-Island): 

Siapa yang menguasai pulau dunia memerintah dunia (Who rules 
the World-Island commands the World). (Flint, 2006:18) 

Daerah jantung sebagai poros adalah wilayah Eurasia. 
Eropa Timur menjadi titik pusat dari poros (the pivot within the 
pivot). Pulau dunia merupakan gabungan dari Eurasia dan 
daratan Afrika (Flint, 2006:18: Grygiel, 2006:6). Di balik strategi 
sloganistik ini adalah rekomendasi sederhana. Apa yang harus 
dicegah adalah ekspansionisme Jerman di Eropa Timur dan 
aliansi Jerman dengan Kekaisaran Tsar lama sebelum perang 
kemudian menjadi Uni Soviet pada awal tahun 1920-an (O Tua- 
thail, 1998a:17-18). 

Mackinder juga dikenang karena cerita sapuan (sweep- 
ing story) tentang sebab-akibat geografis dalam sejarah (the 
geographical causation of history). Di tengah cerita ini adalah 
hubungan antara geografi fisik dan teknologi transportasi. 
Mackinder mengklaim ada tiga zaman sejarah setelah era pen- 
jelajah Christopher Columbus (lihat Tabel 5). Setiap zaman di- 
definisikan dengan adanya peristiwa yang menonjol dan mobi- 
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litas kekuatan. Dengan berakhirnya era eksplorasi geografis dan 
penemuan, Mackinder menyatakan bahwa sejarah memasuki 
zaman pasca-Kolumbian, sebuah periode ruang tertutup di 
mana peristiwa di satu bagian dunia akan memiliki efek riak ke 
seluruh dunia (O Tuathail, 1998a:17). Lebih signifikannya, dari 
sudut pandang kerajaan Inggris bahwa, 


“Kereta api lintas-benua sekarang mengubah kondisi kekuatan 
daratan, ... mereka memiliki pengaruh seperti di daerah jantung 
tertutup Euro-Asia.” (O Tuathail, 1998a:18) 


Tabel 5. Sejarah Geopolitik Menurut Halford Mackinder 


Kekuatan mobilitas Wilayah pengawasan dan 


Zaman/Masa Kejadian menonjol , 
/ Las ) yang berpengaruh tipe kekuasaan 


Pra- ! . 5 kekuatan daratan di 
. invasi Eropa ke Asia kuda dan unta 5 
Kolumbian padang rumput Asia 
Kotumbian ekspansionisme ke kapal layar dan Kekuatan laut imperium 
luar Eropa transportasi laut penjajahan Eropa 
pasta ruang tertutup dan kekuatan darat bagi siapa 
5 perjuangan untuk kereta api yang mengontrol daerah 
Kolumbian RN : . 
efisiensi relatif jantung 


Sumber: O Tuathail (1998a:17) 


Hal tersebut mengkhawatirkan penelaahan Mackinder 
tentang kepentingan Kerajaan Inggris karena itu merupakan 
ancaman yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan antara 
daratan (benua Eropa, khususnya Jerman) dan lautan (Keraja- 
an Inggris) di Eurasia. 


“Kebalikan dari keseimbangan kekuatan dalam menyokong ne- 
gara poros ... akan membolehkan penggunaan sumber daya be- 
nua yang luas untuk pembangunan armada, dan kemudian ke- 
rajaan dunia akan terlihat. Hal ini mungkin terjadi jika Jerman ber- 
sekutu sendiri dengan Rusia.” (O Tuathail, 1998a:17) 
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Itulah skenario terakhir yang menjadi ketakutan terbesar 
Mackinder. Para pemimpin politik dari Kerajaan Inggris harus 
melakukan segalanya dalam kekuasaan mereka untuk mence- 
gah aliansi antara Jerman dan “daerah jantung”, kekuatan 
dunia yang ia identifikasi ada dalam Imperium Tsar. 


4. Kjellen: Geopolitics 

Penjelasan atas spasialisasi sejarah dalam tradisi geo- 
politik adalah agenda politik imperialis normatif. Menurut O 
Tuathail (1996:33-34), tulisan Mackinder termotivasi oleh mi- 
natnya atas reformasi dan restrukturisasi Kerajaan Inggris 
sendiri supaya bisa lebih efektif dan efisien dalam mengatasi 
transformasi sosial, ekonomi, dan transportasional di awal 
abad ke-20. Keasyikannya yang tiada henti adalah memikirkan 
pertumbuhan kekuatan Jerman di benua Eropa. Di daerah ke- 
kuasaan Jerman, tulisan dan filosofi imperialis Friedrich Ratzel 
menginspirasi generasi kedua teoretikus geopolitik. Ironisnya, 
ilmuwan politik Swedia, Rudolf Kjellen yang memainkan peran 
kunci mengentalkan pernyataan geografis yang sensitif dalam 
politik internasional ke dalam apa yang kemudian diakui se- 
bagai pendekatan geopolitik dalam politik internasional di 
Jerman. Karyanya menemui peminat yang lebih reseptif di Jer- 
man daripada di Swedia, di mana ia mengabdi untuk sementara 
waktu sebagai anggota sayap kanan Partai Konservatif Swedia. 

Politik Kjellen merupakan bagian dari reaksi konservatif di 
dalam negeri Swedia untuk menekan gerakan nasionalis Nor- 
wegia memperjuangkan kemerdekaannya pada tahun 1890-an. 
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la menentang kehiruk-pikukan kemerdekaan Norwegia, baik 
melalui media cetak maupun parlemen. Setelah kalah dalam 
“pertempuran” ini (serikat Swedia-Norwegia hancur pada ta- 
hun 1905), ia mendukung alasan imperium Jerman di Eropa. 
Buku tinjauannya The Great Powers of the Present menjalani 22 
edisi di Jerman (1914-1930)—yang terakhir diedit oleh Karl 
Haushofer. Interpretasinya tentang PD I sebagai konflik antara 
“gagasan tahun 1789” (kebebasan, kesetaraan, dan persauda- 
raan: diwakili oleh Inggris dan Perancis) dan “gagasan tahun 
1914” (perintah, kebenaran, dan solidaritas nasional: diwakili 
oleh Jerman)—dengan yang terakhir pasti menang karena ke- 
munduran pihak terdahulu—diterbitkan di Jerman dengan 
judul Ideas of 1914 (1915). Elaborasi Kjellen terhadap pertim- 
bangan biogeografis Ratzel dalam The State as an Organism 
(1916) dan Foundations for a System of Politics (1920), diterima 
dengan baik oleh Haushofer dan rekan-rekannya, yang setelah 
perang mengambil konsep geopolitik tersebut, kemudian mem- 
bangunnya menjadi sebuah aliran pemikiran geopolitik Jerman 
yang jelas (O Tuathail, 1996:34). 

Kjellen adalah intelektual yang pertama kali mencipta- 
kan istilah “geopolitik” pada tahun 1899 (O Tuathail, 1996). 
Sementara menurut Hagan (1943:482), istilah “geopolitik” di- 
perkenalkan dalam Foundations for a System of Politics (1920). 
Kjellen sangat dipengaruhi oleh pemikiran geografi Ratzel dan 
oleh ketidakpuasannya sendiri terhadap analisis kontemporer 
negara yang memburuk dalam diskursus legalistik melulu dan 
ilmu hukum. Dalam upaya untuk menyiapkan negara dengan 
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lebih kuat, ia mendapati potensi dari geografi. Dalam revisi 
Kjellen tentang kandungan ilmu politik, penekanan ditempat- 
kan pada beberapa aspek negara. Hal itu dibayangkan sebagai 
keterkaitan dengan wilayah, orang-orang, manajemen untuk 
meningkatkan kesejahteraan nasional, organisasi sosial, dan 
struktur pemerintahan. Kjellen merupakan pengikut Ratzel se- 
hingga banyak gagasan dasar Ratzel muncul kembali. 

Kjellen memperlakukan negara sebagai organisme yang 
sebenarnya daripada sebagai analogi penggunaan, dan ia me- 
nekankan sifat tumbuh dan berkembang organisme. Kesatuan 
antara negara dan wilayah layaknya suatu organisme, dan dari 
perpaduan ini dihasilkan beberapa kesimpulan: (i) negara harus 
berusaha menjaga kondisi untuk hidup sehat dan ruang untuk 
pertumbuhan: (ii) negara memiliki perhatian dengan karakter 
dan kualitas warganya, baik di masa sekarang dan di masa 
depan: dan (iii) autarki atau swasembada menjadi cita-cita ter- 
akhir. Selain itu, Kjellen membawa hubungan eksternal atau 
luar negeri ke dalam sebuah hubungan yang terintegrasi de- 
ngan kebijakan domestik. Melalui sistem ini, Kjellen berpikir 
bahwa ia telah menyelesaikan konflik antara individualisme dan 
sosialisme, menghindari persoalan dengan menggeser tema 
sentral ke kesejahteraan negara (Hagan, 1943:482-483). 

Penggunaan konsep geopolitik oleh Kjellen, menurut O 
Tuathail (1996:34) harus dipahami sebagai bagian dari ambisi- 
nya dalam memberikan ilmu politik dengan sistem Linnaeus 
untuk mempelajari negara. Seperti halnya Ratzel, Mackinder, 
Mahan, dan intelektual lain dalam tradisi geopolitik: Kjellen 
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menekankan sifat “alamiah” dan “organik” negara dalam ban- 
dingan perbedaan terhadap pemahaman legalistik dan yuridis 
yang dominan pada saat itu dalam sains politik. Geopolitik ada- 
lah yang pertama dari lima atribut negara dan melibatkan studi 
tentang wilayah negara. Atribut yang lain adalah Demopolitik 
(penduduk negara), Ekopolitik (struktur ekonomi negara), 
Sociopolitik (sosial politik), dan Kratopolitik (politik pemerin- 
tahan konstitusional). Geopolitik yang paling maju dan paling 
menegaskan Ratzelian dari kategori Kjellen, dan ia menetap- 
kannya sebagai studi tentang negara sebagai “organisme geo- 
grafis atau fenomena dalam ruang”. 

Kjellen lebih lanjut membagi kategori ini ke dalam studi 
relatif lokasi negara, bentuk wilayah, dan ukurannya. Ia mem- 
bedakan antara apa yang disebut peringkat pertama “kekuat- 
an dunia” (Inggris, Jerman, Rusia, dan AS) dan peringkat kedua 
“kekuatan besar” (Austria-Hungaria, Perancis, Italia, dan Je- 
pang). Seperti Ratzel, ia percaya bahwa masa depan tergan- 
tung pada luasnya negara imperialis benua yang bersifat 
autarki, wilayah kompak dan berdekatan, serta kereta api yang 
memfasilitasi komunikasi dan akumulasi kekuatan. 


5. Haushofer: German Geopolitik 

Karl Haushofer adalah mantan komandan militer yang 
menjadi seorang ahli geografi politik pada usia 50 tahun, se- 
telah pensiun dari tentara Jerman dengan pangkat Mayor 
Jenderal. Lahir di Munich, karir militer Haushofer membawa- 
nya ke Jepang dari tahun 1908 hingga 1910, di mana ia me- 
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ngagumi persatuan nasional dari negara Jepang yang sangat 
antidemokrasi dan dalam orientasinya. Haushofer secara khu- 
sus mengagumi disiplin kehidupan Jepang dan ketaatan buta 
(blind obedience) dan kesetiaan (devotion), yang mana orang 
Jepang mengikuti pemimpin mereka (O Tuathail, 1998a:19). 

Selama PD I, Haushofer menjabat sebagai komandan 
lapangan tentara Jerman di front Timur—dengan Rudolf Hess 
yang di kemudian hari menjadi wakil pimpinan Partai Nazi 
sebagai perwira pembantunya. Hancur akibat kekalahan Jer- 
man, Haushofer berpaling menjadi akademisi dan dengan ban- 
tuan teman-temannya memperoleh pos mengajar geografi po- 
litik di University of Munich. Rudolf Hess segera terdaftar seba- 
gai salah satu muridnya. Saat itu, Munich menjadi kota tempat 
pematangan revolusioner dan kontrarevolusioner. 

Pada tahun 1919, sekelompok kaum sosialis revolusioner 
memberontak terhadap pembantaian perang dan kerugian 
harta benda yang menimpa mereka oleh karena perintah Kaiser 
dan jenderalnya. Mereka kemudian mendirikan republik sosi- 
alis di Bavaria, sebuah eksperimen politik yang segera ditumpas 
oleh militer. Pada tahun 1923, sebuah partai nasionalis garis 
keras baru yang disebut Partai Pekerja Sosialis Nasional (dising- 
kat “Nazi”) berkantor pusat di Munich mengumpulkan sebagian 
besar mantan tentara yang tidak puas, berusaha untuk mere- 
but kekuasaan di Beer Hall Putsch. Hess, seorang anggota se- 
nior partai itu, melarikan diri di tengah kegagalan kudeta dan 
disembunyikan oleh Haushofer di rumah musim panasnya di 
pegunungan Bavaria. Ketika Hess menyerahkan diri dan dipen- 
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jarakan, Haushofer mengunjunginya di penjara Landsberg, di 
mana ia memperkenalkannya kepada pemimpin Partai Nazi, 
Adolf Hitler (O Tuathail, 1998a:19-20). 

Seperti kebanyakan veteran PD I, bagi mantan tentara, 
pengabdian militer adalah pengalaman formatif keberanian 
(manhood). Haushofer, Hess, dan Hitler memiliki kebencian 
yang mendalam terhadap Perjanjian Versailles yang meng- 
ambil koloni Jerman dan bagian dari wilayah nasional setelah 
perang berakhir. Semua merasa bahwa perjanjian itu telah me- 
ngebiri Jerman sebuah kekuatan dunia alamiah dengan popu- 
lasi besar yang maju, mengurangkan hidupnya dalam wilayah 
teritorial yang sempit. Pasca-Versailles, mereka percaya bahwa 
kebutuhan Jerman untuk ruang hidup lebih besar daripada se- 
belumnya. Akhirnya mereka semua bekerja dengan cara yang 
berbeda untuk menggulingkan Perjanjian Versailles dan “mem- 
buat Jerman menjadi kekuatan dunia kembali”, yang mereka 
pahami dalam arti membuat Jerman menjadi kekuatan militer 
yang dominan, mampu memperluas teritorial dengan mengor- 
bankan tetangganya. Sebuah kebesaran bagi militeris laki-laki, 
yang selalu terikat dengan fantasi kemuliaan bela diri dan ke- 
menangan teritorial. 

Perang salib Karl Haushofer untuk menggulingkan Per- 
janjian Versailles menuntunnya untuk mendirikan jurnal geo- 
politik Zeitschrift fur Geopolitik pada tahun 1924. Jurnal ini 
bertindak sebagai bendera kendaraan aliran baru geografi yang 
diciptakannya: Geopolitik Jerman. Seperti Mackinder di Inggris, 
Haushofer percaya bahwa para pemimpin negara harus dididik 
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berkaitan dengan geografi, yang ia klaim sebagai governed 
international politics. Dengan mencampurkan ide sosial Dar- 
winis (intelektual pujaannya), pandangan Ratzel, dan ide-ide 
Mackinder (ia sangat mengagumi tulisan Mackinder The Geo- 
graphical Pivot of History): Haushofer menyederhanakan kom- 
pleksitas hubungan internasional menjadi beberapa hukum da- 
sar dan prinsip yang tanpa lelah dipromosikannya dalam Zeits- 
chrift dan sejumlah buku. 

Dalam sebuah buku tentang perbatasan, Haushofer me- 
nguraikan teori organik negara Ratzelian dan menggunakan- 
nya untuk memperdebatkan Perjanjian Versailles. Menurutnya 
politik internasional adalah perjuangan untuk bertahan hidup 
antara negara-negara yang bersaing. Untuk bertahan hidup, 
negara Jerman harus mencapai Lebensraum. Cara terbaik untuk 
mencapainya (merujuk Mackinder) adalah Jerman mengem- 
bangkan aliansi dengan kekuatan daerah jantung yakni Uni 
Soviet. Selanjutnya, Haushofer berpendapat bahwa Jerman ha- 
rus menyelaraskan diri dengan Jepang dan berusaha untuk 
membuat blok benua maritim yang membentang dari Jerman 
melalui Rusia hingga ke Jepang, melawan kerajaan maritim glo- 
bal Perancis dan Inggris—kerajaan yang dipercaya Haushofer 
lemah dan dalam kehancuran (O Tuathail, 1998a: 20). 

Haushofer dalam Why Geopolitik? (1925) menyatakan 
bahwa alasan Jerman kalah dalam PD I karena pemimpinnya 
tidak belajar geopolitik. Baginya, geopolitik adalah studi ten- 
tang proses politik dan lembaga yang “tak terikat lagi dengan 
bumi” (earthboundedness). Seperti Mackinder, ia mempertali- 
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kan kekuatan khusus kepada ahli geopolitik laksana Tuhan, 
memperlakukan geopolitik sebagai keyakinan yang menawar- 
kan wahyu ilahi. Geopolitik dapat membuat prediksi tertentu. 
Hal ini dapat memberikan wawasan yang realistis ke dalam 
gambaran dunia seperti apa adanya dari hari ke hari. 


“Ini akan membantu negarawan kita ... melihat situasi politik 
sebagaimana adanya.” (O Tuathail, 1998a:20) 

Hanya ahli geopolitik yang bisa “melihat apa”. Penekan- 
an terus-menerus dari Haushofer akan perlunya “pelatihan” 
geopolitik, tidak lebih dari sebuah legitimasi kebijakan luar 
negeri militeris sayap kanan yang ia dan orang lain promosikan 
dengan mengorbankan demokrasi Republik Weimar yang 
rapuh. Haushofer menjustifikasi pelatihan dengan menyatakan 
bahwa musuh-musuh mereka mempelajari geopolitik, jadi 
mereka lebih baik memulainya juga (O Tuathail, 1998a:20-21). 


6. Spykman: Rimland 

Nicholas Spykman adalah imigran Belanda di AS, yang 
memulai karirnya sebagai koresponden asing dalam berbagai 
persoalan di Timur Dekat (1913-1916), Timur Tengah (1916- 
1919), dan Timur Jauh (1919-1920). Pada tahun 1923, ia mem- 
peroleh gelar doktor dari University of California, menulis tesis 
dan buku di bawah arahan Georg Simmel. Ia menjabat sebagai 
instruktur dalam ilmu politik dan sosiologi di UC (1923-1925) 
sebelum pergi ke Yale, di mana pada tahun 1935, ia menjadi 
Ketua Departemen Hubungan Internasional dan Direktur Insti- 


tute of International Studies. Meskipun pada awalnya seorang 
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idealis Wilsonian, Spykman sangat dipengaruhi oleh Arnold 
Wolfers—mantan Direktur Hochschule fur Politik yang dihor- 
mati di Berlin, pelarian korban Nazi yang kemudian bergabung 
dengan satu fakultas di Yale pada tahun 1933. Wolfers me- 
ngubah Spykman menjadi seorang realis politik kekuasaan, 
menyarankannya membenamkan diri dalam bidang geopolitik 
yang sedang berkembang (O Tuathail, 1996:39). 

Dalam dua bagian esainya Geography and Foreign Policy 
(1938), Spykman mengonsepkan geografi dalam cara yang 
mirip dengan Mahan. Ia mengatakan, 


“Geografi adalah faktor pengkondisian yang paling mendasar 
dalam perumusan kebijakan nasional karena ini adalah yang 
paling permanen. Menteri datang dan menteri pergi, bahkan 
diktator mati, tetapi jajaran pegunungan berdiri tak gentar.” (O 
Tuathail, 1996:39) 

Perbedaan antara urutan politik-historis (menteri, dik- 
tator) dan urutan alam geografis (pegunungan), merupakan 
penonjolan berulang dari pandangan geopolitik. Akan tetapi, 
menurut O Tuathail, hal itu ironis tatkala Spykman mengguna- 
kan pegunungan sebagai penanda alam, tetap, dan pondasi 
stabil dari kekuatan, padahal geografi fisik berpendapat bahwa 
gunung bukanlah objek statis tetapi produk dari lempeng 
tektonik dan siklus dinamis erosi dan deposisi. Aporia dalam 
penalaran ini tidaklah signifikan, bagi Spykman pertimbangan 
menariknya adalah pemahaman retoris dan figural gunung 
sebagai tanda permanen dan daya tahan (durability). 

Spykman paling diingat dalam catatan tradisi geopolitik 
atas pengerjaan ulang perhatian terhadap “daerah jantung” 


115 


3. Geostrategi 


Mackinderian untuk menekankan pentingnya “daerah batas” 
(rimland) wilayah Eurasia, terutama Eropa Barat dan Asia 
Tenggara. Sebagian besar daerah jantung Eurasia dikendalikan 
oleh kekuatan lemah, tetapi masih berpotensi kuat yakni Rusia. 
Daerah perbatasan Eurasia dibagi ke dalam wilayah geopolitik 
Eropa, Timur Tengah, Asia Barat Daya, dan Asia Timur-Tepian 
Pasifik. Spykman mengartikulasikan argumen yang menakdir- 
kan AS menjadi hegemon dalam wacana strategis pascaperang, 
menentang kekeliruan atas ketertutupan politik Amerika dan 
perlunya para pengintervensi aktif kebijakan luar negeri AS 
untuk mencegah kekuatan tunggal mendominasi Dunia Lama 
atau benua Eurasia, sebuah situasi yang akan menimbulkan 
ancaman mematikan terhadap keamanan belahan bumi Barat 
(O Tuathail, 1996:39: Flint, 2006: 114). 

Pada dasarnya Spykman menerima pandangan geografis 
Mackinder tentang dunia, namun berpendapat bahwa Eurasia 
pesisir (bulan sabit sebelah dalam dari Mackinder, ia ganti 
namanya menjadi “Eurasian Rimland”) bukan Heartland adalah 
kunci kekuatan dunia (lihat Gambar 6). Spykman dalam The 
Geography of the Peace (1944) mengeluarkan diktum tanding- 
an bagi Mackinder bahwa, 


“Siapa yang menguasai daerah perbatasan memerintah Eurasia 
(Who controls the rimland rules Eurasia): Siapa yang memerintah 
Eurasia mengendalikan nasib dunia (Who rules Eurasia controls 
the destinies of the world).” (Sempa, 2002:72) 
Pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) 
pada tahun 1949 menandai permulaan bersejarah dalam 


kebijakan luar negeri AS. Teori Mackinder menawarkan fundasi 
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THE WORLD ISLAND 


Pe an Ni 
Gambar 6. Ilustrasi Daerah Batas (Rimland) Menurut Spykman 
Sumber: http://militar.infomondo.ro/istorie/teorii-si-scenarii-geopoli 
tice-in-secolul-xx.html 
geopolitik bagi permulaan ini, tetapi Spykmanlah yang meng- 
Ubah teori ini menjadi resep utama bagi kebijakan AS (Sempa, 
2002:74). Selama perang, Spykman telah menulis sebuah kritik 
geopolitik yang merinci isolasionisme Amerika dalam tulisan 
America's Strategy in World Politics (1942). Dua tema sentral 
buku tersebut bahwa AS harus mengadopsi kebijakan Real- 
politik dalam pengakuan bahwa “kekuasaan” adalah kekuatan 
pemerintahan yang nyata dalam hubungan internasional dan 
mengakui bahwa keseimbangan kekuatan Eurasia berdampak 
langsung terhadap keamanan Amerika. Lebih lanjut, dalam 
buku tersebut, Spykman menuliskan, 


“Perjuangan untuk kekuasaan sama dengan perjuangan untuk 
bertahan hidup, dan peningkatan posisi kekuasaan relatif men- 
jadi tujuan utama dari kebijakan internal dan eksternal negara. 
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Semua yang lain adalah sekunder karena dalam contoh terakhir, 
hanya kekuatan yang dapat mencapai tujuan dari kebijakan luar 
negeri.” (Sempa, 2002:75) 
Spykman sangat menyadari kecenderungan di antara 
pembuat kebijakan Amerika untuk menyuntikkan moralisme ke 
dalam kebijakan luar negeri. Ia menasihatkan, 


“Negarawan yang melakukan kebijakan luar negeri dapat me- 
nyibukkan diri dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tole- 
ransi hanya sebatas bahwa mereka memberikan kontribusi atau 
tidak mengganggu pencarian kekuasaan. Semua itu dapat di- 
gunakan secara instrumental sebagai pembenaran moral untuk 
pencarian kekuasaan, tetapi mereka harus dibuang saat pene- 
rapannya membawa kelemahan. Pencarian kekuasaan tidak di- 
buat untuk pencapaian nilai-nilai moral: nilai-nilai moral diguna- 
kan untuk memudahkan proses pencapaian kekuasaan.” (Sempa, 
2002: 75) 
Spykman percaya bahwa pencarian keamanan untuk masing- 
masing negara pasti mengarah ke konflik karena batas ke- 
amanan satu negara adalah garis batas bahaya bagi negara 
yang lain. Oleh karena itu, aliansi harus bertemu dengan 
kontra-aliansi dan persenjataan dengan kontrapersenjataan 
dalam perjuangan kompetitif abadi bagi kekuasaan (Sempa, 


2002:75). 


7. Kennan: Containment 

George F. Kennan, seorang pejabat AS di Uni Soviet pada 
akhir PD II, dalam bukunya yang terkenal Long Telegram 
(dikirim) dari Moskow dan artikel Mr X yang diterbitkan dalam 
Foreign Affairs (1947), berpendapat bahwa Uni Soviet benar- 
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benar ruang asing yang tidak memiliki makna kompromi. Klaim 
ini mempunyai pengaruh penting pada pilihan kebijakan relatif 
yang dibuat pemerintahan Truman terhadap Perang Saudara di 
Yunani (1947) dan berdirinya NATO (1949). Sedikit mengejut- 
kan bahwa citra blok besar dari ruang tanpa variasi internal 
yang penuh arti menjadi bagian fundamental dari imajinasi geo- 
politik Perang Dingin (Agnew, 2003: 110). 

Menurut Agnew, tiga konsep geopolitik memainkan pe- 
ran penting dalam menerima pemahaman tentang ruang dan 
politik global bagi Amerika dan lainnya. Hal ini merupakan 
pembendungan (containment), efek domino, dan stabilitas he- 
gemonik. “Containment” pertama kali diucapkan Kennan me- 
ngacu pada penyitaan (seguestration) ekonomi dan militer Uni 
Soviet. Dalam hal ini, geografi sejarah Rusia—bukan sekedar 
perbedaan budaya—dilibatkan untuk memberikan argumen 
ilmiah yang cukup baik. Kennan mengatakan, 


“Ajaran yang sangat Lenin sendiri membutuhkan perhatian besar 
dan kelenturan dalam pencarian tujuan Komunis. Sekali lagi, 
ajaran ini diperkaya oleh pelajaran sejarah Rusia: abad pertem- 
puran yang kabur antarpasukan nomaden yang membentang di 
dataran luas tak berpertahanan. Di sini, perhatian (caution), ke- 
hati-hatian (circumspection), kelenturan (flexibility), dan muslihat 
(deception) adalah kualitas yang berharga, dan nilainya men- 
dapatkan apresiasi alami di benak orang Rusia atau oriental.” 
(Agnew, 2003:110) 


Sebuah kebijakan “penggunaan kekuataan kontra yang 
gesit dan waspada pada serangkaian titik-titik geografis dan 
politik yang mengalami pergeseran secara konstan, sesuai 
dengan pergeseran dan manwer kebijakan Soviet”, diperlukan 
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untuk membendung perluasan Uni Soviet yang tak terpisah- 
kan. Sepanjang argumennya, Kennan meminta bantuan mito- 
logi patriarkal yang berulang kali menandai Uni Soviet memiliki 
naluri tertekan yang bisa meledak pada setiap titik di sepanjang 
perbatasannya, kecuali ada tekanan konstan di seluruh per- 
batasan panjangnya untuk bisa tetap membendung (O Tuathail 
dan Agnew, 1992 dalam Agnew, 2003:110), 

Kennan dianggap sebagai Bapak Teori Containment, na- 
mun akar konsepnya berasal dari Mackinder, yang mungkin 
juga bisa disebut “kakek” dari kebijakan Containment (Sempa, 
2002:67-68). Agnew (2003:110) menilai konsepsi Kennan ten- 
tang Containment jauh lebih meluap-luap daripada beberapa 
komentar sesudahnya yang menyatakan sesuatu tanpa bukti. 
Akan tetapi itu setidaknya terbatas pada pinggiran Uni Soviet, 
agak lama setelah gambaran model “daerah jantung” Mac- 
kinder diperkenalkan. Meski tidak ada bukti hubungan lang- 
sung dari Mackinder ke Kennan, di antara beberapa intelektual 
bidang keamanan Amerika di masa pascaperang, merancang 
ide-ide Mackinder dalam konteks historis yang sangat berbeda, 
mengambil peran peramalan namun ilmiah dalam membumi- 
kan Containment sebagai kebijakan luar negeri dan militer. 

Konsep Containment menurut Agnew menjadi semakin 
luas. Kode geopolitik Presiden AS menjalani serangkaian per- 
ubahan dari tahun 1940 hingga 1980-an. O'Loughlin dan Grant 
meneliti pidato presiden AS yang bermuatan geografis global, 
dan mendapatkan tren berikut. Pada tahun 1940 dan 1950-an, 
penekanan ditempatkan pada ancaman terhadap “Rimland”, di 
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mana zona pembendungan diatur dalam setengah lingkaran di 
sekitar daerah jantung Soviet. Pada tahun 1960-an, perhatian 
terhadap konflik tertentu di Kuba dan Vietnam telah di- 
tambahkan ke tema persaingan dominan AS-Uni Soviet. Pada 
dasawarsa 1970-an dari masa pembendungan, perhatian ter- 
hadap kebijakan luar negeri berkurang, meski kemudian di- 
bangkitkan kembali dengan kebijakan penyamaran di akhir 
1970-an dan awal 1980-an oleh Presiden Carter dan Reagan. 
Sepanjang tahun 1980-an, fokus regional dari kompetisi AS-Uni 
Soviet telah bergeser ke Timur Tengah, Afrika Selatan, dan 
Amerika Tengah. 

Agnew berpendapat bahwa meluasnya ruang lingkup 
Containment adalah melalui logika Efek Domino atau Teori 
Domino. Teori ini berpendapat bahwa semakin cepat potensi 
ancaman terlibat dalam status guo global, di manapun itu 
mungkin terjadi, semakin kecil kemungkinannya hal itu me- 
nimbulkan penjalaran atau efek penularan yang cepat meng- 
arah kembali ke AS. Dalam versi yang lebih canggih, Teori 
Domino menyatakan bahwa kredibilitas komitmen AS di wila- 
yah yang lebih penting seperti Eropa, akan dirusak oleh 
kegagalan dalam melindungi rezim yang dibela di sudut-sudut 
jauh dunia. Dalam keadaan seperti itu, tekad AS untuk me- 
lawan agresi apapun akan terbuka untuk disangsikan sehingga 
“Musuh Besar” pun akan berani. 

Pembelaan Kennan tentang Containment, menurut Flint 
(2006:88-89) berasal dari pengakuan bahwa keamanan Ame- 
rika sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan di darat- 
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an Eurasia. Kennan merupakan salah satu orang Amerika per- 
tama yang menyadari bahwa PD II mengakibatkan ketidakse- 
imbangan bergerak menuju ke Uni Soviet yang hanya bisa 
diperbaiki oleh komitmen kuat AS terhadap bangsa-bangsa 
yang hancur dan berada dalam jangkauan empuk kekuatan 
Soviet. Penempatan sejumlah besar pasukan di Eropa dan Asia 
pada masa damai, memang menjadi permulaan yang hebat 
bagi kebijakan luar negeri AS. Namun demikian, perkembang- 
an kebijakan pembendungan dihasilkan dari ketidakseimbang- 
an yang diciptakan oleh perang, bukan dari realisasi tiba-tiba di 
mana keseimbangan kekuatan Eurasia memengaruhi kepen- 
tingan keamanan Amerika. 


8. Cohen: Geostrategic Regions 

Saul Bernard Cohen lahir pada tahun 1925, menjadi ahli 
geografi yang aktif dan berpengaruh sejak tahun 1950-an. 
Selain karyanya telah mencakup spektrum yang luas dalam 
kajian geografi, ia dapat dianggap sebagai seorang ahli geografi 
politik yang terkemuka, dan ia adalah salah satu dari orang- 
orang yang memainkan peran penting dalam kebangkitan 
subdisiplin tersebut setelah PD II dan trauma akan geopolitik 
Jerman. Demikian Nijman menuliskan riwayat Cohen yang 
terangkum dalam Dictionary of Geopolitics (1994). Cohen— 
seorang guru besar di Hunter College, New York—mengakui 
bahwa Derwent Whittlesey adalah pemandu, mentor, dan 
orang yang menginspirasinya untuk berkarya dalam bidang 
geografi politik. Pandangan Cohen tentang geografi politik dan 
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apa yang menjadi dasar geopolitiknya, memang memperlihat- 
kan banyak pemikiran Whittlesey pada subjek tersebut (Parker, 
1998:113). 

Pandangan global Cohen pertama kali terlihat jelas da- 
lam Geography and Politics in a Divided World (1964)—satu 
dekade kemudian diterbitkan kembali dengan banyak revisi. 
Sesudah itu, Cohen berkarya lebih lanjut dengan ide-idenya, 
memperbaiki serta memodifikasi konsep aslinya, dan jika 
dianggap perlu, ia memperkenalkan gagasan yang baru. Parker 
menggambarkan seperti melihat cahaya di sejumlah artikel, 
makalah, dan kontribusinya dalam beberapa buku. Terutama 
sekali, di antara semua itu yang bisa dijadikan tolok ukur pemi- 
kiran Cohen adalah A Geographical! Model of Political Systems 
Analysis (1971)— ditulis bersama dengan L. D. Rosenthal, A New 
Map of Global Political Eguilibrium (1982), Global Geopolitical 
Change in the Post-Cold War Era (1991), dan The Emerging 
World Map of Peace (1991). Buku karyanya yang lain: 
Geopolitics of the World System (2002) dan Geopolitics: The 
Geography of International Relations (2008). 

Proposisi awal Cohen adalah kita ini secara politik mem- 
bagi dunia. Bukunya Geography and Politics in a Divided World 
menjelaskan bobot penekanan yang ia berikan terhadap apa 
yang dianggapnya sebagai dasar “realitas geopolitik”. Cohen 
mengatakan, 


“Hal ini terbagi karena manusia menghendakinya dan karena alam 
menguatkan kehendak ini.” (Parker, 1998:114) 
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Bagi Cohen, perpecahan merupakan negara yang muncul dari 
keinginan yang melekat untuk berpisah. 


“Bercita-cita tinggi untuk menjadi khusus, sekelompok orang 
mengorganisir dirinya di dalam masyarakat yang teratur secara 
politik. Masyarakat ini dibingkai secara teritorial. Tepi bingkainya 
adalah batas-batas politik.” (Parker, 1998:114) 


Namun demikian, Cohen —dalam Global Geopolitical Change in 
the Post-Cold War Era yang diterbitkan Annals of the 
Association of American Geographers—menegaskan bahwa 
meskipun begitu banyak rupa bertentangan, ada tata tertib 
yang melekat. la mengutip pandangan Jung bahwa dalam 
setiap kekacauan ada kosmos, dalam setiap ketidakteraturan 
ada pengaturan rahasia. Oleh karena itu, ia menyamakan per- 
mukaan geopolitik seperti “bukan kaca tetapi berlian”. 

Hampir dua dekade kemudian, ia mengulangi analogi ini 
dalam tinjauan pasca-Perang Dingin, ketika ia kembali mene- 
gaskan bahwa dunia dapat disamakan dengan berlian, bukan 
kaca jendela. 


“. tidak acak secara spasial atau batas-batas yang berdiri sendiri 
disediakan oleh alam ... Perpecahan geopolitik terjadi di sepan- 
jang garis patahan tertentu yang ditarik dari larikan batas opsi- 
onal yang disediakan oleh alam.” (Parker, 1998:114) 


Pesan dari apa yang dibicarakan Cohen, dipahami se- 
bagai timbulnya hasrat yang berkembang luas untuk mencapai 
itu. Aspirasi terhadap keunikan diimbangi oleh cita-cita ter- 
hadap persatuan. Mengutip Schutz, Cohen dalam Global Geo- 
political Change in the Post-Cold War Era menegaskan bahwa 
ada “kegusaran atas perintah” dan bahwa “manusia takut akan 
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dunia tanpa ketertiban” atau Manicheanism. Ini semua meng- 
ambil bentuk upaya untuk menciptakan unit yang lebih me- 
muaskan dari organisasi daripada yang diberikan oleh negara 
sendiri (Parker, 1998:114). 

Negara-negara merupakan produk dari pembagian dan 
cita-cita untuk mengatasi mereka mengambil bentuk dari ke- 
inginan untuk menciptakan kerangka kerja teritorial yang lebih 
besar. Hal ini digambarkan sebagai datang ke dalam suatu cara 
yang lebih alamiah daripada negara-negara yang secara im- 
plisit dilihat sebagai artifisial yang sama saja tak memuaskan. 
Ini adalah pencarian bagi tatanan lebih luas yang mendorong 


Hd 


“proses regional”, yang Cohen bayangkan membentang dalam 
tata cara pembangunan. Ini tidak memerlukan penciptaan ba- 
gian dunia baru yang kedap—meniru pembagian yang ada pada 
skala lebih besar—tetapi dipahami sebagai bagian dari hierarki 
berbagai jenis struktur. Masing-masing memiliki fungsi khusus 
tersendiri yang sesuai dengan tingkat tertentu dari organisasi. 
Pada bagian atas hierarki adalah dua “wilayah geostra- 
tegis” besar, yang pada dasarnya terdiri dari blok Komunis dan 
blok Barat. Blok Komunis disebut “kekuatan Benua Eurasia”, 
sedangkan blok Barat sebagai “perdagangan yang bergantung 
pada Dunia Maritim”. Pusat semula adalah Uni Soviet dan 
berikutnya Amerika: dan pengelompokan di sekitar keduanya 
merupakan kluster negara-negara lebih kecil yang bersama- 
sama membentuk lingkungan meluas. Namun demikian, walau- 
pun pada tahun 1964 Cohen mempertimbangkan hubungan 
antara keduanya masih menjadi satu konfrontasional, ia me- 
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nyatakan bahwa bagian yang terpotong dengan jelas dan eksis 
setelah PD II yakni dunia “Bebas” dan “Tirai Besi” tidak ada lagi 
(Parker, 1998:114-115). 

Cohen telah memulai kajian kancah internasional pada 
dekade kekakuan ideologis setelah PD II, memberikan tempat 
bagi kesediaan yang lebih besar untuk menghadapi kenyataan 
dan membuat kompromi. Konfrontasi paranoid yang ditandai 
oleh Stalin dan McCarthy telah memberikan tempat kepada 
“koeksistensi penuh damai” seperti dicitakan oleh Khrushchev 
dan Kennedy. Gerakan sentrifugal dalam setiap blok juga 
mengarah ke awal dari desentralisasi kekuatan dan wewenang 
yang secara de facto menjauh dari dua negara adidaya. 

Khususnya di Dunia Maritim, terjadi pergeseran kekuatan 
yang terjadi terhadap Eropa, sedangkan di Dunia Komunis 
terhadap Tiongkok. Inti kekuatan baru mulai muncul di kedua 
blok dan pengembangan ini merupakan indikasi tingkatan lain 
dari pengelompokan yang disebut oleh Cohen sebagai “kawas- 
an geopolitik”. Secara umum, suatu daerah dipahami sebagai 
representasi pusat otonom kekuatan politik dan ekonomi uta- 
ma, kendatipun mereka berada di anak tangga kedua hierarki 
dan tetaplah bagian yang sangat luas dari dua alam geostrategis 
besar. Dengan demikian, mereka mewakili devolusi kekuatan di 
dalam blok yang ada, lebih daripada penggantian secara leng- 
kap diri mereka (Parker, 1998:115). 

Gambaran ini menurut Parker pada dasarnya masih dunia 
biner—jika tidak ada lagi bipolar—dengan munculnya pluralis- 
me di kelas menengah, diimbangi oleh faktor lain yang juga 
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diidentifikasi oleh Cohen pada tahun 1964 sebagai kemunculan 
“Dunia Ketiga” yang terpisah dari dua wilayah geostrategis dan 
netral dalam konfrontasi antara Timur dan Barat. Ada kesama- 
an tertentu tersirat di antara tiga “dunia” ini: batas di antara 
yang merasa sebagai subjek fluktuasi sebagai penyeimbang 
pergeseran kekuatan. Cohen menggunakan istilah kelompok 
(grouping) yang menyiratkan kekompakan tertentu di antara 
ketiganya dan secara implisit mengangkat Dunia Ketiga ke 
tingkat yang sama seperti dua lainnya. Wilayah Ketiga ini tidak 
diberi label “geostrategis”: pemikirannya muncul dari perkem- 
bangan kekuatan seperti gerakan nonblok dan Dunia Ketiga, 
bukan dari munculnya inti kekuatan ketiga. 

Menurut Nijman dan O Tuathail (1994 dalam Parker, 
1998:116), pengaturan global tiga kelompok memiliki kohe- 
rensi geopolitik yang erat dengan perpindahan dan perubahan 
posisi dari wilayah geostrategis mereka sendiri. Barat telah 
dipaksa untuk meninjau kembali kebijakan pascaperang be- 
rupa pengepungan ketat dunia komunis yang terutama sekali 
berkaitan dengan gagasan Kennan. Di sisi lain, menurut Parker 
bahwa Dunia Komunis telah gagal untuk mempertahankan ke- 
kompakan ideologis dan ketundukan otomatis kepada Uni 
Soviet yang telah menjadi alasan utama (raison d'etre)-nya. 
Oleh karena itu, pengelompokan netral muncul keluar dari re- 
runtuhan di sekitar tepi dari kedua blok dan mengendurkan 
kontrol yang ditimbulkan darinya. Cohen menyatakan bahwa 
keberadaannya memiliki pengaruh mendalam pada dunia jika 
dilihat secara geopolitik. 
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Cohen dalam Geography and Politics in a Divided World 
(1964) menyatakan, 


“Hari ini kita dapat menyamakan dunia politik seperti rangkaian 
lingkaran konsentris, dengan blok komunis di tengah Eurasia, 
negara-negara Barat sebagian melingkupi wilayah ini, dan penge- 
lompokkan netral mengambil posisi campur tangan di antara ke- 
duanya.” (Parker, 1998:116) 


Bagaimanapun, kemunculan dunia rangkap tiga ini, menurut 
Parker tidak berarti harus dipahami sebagai pergeseran pan- 
dangan Cohen yang menjauh dari Mackinder dan mengarah ke 
Spykman. Pandangan dunia dari nama yang terakhir ini secara 
tegas ditolak oleh Cohen karena mengusung “kematian akibat 
kesalahan strategis” yang harus bertanggung jawab atas upaya 
gila untuk menyumbat semua kemungkinan kebocoran pada 
tanggul daerah batas. Hal ini pada gilirannya menyebabkan 
kesalahpahaman terhadap gagasan “Pembalasan Containment 
secara Masif” yang menghasilkan perluasan berlebihan akan 
kekuatan Amerika ke dalam daerah batas Eurasia. Ini me- 
rupakan “kelembutan” bukan “kekerasan” Dunia Ketiga yang 
Cohen bayangkan, di mana satu di antara dua kutub kekuatan 
besar terus berkonfrontasi, tetapi dalam cara yang jauh lebih 
fleksibel sehingga kurang berbahaya. 

Cohen memberikan konsep kebangkitan minat tiga-kutub 
(trinary) yang lain, dilingkari Asia Selatan sebagaimana wilayah- 
nya menjadi kawasan geostrategis ketiga yang potensial. Inilah 
yang disebutnya “Alam Dataran Tinggi Samudra Hindia” yang 
akan muncul dari abu Persemakmuran Inggris. Hal ini menya- 
takan kemungkinan bahwa dunia yang akan muncul dari per- 
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ubahan yang terus-menerus saat itu akan menjadi salah satu 
dari tiga-kutub, di mana anak benua India dapat memainkan 
peran dunia yang sepadan dengan Amerika dan Rusia. Di sisi 
lain, Tiongkok dengan ukurannya yang sangat besar dan me- 
miliki kekuatan potensial, dipandang sebagai bagian yang kuat 
dari wilayah geostrategis benua. Namun, ini semua menunjuk- 
kan bahwa tidak ada yang suci tentang dua blok yang ber- 
tentangan dan pintu dibuka ke arah kemungkinan pluralisme 
yang lebih luas di tingkat tertinggi (Parker, 1998:116). 

Di daerah yang berubah dan tak menentu, berada di 
antara wilayah geostrategis, terletak sabuk pemecah (shatter- 
belt) utama dunia yakni Timur Tengah dan Asia Tenggara. 
Daerah tersebut dianggap Cohen memiliki signifikansi geostra- 
tegi yang penting dan sebagai representasi pembaruan “crush 
zone of small states” yang dicetuskan James Fairgrieve. Daerah 
tersebut merupakan wilayah penting, di mana dua kutub ke- 
kuatan besar mengadakan perlombaan pengaruh dan hegemo- 
ni global. Lebih lanjut, ukuran dan sifat daerah ini telah ber- 
ubah, namun konsep sabuk pemecah tetap menjadi komponen 
penting dalam pandangan Cohen tentang dunia (Parker, 1998: 
116-117). 


9. Kissinger: Polarity of the International System 

Henry Kissinger merupakan Penasihat Keamanan Nasi- 
onal Presiden Nixon pascapemilu November 1968 dan bela- 
kangan menjadi Menteri Luar Negeri AS. Sebagai bagian dari 
pemikiran ulang dan pengalihan kembali kebijakan luar negeri 
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AS, Kissinger membuat permainan besar dalam istilah geo- 
politik. Penggunaan istilah geopolitik, baik oleh Kissinger mau- 
pun Nixon dalam pidato dan tulisan, membawa istilah tersebut 
ke dalam dunia pers dan majalah populer, seperti: Time, News- 
week, Fortune, New Republic, dan The Spectator, dan sesudah 
itu ke dalam bahasa populer. Dampak sepenuhnya dari apa 
yang dipertunjukkan Kissinger pada pers memaksa kajian media 
dan analisis isi yang meluas di awal tahun 1970-an. Graham 
dalam The ego-politics of Nixon (1970) yang diterbitkan The 
Spectator, memberi komentar menyindir bahwa “geo-politik” 
itu sebenarnya pada awalnya kesalahan juru ketik untuk “ego- 
politik”, yang ia lihat sebagai deskripsi yang tepat bagi politik 
Nixon (Hepple, 1986:525). 

Penggunaan istilah geopolitik oleh Kissinger, menurut 
Hepple merupakan bagian dari upaya untuk mengubah ke- 
bijakan luar negeri Amerika terhadap realpolitik—meskipun 
penggunaan istilah ini hanya oleh Kissinger merupakan ironi— 
sebagai perspektif keseimbangan kekuatan. Ia menaruh per- 
hatian untuk menggagalkan ekspansionisme Soviet, namun 
melihat kebijakan Containment AS terlalu ideologis dan men- 
dasarkan terlalu banyak pada militer dibandingkan politik. 
Berkembangnya kekuatan Soviet telah menghancurkan kese- 
imbangan strategis sebelumnya (pengikisan keseimbangan 
strategis dibatasi untuk mendapatkan konsekuensi geopolitik) 
dan realita kekuasaan relatif AS yang menurun (sebagaimana 
ditunjukkan oleh penderitaan Vietnam yang mendalam), men- 
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jadikan Kissinger bermaksud untuk mengembalikan keseim- 
bangan kekuatan dan mempertahankan fleksibilitas politik. 
Bull (1980 dalam Hepple, 1986:526) berpendapat bahwa 
penggunaan istilah geopolitik oleh Kissinger “kurang memer- 
hatikan penggunaan yang berketetapan, di mana istilah itu 
mengandung arti pentingnya faktor geografis dalam politik 
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internasional”. Sudah pasti tulisan Kissinger tidak mengandung 
diskusi geografis rinci, dan ia meninggalkan istilah agak kabur, 
namun komponen spasial jelas adanya dan pertalian ke garis 
pemikiran dari Mahan dan Mackinder ke Spykman juga cukup 
jelas. Perspektif Kissinger didasarkan pada kebutuhan untuk 
mendapatkan keseimbangan kekuatan di dunia yang semakin 
multipolar. 

Menurut Agnew (2003:54), antara tahun 1945 hingga 
1990, sistem internasional adalah keseimbangan kekuatan bi- 
polar antara dua kekuatan besar (AS dan Uni Soviet). Berbeda 
dengan multipolaritas pada awal abad ke-19 di Eropa, apa yang 
mendorong sistem tersebut adalah ketakutan akan dominasi 
negara lain. Dengan demikian, negara-negara dipahami sebagai 
kesatuan aktor di mana masing-masing negara berusaha untuk 
memaksimalkan status relatifnya terhadap negara lain. Tidak 
ada kesatuan atau entitas selain negara yang terlibat berdasar- 
kan definisi hubungan internasional. 

Penentuan kebijakan untuk menarik dari aksioma anarki 
internasional tidak pernah jelas, menunjukkan bahwa yang di- 
duga realisme masih jauh dari meyakinkan dalam segala situ- 
asi historis. Agnew menggunakan contoh kontemporer AS se- 
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telah Perang Dingin, di mana satu analisis situasinya adalah 
pemerintah AS harus bertindak untuk mendorong multipo- 
laritas dan keseimbangan kekuatan. Isolasi geografis AS, per- 
ekonomian nasional yang besar, dan kepemilikian nuklir de- 
ngan kemampuan serang nomor wahid: menjamin peran pen- 
ting AS sebagai penyeimbang dalam sistem multipolar. Analisis 
yang lain, AS harus bertindak untuk mempertegas kembali ke- 
unggulannya sebelum terlambat melakukannya. Berdasarkan 
sudut pandang ini, multipolaritas dipandang sebagai ketidak- 
stabilan yang tak terpisahkan, seperti negara-negara lain ber- 
usaha untuk mencapai hegemoni dengan menggantikan AS di 
puncak hierarki internasional. Pada kedua kasus, aksioma anar- 
ki tidak memberikan pedoman (Agnew, 2003:73). 

Pengutuban antara AS dan Uni Soviet sangat penting 
dalam proses ini. Meskipun cendekia-negarawan yang luar 
biasa seperti Nixon dan Kissinger, pada awal tahun 1970-an 
mencoba untuk mengubah kebijakan luar negeri AS dari mode 
bipolar ke dalam keseimbangan multipolar terhadap konfigu- 
rasi kekuatan: penekanan mereka dalam mempertunjukkan 
kredibilitas kekuatan AS di manapun mungkin dipertanyakan, 
mengarahkan mereka melalui analogi domino untuk segera 
kembali ke bipolaritas (Agnew, 2003:112). 


10. Brzezinski: Grand Chessboard 

Zbigniew K. Brzezinski lahir pada tahun 1928 di Warsawa, 
Polandia. Ayahnya, seorang diplomat Polandia, ditugaskan ke 
Kanada pada tahun 1938 dan kemudian pindah menetap di AS. 
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Selama pemilihan presiden AS di tahun 1960, Brzezinski men- 
jadi penasehat kampanye John F. Kennedy. la mendesak ke- 
bijakan nonantagonistik terhadap pemerintah Eropa Timur. 
Melihat Uni Soviet telah memasuki periode stagnasi baik eko- 
nomi dan politik, Brzezinski memprediksi dengan benar pecah- 
nya Uni Soviet— berdasarkan tesis masternya. 

Pada puncak keterlibatan politiknya, Brzezinski menjadi 
anggota Dewan Perencanaan Kebijakan Deplu AS (1966-1968) 
dan penasehat keamanan nasional Presiden Jimmy Carter 
(1977-1981). Dalam laman web Center for Strategic and Inter- 
national Studies (CSIS) disebutkan bahwa ia menjabat sebagai 
konselor, anggota wali amanat, dan ketua bersama Dewan 
Penasehat CSIS. Bukunya yang sangat terkenal The Grand 
Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperative 
(1997) diterjemahkan dan diterbitkan dalam 19 bahasa. Karya- 
nya yang lain Game Plan: A Geostrategic Framework for the 
Conduct of the U.S.-Soviet Contest (1986), The Geostrategic 
Triad: Living with China, Europe, and Russia (2010), dan 
Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (2012). 

Brzezinski (1997:3) menuliskan bahwa PD I memberikan 
kesempatan pertama bagi proyeksi besar kekuatan militer 
Amerika ke Eropa. Hingga saat itu, kekuatan AS yang relatif 
terisolasi dengan segera mengangkut beberapa ratus ribu ten- 
taranya melintasi Atlantik—ekspedisi militer melintasi samu- 
dra yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal ukuran 
dan jangkauan, yang menandai munculnya pemain utama baru 
di arena internasional. Sama pentingnya, perang juga mendo- 
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rong upaya diplomatik besar pertama AS untuk menerapkan 
prinsip-prinsip Amerika dalam mencari solusi bagi masalah 
internasional di Eropa. Fourteen Points-nya Woodrow Wilson 
yang terkenal itu mewakili injeksi idealisme Amerika ke dalam 
geopolitik Eropa, diperkuat oleh kekuatan mereka. Satu sete- 
ngah dekade sebelumnya, AS telah memainkan peran utama 
dalam menyelesaikan konflik Timur Jauh antara Rusia dan Je- 
pang, menegaskan tingginya perkembangan internasional me- 
reka. Perpaduan antara idealisme dan kekuatan Amerika, mem- 
buatnya merasakan sepenuhnya berada dalam kancah dunia. 

Bagi Amerika hadiah geopolitik utamanya adalah Eura- 
sia. Selama separuh milenium, urusan dunia didominasi oleh 
kekuatan Eurasia dan orang-orang berjuang satu sama lain de- 
mi penguasaan regional dan membentangkan kekuatan global. 
Sekarang, kekuatan non-Eurasia yang unggul di Eurasia—dan 
keunggulan global Amerika secara langsung tergantung pada 
berapa lama dan seberapa efektif pengaruh besarnya di benua 
Eurasia ditopang (Brzezinski, 1997:29). 

Dalam konteks itu, menurut Brzezinski bagaimana Ame- 
rika “mengelola” Eurasia sangatlah penting. Eurasia merupa- 
kan benua terbesar dan aksial secara geopolitik. Sebuah keku- 
atan yang mendominasi Eurasia akan mengendalikan dua dari 
tiga daerah yang paling maju dan produktif secara ekonomi di 
dunia. Pandangan sekilas belaka di peta juga menunjukkan 
bahwa kontrol atas Eurasia akan secara otomatis membawahi 
subordinasi Afrika, menyumbangkan belahan bumi Barat dan 
Oceania yang secara geopolitik merupakan sekeliling benua 
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sentral. Sekitar 75 persen penduduk dunia tinggal di Eurasia 
dan sebagian besar dari kekayaan fisik di dunia ini terdapat di 
sana, baik dalam perusahaan dan/atau di bawah tanahnya. 
Eurasia menyumbang sekitar 60 persen dari GNP dunia dan se- 
kitar tiga per empat sumber daya energi dunia. 

Eurasia juga merupakan lokasi dari sebagian besar 
negara-negara di dunia yang secara politik tegas dan dinamis. 
Setelah AS, enam kekuatan ekonomi dan enam pembelanja 
persenjataan militer terbesar berikutnya terletak di Eurasia. 
Semua kecuali satu dari kekuatan nuklir terklarifikasi di dunia 
dan semua kecuali satu yang tersembunyi terletak di Eurasia. 
Dua calon negara yang paling padat penduduknya di dunia 
untuk hegemoni regional dan pengaruh global berada di Eura- 
sia. Semua penantang potensial dalam bidang politik dan/atau 
ekonomi bagi keunggulan Amerika adalah Eurasia. Secara ku- 
mulatif, kekuatan Eurasia membayangi Amerika. Beruntung- 
nya Amerika, Eurasia terlalu besar untuk sama secara politis 
(Brzezinski, 1997:30). 

Eurasia merupakan papan catur (chessboard) di mana 
perjuangan untuk keunggulan global terus dimainkan. Meski- 
pun geostrategi—manajemen strategi kepentingan geopoli- 
tik—dapat dibandingkan dengan catur, papan permainan Eura- 
sia yang berbentuk agak oval melibatkan tidak hanya dua tetapi 
beberapa pemain, di mana masing-masing memiliki jumlah 
kekuatan yang berbeda. Para pemain kunci terletak di sebelah 
barat, timur, tengah, dan selatan papan catur. Kaki dan tangan, 
baik di sebelah barat dan timur papan catur, memuat daerah 


135 


3. Geostrategi 


padat penduduk, yang diorganisir dalam ruang yang relatif 
padat menjadi beberapa negara kuat. Dalam kasus perbatasan 
kecil di sebelah barat Eurasia, kekuatan AS ditempatkan lang- 
sung di atasnya. Daratan Timur Jauh adalah tempat kedudukan 
pemain independen yang semakin kuat, mengendalikan popu- 
lasi yang sangat besar, sedangkan wilayah rival energetik— 
terbatas pada beberapa pulau-pulau terdekat—dan setengah 
dari semenanjung Timur Jauh yang kecil memberikan tempat 
bertengger bagi kekuatan AS (Brzezinski, 1997:30-32). 


Gambar 7. Pewilayahan Eurasia as Four Regions dari Brzezinski 
Sumber: Brzezinski (1997:34) 


Brzezinski menyatakan bahwa percampuran dilema yang 
dihadapi kepemimpinan Amerika adalah perubahan karakter 
situasi global itu sendiri, di mana penggunaan langsung dari 
kekuatan, saat ini cenderung lebih dibatasi daripada yang ter- 
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jadi di masa lalu. Senjata nuklir secara dramatis telah mengu- 
rangi kegunaan perang sebagai alat kebijakan atau bahkan se- 
bagai ancaman. Saling ketergantungan dalam perkembangan 
ekonomi di antara negara-negara membuat eksploitasi politik 
akan economic blackmail jadi kurang memaksa. Manwver, di- 
plomasi, membangun koalisi, ko-optasi, dan penyebaran satu 
aset politik yang sangat disengaja telah menjadi bahan utama 
dari penggunaan kekuatan geostrategi yang berhasil pada pa- 
pan permainan Eurasia. 

Pelaksanaan keunggulan global Amerika harus peka ter- 
hadap fakta bahwa geografi politik tetap menjadi pertimbang- 
an penting dalam hubungan internasional. Napoleon mengata- 
kan bahwa untuk mengetahui geografi suatu negara adalah 
mengetahui kebijakan luar negerinya (to know a nation's geo- 
graphy was to know its foreign policy). Pemahaman kita ten- 
tang pentingnya geografi politik harus beradaptasi dengan 
realitas baru kekuasaan (Brzezinski, 1997:36). 

Brzezinski menyatakan bahwa dalam sebagian besar 
sejarah hubungan internasional, kontrol teritorial merupakan 
fokus dari konflik politik. Entah kepuasan diri secara nasional 
atas akuisisi wilayah yang lebih besar ataukah perasaan kehi- 
langan secara nasional atas lepasnya tanah “suci” yang telah 
menjadi penyebab sebagian besar perang berdarah, bertarung 
sejak kebangkitan nasionalisme. Tidaklah berlebihan untuk me- 
ngatakan bahwa pentingnya wilayah telah menjadi dorongan 
utama yang menggerakkan perilaku agresif dari negara-bangsa. 
Kerajaan juga dibangun melalui perebutan hati-hati dan hak 
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untuk tetap memiliki (retention) aset geografis vital, seperti 
Gibraltar atau Terusan Suez atau Singapura, yang berfungsi se- 
bagai titik sumbat (choke point) kunci atau Iynchpin dalam 
suatu sistem kontrol kerajaan. 

Bagi negara Amerika, geostrategi Eurasia melibatkan 
manajemen penuh tujuan dari negara-negara yang dinamis se- 
cara geostrategis dan penanganan hati-hati terhadap negara- 
negara yang bersifat katalis secara geopolitik, sehubungan 
dengan kepentingan kembar Amerika dalam pemeliharaan ke- 
kuatan global yang unik dalam jangka pendek dan pada akhir- 
nya mentransformasikannya ke dalam kerja sama global yang 
semakin dilembagakan. Untuk memasukkannya ke dalam ter- 
minologi yang seakan mendengarkan kembali ke masa yang 
lebih brutal dari kerajaan kuno, menurut Brzezinski ada tiga 
bentuk perintah utama dari geostrategi imperial, yaitu: men- 
cegah kolusi dan menjaga ketergantungan keamanan di antara 
pengikut, menjaga daerah jajahan kokoh dan terlindungi, serta 
menjaga orang-orang barbar datang bersama-sama. 

Brzezinski mengidentifikasi “mega-kontinen” Eurasia se- 
bagai pentahapan geopolitik di mana kekuatan besar akan ber- 
saing untuk dominasi di masa depan. Brzezinski menjelaskan 
bahwa keseimbangan kekuatan global yang stabil membutuh- 
kan “pluralisme geopolitik” di benua Eurasia. Flint (2006:113) 
menuliskan bahwa persaingan atas dasar wilayah masih men- 
dominasi urusan dunia. Dalam pandangan Brzezinski, lokasi 
geografis masih menjadi titik tolak bagi definisi prioritas eks- 
ternal negara-bangsa, dan ukuran wilayah nasional juga tetap 
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menjadi salah satu kriteria utama dari status dan kekuatan. 
Dalam The Geostrategic Triad (2001), Brzezinski mengeksplo- 
rasi interaksi geopolitik saat itu dan masa depan Amerika de- 
ngan Eropa, Rusia, dan Tiongkok. 


Taksonomi Teori 

Geopolitik sebagai bentuk kekuasaan/pengetahuan, me- 
nurut O Tuathail (1998:15) lahir di era persaingan imperialis 
antara dekade 1870 hingga 1945, tatkala kerajaan yang ber- 
saing bentrok dan bertengkar di banyak peperangan. Dua di 
antaranya adalah Perang Dunia yang sejak semula menghasil- 
kan, mengatur, dan kemudian mengubah serta merevisi garis 
kekuasaan yang merupakan batas peta politik dunia. Sebuah 
era yang ditandai dengan ekspansionisme kolonial ke luar 
negeri dan modernisasi industri di dalam negeri merupakan 
masa pencapaian teknologi yang luar biasa, pergolakan sosial, 
dan transformasi budaya. Struktur imperialis yang dominan 
pada masa itu adalah Kerajaan Inggris. Kekuatan imperial be- 
sar lain adalah Rusia, Perancis, Italia, AS, Jerman, dan bela- 
kangan Jepang: menjadi saingan dan berusaha untuk menda- 
patkan keuntungan dari berbagai kesulitan dan kemerosotan 
relatif lawan. Masing-masing negara imperialis menghasilkan 
intelektual negarawan terkemuka yang mengembangkan sen- 
diri varian budaya geopolitik khas mengentalkan pengetahuan 
geografis dan strategi kekuatan imperialis. 

Hingga pertengahan tahun 1990-an, para analis geopo- 
litik terkemuka masih memperdebatkan apakah kekuatan da- 
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ratan lebih penting daripada kekuatan laut dan apa yang spe- 
sifik dengan wilayah Eurasia sehingga sangat penting untuk 
memperoleh kontrol atas seluruh benua (Brzezinski, 1997:37). 
Sementara itu, merujuk Hillen, Noonan, dan Tyner (1988 da- 
lam Chaudary dan Chaudary, 2009:95), para sarjana membagi 
geostrategi ke dalam dua aliran pemikiran: Teori “Organik Ne- 
gara” Jerman yang unik dan geostrategi Anglo-Amerika yang 


luas. 


Seapower versus Landpower 

Mahan menuliskan tentang pentingnya geografi fisik — 
wilayah luas dan kenampakan fisikal terkait dengan lautan— 
bagi pengembangan kekuatan laut untuk perluasan negara. 
Mahan berpendapat akan pentingnya (supremasi) kekuatan 
laut lebih dari kekuasaan daratan dan bahwa keunggulan AL 
adalah prinsip fundamental dan basis bagi kebijakan luar nege- 
ri. Karya Mahan memikat pengakuan dengan segera dan secara 
luas dibaca di Inggris Raya dan Jerman (O Tuathail, 2003:4: 
Gokmen, 2010:45). Sementara itu, keunggulan Inggris menurut 
Mackinder bersandarkan pada penguasaan laut (command of 
the sea) karena kesatuan laut adalah fakta fisik sederhana yang 
mendasari nilai yang menonjolkan kekuasaan laut di dunia mo- 
dern yang luas (Sempa, 2000). 

Mahan memendam banyak keyakinan imperialis dan 
menginginkan AS menjadi kekuatan dunia. Caranya memba- 
yangkan supaya AS dapat mencapai tujuan itu adalah melalui 
peningkatan kekuatan AL-nya. Untuk menjadi kekuatan dunia, 
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AS harus membangun kekuatan di laut lepas. Ia juga menegas- 
kan gagasan bahwa hukum internasional serta sarana hukum 
dan diplomasi adalah kepentingan sekunder jika mengingat ke- 
kuasaan adalah dasar kebijakan luar negeri (Gokmen, 2010:46). 

Mackinder telah memberikan sedikit perhatian terhadap 
Dunia Keempat dalam pidato terkenalnya pada tahun 1904, 
meskipun demikian baik Inggris maupun Jerman tetap meng- 
gunakan diskusi Mahan secara serius tentang kekuatan darat 
versus kekuatan laut. Mahan memengaruhi peningkatan ke- 
kuatan AL di tahun-tahun sebelum PD I, terutama di Jerman. 
Selain itu, perbedaan pemikiran Mahan antara kekuatan darat 
dan laut terus memengaruhi para pemikir geopolitik selama 
Perang Dingin, sebagaimana Mahan juga menganjurkan aliansi 
dengan Inggris untuk mengimbangi kekuatan darat Eurasia 
(Flint, 2006:20). 

Berseberangan dengan strategi kekuatan laut, menurut 
Mackinder bahwa pada zaman Kolumbian, era kekuatan laut 
akan segera berakhir dan kerajaan maritim mudah diserang. 
Kekuatan darat akan menegaskan kembali dirinya. Sangat ber- 
bahaya jika salah satu kekuatan atau aliansi kekuatan menca- 
pai penguasaan inti dari Euro-Asia. Jika Jerman dan Rusia ber- 
sekutu, sumber daya benua yang sangat luas dapat digunakan 
untuk membangun armada dan imperium dunia akan terlihat. 
Jelasnya, imperium daerah jantung bukan lagi Inggris (Blouet, 
2004:325). Mackinder menasehatkan bahwa posisi Inggris se- 
bagai kekuatan dunia terkemuka terancam karena “fakta per- 
manen geografi fisik” dalam bentuk “kehadiran kekuatan luas 
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berbasis sumber daya yang besar dari setengah benua” —yaitu 
Rusia dan AS (Sempa, 2000). 

Dalam Democratic Ideals and Reality yang ditulis tidak 
lama setelah PD I dan masih dipengaruhi suasana perundingan 
damai Versailles, Mackinder membuat rekomendasi strategis 
secara eksplisit bagi para pemimpin politik yang menang pe- 
rang. Mackinder menyatakan: siapa yang menguasai Eropa 
Timur memimpin Heartland, siapa yang menguasai Heartland 
memimpin World-Island, siapa yang menguasai World-Island 
memimpin dunia (O Tuathail, 2003:17-18). Sayangnya, selama 
tahun 1920 hingga 1930-an, ide Mackinder hanya memberikan 
sedikit pengaruh di Inggris (Sempa, 2000). 

Di Jerman, pandangan global Mackinder menarik per- 
hatian dan pujian dari Karl Haushofer dan rekan-rekannya di 
Institut Geopolitik Munich. Para ahli geopolitik Jerman—di- 
pengaruhi oleh tulisan Oswald Spengler, Friedrich Ratzel, dan 
Rudolf Kjellen—mengadaptasi teori dan konsep Mackinder 
untuk mempromosikan ekspansi Jerman. Akan tetapi belum 
jelas, sejauh mana ahli geopolitik Jerman dipengaruhi strategi 
global Fihrer (Sempa, 2000). 

Viktor Nagy dalam jurnal AARMS berjudul The Geostra- 
tegic Struggle in Cyberspace between the United States, China 
and Russia (2012) menuliskan dalam sepanjang perjalanan 
sejarah, kekuatan total entitas politik terdiri dari kekuatan 
daratan dan kekuatan lautan. Kekuatan daratan didukung oleh 
luas wilayah semata, sumber daya alam, dan ukuran populasi: 
di mana negara memiliki aset yang memungkinkan mereka 
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untuk membangun angkatan darat. Kekuatan laut didasarkan 
pada pelabuhan yang sanggup dilayari, perdagangan, serta 
fondasi ekonomi dan teknologi untuk membangun angkatan 
laut. Dengan demikian, kekuatan militer angkatan darat dan 
laut mendukung geopolitik nasional terkait kekuatan darat dan 
laut, sementara kekuatan militer udara dan ruang angkasa 
mendukung keduanya. 


Geostrategi Jerman versus Geostrategi Anglo-Amerika 

Sentimen supremasi kulit putih yang umum dalam prak- 
tik geopolitik imperialis Inggris dan Amerika di awal abad ke-20 
mendapatkan ekspresi yang berbeda di Jerman, di mana se- 
buah aliran pemikiran geopolitik Jerman pertama kali disusun 
oleh Karl Haushofer setelah PD I. Geopolitik dilibatkan oleh 
beberapa ahli geografi politik Jerman yang terkemuka untuk 
membenarkan “Drang nach Osten” negara mereka, terutama 
Haushofer yang mengadaptasi konsep Mackinder bagi keper- 
luan strategis Jerman. Gaung yang sangat vulgar juga bisa di- 
dengar dalam penekanan Adolf Hitler akan kebutuhan rakyat 
Jerman untuk “ruang hidup” (O Tuathail, 1998a:19: Brzezinski, 
1997:38). 

Dekade sebelumnya, dengan mengikuti pemikiran zoolo- 
gi Ratzel, Kjellen menyebarkan gagasan bahwa negara adalah 
kesatuan dinamis yang secara alamiah tumbuh sebagai ke- 
kuatan yang lebih besar. Mesin pertumbuhannya adalah bu- 
daya (culture). Semakin hebat dan maju budaya, negara ter- 
sebut lebih berhak untuk memperluas “domain”-nya atau 
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menguasai banyak wilayah. Sama halnya sekumpulan serigala 
kuat bisa mengklaim lahan perburuan tetangga yang lemah. 
Teori organik negara menegaskan bahwa lebih efisien dan 
alamiah bagi wilayah berbudaya maju untuk memperluas wila- 
yahnya ke daerah yang memiliki budaya lebih rendah. Jika 
mengingat gagasan yang ada bahwa budaya terkandung dalam 
negara-negara atau negara, berarti bahwa perbatasan negara 
bergerak atau dapat diperluas. Slogannya untuk gagasan ini 
adalah Lebensraum atau ruang hidup ala Ratzel: berarti su- 
perior di mata yang melihatnya, menghargai budaya di banyak 
wilayah karena mereka akan menggunakan lahan dengan cara 
yang lebih baik (Flint, 2006:20). 

Perkembangan awal Wehrgeopolitik di Jerman menurut 
Gyorgy (1943:348-349) bersifat sekedarnya dan cukup seder- 
hana. Aliran geopolitik Jermanlah yang dianggap bertanggung 
jawab terhadap penerapan prinsip terbaru politik kekuasaan 
(power politics) dalam ilmu militer serta mobilisasi politik dan 
geografi untuk membantu peperangan di seluruh dunia. 
Geostrategi memiliki karakter yang mencakup kesemuanya. 
Geostrategi adalah ilmu baru yang mengabaikan kemustahilan 
strategi dan mau mengeksploitasi segi kemiliteran setiap fase 
kehidupan, apapun realitas dunia alam/buatan manusia. 

Sebagai seorang ahli geografi yang telah membuktikan 
nilai lebih dalam kelompoknya, Mackinder merasakan betul 
tentang peran pengetahuan geografis yang bisa memainkan 
peran dalam mengatasi penurunan relatif Kerajaan Inggris pada 
awal abad ke-20. Penurunan relatif secara dramatis tergam- 
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barkan dalam kesulitan tentara Inggris untuk memenangkan 
Perang Boer (1899-1902). Menurut O Tuathail, Mackinder men- 
dukung gerakan reformasi imperial yang dilakukan oleh Joseph 
Chamberlain, mantan Sekretaris Kolonial yang berusaha untuk 
memodernisasi Kerajaan Inggris dengan menerapkan tarif eks- 
ternal umum terhadap produk yang dihasilkan oleh “kekuatan 
besar” (Great Powers) lainnya pada saat itu. 

Seperti kebanyakan rekannya, Mackinder khawatir de- 
ngan meningkatnya kekuasaan Jerman di Eropa. Baginya pen- 
didikan geografi adalah senjata penting dalam perjuangan 
“efisiensi relatif” antara negara-negara besar, terutama antara 
Inggris Raya dan negara bagian Jerman di bawah Kaiser Wil- 
helm II. la memberikan penegasan bahwa geografi adalah 
subjek yang diperlukan dalam mendidik “anak-anak dari ras 
imperial”. Sebagian besar rakyat Inggris memiliki “kecerdasan 
yang terbatas”: oleh karena itu menjadi tugas seorang pakar 
elite untuk mendidik mereka berpikir seperti para penguasa 
imperium dari luar yang sangat luas. Hal ini penting, di mana 
Mackinder berpendapat bahwa, 


“Penduduk yang berkuasa dari kerajaan di seluruh dunia harus 
dapat memvisualisasikan kondisi geografis wilayah yang jauh .... 
Tujuan kami adalah untuk membuat seluruh rakyat kita berpikir 
secara imperial—yaitu di ruang-ruang seluruh penjuru dunia— 
dan untuk tujuan ini, pengajaran geografis kita harus diarahkan.” 
(O Tuathail, 1998a:16) 


Geografi adalah disiplin yang ditertibkan (a discipline that 
disciplined), mengajarkan masyarakat tak berpendidikan untuk 
berpikir dengan cara politik sebagaimana seorang ahli seperti 
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Mackinder menginginkan mereka untuk berpikir. Geografi juga 
bisa mendidik para pemimpin politik kerajaan tentang faktor 
geografis yang diklaim Mackinder memengaruhi sejarah manu- 
sia dan pelaksanaan strategi (O Tuathail, 1998a:16). 

Pemikir Eropa lainnya dari paruh pertama abad itu 
mengantisipasi pergeseran ke arah timur dari pusat gravitasi 
geopolitik, di mana wilayah Pasifik—khususnya Amerika dan 
Jepang—menjadi pewaris yang paling mungkin setelah memu- 
darnya dominasi Eropa. Demi mencegah pergeseran tersebut, 
ahli geografi politik Perancis, Paul Demangeon, maupun ahli 
geopolitik Perancis lainnya menganjurkan persatuan yang lebih 
besar di antara negara-negara Eropa, bahkan sebelum PD II. 
Saat itu, isu-isu geopolitik tidak lagi tentang apakah peranan 
geografis Eurasia merupakan titik permulaan (point of depar- 
ture) untuk penguasaan benua, ataupun apakah kekuatan darat 
lebih penting daripada kekuatan laut. Geopolitik telah berpin- 
dah dari dimensi regional ke global, dengan pengaruh yang jauh 
lebih besar dari seluruh benua Eurasia yang bertindak sebagai 
basis sentral keunggulan global (Brzezinski, 1997:38). 

Sementara itu, supremasi global Amerika, menurut Brze- 
zinski (1997:2) tersendiri dalam kecepatan kemunculannya, 
lingkup global, dan cara penggunaannya. Dalam perjalanan 
abad tunggal, Amerika telah mengubah dirinya—dan juga te- 
lah tertransformasi oleh dinamika internasional—dari sebuah 
negara yang relatif terisolasi di belahan Barat, menjadi kekuat- 
an yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menjangkau 
dan menggenggam seluruh dunia. 
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Geostrategi berkembang di AS selama PD II. Menurut 
Polelle (1994:120), jika geopolitik menghendaki legitimasi di 
Amerika, haruslah bersifat humanis sebagaimana sarjana imi- 
gran, Hans Weigert, mengutarakannya. Weigert menginginkan 
“kita harus mempelajari geopolitik kita” (we must learn our 
geopolitics) datang secepatnya berpijak pada tujuan yang lebih 
besar, memobilisasi dukungan bagi pandangan dunia realis se- 
telah kegagalan nyata idealisme Wilsonian. Mobilisasi ini akan 
lebih mudah jika semua itu bisa ditunjukkan oleh kenyataan 
bahwa realisme yang membimbing urusan luar negeri AS di- 
dasarkan pada fakta-fakta objektif, seperti fakta geografi yang 
tampaknya kekal. Sebagaimana Frederick Schuman meninjau- 
nya pada saat itu dalam artikel Let us Learn Our Geopolitics. 

Praktik geopolitik—atau bahkan realisme politik gaya 
lama—bagaimanapun sampai saat itu ternyata mustahil se- 
lama masa damai dalam demokrasi, di mana negarawan dan 
pemilih sama-sama tidak paham realitas geostrategi. Implikasi 
dari hal ini dan catatan geopolitik masa perang yang lain bahwa 
geopolitik tidak hanya alat kebijakan luar negeri, tetapi 
geopolitik juga dapat melegitimasi kebutuhan untuk penahan- 
an tempat terdepan, ketika negara terancam oleh kekuatan lain 


yang suka menunjukkannya secara spasial. 


Agenda ke Depan 

Sempa (2002:4) mengingatkan tidak ada alasan untuk 
percaya bahwa abad ke-21 hanya akan menjadi sedikit ber- 
beda. Persoalannya, sudah ada tanda-tanda bahwa Tiongkok 
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pada tahap awal tawar-menawar untuk menjadi kekuatan do- 
minan di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya. Hal ini merupa- 
kan ancaman potensial, jika AS mengabaikan risiko tersebut. 
Rusia mengalami “zaman kesulitan”, sementara Eropa dikuasai 
demokrasi perdamaian sehingga fokus dunia bergeser ke Asia 
Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan bibir Pasifik. Berkaitan 
dengan banyak faktor, termasuk pecahnya imperium Rusia, 
suplai minyak dan gas alam yang besar di wilayah Laut Kaspia, 
konflik India-Pakistan berdimensi nuklir, dan kebangkitan 
Tiongkok: kawasan yang sangat besar ini sekali lagi menjadi apa 
yang disebut Mahan “tanah perdebatan dan diperdebatkan”. 
Banyak negara memiliki kepentingan yang berbenturan di 
kawasan ini. 

Merujuk Global Strategic Trends - Out to 2040 edisi ke- 
empat, yang merupakan hasil kajian Tim Peneliti dari Develop- 
ment, Concepts and Doctrine Centre, Kementerian Pertahanan 
Inggris: era 2040-an akan menjadi masa transisi. Kemungkinan 
akan ditandai dengan ketidakstabilan, baik dalam hubungan 
antarnegara dan dalam hubungan antarkelompok dalam nega- 
ra. Selama jangka waktu tersebut, dunia menghadapi realitas 
perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang cepat, kelang- 
kaan sumber daya, kebangkitan ideologi, dan pergeseran ke- 
kuatan global dari Barat ke Timur. Tidak ada negara, kelompok, 
atau individu yang dapat memenuhi tantangan dalam isolasi ini, 
hanya respon kolektif yang dirasa akan cukup untuk mengatasi- 
nya. Oleh karena itu, perjuangan untuk membangun sistem 
pemerintahan global yang efektif, yang mampu menanggapi 
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tantangan ini, akan menjadi tema sentral pada masa tersebut. 
Globalisasi, ketimpangan global, perubahan iklim, dan inovasi 
teknologi akan memengaruhi kehidupan setiap orang. Akan ada 
ketegangan menerus antara saling ketergantungan yang lebih 
besar di antara negara-negara, kelompok, dan individu-individu 
serta mengintensifkan persaingan. Ketergantungan pada sis- 
tem global yang kompleks—seperti rantai pasokan global sum- 
ber daya—kemungkinan akan meningkatkan risiko kegagalan 
sistemik (DCDC, 2013:10). 

Distribusi kekuasaan global akan berubah. Hingga tahun 
2040, lokus kekuasaan global akan menjauh dari AS dan Eropa 
menuju Asia, sebagaimana sistem global bergeser dari unipolar 
menuju distribusi kekuatan multipolar. Pergeseran ini, ditam- 
bah dengan tantangan global perubahan iklim, kelangkaan 
sumber daya, dan pertumbuhan penduduk: kemungkinan akan 
mengakibatkan periode ketidakstabilan dalam hubungan inter- 
nasional, disertai dengan kemungkinan persaingan yang ketat 
antarnegara besar. 

Dominasi hegemonik AS akan memudar. Amerika mung- 
kin akan tetap menjadi kekuatan militer unggulan, meskipun 
dalam hal politik, ekonomi, dan militer akan semakin dibatasi 
oleh negara lain yang tumbuh dalam pengaruh dan keperca- 
yaan diri. Kenaikan masing-masing negara, seperti Tiongkok, 
tidak boleh dianggap sebagai kepastian, mengingat sifat dan 
besarnya tantangan yang mereka hadapi ataupun prediksi yang 
berlebihan akan pengaruh mereka. Sebaliknya, akan ada be- 
berapa negara dan lembaga bersaing untuk mendapatkan 
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pengaruh regional dan global, bekerja sama dan bersaing dalam 
komunitas internasional (DCDC, 2013:10). 


Kebangkitan Asia Timur 

Suara terbesar yang datang dari Asia Timur adalah suara 
yang masih luput dari perhatian dunia: the sound of silenced 
guns—suara dari senjata-senjata yang diam di kawasan itu. 
Dengan standar apapun, diamnya senjata ini bukanlah suatu 
gejala normal. Demikian Mahbubani (2011:93) mengingatkan 
kebangkitan Asia Timur. 

Ekspektasi pada umumnya atas dua dekade terakhir yaitu 
dengan bangkitnya banyak kekuatan baru, Asia akan diwarnai 
oleh rivalitas dan konflik, bukan perdamaian dan rasa saling 
memahami. Beberapa pakar terkemuka malah sudah mempre- 
diksi hal ini lima belas tahun silam. Richard Betts menuliskan, 


“Salah satu alasan untuk optimisme terhadap perdamaian di 
Eropa adalah kepuasan nyata kekuatan-kekuatan besar akan kon- 
disi status guo, sementara di Asia Timur muncul berbagai kelom- 
pok kepentingan yang berpotensi melahirkan konflik dibanding 
pada masa Perang Dingin, ketika dua kutub kekuatan dunia itu 
masih dapat meredam eskalasi pertikaian setempat.” (Mahbu- 
bani, 2011:93) 

Menurut Mahbubani tidak hanya tetap damai selama 
lebih dari dua dekade, Asia Timur juga telah melewati ujian 
tekanan berat yang dapat memicu konflik di kawasan itu yakni 
Krisis Moneter Asia 1997-1998. Sejarah mengajarkan kepada 
kita bahwa kombinasi antara krisis finansial yang besar dan se- 


makin banyak kelompok yang bertikai, akan menjadi minuman 
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keras yang mematikan (lethal cocktail). Jika Asia Timur ke- 
hilangan keseimbangannya dan siap menumbuhkan serta me- 
nyebarluaskan konflik, tentulah potensi ini akan meledak me- 
nyusul krisis moneter Asia. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, 
perdamaian justru terkonsolidasi dan makin mendalam. 

Satu-satunya kekuatan militer paling penting yang mun- 
cul di Asia dan dunia adalah Tiongkok. Banyak pemikir strategis 
Barat cemas melihat ancaman Tiongkok sebagai naga militer 
yang mulai menggeliat. Hal ini mungkin saja, tetapi jelaslah se- 
karang bahwa itu bukan visi dari para pemimpin dan intelektual 
Tiongkok. Konsensus yang meliputi seluruh Tiongkok dapat di- 
simak dari pernyataan salah seorang pemikir terdepan Tiong- 
kok merangkap penasihat Hu Jintao, Zheng Bijian, yang menga- 
takan bahwa Tiongkok percaya akan sebuah “kebangkitan yang 
damai” (peaceful rise). 

Konsep ini mencerminkan suatu konsensus yang lahir dari 
kesadaran para pemimpin Tiongkok sendiri, betapa mereka 
sudah berkali-kali jatuh bangun mencoba dan gagal dalam me- 
modernisasi diri. Kesempatan untuk tumbuh dan menjadi se- 
buah negara maju merupakan kesempatan terbaik Tiongkok 
untuk bangkit. Hal paling bodoh yang bisa saja dilakukan adalah 
menghambur-hamburkan uang dengan terlibat dalam segala 
bentuk konflik militer. Tiongkok belajar dari contoh-contoh 
positif dan negatif dari Barat dan Uni Soviet, yang atas bebe- 
rapa pertimbangan lebih memfokuskan diri pada pembangun- 
an militer bukan ekonomi. Tiongkok memutuskan untuk mele- 
wati jalan yang berkebalikan (Mahbubani, 2011:96-97). 
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Keamanan Laut dan Jalur Perdagangan 

Yudhoyono (2012b:10) mengingatkan, saat ini kondisi 
lingkungan strategis kawasan penuh dengan ancaman dan tan- 
tangan keamanan yang bersumber dari aktor negara maupun 
non-negara. Bentuk ancaman dan tantangannya pun beragam: 
secara garis besar dapat dikelompokkan dalam rupa simetris 
dan asimetris. Ancaman dan tantangan simetris secara umum 
berasal dari aktor negara, sedangkan asimetris bisa muncul dari 
aktor non-negara. Perlu dicatat bahwa ancaman asimetris tidak 
dapat dibatasi pada bentuk organisasi aktornya saja, tetapi juga 
bagaimana kekuatan, kesenjataan, dan moralnya. 

Ancaman dan tantangan simetris muncul dari kasus- 
kasus, seperti: sengketa perbatasan antarnegara yang belum 
terselesaikan, perlombaan senjata AL (naval arms race), dan 
masalah kebebasan penggunaan laut. Saat ini dapat dilihat de- 
ngan mudah adanya persaingan antara AS versus Tiongkok me- 
nyangkut pembangunan kekuatan militer, pembangunan keku- 
atan laut India untuk dapat mengendalikan Samudra Hindia se- 
suai dengan aspirasi politiknya, serta kerja sama latihan AL AS- 
India-Jepang dan Australia bersandi Exercise Malabar yang se- 
cara tidak langsung ditujukan untuk menghadapi kekuatan laut 
Tiongkok (Yudhoyono, 2012b:10-11). 

Sementara itu, ancaman dan tantangan asimetris pada 
domain maritim—berupa: perompakan, pembajakan, teroris- 
me maritim, proliferasi senjata pemusnah massal, dan pencuri- 
an sumber daya laut—kini telah menjadi perhatian semua ne- 
gara di kawasan karena dipandang dapat mengancam stabili- 
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tas. Hingga kemudian lahirlah inisiatif, seperti: Regional Mari- 
time Security Initiative (RMSI), Proliferation Security Initiative 
(PSI), International Ship and Port Facility Code (ISPS Code), dan 
Global Maritime Partnership/Thousand-Ship Navy. 

Yudhoyono berpendapat bahwa arsitektur keamanan ka- 
wasan Asia Pasifik belum tertata sesuai dengan Bab VIII Piagam 
PBB—mengamanatkan pengaturan keamanan suatu kawasan 
dilakukan secara mandiri oleh negara-negara di kawasan itu 
melalui suatu organisasi regional. Dalam konteks yang lebih 
sempit yakni kawasan Asia Tenggara, penataan keamanan ka- 
wasan lebih banyak dilakukan oleh aktor ekstra seperti AS. 

Kepentingan Jepang di kawasan Asia Tenggara, menurut 
Yudhoyono tidak terlepas dari keamanan Sea Lanes of Commu- 
nications (SLOC)-nya, yang akan berimbas langsung apabila pe- 
cah konflik di perairan tersebut. Tujuh puluh persen kapal tan- 
ker membawa minyak menuju Jepang melalui LCS. Meskipun 
sebenarnya kapal tersebut dapat menghindar melalui perairan 
Indonesia menuju Samudra Pasifik, namun demikian jalur ini 
memakan waktu dan biaya yang besar sehingga tidak ekono- 
mis. Fakta ini menunjukkan bahwa keamanan SLOC Jepang 
terkait erat dengan keamanan energinya. Saat ini, keamanan 
energi menjadi isu strategis banyak negara di dunia, seiring ke- 
tergantungan terhadap sumber energi di Timur Tengah yang 
rawan oleh ancaman asimetris. Bagi Jepang, gangguan terha- 
dap keamanan energi merupakan suatu ancaman langsung ter- 
hadap keamanan nasionalnya. 
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Isu keamanan SLOC juga memengaruhi karakteristik 
Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) sejak awal berdiri- 
nya hingga saat ini. Sejak tahun 1952, JMSDF dirancang sedemi- 
kian rupa untuk melindungi jalur perhubungan laut Jepang 
hingga kemudian lahirlah doktrin operasi 1.000 mil laut. Ada hal 
yang menarik untuk diperhatikan dalam pembangunan JMSDF 
terkini yakni kehadiran kapal induk helikopter kelas Hyuga, dan 
ke depan, Jepang masih akan mengembangkan kapal sejenis. 
Kehadiran kapal induk helikopter tersebut akan mendukung pe- 
nyebaran kekuatan JMSDF yang selama ini sudah dilakukan di 
kawasan Asia Pasifik. 

Menurut Laksamana Mehta, pada tahun 2022, AL India 
akan diperkuat oleh lebih dari 160 kapal perang, termasuk tiga 
kapal induk, 60 kapal kombatan atas air, kapal selam, dan 400 
pesawat udara berbagai tipe. Pembangunan kekuatan laut se- 
bagaimana dinyatakan dalam The Indian Navy's Vision Docu- 
ment ditujukan untuk memromosikan lingkungan yang tenang 
dan damai di kawasan Samudra Hindia demi mencapai tujuan 
politik, ekonomi, diplomasi, dan militer. Dalam The Indian Mari- 
time Doctrine, hal yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan 
India untuk mengendalikan titik-titik sumbat, pulau-pulau pen- 
ting, dan jalur perdagangan vital. Terkait dengan kebutuhan 
tersebut, AL India menekankan diplomasi AL sebagai salah satu 
tugas utama di masa damai. Adapun wilayah penyebaran ke- 
kuatan laut India dalam rangka diplomasi terbentang dari Teluk 
Persia hingga Selat Malaka, yang ditetapkan sebagai kawasan 
kepentingan India yang sah (Yudhoyono, 2012b:16). 
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Dalam Journal of Political Studies terbitan 2012, Hasan 
Yaser Malik mengutip pernyataan Mantan Presiden Pakistan, 
Pervez Musharraf tentang kepentingan strategis Pelabuhan 
Gwadar. 


“Jika kita melihat wilayah ini secara keseluruhan, itu adalah se- 
perti corong. Bagian atas corong adalah daerah luas di Asia 
Tengah dan juga wilayah barat Tiongkok. Dan corong ini akan 
menyempit melewati Afghanistan dan Pakistan dan akhir saluran 
ini adalah Port Gwadar. Jadi, corong ini sangat futuristik, merupa- 
kan corong ekonomi seluruh wilayah ini.” (Malik, 2012:57) 

Pakistan menurut Malik memiliki sedikit kedalaman stra- 
tegis dari timur ke barat. Gwadar akan meningkatkan kedalam- 
an strategis ini sebagai pelabuhan strategis yang jauh dari India. 
Jarak tambahan sejauh 460 km dari India akan mengurangi 
kerentanan Pakistan. Gwadar akan membantu Pakistan untuk 
memantau SLOC yang berasal dari Teluk Persia dan jalur me- 
nyempit (bottle neck) di Selat Hormuz. Secara strategis, Pakis- 
tan akan melakukan pengkajian terhadap pertimbangan pem- 
bentukan pangkalan AL di Gwadar dan Ormara, keberadaan 
aset AL Tiongkok, dominasi Laut Arab di Teluk Persia oleh arma- 
da ke-5 AL AS, dan aspirasi India untuk muncul sebagai Blue 
Water Navy. Hal ini juga akan membentuk hubungan AL Pak- 
Cina untuk meniadakan ruang manuver bagi AL India di 
Samudra Hindia. 

Merujuk analisis Chaliand (1994 dalam Malik, 2012:58), 
dengan jumlah penduduk 227.984 orang dan luas wilayah 
12.637 km?, Gwadar memberikan kekuatan sebagai pemain 
utama dan tambahan di level regional. Gwadar memiliki poten- 
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si untuk memperoleh status bagian pusat pintu gerbang ke 
Selat Hormuz, yang dapat bersaing dengan pelabuhan Uni Emi- 
rat Arab (UEA) dengan meningkatkan hubungan keluar yakni ke 
wilayah Kaspia: dengan demikian memberikan akses perda- 
gangan yang lebih baik menuju rute kawasan kunci Kaspia. 
Gwadar memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat 
kegiatan regional secara penuh dan pelabuhan bongkar muat di 
masa depan. Namun, kesempatan unik ini bila dilihat dalam 
lingkungan global yang berubah dapat dilihat sebagai pertemu- 
an konflik kepentingan. UEA dan Iran sangat mungkin memiliki 
konflik kepentingan di Gwadar. Kawasan Asia Tengah dan 
Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi yang paling signifikan: 
sementara kepentingan Tiongkok dan AS mungkin berbeda da- 
lam sifat dasarnya sehingga Gwadar akan menjadi projek dari 
prospek yang beragam bagi berbagai kekuatan regional. 
Andaikata Selat Malaka diblokir oleh AS, Gwadar dapat 
berfungsi sebagai rute alternatif bagi perdagangan Tiongkok di 
Samudra Hindia dan Asia Barat. Dalam istilah militer dan stra- 
tegi, Gwadar dapat membantu Tiongkok untuk memantau jalur 
laut dari Teluk Persia karena sekitar 60 persen dari kebutuhan 
energi Tiongkok datang dari Teluk Persia dan transit di sepan- 
jang jalur laut ini. Pangkalan Pelabuhan Gwadar dapat mem- 
berikan Tiongkok “Pos Dengar” untuk mengamati kegiatan AL 
India di sekitar Teluk Persia dan Teluk Aden (Malik, 2012:58). 
Berdasarkan analisis Malik, negara-negara Teluk—ter- 
utama UEA dan Iran—menganggap Gwadar sebagai pelabuhan 
saingan yang muncul di wilayah tersebut. Keduanya takut jika 
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Pelabuhan Gwadar berbagi kegiatan ekonomi dan perdagangan 
secara bijak dengan yang lain, Pakistan dapat menikmati keun- 
tungan secara eksklusif. Pada dasarnya, kepentingan negara- 
negara terkait dengan perkembangan Pelabuhan Gwadar ber- 
lainan. Kepentingan AS atas sumber energi di Timur Tengah dan 
Kawasan Asia Tengah dapat menyebabkan kehadiran Tiongkok 
yang kuat di dekat kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Hal ini 
pasti akan lebih memproyeksikan kepentingan strategis Gwa- 
dar bagi AS. 

Menurut Bhonsle (2006 dalam Malik, 2012:61), secara 
strategis Gwadar memegang posisi dominan di Kawasan Teluk 
sebagai bagian dari “The Great Game”. The Great Game adalah 
istilah Inggris untuk persaingan strategis dan konflik antara 
Inggris dan Kekaisaran Rusia atas supremasi di Asia Tengah. 
Periode Great Game klasik berlangsung kira-kira dari Perjanjian 
Rusia-Persia di tahun 1813 hingga Konvensi Anglo-Rusia tahun 
1907. Setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917, berlangsung fase 
kedua meskipun kurang intensif. Istilah tersebut biasanya di- 
hubungkan dengan Arthur Conolly, seorang perwira intelijen 
dari British East India Company (Kurecic, 2010:22). 

Tiongkok telah memberikan bantuan habis-habisan ke- 
pada Pakistan untuk pengembangan Pelabuhan Laut Dalam: 
dengan demikian memperkuat hubungan geostrategis penting 
satu sama lain dalam sebuah kampung global yang berkem- 
bang. Seperti benar dikatakan bahwa “persahabatan Pak-Cina 
tidak dapat dilihat dalam konteks dolar dan pound”: dan tidak 
akan adil untuk mencurigai kepentingan Tiongkok dalam projek 
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Gwadar, tetapi di sisi lain Tiongkok mungkin memperoleh man- 
faat dari projek tersebut (Malik, 2012: 61). 


Energi untuk Masa Depan 

Sumber daya alam telah memperoleh kepentingan stra- 
tegis baru dalam perang. Dengan penarikan Perang Dingin se- 
bagai “sponsor asing” di akhir 1980-an, sumber daya lokal men- 
jadi arus utama kebanyakan perang ekonomi. Selain perang 
pembiayaan, SDA telah digambarkan sebagai motif penting dari 
beberapa perang pada tahun 1990-an, dari invasi Irak atas 
ladang minyak Kuwait hingga perang sipil yang dipicu oleh 
berlian di Afrika Barat. Sementara banyak perhatian sebelum- 
nya telah dicurahkan terhadap risiko konflik bersenjata akibat 
kerentanan pasokan “sumber daya strategis” bagi negara-nega- 
ra besar atau kelangkaan lingkungan di negara-negara miskin: 
sebagian besar perang pada tahun 1990-an terkait sumber daya 
melawan penguasa politik-militer domestik atau regional yang 
berkelimpahan secara lokal dan sumber daya bernilai inter- 
nasional, seperti minyak, kayu, atau berlian (Le Billon, 2005:1). 

Le Billon menyatakan bahwa sumber daya memiliki kuali- 
tas sejarah, geografis, dan sosial tertentu yang ikut serta dalam 
membentuk pola konflik dan kekerasan. Sebagai contoh, kon- 
struksi tak bersambungan dan materialitas minyak dan berlian, 
memerlukan praktik sosial yang berbeda, pertaruhan, dan po- 
tensi konflik terkait dengan kontrol teritorial mereka, eksploi- 
tasi, komersialisasi, dan konsumsi. Di antara kualitas ini, teri- 
torialisasi—seperti halnya karakteristik fisik, ekonomi, dan dis- 


158 


Priyono & Yusgiantoro 


kursif—hadir untuk mendefinisikan sumber daya, baik secara 
material maupun sosial dalam hubungan dialektis dengan insti- 
tusi dan praktik. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Kevin Dunn dalam kasus 
Afrika Tengah bahwa aspek material dari ekonomi perang se- 
cara intrinsik terkait dengan produksi tak berkesinambungan, 
di mana persepsi ancaman, politik identitas sektarian, dan 
ruang-ruang ke(tidak)amanan menginformasikan dan mencer- 
minkan apa yang disebut dimensi keserakahan dari ekstraksi 
sumber daya dan perdagangan. Interaksi penting juga perlu di- 
tekankan antara lembaga tertentu, ruang tata kelola, dan 
sumber daya. Dalam hal ini, pemahaman terhadap apa yang di- 
sebut “kutukan sumber daya” dan “perang sumber daya” perlu 
untuk memberikan pertimbangan terhadap bentuk kekuasaan 
yang dilakukan di era prasumber daya, seperti halnya cara-cara 
tertentu di mana sumber daya yang berbeda mendefinisikan 
“idiom politik” yang spesifik serta memengaruhi akibat sosial 
dan politik. 

Russell (2002:62-63) menilai terdapat dua masalah rumit 
di Timur Tengah yaitu masalah minyak dan Israel. Sehubungan 
dengan masalah minyak, Eropa Barat telah menggantungkan 
ekonominya pada minyak Timur Tengah. Di masa-masa ke- 
emasan imperialisme Inggris dan Perancis, ketergantungan 
tersebut tidak menimbulkan masalah. Negara-negara Timur 
Tengah dipaksa oleh kekuatan militer untuk memberikan izin 
eksploitasi SDA mereka kepada kepentingan kapitalis Barat. 
Hingga kemudian nasionalisme Arab yang kemunculannya 
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dibantu oleh Rusia, mulai memperjuangkan kemerdekaan dan 
mengajukan tuntutan yang lebih besar daripada sebelumnya 
kepada Barat. Meskipun hal itu tidak menyenangkan bagi Barat, 
tidak ada yang perlu dicemaskan. Barat harus menyesuaikan 
diri dengan nasionalisme Arab dan memberi konsesi ekonomi 
agar bangsa Arab tetap bersedia menjual minyak mereka ke- 
pada Eropa Barat. 

Barat—khususnya Inggris dan Perancis—telah membuat 
kesalahan dengan menunjukkan kekerasan terhadap kekuatan 
baru di Timur Tengah: sementara Rusia menunjukkan sikap ber- 
sahabat. Jika kebutuhan minyak tidak lagi memaksa Barat men- 
dukung kejahatan di masa lalu, akan ada perubahan pandangan 
radikal di Inggris dan Perancis. Jika pengurangan ketegangan 
(detente) antara Rusia dan Barat memang sungguh-sungguh, 
harus ada pola kesepakatan sebagai kebijakan yang bisa di- 
adopsi oleh negara-negara Timur Tengah. Barat harus meng- 
hentikan bantuan kepada pemerintahan yang buruk, dan Rusia 
harus menahan diri untuk tidak menghasut di tengah-tengah 
persoalan yang terjadi (Russell, 2002:63). Akan tetapi, itu se- 
mua cerita masa lalu. Sekarang perebutan sumber energi sudah 
bergeser ke Asia Tengah, Laut Hitam, dan Laut Cina Selatan. 


Konflik di Asia Tengah 

Asia Tengah dalam bahasa Persia Vararud atau Fararu- 
dan, orang Arab menyebutnya Mavergdolnahr, sedangkan orang 
Yunani menyebutnya Transoxina yang berarti wilayah lintas su- 
ngai. Berdasarkan sudut pandang sejarah, wilayah ini memiliki 
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peran yang sangat penting. Wilayah milik Iran diambil alih oleh 
Turki yang menghapus dan mengganti semua elemen berbau 
Iran. Sesuai persetujuan, pendatang baru ini mendirikan kebu- 
dayaan dan peradaban Persia, yang selanjutnya menjadi Turki 
Persia. Asia Tengah adalah tanah yang terletak di jantung Asia 
yang berakhir di Laut Kaspia dari sebelah barat, berbatasan 
dengan Tiongkok di timur, membatasi DAS cekungan sungai 
Ural-Irtysh dan dataran sebelah selatan Rusia di utara, serta 
berbatasan dengan Iran dan Afghanistan di selatan (Amirahma- 
dian, 2011). 

Sejak merdeka dari Uni Soviet, lima negara republik di 
Asia Tengah: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
dan Uzbekistan telah menawarkan diri sebagai daerah yang 
menarik bagi kemajuan diplomatik dan ekonomi bagi India dan 
Pakistan. Dua negara di Asia Selatan yang saling bersaing ini 
melihat Asia Tengah sebagai tawaran kesempatan untuk me- 
majukan kepentingan regional dan domestik mereka. Keduanya 
kini terkunci dalam persaingan atas perjanjian perdagangan, 
pakta pertahanan, dan pengaruh di Asia Tengah dalam tiga 
bidang kompetisi utama: (i) gas dan deposit minyak di Asia 
Tengah menjanjikan bagi kedua negara di Asia Selatan akses ke 
sumber daya energi yang besar bagi perekonomian mereka, 
terutama untuk perkembangan industri India: (ii) Asia Tengah 
menawarkan titik keuntungan geostrategis bagi kedua negara 
yang bersaing dalam hubungan dengan Rusia dan Tiongkok: 
dengan menonjol di Asia Tengah, setiap negara mencoba untuk 
memperluas jangkauan internasionalnya dengan mengorban- 
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Gambar 8. #earer Asia Tengah 
Sumber: http://www.indiana.edu/"afghan/maps.html 


kan yang lain, (iii) India dan Pakistan ingin menggunakan pe- 
ngaruh mereka di Asia Tengah untuk menaikkan kepentingan 
mereka berkaitan dengan lembah Kashmir (Akbarzadeh, 2003: 
219-220). 

Satu set kepentingan geostrategis yang kompleks, me- 
nurut Akbarzadeh ikut bermain di Asia Tengah, jauh lebih 
kompleks daripada The Great Game di abad ke-19 antara dua 
kerajaan kolonial Inggris dan Rusia. Jumlah pemain dalam per- 
mainan pun telah meningkat dan hal ini menciptakan jaringan 
faktor-faktor yang saling terkait. Baik Pakistan dan India melihat 
wilayah itu sebagai penawaran kesempatan untuk mendapat- 
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kan keunggulan regional dan berurusan dengan negara lain dari 
posisi yang kuat. Hal ini dipandang sebagai pencapaian tidak 
hanya karena mendapatkan pengaruh di Asia Tengah dan mem- 
bangun koalisi mitra regional, tetapi juga melalui konsolidasi 
hubungan mereka dengan satu atau lebih negara besar yang 
memiliki pertaruhan di Asia Tengah. 

India telah memainkan sedikit peran kunci sejak tahun 
1990, selanjutnya tidak pernah absen dalam urusan Asia Te- 
ngah. India menyadari tumbuhnya pengaruh Pakistan di Afgha- 
nistan di bawah Taliban. Oleh karena itu, mereka memberikan 
kontribusi kepada gerakan perlawanan anti-Taliban. New Delhi 
mengungkapkan bahwa mereka telah memasok perangkat ke- 
ras militer bagi Aliansi Utara senilai 8 juta dolar AS, beserta pe- 
nasehat militer dan teknisi untuk mengurusi helikopter serang 
MI-17 dan Ml-35 buatan Soviet (Akbarzadeh, 2003:224). 
''—yang 
terdiri dari Rusia, Tiongkok, dan India dengan Asia Tengah di 


Pada Februari 2002, gagasan “segitiga regiona 


pusatnya—didorong secara paksa oleh Menteri Luar Negeri 
Rusia, Igor Ivanov. Meski lambat tetapi menerus, dukungan 
India bergerak menuju visi segitiga dan itu menyatakan bahwa 
pilihan multilateralisme global merupakan bukti nyata dari ke- 
berhasilan strategi Rusia. Namun sesungguhnya, apakah keun- 
tungan Moskow dalam hal geostrategi sehingga mereka rela 
kehilangan keuntungan dalam bidang perdagangan dan ekono- 
mi dengan keterlibatan India yang lebih besar di Asia Tengah? 
Bukankah hal ini—tidak bisa dinafikan lagi—telah membantu 
reorientasi perekonomian Asia Tengah menjauh dari Rusia? 
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Menurut Akbarzadeh bahwa tampaknya pembuat kebijakan di 
Moskow pasrah terhadap menurunnya pengaruh ekonomi 
Rusia atas bekas daerah kekuasaan mereka itu. Ditambah lagi, 
mereka akhirnya menemui kesulitan untuk menoleransi dam- 
pak keamanan regional dan penurunan simbolis mereka sendiri 
selama berlangsungnya proses. Hanya saja, Moskow tidak akan 
membiarkan Asia Tengah menjadi sarang militansi Islam. 


Konflik di Laut Hitam 

Hingga Revolusi Besar Perancis, secara geopolitik supre- 
masi Laut Hitam diperselisihkan antara dua kekuatan besar: 
Kesultanan Otoman (Turki) dan Kekaisaran Rusia. Di antara ke- 
dua kekuatan tersebut, ditandatangani serangkaian perjanjian, 
yakni perjanjian yang memperbolehkan Rusia hak navigasi be- 
bas di laut dan kontrol atas beberapa selat, seperti Selat Kerci 
(Onetiu, 2012:238). Lebih lanjut, Onetiu menuliskan bahwa isu 
dominasi di Laut Hitam juga penting bagi negara-negara besar, 
seperti: Jerman, Perancis, dan juga Inggris Raya. Mereka —mes- 
kipun ingin menjadi lebih berpengaruh di daerah itu pada akhir 
abad ke-18 hingga awal abad ke-19—hanya mendapatkan hak 
navigasi bebas tanpa memiliki hak untuk melayarkan kapal mi- 
liter. Pertarungan berlanjut antara kekuatan Eropa yang besar 
dan Kekaisaran Rusia—Kerajaan Otoman berada di bawah per- 
lindungan Rusia, Laut Hitam menjadi pertaruhan penting di 
pertengahan abad ke-19. Kekuatan dari dua kerajaan ini di- 
pagari oleh pengenaan beberapa klausa dan larangan menem- 
patkan kapal militer di daerah tersebut. 
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Konsekuensi penting dari perubahan kekuasaan pada 
akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di wilayah Laut Hitam 
merupakan langkah pertama bagi rekonstruksi modern zona 
Eropa ini. Setelah PD I, Laut Hitam telah menjadi lautan untuk 
semua orang, di mana masing-masing negara pemenang pe- 
rang memiliki pengaruh: dan di akhir Perang Dingin, kawasan 
Laut Hitam diketemukan berada di tengah-tengah proses re- 
definisi dan restrukturisasi hubungan antarnegara di wilayah ini 
(Onetiu, 2012:238-239). 
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Gambar 9. Kawasan Strategis di Sekitar Laut Hitam 
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Black Sea 


Negara-negara di seputar cekungan Laut Hitam, dianggap 
sebagai pemain utama ekonomi dan keamanan wilayah, baik 
negara-negara bekas Soviet maupun negara-negara yang ber- 
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mitra dengan NATO dan UE, antara lain: Federasi Rusia, Ukra- 
ina, Rumania, Bulgaria, dan (bahkan) Turki. Sebagai jalan per- 
lintasan bagi tentara Amerika menuju zona perang di Afganis- 
tan dan Irak, peran Laut Hitam menjadi semakin penting, ter- 
utama setelah serangan teroris 9/11: dan sekarang dapat di- 
katakan bahwa daerah ini cenderung menjadi fokus politik glo- 
bal. Kepentingan ekonomi khusus berasal dari hubungan yang 
disadari antara daerah kaya SDA minyak dan gas alam—seperti 
Laut Kaspia—dan daerah yang merupakan konsumen besar 
energi seperti Eropa: sehingga siapapun yang memiliki kontrol 
atas wilayah ini memiliki kontrol atas energi (Onetiu, 2012:239). 

Onetiu menggambarkan wilayah Laut Hitam sebagai pe- 
nuh peluang dan risiko: berada di antara dua sumbu strategis: 
Laut Hitam - Laut Mediterania—di sisi selatan NATO, wilayah 
penting strategis bagi Aliansi Atlantik Utara terutama risiko 
lintas perbatasan—dan Laut Hitam - Kaukasus - Laut Kaspia— 
merupakan ruang transit sumber daya energi dari Asia Tengah, 
dipengaruhi oleh ketidakstabilan subregional di Asia Tengah. 
Dapat diamati bahwa wilayah Laut Hitam merupakan daerah 
yang memusatkan semua kepentingan para pemain interna- 
sional yang besar. Di sinilah pertempuran berlangsung untuk 


energi, bagi siapapun yang memiliki energi memiliki kekuatan. 


Konflik di Laut Cina Selatan 

Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) yang terhampar seluas 
800 ribu km? merupakan lautan semi tertutup, di mana 90 per- 
sen batas perairan lautnya dibingkai oleh garis pantai negara- 
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negara yang mengelilinginya yaitu Filipina, Malaysia, Brunei, 
Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Tiongkok, 
dan Taiwan. Sejak Tiongkok mengklaim Spratly tahun 1946, 
sengketa perbatasan wilayah di LCS mengganggu hubungan 
antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN: juga me- 
ngandung sentimen nasionalisme yang demikian kuat. 

Sengketa teritori di LCS memperebutkan empat gugusan 
pulau yaitu Pulau Pratas, Kepulauan Paracel, Scarborough Reef 
dan Macclesfield Bank, serta Kepulauan Spratly. Kepulauan dan 
gugusan karang yang ada memiliki nilai strategis. Pertama, ber- 
ada di dekat rute pelayaran internasional yang sangat penting. 
Kedua, merupakan wilayah yang secara potensial memiliki sum- 
ber daya perikanan laut dan hidrokarbon. Tercatat enam nega- 
ra mengklaim keberadaan pulau-pulau tersebut. Tiongkok, Tai- 
wan, dan Vietnam mengadu klaim kedaulatan masing-masing 
atas Kepulauan Paracel. Taiwan juga berhadapan dengan Tiong- 
kok demi memperebutkan Pulau Pratas dan Macclesfield Bank. 
Adapun Spratly disengketakan oleh enam negara, di mana Viet- 
nam, Taiwan, dan Tiongkok mengklaim keseluruhan gugus ke- 
pulauan: sedangkan Filipina, Malaysia, dan Brunei mengklaim 
kedaulatan atas sebagian darinya. 

Klaim persaingan yang tengah berlangsung atas kedaulat- 
an pulau-pulau, perairan teritorial terkait, dan asal Zona Ekono- 
mi Eksklusif (ZEE) telah menghasilkan sengketa yang luas dan 
rumit di LCS. Hal ini termasuk sengketa nama. Tiongkok me- 
nyebut wilayah maritim ini “Laut Selatan” (Nan Hai), Vietnam 
menyebutnya “Laut Timur” (Bien Dong), sedangkan Filipina me- 
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Gambar 10. Konflik Garis Perbatasan di Laut Cina Selatan 
Sumber: EIA, Middlebury College, NG, CIA Factbook 
nyebutnya “Laut Filipina Barat” (Dagat Kanlurang Pilipinas). 
Sengketa melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan 
Vietnam, serta Tiongkok dalam wujud Republik Rakyat Tiong- 
kok (RRT) dan Republik Cina (Taiwan). Kekuatan-kekuatan luar 
yang juga terlibat dalam perairan ini, terutama AS dan secara 
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sekunder: India, Jepang, dan Australia. Pertaruhan keamanan 
dan militer di LCS sangat tinggi. Organisasi regional ASEAN telah 
memfasilitasi beberapa manajemen konflik—dalam arti meng- 
hindari terlalu banyak pertempuran militer—namun belum 
menjadi perantara resolusi konflik untuk mengakhiri klaim 
konfliktual. Hasilnya tergambar dalam ketidaktegasan terkait 
konflik yang terjadi (Scott, 2012:1019). 

Dalam Asia-Pacific Security Forum 2012 di Jakarta (5/10), 
mantan Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono, mengata- 
kan bahwa sengketa LCS bukan hanya meliputi masalah terito- 
rial dan yurisdiksi saja, namun juga terkait dengan kepentingan 
dari negara yang bersengketa, khususnya Tiongkok. Hal senada 
juga dikatakan oleh Presiden Institute for Strategic and Deve- 
lopment Studies The Philippines, Carolina Hernandez, yang me- 
ngatakan bahwa sengketa LCS bukan hanya terkait dengan ma- 
salah teritorial, namun juga terkait dengan SDA yang ada di 
perairan tersebut. Perairan seluas 3,5 juta km? yang meliputi 
Kepulauan Paracel dan Spratley, serta Blok Half Moon yang di- 
klaim Filipina, diduga kaya minyak dan gas (Syafputri, 2012). 

Di saat permintaan kebutuhan energi dunia meningkat, 
negara-negara pengklaim berlomba menyiapkan rencana untuk 
mengeksploitasi cadangan hidrokarbon sehingga tidak meng- 
herankan jika sengketa akan terus berlanjut, terutama antara 
Tiongkok dan Vietnam. Beberapa waktu yang lalu, Oil and 
Natural Gas Corporation (ONGC)—sebuah BUMN dari India — 
menandatangani kesepakatan dengan PetroVietnam untuk 
membeli saham British Petroleum (BP) dalam eksplorasi minyak 
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dan gas di perairan lepas pantai Vietnam. Tidak lama kemudian, 
terjadi konfrontasi antara AL India dan Tiongkok di wilayah 
tersebut. 

Komandan AL India Laksamana D. K. Joshi menegaskan 
kepentingan India di perairan LCS, yakni dalam rangka peng- 
amanan aset perekonomian. Sejak Oktober 2011, ONGC Videsh 
Ltd. perusahaan tambang yang dimiliki Pemerintah India me- 
ngembangkan eksplorasi minyak dan gas di LCS, tepatnya di 
blok 127 dan 128 yang diklaim sebagai wilayah Vietnam. Hal ini 
mengekspresikan keinginan New Delhi untuk bersahabat de- 
ngan Vietnam dan mengabaikan peringatan Tiongkok untuk 
meninggalkan kawasan sengketa tersebut (Pant, 2012). 

Jurnalis CNN Tomas Etzler menuliskan liputan berjudul 
“Nelayan Tersandera Politik di Laut Cina Selatan” pada terbitan 
2 Maret 2013. Efren Forones (52 tahun), saat ini hanya men- 
dapatkan tangkapan ikan paling banyak 400 kilogram setiap kali 
melaut. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa men- 
capai tiga perempat ton. Para nelayan Filipina tidak dapat me- 
nangkap ikan di daerah perairan yang subur di sekitar Scarbo- 
rough Shoal. Forones selanjutnya memutuskan menetap di 
Masinloc menjadi pengumpul kerang dengan penghasilan lima 
dolar AS per hari. 

Sejak deklarasi Presiden Obama terkait Amerika “return 
to Asia” setahun yang lalu, ketegangan geopolitik semakin 
memanas di LCS dan menimbulkan gejolak di level regional. 
Saat ini, isu LCS telah menjadi titik fokus persaingan antara 
Tiongkok dan Amerika berkaitan dengan strategi AL Tiongkok 
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dan eksistensi Amerika ke depan di kawasan. Hal ini membuat 
sengketa tambah berbahaya dan menyedot perhatian, teruta- 
ma karena AS berusaha menegaskan kembali hegemoninya di 
Asia Pasifik dan memperkuat hubungan di bidang pertahanan 
keamanan dengan negara anggota ASEAN yang terlibat dalam 
sengketa. 

Strategi maritim AL Tiongkok di LCS secara tradisional 
telah dipandu tiga misi utama yaitu bertahan dari invasi Rusia, 
menangkal serangan nuklir dari sumber-sumber yang berbasis 
di laut, serta untuk melindungi SLOC dan klaim mereka atas 
sumber daya alam yang berdampingan dengan kepulauan di 
kawasan Asia Pasifik. Sebagaimana diketahui bersama bahwa 
Perang Dingin telah berlalu, prioritas dari misi tersebut telah 
bergeser dengan semakin pentingnya keamanan akses jalur 
laut dan sumber daya alam di kawasan ini. 

Tiongkok telah mengembangkan Blue-water Navy dan 
bercita-cita untuk memroyeksikan kemampuan laut lainnya, 
terutama daya jelajah pesawat tempur untuk meluaskan Zona 
Pertahanan Udara (ADIZ) dan kekuatan kapal selam. Tiongkok 
bermaksud mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik 
melalui doktrin strategis pertahanan aktif laut lepas, menjadi- 
kan perlunya AL Tiongkok dipersiapkan untuk sengketa ma- 
ritim. Berdasarkan gambar satelit terbaru yang diambil pada 8 
September 2015, Tiongkok terlihat membangun lapangan ter- 
bang (airstrip) ketiga di perairan LCS yang disengketakan. 
Tiongkok mereklamasi area berbentuk persegi berdinding pe- 
nahan sepanjang 3.000 meter di Mischief Reef, mirip dengan 
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landasan yang telah dibangun di pulau buatan Fiery Cross dan 
Subi Reefs di Kepulauan Spratly. 

Pada tahun 2013, Filipina telah mengajukan sengketa LCS 
ke Pengadilan Arbitrase PBB di Den Haag. Manila tidak bisa 
mengajukan sengketa wilayah kedaulatan mereka ke Mahka- 
mah Internasional sebab untuk mengajukannya dibutuhkan 
persetujuan dari Tiongkok—yang jelas-jelas menolak. Namun, 
lewat prosedur perselisihan di bawah UNCLOS, Filipina bisa me- 
ngajukannya meski tidak ada persetujuan dari Tiongkok. 

Sebagaimana analisis Andy Yee di buletin East Asia Forum 
berjudul Keterlibatan India dan Jepang dalam Sengketa Laut 
Cina Selatan, India dan Jepang sebagai negara nonpenggugat 
memiliki alasan untuk memasuki pertikaian. Bagi Jepang, 
keamanan SLOC adalah masalah vital, di mana lebih dari 80 
persen impor minyak dari Timur Tengah melewati LCS. 
Kebangkitan Tiongkok juga membawa hubungan India dan 
Jepang lebih dekat. Kedua negara menandatangani Joint State- 
ment Vision for Japan-India Strategic and Global Partnership in 
the Next Decade yang berisi pernyataan bersama tentang visi 
strategis dan kemitraan global antara Jepang dan India selama 
dekade mendatang dan Comprehensive Economic Partnership 
Agreement pada bulan Oktober 2010. Kehadiran AL India di 
Samudra Hindia dari Selat Hormuz hingga Selat Malaka akan 
menjadi komponen penting kerja sama maritim India-Jepang. 

Menyadari pentingnya kawasan Asia-Pasifik dan domain 
maritim bagi keamanan Amerika, Departemen Pertahanan AS 
lebih fokus dalam menjaga kebebasan di laut (freedom of the 
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seas), mencegah konflik dan kekerasan, serta mempromosikan 
kepatuhan terhadap hukum dan standar internasional. Seperti 
halnya di seluruh dunia, Departemen Pertahanan AS akan terus 
terbang, berlayar, dan beroperasi di manapun hukum inter- 
nasional berlaku, dalam rangka mendukung tujuan dan melang- 
gengkan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. 

Di dalam dokumen The Asia-Pacific Maritime Security 
Strategy yang dilansir Pemerintah AS disebutkan bahwa kawas- 
an maritim Asia merupakan perlintasan penting bagi perda- 
gangan global, dan akan menjadi bagian penting yang diharap- 
kan dari kawasan ini yakni pertumbuhan ekonomi. AS pun ingin 
memastikan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan 
Asia Pasifik. Pentingnya jalur laut Asia Pasifik dalam perdagang- 
an global tidaklah berlebihan. Delapan dari sepuluh pelabuhan 
kontainer tersibuk di dunia berada di kawasan Asia Pasifik: dan 
hampir 30 persen dari perdagangan maritim dunia transit di LCS 
per tahun, di mana sekitar 1,2 milyar dolar nilai perdagangan 
menuju Amerika. Sekitar dua per tiga pengapalan minyak dunia 
melalui Samudra Hindia menuju Pasifik. Pada tahun 2014, lebih 
dari 15 juta barel minyak melewati Selat Malaka setiap hari. 

Sekelompok peneliti global IHS mengatakan bahwa ang- 
garan pertahanan Tiongkok berlipat ganda dalam kurun 2011- 
2015, melampaui pengeluaran gabungan dari semua pasar per- 
tahanan utama lainnya di kawasan Asia Pasifik (lihat Gambar 
11). Anggaran pertahanan Tiongkok mencapai 119,8 milyar 
dolar tahun lalu dan akan meningkat menjadi 238,2 milyar dolar 
di tahun 2015. Sebagai komparasi, angka yang tercatat di tahun 
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2015 melebihi total gabungan anggaran pertahanan dari 12 
negara dengan nilai terbesar di wilayah ini—sejumlah 232,500 
milyar dolar—dan hampir empat kali lipat belanja pertahanan 
Jepang. 


Asia defence projections Sa seo ati ts aetonce sutgetty 2015, 
bitrans 


# 100 
Gambar 11. Pengeluaran Belanja Pertahanan (dalam milyar dolar AS) 
Sumber: AFP dari IHS Jane's Defence Budget 
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Negara-negara di Asia Tenggara memprioritaskan penge- 
luaran untuk angkatan laut dan penjaga pantai mereka di te- 
ngah meningkatnya ketegangan di LCS. Ketika kemampuan me- 
reka meningkat, risiko akan konfrontasi di perairan yang dipe- 
rebutkan akan lebih sulit untuk ditahan. Merujuk /HS Jane's 
Defence Weekly, anggaran pertahanan tahunan di Asia Teng- 
gara diproyeksikan mencapai 52 milyar dolar pada tahun 2020, 
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meningkat dari 42 milyar dolar di tahun 2015. Sepuluh negara 
di Asia Tenggara diperkirakan menghabiskan anggaran 58 mil- 
yar dolar untuk pengadaan peralatan militer baru selama lima 
tahun ke depan, di mana bagian terbesar untuk kebutuhan ang- 
katan laut. Kebanyakan peralatan tersebut kemungkinan akan 
digunakan di seputaran LCS. 

Akankah masalah LCS memicu perang dunia ketiga? AS 
dan Tiongkok semakin berbeda pendapat dalam beberapa 
bulan terakhir terkait pembangunan pulau buatan, mengubah 
lahan yang aslinya di bawah permukaan air menjadi lapangan 
udara. Menteri Pertahanan AS, Ash Carter menegaskan bahwa 
AS menentang militerisasi lebih lanjut atas tanah yang diper- 
sengketakan. Di lain pihak, salah satu pejabat militer Tiongkok 
menyatakan reklamasi lahan dibenarkan, sah, dan wajar. 

Gordon Chang, penulis buku The Coming Collapse of 
China, memprediksi LCS bisa saja menjadi zona perang besar 
berikutnya. la menyebutnya sebagai klasik “zero-sum game" 
Tiongkok untuk menantang hegemoni AS di LCS. Tiongkok me- 
lihat LCS sebagai salah satu kepentingan utama dengan tidak 
ada ruang untuk bernegosiasi, sementara AS telah menahbis- 
kan dirinya menjadi kekuatan maritim berpengaruh selama dua 
abad terakhir. Kedua negara berharap mendapatkan pengaku- 
an dalam hal sengketa LCS. 

Perhatian juga harus diberikan kepada Korea Utara de- 
ngan pengembangan senjata nuklirnya. Meskipun tetap tenang 
hingga saat ini, kemungkinan untuk mengambil keuntungan da- 
ri perselisihan LCS di masa mendatang tentu ada. Korea Utara 
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bisa menjadi elemen yang sangat berbahaya. Pemerintahan 
Kim Jong Un memiliki sejarah perpecahan dengan pemerintah 
Tiongkok, meski keduanya bertindak dengan ideologi yang sa- 
ma yakni komunis. 

Investor Amerika ternama, George Soros, juga menyata- 
kan keprihatinan atas agresifitas Tiongkok di LCS. Jika Tiongkok 
mengalami permasalahan ekonomi, ada kemungkinan untuk 
melakukan perang dunia ketiga dalam rangka mencapai solida- 
ritas nasional dan untuk mendapatkan dirinya keluar dari ke- 
sulitan ekonomi. Bahkan jika Tiongkok dan AS tidak terlibat da- 
lam perang secara langsung, ada kemungkinan besar konflik 
militer berlaku antara Tiongkok dengan salah satu mitra per- 
tahanan keamanan AS yakni Jepang. PD III pun bisa berlangsung 
sebagai akibatnya. 

Menurut penasihat senior CSIS, Bonnie S. Glaser, yang 
paling mungkin dan berbahaya adalah clash yang bermula dari 
operasi militer AS dalam ZEE Tiongkok yang memprovokasi res- 
pon angkatan bersenjata Tiongkok (PLA). AS menyatakan bah- 
wa tidak ada dalam UNCLOS atau praktik negara yang menega- 
sikan hak pasukan militer dari semua negara untuk melakukan 
kegiatan militer di ZEE tanpa pemberitahuan dan/atau perse- 
tujuan terlebih dahulu kepada negara pemilik. Kontingensi 
kedua melibatkan konflik antara Tiongkok dan Filipina atas de- 
posit gas alam, terutama di area Reed Bank yang diperseng- 
ketakan. AS bisa menariknya ke dalam konflik Tiongkok-Filipina 
karena sejak tahun 1951 memiliki perjanjian pertahanan Mutu- 
al Defense Treaty dengan Filipina. Kontingensi ketiga melibat- 
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kan perselisihan antara Tiongkok dan Vietnam terkait survei 
seismik dan/atau pengeboran minyak dan gas. Kedekatan hu- 
bungan AS-Vietnam bisa memberi semangat Hanoi menjadi le- 
bih konfrontatif terhadap Tiongkok dalam masalah LCS. 

Dalam kondisi demikian, menurut Yudhoyono (2012b: 
20), Indonesia akan terkena implikasi seiring posisi strategis 
negeri ini dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan 
kawasan. Implikasi yang tercipta bisa bersifat positif maupun 
negatif. Demi meresponnya, Indonesia harus memiliki kekuatan 
TNI Angkatan Laut yang mampu mengamankan kepentingan 
nasional terkait dengan domain maritim. Kemampuan TNI AL 
yang kuat dapat meminimalkan implikasi negatif dinamika geo- 
politik terhadap stabilitas kawasan dan sekaligus memperkuat 
posisi tawar Indonesia dalam percaturan kawasan. Selain itu, 
TNI AL dapat berkontribusi positif terhadap ekonomi Indonesia 
melalui kemampuan untuk mengamankan SLOC Indonesia di 
dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi, serta mengamankan 
sumber daya laut di wilayah perairan yurisdiksi. 

Tiongkok telah lama menegaskan kedaulatannya atas 
segala sesuatu di dalam garis klaimnya, termasuk bagian yang 
overlap dengan ZEE Indonesia, akan tetapi tidak ada cara untuk 
menegakkan klaim tersebut. Angkatan Laut/Udara Tiongkok ti- 
dak dapat memproyeksikan kekuatannya ke selatan LCS. Dalam 
hal ini, Indonesia bebas untuk mengecilkan atau malah menia- 
dakan persengketaan dengan Tiongkok. Namun demikian, ke- 
kuatan AL/AU Tiongkok di seputaran LCS tumbuh dengan cepat. 
Selama dekade terakhir, Tiongkok telah membangun pangkalan 
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AL utama di Teluk Yalong, Pulau Hainan. Tempat tersebut me- 
rupakan pangkalan bagi kapal selam terbaru bertenaga nuklir, 
kapal perusak, dan fregat milik AL Tiongkok. 

Pada bulan Maret 2013 dan Februari 2014, AL Tiongkok 
melakukan latihan perang amfibi di dekat James Shoal, hanya 
berjarak 150 km dari perairan Indonesia. Tiga bulan kemudian, 
Tiongkok ribut dengan Vietnam terkait rig pengeboran minyak 
lepas pantai milik Tiongkok bernama Hai Yang Shi You 981 yang 
beroperasi di perairan yang disengketakan. Akhirnya rahasia 
terbongkar di musim panas bahwa Tiongkok telah memperce- 
pat upayanya untuk memperluas pulau buatan yang terhampar 
di gugusan Spratly. 

Sengketa LCS berpotensi menimbulkan tantangan bagi 
hak penguasaan laut Indonesia di bawah UNCLOS. Sembilan 
garis terputus (nine-dash line) atas perairan LCS yang diklaim 
Tiongkok berdekatan dengan Kepulauan Natuna. Sampai saat 
ini, Indonesia memang berada di luar urusan sengketa alias 
netral. Namun demikian, sebagai negara kepulauan, Indonesia 
berhak atas ZEE di sekitar Kepulauan Natuna yang terletak di 
LCS. Dalam zona tersebut, terdapat beberapa ladang gas alam 
lepas pantai terbesar. Sebagian dari wilayah ZEE berada dalam 
area sembilan garis terputus yang diklaim Tiongkok. 

Kerisauan Indonesia atas klaim wilayah oleh Tiongkok 
juga tercerminkan dalam kepentingan ekonominya. Selain ke- 
kayaan sumber daya laut, cadangan gas alam yang cukup ba- 
nyak diyakini terletak di dasar laut Natuna. Berdasarkan kertas 
kerja RSIS, Jakarta mengklasifikasikan ladang gas lepas pan- 
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tai—termasuk Blok D-Alpha Natuna—sebagai area penting bagi 
ketahanan energi. Meskipun Indonesia relatif diam dalam ope- 
rasi pengurukan yang dilakukan Tiongkok, kekhawatiran atas 
kegiatan lepas pantai yang merusak ekosistem laut juga ber- 
kembang di dalam negeri. Menurut Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, perairan Natuna merupakan daerah yang rentan 
terhadap penangkapan ikan secara ilegal, merugikan negara 
miliaran dolar per tahun. 

Konfrontasi senjata berkepanjangan di LCS cenderung 
berpotensi mengganggu aspirasi Indonesia dalam hal stabilitas 
geopolitik di Asia Timur. Jakarta melihat perselisihan multipihak 
sebagai uji pemanasan bagi kenaikan pamor Tiongkok dan 
kemitraan komprehensif strategis bilateral dengan Beijing. 
Namun demikian, pusat perhatian tetaplah implikasi dari seng- 
keta maritim terhadap otonomi regional dan kemampuan 
ASEAN dalam mengelola perkembangan arsitektur kawasan. 

Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa posisi satu 
negara dalam satu perselisihan bergantung kepada kepenting- 
an negara tersebut terhadap perselisihan itu. Bisa dikatakan 
semua negara ASEAN, baik yang terlibat secara langsung mau- 
pun tidak langsung dalam perselisihan LCS, akan menaruh per- 
hatian besar terhadap kepentingan mereka dalam menentukan 
posisi mereka. Sayangnya, negara ASEAN akhirnya terpecah 
oleh berbagai kepentingan di baliknya—meskipun ada Code of 
Conduct (tata perilaku) tetapi asasnya setiap negara akan men- 
coba menyelesaikan masalah berdasarkan kepentingan negara 
masing-masing. 
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Saat ini, dua kekuatan dunia yaitu Tiongkok dan AS se- 
dang berebut pengaruh ASEAN. Tidak hanya berebut pengaruh 
secara militer, tetapi juga berebut pengaruh dalam ideologi dan 
ekonomi. Terkait dengan sengketa LCS, keduanya berebut 
pengaruh militer untuk mendapatkan dukungan dari negara 
, pa- 
ling besar, dan berpengaruh di ASEAN: membuat kedua ke- 


Hd 


ASEAN. Indonesia merupakan negara yang paling “netra 


kuatan berusaha mengambil hati Indonesia agar mendukung 
salah satunya. Dibutuhkan sikap bijak Pemerintah agar tetap 
netral namun tetap memelihara perdamaian dalam perseli- 
sihan LCS. Ini juga peluang bagi Indonesia untuk melakukan 
modernisasi militernya dengan menerima bantuan dari Tiong- 
kok, AS, Rusia, Australia, dan negara lainnya. 

Beberapa negara di kawasan sebenarnya memiliki kapa- 
sitas AL yang cukup signifikan untuk bekerja sama dengan Indo- 
nesia menyediakan alat pencegah yang efektif bagi agresi. 
Australia sebagai negara nonpengklaim memandang LCS jalur 
laut paling berharga di dunia karena pengiriman cadangan gas 
alam dan ekspornya melewati jalur laut tersebut. Jepang me- 
miliki kebutuhan dan alasan strategis membantu negara Asia 
Tenggara untuk ikut menjadi counterbalance bagi Tiongkok. 
Namun, konstitusi Jepang tidak memungkinkan Pasukan Bela 
Diri Jepang untuk melakukan sesuatu kecuali melindungi wila- 
yahnya sendiri. 

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu mengatakan 
bahwa Indonesia akan memperkuat sistem persenjataan di 
Pulau Natuna guna mengantisipasi ancaman di masa depan dari 
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sengketa LCS. Indonesia akan melengkapi Natuna dengan pela- 
buhan dan memperpanjang landasan pacu di pangkalan udara 
militer Ranai. Landasan pacu diperhitungkan cukup untuk me- 
nampung empat jet tempur. Indonesia sebelumnya telah me- 
ningkatkan pangkalan Angkatan Laut di Pontianak, Kalimantan 
Barat menjadi pangkalan utama untuk mengantisipasi risiko 
sengketa semacam yang bisa saja meletus di laut. 

Akhirnya, visi Indonesia menuju Poros Maritim Dunia 
tidak terbatas pada dimensi ekonomi saja, tetapi juga fungsi 
pertahanan keamanan wilayah, termasuk perlindungan kedau- 
latan negara di dalamnya. Batas maritim yang belum tersele- 
saikan di LCS, lebih lanjut dapat mengganggu stabilitas per- 
batasan dan keamanan maritim negara Indonesia. 


Ranah Maya (Cyberspace) 

Nagy (2012:14) berpendapat bahwa sekarang ini, daerah 
kekuasaan (domain) ditandai dengan penggunaan spektrum 
elektronik dan elektromagnetik untuk menyimpan, memodifi- 
kasi, dan mempertukarkan data melalui sistem jaringan dan 
infrastruktur fisik yang terkait —dikenal sebagai ranah maya — 
telah berkembang secara signifikan memengaruhi geostrategi. 
Revolusi informasi yang telah menciptakan ruang (domain) ba- 
ru bagi aktivitas manusia kebanyakan sudah berakhir. Kehadir- 
an negara dan militer di ranah maya menjadi penting untuk 
mempertahankan kehadirannya di semua domain lain, menem- 
patkan kepentingannya dalam mendukung kekuatan darat dan 
laut setara dengan kekuatan udara dan ruang angkasa. Sifat 
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ranah maya ada di mana-mana—kenyataan yang telah menjadi 
bagian penting untuk setiap jenis proyeksi kekuatan—diterje- 
mahkan ke dalam fakta bahwa ranah maya kini penting untuk 
memelihara kekuatan nasional secara keseluruhan dan juga 
untuk keamanan nasional. Sebagaimana sekarang di garis de- 
pan perjuangan geostrategis—pada akhirnya perjuangan untuk 
ruang—antara kekuatan-kekuatan besar terutama: AS, Tiong- 
kok, dan Rusia. Ketiga negara tersebut membuat dan memiliki 
bagian yang lebih baik dari kekuatan ranah maya di seluruh 
dunia, atau kemampuan menggunakan ranah maya untuk men- 
ciptakan keuntungan dan memengaruhi peristiwa dalam ling- 
kungan operasional lainnya dan atas instrumen kekuatan. 
Kekuatan ranah maya sangat penting bagi keamanan 
nasional. Kekuatan ranah maya nasional dapat dibagi ke dalam 
dua kategori besar: pengamanan siber (cyber security) dan ope- 
rasi informasi (information operations). Berkembangnya ke- 
pentingan akan infrastruktur informasi penting—internet dan 
jaringan informasi yang terkait, jaringan telepon seluler, bank, 
e-governance, dan lain-lain: semua bagian dari jaringan infor- 
masi internasional—dalam mendukung dan memelihara semua 
infrastruktur penting (transportasi, pembangkit dan distribusi 
energi, distribusi air, penegakan hukum dan militer, dan lain- 
lain yang merupakan dasar berfungsinya negara) dan keren- 
tanan nasional, menjadi alasan yang mendasari kebutuhan 
untuk menciptakan pengamanan siber nasional. Pengamanan 
siber adalah tanggung jawab lembaga keamanan nasional sipil 
dan militer. Fokus pengamanan siber adalah perlindungan in- 
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frastruktur nasional yang penting dari serangan siber—serang- 
an melalui jaringan informasi—dan pertahanan infrastruktur 
informasi nasional dari serangan siber dan fisik (Nagy, 2012:16). 

Sebuah peran sekunder tetapi muncul adalah perlindung- 
an informasi berharga dari spionase siber memanfaatkan Ope- 
rasi Jaringan Komputer (Computer-Network Operations - CNO). 
Oleh karena sifat ranah maya yang ada di mana-mana dan se- 
lalu berubah, sulit untuk menetapkan batas-batas antara tang- 
gung jawab lembaga-lembaga sipil dan militer. Hal ini men- 
ciptakan perlunya koordinasi yang intens antarsemua aktor 
yang terlibat. Tugas militer dalam pengamanan siber terutama 
perlindungan infrastruktur militer penting (seperti: pusat ko- 
mando, informasi dan jaringan komunikasi militer, dan lainnya) 
dan mengambil bagian dalam perjuangan melawan spionase 
dan terorisme siber, di mana kepentingan militer bertalian: dan 
lebih dari itu semua, memimpin upaya pengamanan siber 
nasional melawan serangan siber besar-besaran yang dilaku- 
kan oleh militer atau pemerintah negara lainnya. Strategi ranah 
maya nasional AS dan strategi siber Pentagon telah menetap- 
kan opsi bagi presiden memerintahkan militer untuk meng- 
eksekusi serangan balasan militer konvensional asalkan serang- 
an siber memiliki efek sebanding dengan serangan militer. 
Dengan memahami sifat ranah maya, strategi tersebut meng- 
garisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam peng- 
amanan siber (Nagy, 2012:16-17). 

Operasi informasi (INFOOPS, IO) atau perang informasi 
adalah seperangkat dari berbagai subbidang teknis dan terkait 
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SDM dalam pengintaian militer dan intelijen yang berkaitan 
dengan penggunaan informasi dalam memerangi musuh—baik 
di level strategis, operasional, dan taktik—dikombinasikan de- 
ngan kerusakan fisik jaringan informasi musuh. Subbidang 
INFOOPS adalah Electronic Warfare (EW), Signal Intelligence 
(SIGINT), CNO, Psychological Operations (PSYOPS), keamanan 
operasional, dan penipuan. Perlu dicatat bahwa semua tugas 
militer dalam pengamanan siber nasional juga merupakan ba- 
gian dari IO (Nagy, 2012:17). 
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oleh Juniawan Priyono, Herman & Purnomo Yusgiantoro 


“Siapa yang 'menguasai' jantung arsipel Indonesia akan 
menguasai arterinya dan siapa yang 'menguasai' arteri akan 
berdaulat atas keseluruhan Negara-Bangsa Indonesia.” 

— Daoed Joesoef 


Dokumen Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 
2005-2025 menyebutkan bahwa upaya pertahanan dan ke- 
amanan negara telah memberikan kontribusi bagi pemben- 
tukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penye- 
lenggaraan pembangunan dalam rangka pencapaian cita-cita 
bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 
Tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, me- 
majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berda- 
sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pre- 
siden RI No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Perta- 
hanan Negara Tahun 2015-2019, secara konseptual, geopolitik 
Indonesia adalah Wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan 
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara 
mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhineka- 
an untuk mencapai tujuan nasional. 
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Sementara itu, dalam dokumen yang sama, geostrategi 
Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam 
memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan 
tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai 
kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia diru- 
muskan dalam wujud konsep Ketahanan Nasional. Jika dirunut 
ke belakang, pernyataan Wawasan Nusantara sebagai wawas- 
an ketatanegaraan dan Ketahanan Nasional sebagai pendekat- 
an dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dituangkan 
dalam beberapa Ketetapan (TAP) MPR: No. IV/MPR/1973, No. 
IV/MPR/1978, No. II/MPR/1983, No. II/MPR/1988, No. II/MPR 
/1993, dan No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). 

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah konsep pengem- 
bangan kemampuan dan kekuatan nasional melalui pengatur- 
an dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang 
seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan 
secara utuh menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, 
UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Konsepsi Ketahanan Na- 
sional merupakan sarana untuk mewujudkan kondisi kemam- 
puan dan kekuatan nasional (Lemhannas, 1997a:8). 

Jika menilik sejarah, pengembangan awal geopolitik dan 
geostrategi Indonesia dilakukan oleh para pemikir di Sekolah 
Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan peserta 
Kursus Reguler Angkatan (KRA) I Lemhannas pada tahun 1965 
dalam bentuk Konsepsi Ketahanan Revolusi (Suradinata dan 
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Dinuth, 2001:xxvii). Hal ini merupakan tindak lanjut dari ama- 
nat Presiden Soekarno pada kuliah pertama KRA I Lemhannas 
tanggal 20 Mei 1965, yang bertepatan dengan diresmikannya 
lembaga tersebut. Bung Karno menyampaikan materi tentang 
geopolitik—bahasan yang sudah pernah disinggung dalam pi- 
dato tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka (philosophische 
grondslag) 1 Juni 1945 —berikut: 


“Saudara-saudara. Saya diminta untuk memberi amanat dan ku- 
liah pertama. Malahan ditentukan bahwa kuliah pertama saya itu 
mengenal hal geopolitik. Barangkali lebih baik sekarang saya se- 
kadar memberi amanat saja. Tentang kuliah, geopolitik, Insya 
Allah akan saya berikan lain waktu. Ini tidak berarti bahwa saya 
tidak menganggap geopolitik adalah amat penting untuk perta- 
hanan nasional, sama sekali tidak. Malahan pertahanan nasional 
hanya dapat sempurna semaksimum-maksimumnya, jikalau kita 
mendasarkan pertahanan nasional itu atas pengetahuan geopo- 
litik.” (Soekarno, 1965:99) 

Namun demikian, pidato yang dianggap Suradinata dan Dinuth 

sebagai suatu political strategical guidance tersebut belum di- 

lengkapi dengan konsep geostrategi. 

Sebagai tindak lanjut pengarahan Presiden Soekarno, 
saat itu tim Lemhannas menyusun kertas kerja berjudul Pokok- 
Pokok Pikiran tentang Pertahanan dan Ketahanan Nasional 
Republik Indonesia. Namun akibat peristiwa G30S/PKI, Lem- 
hannas termasuk elemen bangsa yang dikerahkan untuk me- 
lakukan konsolidasi dalam rangka menegakkan pemerintahan 
Orde Baru sehingga pemikiran tersebut terlupakan. Seiring 
waktu dan perubahan organisasi, berlangsung pengembangan 


pemikiran konsepsi Ketahanan Nasional. Hingga tahun 2000, 


187 


4. Geostrategi Indonesia 


Lemhannas telah menghasilkan beberapa konsepsi, antara lain 
konsepsi tahun 1968, 1969, 1972, dan 1974. Pada konsepsi 
tahun 1968 dan 1969, Ketahanan Nasional merupakan keuletan 
dan daya tahan, sedangkan dalam konsepsi tahun 1972 di- 
nyatakan sebagai suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan 
dan ketangguhan yang berasaskan Astagatra (Suradinata dan 
Dinuth, 2001:xxix). 

Strategi adalah himpunan upaya untuk mencapai tujuan 
politik: artinya bagaimana upaya mencapai segala sesuatu yang 
diinginkan atau ditetapkan oleh politik. Jika mengingat bahwa 
strategi itu suatu upaya pelaksanaan, strategi merupakan suatu 
seni yang mendasarkan pada feeling dan pengalaman, namun 
sekaligus juga ilmu karena dapat dipelajari dari data dan fakta 
yang ada dan/atau diperoleh. Seni dan ilmu tersebut digunakan 
untuk membina, mengelola, menggunakan, atau memanfaat- 
kan sumber daya yang dimiliki di dalam suatu rencana dan 
tindakan. Strategi biasanya menjangkau masa depan sehingga 
pada umumnya disusun secara bertahap dengan memperhi- 
tungkan faktor-faktor yang memengaruhi. Berkelindan dengan 
hal tersebut, geostrategi adalah perumusan strategi nasional 
dengan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografi 
sebagai faktor utama. Sebagai contoh, dalam menentukan stra- 
tegi nasional untuk memenuhi tujuan politik nasional, bangsa 
Indonesia memerhatikan kondisi geografi berupa kepulauan 
dan posisinya di antara benua Asia dan Australia serta di antara 
Samudra Hindia dan Pasifik (Lemhannas, 1997b:11). 
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Suradinata (2005:33) menuliskan bahwa pada awalnya 
geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan 
militer/perang. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diarti- 
kan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 
sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui 
proses pembangunan nasional. Oleh karena tujuannya itu, 
maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Keta- 
hanan Nasional. 


Ketahanan Nasional Geostrategi Indonesia: Benarkah? 

Pada kesempatan ceramah di Chatham House, London 
(24/6/2010) bertema Indonesian National Resilience in the 
Framework of ASEAN, Gubernur Lemhannas mengakui bahwa 
Ketahanan Nasional Indonesia secara alamiah lebih bersifat 
defensif, less millitaristic, dan inward-looking. Ketahanan Nasi- 
onal secara sederhana diterjemahkan sebagai kemampuan 
untuk pulih dari kondisi tak terduga. Ketahanan Nasional me- 
miliki berbagai model, seperti: engineering resilience yakni ke- 
mampuan negara untuk keluar dari krisis dan kembali pada 
situasi normal: ecological resilience yakni kemampuan negara 
untuk mengadopsi dan mengadaptasi perubahan positif dari 
pembangunan: serta anticipatory resilience yaitu kemampuan 
untuk merasionalisasi, memprediksi, dan mengantisipasi bera- 
gam tantangan dan perubahan di masa mendatang. 

Menurut Lemhannas (1997a:22), sistem kehidupan nasi- 
onal akan selalu berorientasi dengan lingkungannya, baik ling- 
kungan dalam maupun lingkungan luar. Dalam proses interaksi 


189 


4. Geostrategi Indonesia 


tersebut, dapat timbul berbagai dampak yang bersifat positif 
maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan sikap mawas ke 
dalam maupun ke luar. Mawas ke dalam bahwa Ketahanan 
Nasional bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi 
kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang 
proporsional untuk meningkatkan kualitas harkat, martabat, 
dan derajat bangsa agar memiliki kemampuan mengembang- 
kan kehidupan nasionalnya. Mawas ke luar diperlukan untuk 
dapat mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak 
lingkungan strategis, terutama terhadap kenyataan adanya sa- 
ling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. 
Dalam rangka menjamin dan memperjuangkan kepentingan 
nasional, Ketahanan Nasional harus mendukung upaya mawas 
ke luar dengan tujuan mengembangkan kemampuan-kekuatan 
nasionalnya, serta menjalin kerja sama yang saling mengun- 
tungkan dengan negara-negara lain. Ketahanan Nasional harus 
mengandung tujuan mengembangkan kekuatan nasional yang 
dapat memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya saing. 
Penyelenggaraan Ketahanan Nasional menggunakan asas 
kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa ada setiap saat 
dalam kehidupan nasional, tergantung dari kondisi nasional dan 
internasional serta situasi yang dihadapi. Pada suatu saat, titik 
berat dapat diletakkan pada pendekatan keamanan, dan di saat 
lain dialihkan ke pendekatan kesejahteraan. Kesejahteraan dan 
keamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di- 
pisahkan, di mana penyelenggaraan kesejahteraan memerlu- 
kan tingkat keamanan tertentu: sebaliknya penyelenggaraan 
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keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. 
Penyelenggaraan Ketahanan Nasional menghasilkan gambaran 
tentang kesejahteraan dan sekaligus keamanan nasional (Lem- 
hannas, 1997a:21). 

Secara umum, geostrategi merupakan arah geografis 
kebijakan luar negeri suatu negara: memiliki karakter agresif, 
ofensif, dan outward-looking. Geostrategi menggabungkan 
pertimbangan strategi dengan geopolitik dan peran militer 
selalu ada di dalamnya. Sementara itu, konsepsi Ketahanan 
Nasional sebagai geostrategi Indonesia adalah strategi nasional 
bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai 
ruang hidup untuk merancang arahan tentang kebijakan, sa- 
rana, serta sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan 
dan tujuan nasional. Ketahanan Nasional sebagai strategi na- 
sional lebih bersifat pertahanan diri (defensif) dan inward- 
looking, serta berasas kesejahteraan dan keamanan. Jika di- 
perbandingkan, terdapat perbedaan yang mendasar antara ke- 
duanya sehingga konsepsi Ketahanan Nasional perlu diuji fal- 
sifikasinya sebagai geostrategi Indonesia. 

Menurut penulis, Lemhannas menggunakan penalaran 
deduktif untuk menarik konsepsi Ketahanan Nasional ke dalam 
geostrategi dengan logika silogistik berikut: (1) strategi peng- 
aturan kehidupan nasional dengan memanfaatkan kondisi geo- 
grafis untuk mencapai Tujuan Nasional merupakan geostrategi: 
(2) Ketahanan Nasional merupakan strategi bangsa Indonesia 
dalam upayanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
(tujuan nasional): karena itu (3) Ketahanan Nasional merupa- 
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kan geostrategi. Penggunaan penalaran deduktif mengharus- 
kan premis-premis yang benar untuk mendapatkan simpulan 
yang benar, meski harus diingat bahwa penalaran deduktif me- 
miliki keterbatasan. Kesimpulan silogisme tidak bisa melebihi isi 
premis-premisnya sehingga harus dimulai dengan premis yang 
benar agar dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya. 
Dalam hal ini, premis (1) yang dimunculkan oleh Lemhannas 
patut dipertanyakan karena meninggalkan pemaknaan geostra- 
tegi: sifat agresif ofensif, outward-looking, dan peran militer. 
Sebagaimana Schnitzer, Lim, Brzezinski, Grygiel, Ashrafpour, 
Rogers, dan Simon mengemukakan bahwa geostrategi berkait- 
an dengan strategi, baik perencanaan dan tindakan strategis 
serta arti penting militer dalam upaya memengaruhi politik luar 


negeri. 


Uji Falsifikasi 

Kebenaran konsepsi Ketahanan Nasional sebagai geostra- 
tegi Indonesia diuji secara epistemologis dengan uji falsifikasi 
Popper untuk menunjukkan bukti-bukti pada perifer mana 
geostrategi berlaku dan tidak berlaku dalam konsepsi Keta- 
hanan Nasional. Berdasarkan karakteristik geostrategi, uji falsi- 
fikasi ditekankan pada enam bahasan utama: (1) unsur strategi, 
(2) tujuan akhir geostrategi dan cara untuk mencapai tujuan: 
(3) terkait kebijakan luar negeri dan outward-looking, (4) per- 
timbangan faktor geografis dan geopolitis: (5) pola perubahan: 
dan (6) karakter agresif-ofensif geostrategi. 
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1. Unsur Strategi 

Berbeda dengan geopolitik yang sulit untuk didefinisikan 
secara spesifik karena maknanya cenderung berubah mengikuti 
periode sejarah dan perubahan tatanan dunia (lihat O Tuathail, 
1998c:1), terminologi geostrategi tidak mengalami banyak 
perubahan. Sejak Frederick Lewis Schuman merujukkan istilah 
ini sebagai terjemahan dari Wehrgeopolitik atau geopolitik 
perang yang berkembang di Jerman, makna dan ruang lingkup 
keilmuan ini tidak banyak berubah. 

Menurut Gray (2007:284), akar kata “strategi” dalam geo- 
strategi mengikuti definisi Clausewitz yang mengacu pada 
pemanfaatan penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan 
untuk tujuan akhir kebijakan. Fokus strategi memastikan bahwa 
perhatian utama akan adanya bantuan perantara berupa ke- 
kuatan militer. Strategi merupakan jembatan yang menghu- 
bungkan kebijakan dengan kekuatan militer. Pada dekade se- 
sudahnya, ketika faktor militer telah bercampur dengan faktor 
politik, ekonomi, dan psikologis: muncul-lah istilah grand stra- 
tegy atau strategi raya. Menurut Matloff, strategi raya berarti 
seni memanfaatkan semua sumber daya suatu bangsa atau ke- 
lompok bangsa untuk mencapai sasaran perang dan damai 
(Salusu, 1996:86) 

Konsepsi Ketahanan Nasional membahas perihal strategi 
dalam wujud gatra pertahanan keamanan. Menurut Lem- 
hannas, falsafah dan pandangan tentang pertahanan keaman- 
an negara Indonesia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 
dan Batang Tubuh UUD 1945. Bangsa Indonesia cinta damai 
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dan ingin bersahabat dengan semua bangsa di dunia serta tidak 
menghendaki terjadinya sengketa bersenjata ataupun perang. 

Pertahanan dan keamanan nasional Indonesia adalah 
daya upaya seluruh rakyat semesta Indonesia dengan ABRI 
sebagai intinya dan merupakan salah satu fungsi utama dari 
Pemerintah dan negara RI guna mewujudkan Ketahanan 
Nasional dalam rangka menciptakan keamanan bangsa dan 
negara, serta keamanan perjuangannya. Pertahanan dan ke- 
amanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan 
menggerakkan seluruh potensi nasional—termasuk kekuatan 
masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional —secara ter- 
integrasikan dan terkoordinasikan (Lemhannas, 1997a:85). 

Ketahanan Hankamneg adalah kondisi dinamik bangsa 
Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengan- 
dung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam 
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, ham- 
batan, serta gangguan yang datang dari luar maupun dari 
dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan 
pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia ber- 
dasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hakikat Ketahanan Han- 
kamneg adalah perjuangan rakyat semesta di mana seluruh 
potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
agama, dan militer disusun dan dikerahkan secara terpimpin, 
terkoordinasi, dan terintegrasi: baik di lingkup nasional maupun 
internasional (Lemhannas, 1997a: 85). 

Ketahanan Hankamneg adalah suatu konsepsi di dalam 
pengaturan dan penyelenggaraan aspek pertahanan dan ke- 
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amanan di dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia yang 
berisi petunjuk tentang bagaimana mengatur dan menyeleng- 
garakan perlawanan rakyat semesta sehingga terdapat kemam- 
puan yang maksimal untuk menghadapi dan mengatasi tan- 
tangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dengan tujuan 
untuk melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, meng- 
amankan dan menyelamatkan hasil pembangunan nasional 
serta perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan kepentingan 
dan tujuan nasional yang terumuskan dalam UUD 1945. 

Bangsa Indonesia menentang penjajahan dan segala pe- 
nampilannya serta memihak keadilan dan kebenaran. Oleh 
karena itu, politik pertahanan keamanan negara bersifat defen- 
sif aktif dan preventif aktif. Bangsa Indonesia hanya berperang 
apabila ternyata tidak terdapat jalan lain untuk menyelesaikan 
pertikaian sehingga dipaksa untuk mengambil tindakan perla- 
wanan demi tegaknya eksistensi NKRI. Bila bangsa Indonesia 
terpaksa berperang, maka perwujudannya adalah perlawanan 
tanpa mengenal menyerah sampai kemenangan akhir tercapai 
dengan segala daya dan upaya yang sebelumnya telah diper- 
siapkan. 

Sejak awal pengembangannya, ditegaskan bahwa Keta- 
hanan Nasional memiliki perbedaan prinsipil dengan kekuatan 
nasional (national power). Menurut Haryomataram (1976:359), 
kekuatan nasional bertumpukan pada kekuatan dengan power 
politics-nya, sedangkan Ketahanan Nasional tidak melulu ber- 
landaskan pada kekuatan fisik (physical power) sebagaimana di- 
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anut oleh negara maju (superpower). Jelaslah bahwa konsepsi 
Ketahanan Nasional berbeda dengan Kekuatan Nasional. 

Pendekatan Ketahanan Nasional hankamneg seperti ini 
tidak menggunakan kekuatan nasional (militer) yang menjadi 
penciri utama geostrategi. Berdasarkan bukti bahwa konsepsi 
Ketahanan Nasional tidak menekankan unsur strategi—ke- 
hadiran militer, perencanaan strategi, proyeksi kekuatan mili- 
ter, pengamanan aset militer, stasiun militer—sebagai pene- 
kanan utama merujuk pendapat Gyorgy, Lim, Brzezinski, 
Homayoun, Grygiel, de Haas, Rogers, Ashrafpour, Schnitzer, 
dan Oiang: maka konsepsi Ketahanan Nasional berada di luar 
perifer geostrategi. 


2. Tujuan dan Cara Mencapai 

Berdasarkan penelusuran referensi—lihat Gyorgy (1943: 
349), Lim (1979:4), Grygiel (2006:22,36), Rogers dan Simon 
(2010), Homayoun (dalam Ashrafpour, 2010:3), Ashrafpour 
(2010:3), Rogers (2011:12)—tujuan akhir geostrategi adalah 
memperkuat keamanan dan kemakmuran, sedangkan cara 
mencapai tujuan adalah dengan perencanaan strategi, upaya 
politik/diplomasi, dan upaya militer. 

Sesuai dengan definisinya, Ketahanan Nasional Indonesia 
adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi sege- 
nap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan 
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengem- 
bangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi 
segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang 


196 


Priyono, Herman & Yusgiantoro 


datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun 
tidak langsung, yang membahayakan kehidupan nasional untuk 
menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan 
negara, serta perjuangan mencapai Tujuan Nasionalnya (Lem- 
hannas, 1997a:16). 

Berkaitan dengan tujuan nasional yang hendak dicapai 
dan cara untuk mencapainya, berikut ini beberapa kutipan yang 
terdapat dalam konsepsi Ketahanan Nasional. Dalam mene- 
gara, bangsa Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan suatu 
bentuk masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan ber- 
daulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Cita-cita bangsa 
Indonesia tersebut merupakan arah dan pedoman bagi pelak- 
sanaan pembangunan nasional, dalam upaya mewujudkan 
Tujuan Nasional (Lemhannas, 1997a:12). 

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasionalnya, bangsa 
Indonesia memerlukan konsepsi pengembangan kemampuan 
dan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi tan- 
tangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Pengembangan 
kemampuan dan kekuatan secara konseptual dalam bentuk 
konsepsi Ketahanan Nasional yang merupakan sisi lain dari 
hakikat Ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ber- 
bagai perubahan dan perkembangan kehidupan di masa depan 
(Lemhannas, 1997a:12-13). 

Bangsa Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan masya- 
rakat yang adil dan makmur dalam wadah NKRI yang merdeka, 
bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
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Cita-cita tersebut merupakan arah dan pedoman bagi pelaksa- 
naan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan Tujuan 
Nasional: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdeka- 
an, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Keamanan yang ingin diwujudkan adalah kemampuan 
bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ha- 
kikat ancaman dari manapun datangnya. Kesejahteraan yang 
hendak dicapai untuk mewujudkan Ketahanan Nasional dapat 
digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuh- 
kan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar- 
besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jas- 
maniah. Kesimpulannya bahwa konsepsi Ketahanan Nasional 
termasuk dalam perifer geostrategi karena telah merumuskan 
cita-cita dan Tujuan Nasional yakni memperkuat keamanan dan 
kemakmuran. 

Namun demikian, jika mengingat pendekatan yang di- 
pakai adalah mengutamakan pengaturan kehidupan nasional 
dengan mendahulukan keadaan dalam negeri untuk mencapai 
Tujuan Nasional, maka konsepsi Ketahanan Nasional di luar 
perifer geostrategi yang mensyaratkan cara mencapai tujuan 
adalah dengan perencanaan strategi, upaya politik/diplomasi, 
dan/atau upaya militer. Arah dan strategi kebijakan masing- 
masing gatra yang terdapat dalam konsepsi Ketahanan Nasi- 
onal juga tidak menunjukkan ketiga upaya. Meskipun terdapat 


198 


Priyono, Herman & Yusgiantoro 


arah strategi dalam politik luar negeri, namun kurang signifikan 
untuk mencapai tujuan akhir politik-strategi. 


3. Kebijakan Luar Negeri dan Outward-looking 

Pada tingkatan yang sangat elementer, geostrategi me- 
nerangkan arah geografis kebijakan luar negeri suatu komu- 
nitas politik. Berikut ini pandangan para ahli strategi terkait 
geostrategi sebagai upaya keluar dalam bentuk kebijakan 
politik-strategi. Geostrategi menggambarkan fokus geografis 
kebijakan luar negeri suatu negara, atau di mana negara meng- 
arahkan kekuatannya (Grygiel, 2006:36). Negara harus mencer- 
minkan jaminan geopolitik dalam kebijakan luar negeri mereka 
atau geostrategi (Grygiel, 2006:21). Geostrategi mengenai tin- 
dakan kebijakan luar negeri (de Haas, 2006:9). Geostrategi 
dapat berfungsi secara normatif, menganjurkan kebijakan luar 
negeri berdasarkan faktor geografis, analitis, menggambarkan 
bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk oleh geografi, dan 
memprediksi keputusan kebijakan luar negeri suatu negara di 
masa depan atas dasar faktor geografis (Ashrafpour, 2010:3). 
Geostrategi ... tentang keahlian menjalin “kehadiran” politik 
dalam sistem internasional (Rogers dan Simon, 2010). 

Di dalam gatra politik dalam konsepsi Ketahanan Nasional 
terdapat politik luar negeri sebagai komponen strategi nasi- 
onal. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan 
nasional ke dalam kehidupan antarbangsa. Dijiwai oleh falsafah 
negara Pancasila sebagai tuntutan etika dan moral, politik luar 
negeri Indonesia yang bebas dan aktif diabdikan kepada ke- 
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pentingan nasional, terutama untuk pembangunan nasional. 
Dengan demikian politik luar negeri merupakan komponen 
strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu 
sarana pencapaian tujuan nasional (Lemhannas, 1997a:53). 

Berbekal pengalaman sejarahnya, bangsa Indonesia me- 
nyadari hakikat jatidiri dan lingkungannya yang serba Nusan- 
tara berikut kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ken- 
dala yang terkandung di dalamnya. Kesadaran bangsa Indone- 
sia yang dilandasi oleh falsafah, cita-cita, nilai budaya, posisi 
dan konstelasi geografi dihadapkan pada lingkungan dunia yang 
serba berubah, memberikan motivasi dan dorongan bagi ter- 
ciptanya suasana damai dan tenteram dalam tatanan kehidup- 
an nasional, serta terselenggaranya ketertiban dan keadilan 
dalam membina hubungan antarbangsa dalam tatanan inter- 
nasional. Kesadaran tersebut kemudian menumbuhkan “moti- 
vasi dan dorongan ke dalam”. 

Menurut Lemhannas (1997a:24), Ketahanan Nasional 
yang dikembangkan sesuai dengan landasan dan asas-asasnya 
akan memancarkan perwujudan kewibawaan nasional yang 
merupakan gambaran (persepsi) kemampuan dan kekuatan 
nasional Indonesia yang mengandung unsur keuletan dan ke- 
tangguhan. Kewibawaan nasional yang merupakan pencermin- 
an pemilikan suatu tingkat Ketahanan Nasional tertentu akan 
berdampak ke luar dalam bentuk kemampuan untuk meme- 
ngaruhi pihak lain dengan mengutamakan kekuatan moral se- 
hingga selalu disegani serta diperhitungkan pihak lain/luar. 
Ketahanan Nasional dengan sendirinya akan meningkatkan ke- 
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wibawaan nasional bangsa dan negara dalam percaturan inter- 
nasional, baik dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan dan 
keamanan bangsa dan negara maupun untuk menciptakan ke- 
tertiban dunia. 

Salah satu asas dalam konsepsi Ketahanan Nasional yaitu 
asas mawas ke dalam dan mawas ke luar. Sistem kehidupan 
nasional akan selalu berorientasi dengan lingkungannya, baik 
lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Dalam proses in- 
teraksi tersebut, dapat timbul berbagai dampak, baik yang 
bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan 
sikap mawas ke dalam maupun mawas ke luar. 

Mawas ke dalam, di mana Ketahanan Nasional bertujuan 
menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional 
berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk 
meningkatkan kualitas harkat, martabat, dan derajat bangsa 
agar memiliki kemampuan mengembangkan kehidupan nasi- 
onalnya. Mawas ke luar diperlukan untuk dapat mengantisi- 
pasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis, 
terutama terhadap kenyataan adanya saling interaksi dan ke- 
tergantungan dengan dunia internasional. Dalam rangka men- 
jamin dan memperjuangkan kepentingan nasional, Ketahanan 
Nasional harus mengandung upaya mawas ke luar dengan 
tujuan mengembangkan kemampuan dan kekuatan nasional- 
nya, serta menjalin kerja sama yang saling menguntungkan 
dengan negara-negara lain. Ketahanan nasional mengandung 
tujuan mengembangkan kekuatan nasional yang dapat mem- 
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berikan dampak ke luar dalam bentuk daya saing, namun de- 
mikian tidak menggunakan prinsip kekuatan nasional. 

Ketahanan Nasional mengutamakan pengaturan kehi- 
dupan nasional dengan mendahulukan keadaan dalam negeri. 
Pertama, politik luar negeri bebas dan aktif diabdikan kepada 
kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan nasional. 
Kedua, motivasi dan dorongan ke dalam mengarahkan tatalaku 
manusia Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan 
dalam segenap dimensi dan aspek kehidupan untuk mening- 
katkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemam- 
puan mengembangkan kekuatan guna menghadapi tantangan, 
ancaman, hambatan, dan gangguan dalam segala bentuknya. 

Ketiga, kewibawaan nasional merupakan cerminan dari 
tingkat Ketahanan Nasional tertentu, yang akan berdampak ke 
luar dalam bentuk kemampuan (daya saing) untuk memeng- 
aruhi pihak lain. Keempat, mawas ke luar untuk mengantisipasi, 
menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis, ti- 
dak untuk aktif memengaruhi dan/atau mengontrol iklim politik 
dalam sistem internasional. 

Ketahanan Nasional memang bersifat inward-looking, di 
mana terminologi kekuatan nasional tidak digunakan dalam 
membahas masalah dalam negeri negara. Hal ini berkebalikan 
jika menggunakan konsepsi Kekuatan Nasional yang bersifat 
outward-looking, yang sangat penting apabila membahas hu- 
bungan antarnegara. Kesimpulannya bahwa konsepsi Ketahan- 
an Nasional berada di luar perifer geostrategi yang tegas meng- 
haruskan adanya kebijakan luar negeri yang bersifat politis- 
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strategis mewakili kepentingan negara-bangsa dan bersifat 
outward-looking. 


4. Pertimbangan Geografis dan Geopolitik 

Para ahli strategi—baik Gyorgy, Lim, Brzezinski, Grygiel, 
Rogers, Simon, Chaudary, maupun Ashrafpour—sepakat bahwa 
geostrategi mempertimbangkan faktor geografis dan geopolitik 
suatu wilayah. Geostrategi merupakan kebijakan luar negeri 
suatu negara yang dipengaruhi oleh geopolitik dan, tentu saja, 
pertimbangan strategi. 

Ketahanan Nasional pada hakikatnya tergantung kepada 
kemampuan bangsa dan negara dalam memanfaatkan dan 
mempergunakan aspek alamiah sebagai dasar penyelenggara- 
an kehidupan nasional. Berdasarkan konsepsi Ketahanan Nasi- 
onal, terdapat tiga aspek alamiah (Trigatra) yaitu geografi, ke- 
kayaan alam, dan kependudukan. Karakter geografi sangat 
memengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam: 
dan sebaliknya kekayaan alam dapat memengaruhi karakter 
geografi. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta 
persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter 
geografi: dan sebaliknya karakter geografi memengaruhi ke- 
pendudukan. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipeng- 
aruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan 
alam, demikian juga sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas, dan 
persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor kependu- 
dukan. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah di- 
olah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan teknologi. 
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Menurut Lemhannas (1997a:32), kondisi umum gatra 
geografi adalah sebagai berikut: (1) topografi, wilayah Indo- 
nesia berbentuk kepulauan, terdiri dari lebih kurang 17.508 
pulau dengan luas seluruh wilayah sekitar 7,3 juta km?—terdiri 
dari daratan seluas 1.919.170 km? dan wilayah perairan sekitar 
5,4 juta km?: (2) posisi astronomis: terletak di antara 95? - 141? 
BT dan di antara 6? LU - 11? LS, (3) posisi perbatasan, di sebelah 
Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, wilayah Papua 
Nugini, dan Australia di sebelah Utara berbatasan dengan 
wilayah India (Andaman, Nikobar), Malaysia, Singapura, Fili- 
pina, dan Vietnam: di sebelah Barat dan Selatan berbatasan 
dengan Samudra Hindia, (4) posisi silang: Indonesia menempati 
dan memiliki posisi silang—bukan hanya dalam arti geografi, 
tetapi juga dalam arti transportasi, komunikasi, ideologi, politik, 
sosial, budaya, ekonomi, demografi, dan pertahanan keaman- 
an—memberikan kepada Indonesia kedudukan dan peranan 
yang sangat penting dalam persoalan dalam negeri maupun 
luar negeri, yang dapat berdampak positif maupun negatif: (5) 
iklim, berpengaruh terhadap aspek dan perikehidupan ekono- 
mi, sosial, politik, budaya, dan juga pertahanan keamanan, dan 
(6) geografi Indonesia mempunyai potensi sumber alam yang 
kaya, terutama bahan-bahan vital strategis, seperti: minyak 
bumi, timah, bauksit, karet, dan lain-lain. 

Selain aspek Trigatra, konsepsi Ketahanan Nasional ba- 
nyak mempertimbangkan aspek geografis dan geopolitik. Dari 
geografi dapat diketahui tempat NKRI di atas bumi yang mem- 
berikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk ke 
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luarnya. Bentuk ke dalam menempatkan corak, wujud, dan tata 
susunan ke dalam dan dari bentuk ke luar dapat diketahui 
situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik 
antara negara dengan lingkungannya. Negara Indonesia seba- 
gai wadah bangsa Indonesia dengan batas-batas nasionalnya 
memberikan ciri yang membedakan dengan negara lain dan 
memberikan kemungkinan untuk melangsungkan serta me- 
ngembangkan perikehidupan nasionalnya. 

Wilayah negara RI adalah wilayah negara kepulauan de- 
ngan luas laut tiga kali luas daratan dan terdiri dari ribuan pulau 
sehingga masalah komunikasi dan transportasi menjadi sangat 
vital. Lalu lintas internasional banyak melintasi wilayah laut dan 
udara Indonesia. Hal ini memberi kemungkinan kapada Indo- 
nesia untuk memainkan peranan sebagai "pengawas" dan 
"pengatur" lalu lintas tersebut sesuai dengan kepentingan 
nasional Indonesia (Lemhannas, 1997a:33). 


“Wilayah sebagai ruang hidup belum dimanfaatkan secara mera- 
ta. Persebaran penduduk Indonesia kurang merata. ... Dengan 
demikian, daerah-daerah di Indonesia yang relatif 'kosong' beser- 
ta kekayaan alamnya yang potensial dan melimpah dapat dijadi- 
kan sasaran bagi pencarian “lebensraum' oleh kekuatan-kekuatan 
dari luar.” (Lemhannas, 1997a:33) 

Wilayah Indonesia merupakan wilayah katulistiwa ter- 
panjang di dunia. Geo Stationary Orbiter (GSO) yang terletak di 
atas katulistiwa merupakan ruang wilayah yang sangat strategis 
sebagai tempat kedudukan satelit. GSO tersebut menjadi re- 
butan negara-negara besar dan mereka tidak mau mengakui 


GSO sebagai wilayah untuk menghindari kedaulatan negara 
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katulistiwa atas GSO (Lemhannas, 1997a:34). Berdasarkan buk- 
ti pengungkapan tentang pertimbangan geografis dan geopo- 
litik tersebut berarti bahwa konsepsi Ketahanan Nasional ter- 
masuk dalam perifer geostrategi. 


5. Pola Perubahan 

Salah satu cara untuk mengonsepkan geografi, geopolitik, 
dan geostrategi adalah dengan memeriksa pola perubahannya 
(lihat Tabel 4). Menurut Grygiel (2006:22-23), ada tiga ting- 
katan yang berbeda dari perubahan, mulai dari tektonik (tidak 
ada perubahan) dalam hal geografi berpotensi mengubah ke- 
cepatan permasalahan geostrategi. Perubahan geografis diukur 
dalam usia geologi ribuan tahun. Geopolitik berubah dengan 
kenaikan dan penurunan pusat sumber daya dan pergeseran 
rute, terjadi secara perlahan, sering tanpa disadari, dan biasa- 
nya mencakup puluhan tahun hingga berabad. Geostrategi 
adalah yang paling fleksibel: dapat berubah dengan cepat da- 
lam beberapa minggu atau bulan mengikuti proses birokrasi 
atau perubahan dalam kepemimpinan. 

Menurut Lemhannas (1997a:10), fungsi konsepsi Keta- 
hanan Nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya sebagai 
doktrin nasional adalah sebagai Pola Dasar Pembangunan Na- 
sional, Metode Pembinaan Kehidupan Nasional, dan sebagai 
Sistem Kehidupan Nasional Indonesia. Sebagai Pola Dasar Pem- 
bangunan Nasional, konsepsi Ketahanan Nasional pada hakikat- 
nya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Pem- 
bangunan Nasional yang dilakukan secara bertahap dan ber- 
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kelanjutan. Pembangunan Nasional akan dapat menjadi sarana 
untuk meningkatkan Ketahanan Nasional apabila pembangun- 
an Nasional berjalan sesuai dengan arah pedoman yang di- 
gariskan oleh doktrin Dasar Ketahanan Nasional. 

Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan upaya 
konseptual yang mengandung unsur esensial: (a) kemampuan 
dan kekuatan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, 
identitas, serta integritas bangsa dan negara, dan (b) kemam- 
puan dan kekuatan untuk mengembangkan kehidupan negara 
dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional 
(Lemhannas, 1997a:12). 

Pada dasarnya terdapat hubungan timbal balik antara 
pembangunan dan Ketahanan Nasional. Usman (1997:17) me- 
nyatakan jika pembangunan berhasil maka Ketahanan Nasional 
akan meningkat. Demikian juga sebaliknya, dengan Ketahanan 
Nasional yang meningkat, pembangunan akan terus dapat di- 
lanjutkan. 

Mustopadidjaja (1990:2-3) mengartikan pembangunan 
secara sederhana sebagai perubahan sistemik berupa transfor- 
masi inputs menjadi outputs melalui suatu sistem kelembagaan 
yang berperan sebagai unsur throughputs. Tujuan utama setiap 
proses pembangunan adalah peningkatan kualitatif dan kuan- 
titatif dari outputs dengan distribusi yang mewujudkan keadil- 
an sosial. Pembangunan dikatakan sebagai perubahan sistemik 
karena adanya kebutuhan akan perubahan, perbaikan, atau pe- 
ningkatan kualitatif dan kuantitatif pada keseluruhan kompo- 
nen struktural dari sistem—baik pada faktor inputs, outputs, 
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maupun throughputs. Pembangunan juga bisa berarti pening- 
katan kuantitatif dan kualitatif yang diinginkan dari outputs 
sebagai tujuan utama pembangunan yang dapat dicapai hanya 
apabila terjadi perubahan kuantitatif dan kualitatif secara se- 
laras dari faktor inputs dan/atau throughputs. 

Mustopadidjaja menyatakan keseluruhan pranata kelem- 
bagaan pemerintahan sebagai bagian dari faktor throughputs 
dapat dipandang sebagai suatu “sistem penyelenggaraan pe- 
merintahan dan pembangunan” atau “sistem penyelenggaraan 
kebijakan pemerintahan”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menu- 
rut stratanya, kebijakan dapat dikelompokkan atas kebijakan 
strategis (tingkat puncak), kebijakan manajerial (tingkat mene- 
ngah), dan kebijakan teknis (tingkat bawah). Dalam praktiknya, 
strata kebijakan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang 
satu merupakan penjabaran dari yang lain. Dalam strata ke- 
bijakan pembangunan Indonesia dikenal Trilogi Pembangunan 
yang berperanan sebagai “acuan strategis” bagi keseluruhan 
strata kebijakan. 

Salah satu sifat kebijakan strategis adalah “comprehen- 
siveness” dan “longterms perspectives”. Pembangunan nasi- 
onal yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan proses yang 
panjang. Secara strategis, pembangunan nasional diarahkan 
pada sasaran dan tujuan tertentu, serta dilakukan secara ber- 
tahap menurut kurun waktu atau periodisasi tertentu dengan 
memperhitungkan berbagai tantangan dan kendala maupun 
potensi dan peluang yang dihadapi. Dari segi periodisasi waktu, 
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dalam konsep kebijakan pembangunan Indonesia dikenal di- 
mensi waktu 25 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun yang ketiganya 
saling berhubungan (Mustopadidjaja, 1990:4). 

Simpulannya, jika memerhatikan konsepsi Ketahanan 
Nasional merupakan Pola Dasar Pembangunan Nasional yang 
dilakukan secara bertahap dan berlanjut dalam wujud Pemba- 
ngunan Jangka Menengah/Panjang, konsepsi tersebut berada 
di luar perifer geostrategi. Merujuk Grygiel dan diperkuat pen- 
dapat Mustopadidjaja tentang perspektif jangka panjang pem- 
bangunan, konsepsi Ketahanan Nasional lebih tepat sebagai 
geopolitik, di mana perubahan terjadi dalam jangka waktu 
lama. Sebagai perbandingan serupa, Grygiel mencontohkan 
pertumbuhan ekonomi saat ini di Asia Timur dan Tiongkok pada 
khususnya, dalam beberapa tahun mungkin menunjukkan per- 
ubahan geopolitik. 


6. Karakter Agresif-Ofensif 

Sebagaimana rujukannya Wehrgeopolitik yang dikem- 
bangkan oleh Karl Haushofer, geostrategi juga memiliki karak- 
ter agresif dan ofensif. Tiga bukti berikut menunjukkan hal ini. 
Pertama, strategi dan taktik Blitzkrieg yang digagas oleh salah 
satu pengikut Haushofer yang paling penting dalam Wehr- 
geopolitik, Profesor Ewald Banse, di mana ia mengembangkan 
rencana invasi ke Inggris dan menyekat Polandia beraliansi de- 
ngan Rusia, menyarankan cara menerobos Garis Maginot (lihat 
Gyorgy, 1943:350). 
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Kedua, Spykman menentang kekeliruan atas ketertutup- 
an politik (isolasionism) Amerika dalam bukunya America's 
Strategy in World Politics. Amerika harus mengadopsi kebijakan 
Realpolitik. Spykman percaya bahwa pencarian keamanan ma- 
sing-masing negara pasti mengarah ke konflik karena batas 
keamanan satu negara adalah garis batas bahaya bagi negara 
yang lain. Oleh karena itu, aliansi harus bertemu kontra-aliansi 
dan persenjataan dengan kontrapersenjataan dalam perjuang- 
an kompetitif abadi bagi kekuasaan (Sempa, 2002:75). 

Ketiga, definisi “Pemain Geostrategi dan Poros Geopo- 
litik” dari Brzezinski (1997:39-40). Pemain geostrategi aktif 
adalah negara-negara yang memiliki kapasitas dan kemauan 
nasional untuk menjalankan kekuasaan atau memengaruhi luar 
perbatasan mereka dalam rangka mengubah keadaan geo- 
politik yang berlaku. Mereka memiliki potensi dan/atau ke- 
cenderungan untuk bergejolak secara geopolitis. Demi alasan 
apapun—pencarian kebesaran nasional, pemenuhan ideologi, 
mesianisme agama, atau perluasan ekonomi: beberapa negara 
berusaha untuk mencapai dominasi regional atau kedudukan 
global. Sementara itu, poros geopolitik adalah negara yang ke- 
pentingannya tidak berasal dari kekuasaan dan motivasi mere- 
ka, melainkan dari lokasi sensitif mereka dan dari konsekuensi 
potensial kondisi kerentanan mereka atas perilaku pemain geo- 
strategi. Poros geopolitik seringkali ditentukan oleh geografi 
mereka, yang dalam beberapa kasus memberikan kepada me- 
reka peran khusus, baik dalam menentukan akses ke daerah 
penting atau meniadakan sumber daya pemain signifikan. 
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Bangsa Indonesia cinta damai karena memahami sepe- 
nuhnya bahwa penggunaan kekerasan dalam memecahkan ma- 
salah sengketa akan selalu menimbulkan malapetaka bagi umat 
manusia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berhasrat dalam 
setiap penyelesaian pertikaian—baik nasional maupun inter- 
nasional—selalu mengutamakan cara-cara damai. Walaupun 
cinta damai, akan tetapi bangsa Indonesia bertekad bulat dan 
bersikap teguh untuk mempertahankan kemerdekaan dan ke- 
daulatannya terhadap segala bentuk tantangan, ancaman, 
hambatan, gangguan, dan serangan dari manapun datangnya. 
Apabila tekad ini harus berwujud perang, maka ini dilakukan 
semata-mata karena bangsa Indonesia lebih cinta akan kemer- 
dekaannya. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir 
yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideolo- 
gi Pancasila, kemerdekaan, dan kedaulatan negara Republik 
Indonesia, serta keutuhan Bangsa (Lemhannas, 1997a:86). 

Menurut Lemhannas (1997a:91-92), politik pertahanan 
dan keamanan negara (hankamneg) dirumuskan dalam bentuk: 
defensif aktif, preventif aktif, serta bebas dan aktif. Defensif 
aktif diwujudkan dengan membangun kekuatan hankamneg 
yang merupakan kemampuan untuk menangkal dan menang- 
gulangi ancaman dalam segala bentuk dan manifestasinya yang 
datang dari luar. Hal ini berarti bahwa apabila penangkalan 
tidak berhasil, maka harus mampu menghalau atau menghan- 
curkan kekuatan ancaman tersebut dengan Sishankamrata. 
Preventif aktif diwujudkan dengan membangun kekuatan han- 
kamneg yang merupakan kemampuan untuk menangkal, men- 
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cegah, serta mengatasi ancaman dan gangguan yang datang 
dari dalam, yang mungkin timbul terhadap keamanan, keten- 
teraman, dan ketertiban di dalam negara. 

Bebas dan aktif dalam menyelenggarakan kerja sama 
regional/internasional guna menciptakan kerukunan, perda- 
maian, dan kestabilan di Asia Tenggara dengan didasari Keta- 
hanan Nasional yang sepadan dan sekaligus mendorong ter- 
wujudnya Ketahanan Regional. Bebas aktif juga berarti meng- 
usahakan adanya kerja sama internasional dalam rangka per- 
juangan untuk menghapuskan imperialisme, dominasi, dan he- 
gemonisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta dari 
manapun datangnya. 

Sementara itu, strategi dasar pertahanan dan keamanan 
nasional dirumuskan dengan: (a) membina Ketahanan Nasional 
di segala bidang kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia 
dengan antara lain mewujudkan stabilitas dan melaksanakan 
pembinaan serta pembangunan wilayah nasional: (b) melin- 
dungi gerak pembangunan nasional guna menjamin tercapai- 
nya kepentingan nasional, tujuan, dan sasaran nasional: (c) 
membangun kemampuan hankamrata dengan meningkatkan 
kesadaran tanggung jawab, kewaspadaan, kemampuan dan 
kesiagaan warga negara, masyarakat, dan bangsa: (d) memba- 
ngun ABRI yang tangguh (profesional), efektif, dan modern 
dengan kekuatan cadangan yang cukup dan yang segera dapat 
dikembangkan, sepadan dengan tugas yang dihadapi dalam 
rangka perwujudan Sishankamrata serta dengan memanfaat- 
kan kemajuan ilmu dan teknologi industri nasional —khususnya 
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industri hankam—untuk mencari kemungkinan pembuatan 
loncatan ke depan dalam pembangunan, sesuai dengan fungsi 
ABRI sebagai dinamisator, stabilisator, dan modernisator bang- 
sa dan negara: (e) memelihara integritas dan kemanunggalan 
antarkomponen hankamneg yakni antara komponen ABRI serta 
kemanunggalan ABRI dan rakyat: dan (f) penyusunan kekuatan 
hankamneg yang mampu ikut mewujudkan perdamaian dan 
keamanan regional di Asia Tenggara (khususnya) dan dunia 
pada umumnya (Lemhannas, 1997a:92-93). 

Konsepsi Ketahanan Nasional tidak mengandalkan ke- 
kuasaan dan kekuatan fisik. Pertama, bangsa Indonesia me- 
miliki kemampuan untuk mentransformasikan kekuatan dan 
pengaruh dari luar menjadi kekuatan nasional yang diken- 
dalikan dan digunakan sebagai kekuatan sentrifugal. Kekuatan 
yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan yang berisikan sifat- 
sifat fisik dan mental yang tidak ekspansif. Kedua, konsepsi 
Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap 
konfrontatif dan antagonis, tetapi lebih pada sikap konsultasi 
dan kerja sama serta saling menghargai, terutama dengan me- 
ngandalkan pada kemampuan yang didasarkan pada daya atau 
kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Dalam hal ini, dapat 
disimpulkan bahwa tidak ditemukan karakter agresif-ofensif 
yang menjadi ciri geostrategi sehingga konsepsi Ketahanan 
Nasional berada di luar perifer geostrategi. 

Berdasarkan penelusuran epistemologi geostrategi, uji 
falsifikasi konsepsi Ketahanan Nasional sebagai geostrategi 
Indonesia, dan analisis interpretif terhadap hasil uji kebenaran: 
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diperoleh kesimpulan interpretif berikut. Konsepsi Ketahanan 
Nasional di luar perifer geostrategi, meskipun ditemukan butti 
yang menunjukkan keberlakuan geostrategi. Bukti yang me- 
nunjukkan ketidakberlakuan geostrategi: (1) berbeda dengan 
pendekatan Kekuatan Nasional, konsepsi Ketahanan Nasional 
tidak memberikan penekanan pada strategi (militer): (2) meng- 
utamakan pengaturan kehidupan nasional dengan mendahulu- 
kan keadaan dalam negeri untuk mencapai Tujuan Nasional dan 
tidak menunjukkan perencanaan strategi, upaya politik/diplo- 
masi, atau upaya militer: (3) motivasi dan dorongan ke dalam 
untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan yang mengan- 
dung kemampuan mengembangkan kekuatan guna mengha- 
dapi ancaman, tidak aktif memengaruhi politik-strategi: (4) me- 
rupakan Pola Dasar Pembangunan Nasional yang dilakukan se- 
cara berlanjut sehingga perubahan terjadi dalam jangka waktu 
lama: dan (5) defensif mengutamakan sikap konsultasi dan 
kerja sama dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepri- 
badian bangsa. Bukti yang menunjukkan keberlakuan geostra- 
tegi dalam konsepsi Ketahanan Nasional yaitu: (1) merumuskan 
Tujuan Nasional yakni memperkuat keamanan dan kemakmur- 
an: dan (2) mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografi 
wilayah dan geopolitik. 


Merunut Sejarah, Meluruskan Konsep 

Notosusanto (1970:79) berpesan bahwa kemampuan 
maupun identitas sebagai bangsa pada masa kini dan masa 
datang hanya dapat diketahui jika kita mengenali sejarah 
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nasionalnya. Sejarah nasional itulah yang memperlihatkan 
kekuatan maupun kelemahan sehingga memberikan kearifan 
(wisdom) atau wawasan (insight) mengenai cara-cara meng- 
galang Ketahanan Nasional dengan pelbagai unsur atau aspek- 
nya. 


Geopolitik atau Geostrategi? 

Ketahanan Nasional memainkan peranan yang sangat 
menentukan dalam proses perjuangan nasional bangsa Indo- 
nesia di segala bidang kehidupan—ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sepanjang sejarah 
perjuangan, bangsa Indonesia telah membuktikan mempunyai 
keuletan dan daya tahan dalam menghadapi segala tantangan: 
dan inilah yang menurut Wirjosaputro (1970:3) menjadi ke- 
kuatan inti dari perjuangan nasional. 

Ketahanan Nasional mula timbul sebagai jawaban atas 
pertanyaan, “Apa sebab bangsa Indonesia setelah menyatakan 
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap 
'survive' meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan 
maha berat?” Jawaban yang diberikan singkat saja, “Bangsa 
Indonesia dapat bertahan karena memiliki Ketahanan Nasi- 
onal.” (Haryomataram, 1970:250) 

Ketahanan Nasional baru dikenal pada permulaan tahun 
1960-an. Istilah tersebut dipakai dalam rangka pembahasan 
masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan ke- 
amanan pada umumnya (Haryomataram, 1970:251: Danusa- 
putro, 1972:537, Lemhannas, 1983). Meskipun banyak instansi 
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maupun perorangan sudah menggunakan istilah Ketahanan 
Nasional, namun lembaga yang secara serius dan terus mem- 
pelajari dan membahasnya adalah Lembaga Pertahanan Nasi- 
onal—sekarang bernama Lembaga Ketahanan Nasional dising- 
kat Lemhannas. Sejak Lemhannas didirikan pada tahun 1965, 
gagasan Ketahanan Nasional selalu memperoleh perhatian 
yang besar. 

Bermula dari amanat dan kuliah pertama Presiden 
Soekarno di depan peserta KRA I Lemhannas di Istana Negara, 
Jakarta pada tanggal 20 Mei 1965. Kuliah berjudul Pertahanan 
Nasional Dapat Berhasil Jika Berdasarkan Geopolitik yang 
disampaikan Bung Karno tersebut bisa dianggap sebagai suatu 
“political strategical guidance”, namun belum dilengkapi de- 
ngan konsep geostrategi. Kemudian KRA | Lemhannas meleng- 
kapi kekurangan tersebut dalam seminarnya dengan memberi- 
kan penekanan pada “Persatuan Antara TNI dan Rakyat dan 
Internal TNI-POLRI” (Suradinata dan Dinuth, 2001:xxvii). 

Sebagai tindak lanjut pengarahan Presiden Soekarno, 
menurut Suradinata dan Dinuth (2001:xxvii), Tim Lemhannas 
menyusun suatu naskah (working paper) berjudul Pokok-Pokok 
Pikiran Tentang Pertahanan dan Ketahanan Nasional Republik 
Indonesia—pernah didiskusikan dalam kelompok kerja terbatas 
sekitar bulan September 1966. Beberapa tokoh yang terlibat 
dalam kegiatan ini: Brigjen TNI S. Tjakra Dipoera, Kolonel Inf. 
Piet Ngantung (Deputi I Pengkajian), Dr. A.W. Djumena SM. 
(Direktur Sejarah dan Perpustakaan), dan Brigjen TNI Drs. R.M. 


Purnomo. 
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Pada saat itu, sedang hangat dibicarakan pembentukan 
pakta militer antara Thailand, Kamboja, dan Vietnam Selatan. 
Tiga negara yang terlibat langsung dalam peperangan melawan 
gerilyawan komunis. Menteri Luar Negeri Adam Malik menga- 
takan bahwa Indonesia tidak mungkin bergabung dalam pakta 
militer apapun. 

“Ketegasan Adam Malik tidak berarti Indonesia acuh tak acuh ter- 
hadap perkembangan perang di Indo Cina. Negara ini tetap gelisah 
dan cemas. Hanya jalan menghadapinya berlainan. Jalan kita bu- 


kanlah pakta militer, melainkan Ketahanan Nasional.” (Oetama, 
1970:7) 


Menurut para pembesar Indonesia bahwa jatuhnya Phnom 
Penh dan Saigon disebabkan karena Kamboja dan Vietnam 
Selatan tidak memiliki ketahanan nasional. Selain itu, kedua 
negara itu juga terlalu menggantungkan diri kepada bantuan 
negara lain. 


“Kedua negara tersebut berusaha membendung komunisme ha- 
nya dengan menggunakan kekuatan Angkatan Bersenjata saja.” 
(Haryomataram, 1980:1) 

Esensi Ketahanan Nasional adalah hubungan baik antara 
kekuasaan dan rakyat banyak, antara militer dan rakyat. 
Ketahanan Nasional berarti partisipasi orang banyak dalam 
proses pemerintahan, pembangunan, dan pertahanan yang 
menjadikan stabilitas politik untuk berfungsinya pemerintahan 
dan pembangunan. 


“Tetapi stabilitas politik itu tak cukup hanya didukung oleh ke- 
kuatan fisik, bahkan belum memadai juga hanya didukung dan 
konfirmasi prosedur dan azas-azas konstitusionil. Stabilitas politik 
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itu harus didukung oleh kewibawaan, oleh dukungan moril orang 
banyak, oleh partisipasi.” (Oetama, 1970:9) 
Hanya dalam keadaan seperti itulah, subversi bentuk apapun— 
termasuk subversi komunis—tidak akan memiliki tempat ber- 
kembang. 

Oetama (1970:9) mengingatkan bahwa musuh utama 
Ketahanan Nasional adalah alienasi kekuasaan dan alat-alat ke- 
amanannya dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kejadian 
dan ekses yang dapat menimbulkan proses alienasi harus di- 
cegah. 


“Pembangunan pertanian adalah jawaban positif untuk mencegah 
kaum petani direbut dan dieksploitir oleh gerakan subversi komu- 
nis. Tetapi pembangunan pertanian itu harus diusahakan berhasil- 
nya. Kalau tidak, mereka kecewa.” (Oetama, 1970:9) 

Sejak awal, pengembangan konsepsi Ketahanan Revolusi 
telah dirintis bersama oleh para pemikir di Lemhannas, Sesko- 
ad, dan para peserta KRA I sejak tahun 1965. Namun, sebagai 
akibat peristiwa G.30.S/PKI, seluruh lapisan masyarakat terma- 
suk Lemhannas dikerahkan untuk melakukan konsolidasi dalam 
rangka menegakkan pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, 
seluruh kegiatan pengkajian Lemhannas lebih dititikberatkan 
pada pemecahan masalah nasional guna menunjang tugas Pe- 
ngemban Supersemar, serta turut berperan dalam menelorkan 
Ketetapan MPRS 1966 (Suradinata dan Dinuth, 2001: xxvii). 

Sesungguhnya, apakah yang dianggap oleh Presiden Soe- 
harto sebagai bahaya terbesar bangsa Indonesia? Harian Berita 
Yudha (4/8/1969) menuliskan pertanyaan Presiden Nixon ter- 
sebut: dan berikut ini jawabannya, 
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“Bagi Indonesia yang terpenting sekarang ini bukanlah bahaya 
pertahanan terhadap komunisme, tetapi persoalan suksesnya 
Repelita. Jika Repelita sampai tidak mencapai sasarannya, maka 
Ketahanan Nasional Indonesia terhadap bahaya apapun juga ber- 
kurang.” (Sanggar Strategi Lemhannas, 1970:53) 

Dalam pertemuan empat mata tersebut, perkataan Keta- 
hanan Nasional disebut beberapa kali oleh Pak Harto, mem- 
bedakan istilah ini dengan perkataan “pertahanan” (defence). 
Ketahanan Nasional yang dimaksud adalah kekuatan bangsa 
untuk menghadapi semua persoalan, baik dalam bidang eko- 
nomi dan politik. Dengan adanya ketahanan sedemikian, maka 
dengan sendirinya pertahanan nasional pun menjadi kuat. 
Ketahanan Nasional, demikian dikabarkan Berita Yudha, 
menurut Presiden Soeharto bukan hanya tanggung jawab ABRI 
saja. Peranan ABRI dalam hal ini malahan tidak begitu besar 
karena ketahanan mengikutsertakan seluruh unsur kekuatan 
dalam masyarakat (Sanggar Strategi Lemhannas, 1970:53). 

Betapa pentingnya memiliki Ketahanan Nasional, sekali 
lagi diberikan penekanan oleh Presiden Soeharto dalam Pidato 
Kenegaraan di depan Sidang DPR-GR pada tanggal 16 Agustus 
1969. 


“Memang masih ada bangsa-bangsa yang ingin memaksakan ke- 
hendaknya kepada bangsa lain, akan tetapi hal ini akan dapat di- 
atasi apabila kita memiliki Ketahanan Nasional yang kuat dalam 
segala bidang. 

Itulah sebabnya, kita tidak menerima segala bentuk pakta-pakta 
militer, terbukti bukan bentuk pertahanan yang efektif karena 
akan dapat memperlemah Ketahanan Nasional dan kepribadian 
nasional kita. Untuk kesekian kalinya, kita merasa bersyukur bah- 
wa kita memiliki ideologi yang berakar pada kepribadian kita. 
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Ideologi yang sesuai dengan kepribadian bangsa inilah syarat uta- 
ma bagi Ketahanan Nasional, di samping ketahanan di bidang eko- 
nomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Kita dewa- 
sa ini memberi prioritas yang tinggi bagi pembangunan ekonomi, 
justru untuk meningkatkan Ketahanan Nasional kita, yang di bi- 
dang ekonomi ini masih sangat parah. 

Itulah sebabnya, sebagian kita kadang-kadang bertanya, mengapa 
Indonesia di luar negeri tidak lagi “hebat” seperti dulu, seolah- 
olah kita sudah melepaskan cita-cita dan peranan dalam mewu- 
judkan perdamaian dunia. Tidak. Cita-cita kita tidak boleh ber- 
Ubah dan peranan itu harus tetap kita sumbangkan. Soalnya ialah 
bahwa kita akan dapat memainkan peranan yang lebih efektif 
apabila kita sendiri memiliki Ketahanan Nasional tadi.” (Sanggar 
Strategi Lemhannas, 1970:53-54) 


Pada kesempatan Pembukaan Orientasi Duta Besar dan 
Perwakilan Indonesia (26/8/1969), Presiden Soeharto meng- 
gambarkan secara garis besar apakah sebenarnya Ketahanan 


Nasional itu. Berikut petikannya: 


“Pembangunan ekonomi yang sekarang telah kita mulai, merupa- 
kan bagian yang terpenting dari usaha kita untuk mengembalikan 
Ketahanan Nasional di segala bidang. Ketahanan Nasional yang 
seimbang, baik di bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, dan 
pertahanan keamanan mutlak diperlukan untuk kelangsungan hi- 
dup Bangsa kita untuk mencapai cita-cita kita, baik dalam ruang 
lingkup Nasional maupun internasional. 

Suskesnya pembangunan ekonomi yang sedang kita kerjakan ada- 
lah mutlak guna penggalangan Ketahanan Nasional, sedangkan 
hasil-hasil serta kelancaran hubungan dan kerja sama ekonomi 
kita dengan luar negeri, memegang peranan penting pula dalam 
mensukseskan pembangunan ekonomi itu. 

Politik luar negeri kita sama sekali tidak berubah, ialah bebas dan 
aktif, tidak memihak salah satu pihak kekuatan-kekuatan Dunia, 
juga tidak mengaitkan diri pada sesuatu negara yang memberikan 
bantuan ekonomi kepada kita. Kita tetap konsekuen antipenjajah- 
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an dalam segala bentuk dan manifestasinya menuju persahabatan 
antarbangsa dan perdamaian dunia yang sesungguhnya. Ketahan- 
an Nasional yang sedang kita bina dengan prioritas pembangunan 
ekonomi, justru untuk menyiapkan syarat-syarat agar aspirasi- 
aspirasi internasional kita dapat kita laksanakan lebih efektif. 
Mewujudkan Ketahanan Nasional berarti menumbuhkan kehi- 
dupan rakyat, bangsa dan negara kita di atas dasar-dasar yang 
kuat, yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa kita sendiri se- 
hingga kita cukup mempunyai daya tahan terhadap gangguan- 
gangguan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dasar- 
dasar yang kuat itu adalah, pertama, ideologi bangsa, yang sesuai 
dengan kepribadian dan dapat menjamin kesejahteraan seluruh 
rakyat. Kedua, Pemerintah yang stabil yang didukung oleh rakyat, 
yang melaksanakan kehendak rakyat, dan yang dikontrol oleh 
rakyat. Ketiga, ketertiban di segala bidang. Atau dengan singkat, 
di atas basis ideologi Pancasila, kita tumbuhkan kehidupan demo- 
krasi yang sehat, kehidupan konstitusionil yang kuat, dan tegak- 
nya hukum yang sekaligus merupakan aspek-aspek di bidang po- 
litik dan ketatanegaraan, yang merupakan strategi Orde Baru da- 
lam mewujudkan stabilisasi politik.” (Sanggar Strategi Lemhannas, 
1970:54-55) 


Berbekal pengalaman sejarah, Ketahanan Nasional di- 
rumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang 
mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuat- 
an nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman, 
baik dari dalam maupun dari luar yang langsung atau tidak 
langsung membahayakan kehidupan nasional. Berlainan de- 
ngan pertahanan nasional yang dalam dasar pemikirannya se- 
lalu ditujukan atau diarahkan kepada sesuatu ancaman, maka 
Ketahanan Nasional tidaklah demikian. Ketahanan Nasional 
bersifat introversif atau pemupukan “ke dalam”, bukan ekstro- 
versif atau pengarahan “ke luar”. Oleh karena itu, Ketahanan 
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Nasional meliputi seluruh kehidupan dan penghidupan masya- 
rakat yang berpusatkan kepada penghayatan setiap warga 
negara. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Harto bahwa 
Ketahanan tidak dapat dilepaskan dari kepribadian nasional 
yang menjadi unsur utamanya. Kepribadian Indonesia telah 
berkembang berabad-abad melintasi arus sejarah Nusantara. 

Wirjosaputro (1970:3) mengatakan Ketahanan Nasional 
Indonesia bukan merupakan warisan dari penjajah dan bukan 
pula suatu pengalaman dari bangsa lain. Hakikat Ketahanan 
Nasional adalah kesadaran yang timbul oleh emosionalitet 
Bangsa sebagai reaksi positif terhadap kolonialisme yang telah 
dialami oleh bangsa Indonesia. 

Sebagai suatu bangsa yang telah sepakat mendirikan 
negara—atau istilah lain bangsa yang telah bernegara —maka 
tidak terbatas pada masalah persatuan tanah air dan kebang- 
saan atau nasionalisme saja, tetapi lebih luas daripada itu yaitu 
menyangkut masalah persatuan dan kesatuan dalam aspek 
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. 
Untuk itu, bangsa Indonesia dalam membina dan menyeleng- 
garakan tata kehidupan bangsa dan negara dalam semua aspek, 
disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita- 
cita, tujuan, kondisi sosial, serta pengalaman sejarah yang me- 
numbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhineka- 
annya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. 
Gagasan menjamin persatuan kesatuan dan sekaligus sebagai 
kepentingan nasional yang sangat hakiki tersebut merupakan 
cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan- 
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nya—dikenal sebagai Wawasan Nusantara (Lemhannas, 1997b: 
22). 

Wawasan Nusantara dalam wujudnya akan merupakan 
suatu gejala sosial yang bergerak/bekerja dalam menyeleng- 
garakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan 
negara Indonesia, atau dengan perkataan lain menyelenggara- 
kan dan menjamin kepentingan nasional. Berbicara mengenai 
kepentingan nasional berarti mengenal serta memerhatikan 
segala apa yang menjadi syarat dan prasyarat yang diperlukan 
untuk dapat mewujudkan tujuan nasional (Lemhannas, 1983). 

Konsep kepentingan nasional (national interest), menu- 
rut Perwita dan Yani (2005:35) sangat penting untuk menjelas- 
kan serta memahami perilaku internasional, menjadi dasar un- 
tuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan 
nasional merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu 
akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan suatu nega- 
ra dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan 
nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur 
yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti 
pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. 

Berdasarkan pengungkapan fakta sejarah bahwa kepen- 
tingan nasional Indonesia pada masa pergantian Orde Lama ke 
Orde Baru adalah kelangsungan hidup bangsa dan suskesnya 
pembangunan ekonomi (Repelita) sehingga doktrin nasional 
yang diperlukan saat itu adalah geopolitik. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Grygiel (2006:36) bahwa negara berusaha di atas 
segalanya untuk melindungi wilayah mereka dari invasi dan se- 
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rangan sehingga harus berkonsentrasi dalam upaya menjaga 
keamanan teritorialnya dan tidak memiliki kemampuan untuk 
mengejar kebijakan luar negeri yang bersifat politis-strategis. 
Sumber daya diplomatik, ekonomi, dan militer Indonesia dialih- 
kan untuk melindungi kedaulatan wilayah dari ancaman masuk- 
nya komunis dari Indo Cina dan menyukseskan pembangunan 
ekonomi. 

Geostrategi Indonesia sebagai geopolitik dalam pelaksa- 
naan, atau diartikan bahwa geostrategi adalah kebijakan pe- 
laksanaan dalam menentukan tujuan, sarana, serta cara peng- 
gunaan sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan 
memanfaatkan konstelasi geografis bangsa Indonesia tidak 
memiliki karakteristik doktrin geostrategi. Menurut Joesoef 
(2014:34), geopolitik adalah studi proyek sedangkan geostra- 
tegi merupakan studi pelaksanaan, biasanya dengan pelaksana- 
an peperangan. Berhubung peperangan biasanya berkecamuk 
di suatu ruang (space), maka sejak awal penampilannya geo- 
strategi sudah menjadikan ruang sebagai suatu kategori utama 
dari pemikiran strategis, yang jelas tercatat dalam dimensi 
“geo”. Namun, bukan lalu berarti bahwa setiap strategi—dalam 
hal ini konsepsi Ketahanan nasional —adalah geostrategi. 

Berdasarkan pengujian terhadap bangunan silogisme un- 
tuk menarik konsepsi Ketahanan Nasional sebagai geostrategi 
bahwa premis (1)—strategi pengaturan kehidupan nasional de- 
ngan memanfaatkan kondisi geografis untuk mencapai Tujuan 
Nasional merupakan geostrategi—kurang tepat. Merunut seja- 
rahnya, pada awal tahun 1960-an, tercatat dimulainya perang 
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Vietnam, terjadi gerakan atau pemberontakan komunis di 
Malaya, Singapura, Thailand, serta telah kembalinya PKI ke 
dalam panggung politik dalam negeri. Adanya perkembangan 
tersebut, secara heuristis dipertanyakan tentang kekuatan apa 
yang seharusnya ada dalam masyarakat dan negara Indonesia 
agar kedaulatan serta keutuhan negara dan bangsa Indonesia 
terjamin di masa mendatang. Jawaban atas pertanyaan eksplo- 
ratif itu adalah kekuatan nasional untuk mempertahankan ke- 
langsungan hidup, yang antara lain berupa unsur kesatuan dan 
persatuan nasional serta kekuatan nasional untuk mengem- 
bangkan kehidupan nasional sesuai tuntutan lingkungan dan 
zamannya (Sunardi, 2004:14). 

Pengembangan dari pemikiran awal tersebut terhadap 
tata kehidupan nasional dilaksanakan kemudian di Indonesia 
setelah terjadinya tragedi nasional berupa pemberontakan G- 
30-S/PKI. Sudah barang tentu pemikiran dan pengembangan 
konseptual yang dilakukan di Lemhannas sudah berada pada 
tataran logika dan analitis. Namun demikian, pada awalnya pe- 
mikiran di Lemhannas masih diwarnai oleh konsep kekuatan 
sebagai kelanjutan dari apa yang telah dikembangkan di SSKAD. 
Misalnya pada tahun 1968, walaupun jawaban terhadap tan- 
tangan zaman maupun lingkungan harus diwujudkan sebagai 
Ketahanan Bangsa, namun diartikulasikan bahwa ketahanan 
bangsa tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tameng yang 
terdiri atas unsur-unsur ideologi, ekonomi, dan sosial serta 
pedang yang diwujudkan oleh unsur-unsur kekuatan daya se- 
rang, politik, dan militer. Dalam hal ini, tameng dan pedang 


225 


4. Geostrategi Indonesia 


adalah sublimasi dari konsep “kekuatan” sebagai manifestasi 
konsep terpadu yang berasal dari SSKAD (Sunardi, 2004:15). 

Semenjak pengembangan konsepsi Ketahanan Nasional 
banyak dilakukan oleh Lemhannas, konsepsi Kekuatan Nasional 
(national power) berubah menjadi Ketahanan Nasional. 
Menurut Haryomataram (1976:372-373), ada lima alasan yang 
dapat dikemukakan. Pertama, dilihat dari segi pangkal-tolak 
berpikir, Ketahanan Nasional adalah hasil pemikiran kita dalam 
mencari jawaban atas pertanyaan: “Apa sebabnya bangsa Indo- 
nesia dapat tetap 'survive', walaupun menghadapi bermacam- 
macam kesulitan?” Pengertian Kekuatan Nasional diciptakan 
sebagai hasil pemikiran untuk mengetahui dan menentukan 
“power” suatu negara. Pengetahuan akan Kekuatan Nasional 
suatu negara barulah diperlukan dalam hubungan antarnega- 
ra—yang digambarkan sebagai power politics—di mana power 
menduduki tempat sentral. 

Kedua, Ketahanan Nasional merupakan suatu konsepsi 
yang bulat dan menyeluruh. Konsepsi Ketahanan Nasional pada 
hakikatnya memberi petunjuk tentang pengaturan dan pe- 
nyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan suatu bangsa. 
Sementara itu, Kekuatan Nasional sekedar inventarisasi dari 
apa yang lazim disebut elemen dari Kekuatan Nasional untuk 
kemudian ditentukan besar-kecilnya kekuatan negara bersang- 
kutan. Ketiga, Ketahanan Nasional mengutamakan pengaturan 
kehidupan nasional dengan mendahulukan keadaan dalam ne- 
geri. Ketahanan Nasional bersifat inward-looking, meskipun ini 
tidak berarti bahwa hubungan luar negeri diabaikan. Kekuatan 
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nasional suatu negara menjadi penting apabila yang dibahas 
adalah hubungan antarnegara. Pengertian kekuatan nasional 
tidak pernah dipakai dalam membahas masalah dalam negeri 
suatu negara. Kekuatan nasional dikenal bersifat out-ward- 
looking. 

Keempat, suatu negara perlu memiliki dan harus selalu 
meningkatkan Ketahanan Nasionalnya agar dapat menanggu- 
langi setiap jenis ancaman, tidak hanya yang berasal dari luar, 
tetapi juga yang berasal dari dalam negeri. Ancaman ini tidak 
hanya yang berbentuk fisik, tetapi juga ancaman terhadap se- 
luruh bidang kehidupan nasional. Kekuatan nasional yang di- 
miliki suatu negara, biasanya hanya ditujukan kepada ancaman 
yang bersifat fisik (militer) yang berasal dari luar. 

Kelima, konsepsi Ketahanan Nasional lebih cocok bagi 
negara-negara yang sedang berkembang karena kondisinya 
yang tidak memungkinkan untuk mendasarkan kebijakannya 
kepada kekuatan fisik. Oleh karena itu, kebijakan harus dida- 
sarkan kepada kekuatan lain, terutama yang bersifat nonfisik. 
Menurut Haryomataram, konsepsi kekuatan nasional lebih co- 
cok untuk negara super power atau kekuatan besar, yang me- 
mang mampu untuk mendasarkan kebijakannya pada physical- 
military power yang dimiliki. 


Geography is the Bone of Strategy 

Geografi merupakan salah satu indikator penting dalam 
menentukan apakah suatu negara merasa aman atau tidak. 
Kondisi geografi wilayah suatu negara sangat memengaruhi 
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kebijakan pertahanan dan strategi pembangunan kekuatan 
militer negara tersebut (Harsono, 2009). Dalam tulisan Gray 
(1999a), geografi dalam pengertiannya adalah sebuah dimensi 
yang begitu nyata dari strategi. Bentuk geografi suatu negara 
dilihat untuk memerkirakan situasi strategis, apakah geografi 
negara tersebut membuat penyerangan mudah atau sulit di- 
lakukan. 

Tidak mudah menjawab seberapa besar dan bagaimana 
faktor-faktor geografi memengaruhi kehidupan berbangsa, 
bernegara, dan interaksi antarbangsa maupun antarnegara. 
Semboyan geography is destiny seperti dikemukakan oleh Paul 
Windson tidak menjawab apakah kondisi geografis merupakan 
faktor predominan atau trivial ataupun apakah faktor tersebut 
merupakan peluang atau hambatan (Anggoro, 2005). Dibutuh- 
kan sebuah skala untuk menunjukkan bagaimana geografi me- 
ngurangi keamanan sebuah negara. Misalnya wilayah perairan 
suatu negara yang sangat luas menyulitkan penyerangan. 

Konsep Westphalian tentang wilayah nasional (national 
territory) menurut Anggoro (2004) berkaitan dengan sejarah 
demografi dan geografi militer. Sekat gunung dan alam nyaris 
tak bernilai ketika wilayah nasional dihadapkan pada berbagai 
persenjataan modern. Rudal-rudal jelajah dari tempat yang 
teramat jauh gampang untuk melumpuhkan pusat kekuatan 
tanpa harus melewati tapal batas negara. Penggunaan perang 
informasi memungkinkan perang dapat dimenangkan sebelum 
benar-benar dimulai. Kemajuan teknologi ternyata mengatasi 
tirani jarak. Berdasarkan kajian pertahanan, teknologi merupa- 
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kan perangkat utama yang menyebabkan terjadinya gejala de- 
teritorialisasi peperangan (deteritorrialization of warfare). 

Pada sisi lain, berbagai ketentuan dalam hubungan inter- 
nasional memberikan kewenangan baru bagi negara-negara 
yang memiliki konstruksi geografis tertentu. UNCLOS mem- 
berikan hak baru kepada negara-negara kepulauan. Zona Eko- 
nomi Ekslusif (ZEE) berupa bentangan sejauh 200 mil memper- 
luas perimeter suatu negara, membuka peluang bagi negara- 
negara kepulauan untuk mengelola sumber daya laut yang 
tidak berada dalam wilayah nasionalnya. Namun demikian, 
kesempatan untuk mengelola sumber daya dan melindungi alur 
laut ini, seringkali malah memperkuat teritorialisasi kedaulatan 
wilayah non-nasional (Anggoro, 2002). 

Dua gejala tersebut—deteritorialisasi peperangan dan 
reteritorialisasi kedaulatan—semakin diperkuat oleh merebak- 
nya masalah transnasional. Menurut Anggoro bahwa penyelun- 
dupan, perdagangan narkotika dan obat bius, terorisme, dan 
pencurian sumber daya telah meluluhkan garis batas anta- 
ra kedaulatan wilayah negara dan kedaulatan wibawa negara. 
Ancaman yang bersifat nonkonvensional sulit dihadapi dengan 
kalkulasi pertahanan tradisional yang mengandalkan konsep 
penangkalan. Pelakunya bukan negara sehingga sulit dijangkau 
dengan hukum internasional yang sejak lama menjadi pilar pen- 
ting dalam hubungan antarnegara. Meskipun tidak secara lang- 
sung mengancam kedaulatan wilayah, pelaku bukan negara 
merongrong kewibawaan pemerintah secara serius. 
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Tidak ada yang lebih rumit daripada menempatkan se- 
mua itu dalam konteks pertahanan negara kepulauan. Bagi ne- 
gara seperti Indonesia dan Filipina, geostrategi klasik tidak lagi 
relevan karena perang masa depan merupakan suatu integra- 
ted accident. Alih-alih mengikuti diktum Clausewitzian bahwa 
perang sebagai kelanjutan politik dengan cara-cara lain, menu- 
rut Anggoro bahwa hubungan antarnegara cenderung memba- 
liknya. Perang bisa menjadi pilihan pertama. Istilah ofensif, 
antisipatorik, pre-emptif maupun berbagai kecenderungan me- 
ngambil inisiatif lebih dahulu semakin banyak memasuki lite- 
ratur tentang pertahanan modern. Dilema keamanan menjadi 
semakin rapuh terhadap perlombaan senjata asimetrik. 

Wilayah laut Indonesia yang begitu luas menggambarkan 
bahwa sejak masa lampau, Nusantara diwarnai kehidupan di 
laut. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan 
menghayati arti dan kegunaan laut sebagai sarana untuk men- 
jamin berbagai kepentingan antarbangsa, sepert perdagangan 
dan komunikasi. Bukti menunjukkan bahwa nenek moyang 
bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu 
mengarungi samudra luas hingga ke pesisir Madagaskar dan 
Afrika Selatan. Penguasaan lautan oleh nenek moyang lebih 
merupakan penguasaan de facto daripada penguasaan atas 
suatu konsep kewilayahan dan hukum. Namun, sejarah menun- 
jukkan bahwa bangsa Indonesia yang mencintai laut sejak 
dahulu merupakan masyarakat bahari. Akan tetapi oleh pen- 
jajah kolonial, bangsa Indonesia didesak ke darat yang meng- 
akibatkan menurunnya jiwa bahari. 
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Gambaran singkat tersebut menunjukkan bahwa jika 
suatu negara maritim ingin maju dan kuat, seyogyanya tidak 
mengingkari posisi/kondisi geografisnya sebab faktor-faktor 
inilah penentu dalam penyusunan strategi pertahanan dan 
strategi militer yang berdampak terhadap kemajuan ekonomi 
negara. Jadi benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh para ahli 
strategi militer bahwa geography is the bone of strategy. 

Bagaimana halnya dengan Indonesia kini yang memiliki 
puluhan ribu pulau dengan luas laut terbesar di dunia yakni 
sekitar 5 juta km? dan garis pantai kedua terpanjang di dunia # 
81.000 km, serta memiliki posisi strategis yang menghubung- 
kan dua samudra besar: Hindia dan Pasifik? Sebuah kondisi 
yang menjadikannya sebagai rute pelayaran tersibuk di dunia 
malah kurang memiliki perhatian terhadap potensi lautnya, 
bahkan telah meninggalkannya. Sebagaimana pidato Presiden 
Joko Widodo saat pelantikan sebagai Presiden RI (20/10/2014), 


“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi 
samudra, selat, dan teluk.” 
Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia 
telah memungkiri posisi dan potensi geografinya. Mahfum di- 
ketahui bahwa strategi pertahanan Indonesia lebih cenderung 
bersifat pertahanan darat (land-based strategy) sehingga ku- 
rang efektif karena belum didukung oleh kekuatan laut dan 
udara yang memadai. Joesoef (2012) menyatakan, 
“Siapa yang 'menguasai' jantung arsipel Indonesia akan mengu- 


asai arterinya dan siapa yang 'menguasai' arteri akan berdaulat 
atas keseluruhan negara-bangsa Indonesia.” 


4. Geostrategi Indonesia 


Maksim geopolitik Indonesia ini semestinya menjadi rujukan 
dalam penjabaran konsep geostrategi Indonesia. 

Sejak awal peradaban, perubahan watak perang dan sifat 
kedaulatan selalu menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang 
bagaimana menjawab berbagai persoalan itu. Di manapun juga, 
deteritorialisasi dan reteritorialisasi yang terkait dengan dimen- 
si kelautan mengawali pemikiran ulang tentang pertahanan 
negara. Dua hal yang perlu memperoleh perhatian khusus, 
pertama, kekuatan laut hanya merupakan sebagian saja dari 
kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah negara dengan 
wilayah maritim. Kedaulatan Indonesia atas wilayah maritim 
juga perlu disangga oleh elemen selain TNI AL, misalnya pen- 
jaga pantai dan laut, polisi laut, dan diplomat yang kompeten di 
bidang maritim. Pemerintah daerah di perbatasan memiliki 
peran dalam pemberdayaan wilayah perbatasan. 

Kedua, manwverabilitas jauh lebih penting dibanding ke- 
kuatan besar yang terpaku di sebuah tempat saja. Bisa diba- 
yangkan akhir dari strategi peperangan laut karena daya tang- 
kal tidak lagi dapat disangga sepenuhnya dengan kekuatan- 
kekuatan besar. Penguatan pada unsur-unsur kekuatan seperti 
kapal induk dan kapal selam justru menimbulkan dilema ter- 
sendiri karena lebih dilihat pihak lain sebagai niatan untuk ber- 
perang daripada sekedar mempertahankan kedaulatan. 

Sebuah contoh menarik adalah pernyataan Obama yang 
mengklaim dirinya “Presiden Pasifik” pertama pada hari-hari 
awal kepresidenannya. Pada saat itu tidak banyak mendapat- 
kan perhatian, meskipun sebenarnya di belakang pelabelannya 


232 


Priyono, Herman & Yusgiantoro 


sendiri yang luar biasa dan unik itu merupakan tujuan geo- 
strategi tersembunyi dan mendalam serta sasaran jangka pan- 
jang AS. 

Orang-orang yang sekarang meninjau geostrategi baru 
Pemerintahan Obama terhadap Asia, mudah untuk mendapat- 
kan fakta bahwa Presiden AS ini benar-benar menyiratkan 
“hubungan natural” tak terpisahkan antara AS dan Asia. Apa 
yang diupayakan AS tidak hanya kehadiran permanen, tetapi 
juga dominasi yang tak tertandingi di Asia. Ini adalah apa yang 
“Presiden Pasifik” benar-benar maksudkan dan target strategis 
yang dicari AS: dan ini juga merupakan pemikiran strategis dan 
logika Amerika bahwa orang-orang dari luar tidak dapat me- 
mahami dan menyesuaikan (Oiang, 2011:30). 

Sejak awal, fokus Pemerintahan Obama di Asia menurut 
Oiang telah menempatkan semua kebijakan pendahulunya ke 
arah yang berseberangan. Sebanyak lebih dari tiga puluh kun- 
jungan telah dilakukan ke Asia oleh petinggi pemerintah AS dan 
pejabat militer dalam waktu kurang dari dua tahun. Hal ini 
jarang terlihat dalam sejarah hubungan AS-Asia. Seringnya kun- 
jungan tingkat tinggi ini direncanakan dan diatur oleh peme- 
rintah menunjukkan bahwa fokusnya adalah Asia Timur Laut, 
Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Ketiga wilayah tersebut meru- 
pakan kunci bagi implementasi geostrategi baru Pemerintah AS 
terhadap Asia. 

Sejak pemerintahan Obama mengambil alih kantor ke- 
presidenan, Amerika telah mengadopsi geostrategi baru ter- 
hadap Asia, memberikan perhatian yang lebih besar kepada 
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Asia dengan peningkatan input dan keterlibatan. Apa yang 
terlihat menarik adalah kemiringan gravitasi geostrategi dari 
Timur Tengah dan Asia Tengah ke Asia Timur: dan perkembang- 
an baru manwver strategis yang dilakukan secara intensif oleh 
Amerika dan penyebarannya di Asia Timur Laut, Asia Tenggara, 
dan Asia Selatan. Sebagai suatu kenyataan, ketiga wilayah ini 
telah memiliki hubungan erat dan koneksi yang sangat diper- 
lukan dalam geostrategi AS yang baru di Asia: penting bagi 
upaya AS untuk memperkuat dan memperluas kehadiran 
militernya dan mengkonsolidasikan keunggulan geopolitiknya 
di Asia. Langkah strategis ini memiliki dampak mendalam dan 
jangkauan luas (Oiang, 2011:29). 

Strategi Asia yang baru oleh Pemerintahan Obama meng- 
ungkapkan tren baru dari strategi global AS, meliputi perhatian 
yang lebih besar kepada Asia dan cenderung menitikberatkan 
strategi dari Eropa ke Asia. Langkah strategis utama ini memiliki 
dampak langsung dan jangkauan jauh terhadap evolusi inter- 
nasional saat ini dan masa depan serta situasi regional, ter- 
utama pada perkembangan geopolitik di Asia Timur Laut, Teng- 
gara, dan Selatan (Oiang, 2011:35). 


Spektrum Ancaman 

Dalam kajian hubungan internasional, terdapat beberapa 
teori yang menjelaskan tentang definisi ancaman. Menurut 
Buzan dan Waever (dalam Burgess, 2007:5-6), ancaman dalam 
kerangka keamanan sosietal terbagi menjadi dua: ancaman 
horisontal dan ancaman vertikal. Ancaman horisontal yaitu 
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beberapa identitas yang saling bersaing dalam suatu kelompok 
sosial, sedangkan ancaman vertikal yaitu ancaman yang meng- 
akibatkan identitas suatu kelompok sosial melemah pada titik 
terjadinya disintegrasi atau secara nyata terkekang oleh suatu 
kekuatan politik. Kedua ancaman tersebut mengakibatkan ter- 
jadinya konflik horisontal maupun vertikal. 

Snyder (1999) dalam Contemporary Security and Strategy 
mendefinisikan ancaman dari dua sudut pandang yang ber- 
beda: kajian strategis (strategic studies) dan kajian keamanan 
(security studies). Menurut kajian strategis, ancaman merupa- 
kan ancaman militer yang ditujukan terhadap suatu negara. 
Sementara menurut kajian keamanan, ancaman yaitu ancaman 
nonmiliter yang bukan saja ditujukan terhadap negara, namun 
juga terhadap aktor non-negara (non-state actors) maupun 
kelompok sosial yang lebih kecil (sub-state groups). 

Dalam konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972 yang 
dikembangkan Lemhannas, dikenal istilah ancaman sebagai 
salah satu dari bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan 
gangguan. Saat ini, hanya dikenal satu istilah saja yakni ancam- 
an. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mende- 
finisikan ancaman sebagai setiap usaha dan kegiatan baik dari 
dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan ke- 
daulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan 
segenap bangsa. 

Definisi ancaman juga dapat dilihat dengan jelas dalam 
Pasal layat (22) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan 
bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari 
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dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau 
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, 
dan keselamatan segenap bangsa. 

Jika mencermati beberapa definisi mengenai ancaman, 
terdapat beberapa faktor yang umum (common factors) terkait 
ancaman. Pertama, ancaman ditujukan terhadap negara/ke- 
lompok sosial. Kedua, ancaman terhadap identitas negara/ 
kelompok tersebut—termasuk terhadap bangsa atau anggota 
kelompok sosial tersebut. 

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menyebutkan 
ancaman (aktual maupun potensial) merupakan faktor utama 
yang mendasari penyusunan desain sistem pertahanan negara. 
Saat ini dan ke depan, sumber ancaman dapat berasal dari da- 
lam maupun luar negeri: dilakukan oleh aktor negara maupun 
non-negara, bersifat nasional, regional, maupun internasional. 
Sesuai dengan prediksi dan prioritasnya, ancaman dikelompok- 
kan dalam bentuk nyata dan belum nyata. Dampak yang di- 
timbulkan oleh ancaman tersebut harus diakui telah merambah 
semua aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan. Kesimpulannya adalah macam 
ancaman yang ada di dalam konsepsi Ketahanan Nasional harus 
diperbarui mengikuti spektrum terkini. 


Geostrategi Indonesia ke Depan 

Kemasyhuran Indonesia bisa ditilik dari sisi pertahanan 
yang ditentukan oleh ketangguhannya di darat, kejayaan di 
laut, serta keperkasaannya di udara. Sementara dari sisi eko- 
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nomi dan politik, ditentukan oleh kemampuan negara Indo- 
nesia dalam mengelola sumber daya dan memperjuangkan 
kepentingan nasionalnya. 


Sea Power Indonesia 

Saat ini, kawasan Asia Pasifik telah menjadi daerah de- 
ngan kekuatan militer paling besar di dunia. Peningkatan ke- 
kuatan militer dipicu sikap agresif Tiongkok dalam mengem- 
bangkan kekuatan militer. Negara-negara di kawasan—Jepang, 
Korea, India, hingga negara Asia Tenggara seperti: Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam —terus menambah 
belanja militernya: demikian juga Australia. Menurut Panglima 
Komando Militer AS untuk Kawasan Pasifik, Laksamana Samuel 
Locklear sebagaimana dilansir VOVWOorld (25/5/2014), 

“Lautan dan langit Asia Pasifik dengan cepat berkembang men- 
jadi wilayah yang paling militer di dunia.” 

Penumpukan kesenjataan yang sedang berlangsung di 
Pasifik menyebabkan beberapa kekuatan regional mengganti- 
kan dominasi Amerika sebagai kekuatan militer di Asia. Tidak 
hanya karena jumlah senjata yang dimiliki oleh Tiongkok dan 
negara lainnya yang menyebabkan keprihatinan di antara para 
pemimpin AL, namun juga kecanggihan sistem persenjataan 
yang dicari oleh kekuatan regional. Negara-negara di Asia Pasi- 
fik membeli senjata modern abad ke-21 yang bisa menantang 
dominasi militer Amerika di kawasan. India, Tiongkok, dan 
Pakistan jor-joran dalam melakukan uji rudal nuklir demikian 
pula dalam soal belanja alutsista dari pesawat hingga tank. 
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Gambar 12. Perbandingan Kekuatan Militer Negara-Negara di Asia Pasifik 
Sumber: CSIS 


Penumpukan militer ini sudah barang tentu memicu situ- 
asi yang kian memanas. Potensi terjadinya perang di Asia Pasifik 
bukan omong kosong, misalnya di LCS, Semenanjung Korea, 
atau Filipina. Dengan kekuatan militer yang begitu besar, bisa 
dibayangkan berapa jumlah korban jiwa meregang jika benar 
pecah perang. Laksamana Locklear memerkirakan bahwa jika 
Korea Utara benar-benar mengobarkan perang, dalam satu hari 
bisa menewaskan hingga satu juta orang (VOVWorld, 2014). 
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Samudra Hindia dan Pasifik semakin disesaki oleh kapal 
selam bersenjata nuklir dan konvensional sehingga meningkat- 
kan risiko terjadinya tabrakan dan konflik nuklir. Merujuk paper 
yang dipublikasikan oleh Lowy Institute for International Policy, 
kawasan ini menghadapi ancaman terbesar akibat salah per- 
hitungan yang melibatkan kapal selam bersenjata nuklir sejak 
era Perang Dingin. Paper yang ditulis Prof. Rory Medcalf dari 
National Security College, ANU dan Brendan-Thomas Noone 
dari Lowy Institute menyebutkan adanya perebutan pengaruh 
di kawasan regional antara AS dan Tiongkok serta Tiongkok dan 
India yang belum memiliki pengalaman maupun ideologi se- 
bagai pelaku utama Perang Dingin. Artinya akan muncul kom- 
petisi bawah permukaan yang berbahaya jika Tiongkok dan 
India menyebar senjata nuklir di bawah laut. Sementara itu, 
Pakistan dan Korea Utara mengejar kemampuan lebih seder- 
hana yang melibatkan kapal selam listrik diesel yang membawa 
senjata nuklir, namun mampu memunculkan dimensi baru dan 
tak terduga bagi keamanan regional. 

Dalam Austalian Financial Review, Medcalf menyatakan 
bahwa kapal selam nuklir dianggap sebagai pelapis serangan 
selama berlangsung Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. 
Artinya, mereka bertindak sebagai pencegah dari sisi lain, 
terutama setelah terjadi serangan pertama. Kapal selam bisa 
bertahan hidup setelah serangan pertama untuk membalas. 
Namun, dengan begitu banyak negara di kawasan memperoleh 
atau mengoperasikan kapal selam nuklir—termasuk AS dan 
Rusia—serta berseliwerannya kapal selam konvensional, me- 
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nimbulkan risiko yang lebih besar terjadinya tabrakan di bawah 
air. Selain itu, negara-negara seperti Australia, Vietnam, Fili- 
pina, Indonesia, dan Korea Selatan memperluas armada kapal 
selam konvensionalnya. 

Pada tahun 2014, dana pembelanjaan militer Tiongkok 
meningkat sebesar 12,3 persen atau USS 188 miliar, sedangkan 
dana pembelanjaan militer AS menghabiskan USS 640 miliar. 
Tiongkok memiliki peralatan militer yang lebih banyak dengan 
2,3 juta personel yang masih aktif. Menurut Global Firepower 
Index, Tiongkok menempati urutan ketiga kekuatan militer ter- 
besar di dunia setelah Rusia dan AS. 

Kekuatan militer Tiongkok menjadi faktor deterrence ter- 
kait konflik perbatasan dengan beberapa negara. Pemerintah 
RRT telah menempatkan rudal balistik Dongfeng-21 di Gunung 
Baekdu dan di Shandong dekat Laut Cina Timur dengan target 
sasaran Jepang. Dongfeng-21 merupakan rudal darat dengan 
jarak tempuh 1.700-2.100 km, yang dapat menjangkau hingga 
wilayah Jepang. Versi terbaru dari rudal tersebut telah di- 
modifikasi menjadi rudal balistik antikapal dengan jarak tem- 
puh mencapai 3.000 km sehingga dapat menjangkau kapal- 
kapal induk AS yang berada di Guam. Adapun rudal Dongfeng- 
21 dapat mengangkut nuklir hingga 200-500 kiloton dan me- 
miliki kemampuan untuk mengubah jalur terbang sebelum 
mengenai sasaran. Tiongkok diperkirakan memiliki sekitar 50- 
100 rudal Dongfeng-21 dalam rangka memersiapkan diri untuk 
menghadapi Jepang terkait sengketa Kepulauan Senkaku/Diao- 
yu (Ervianto, 2015). 
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Marsetio (2014:89) dalam Sea Power Indonesia menya- 
takan bahwa pengendalian laut pada hakekatnya merupakan 
kemampuan dalam mengendalikan wilayah laut sekaligus men- 
cegah lawan menggunakan wilayah tersebut untuk kepenting- 
an mereka. Pengendalian laut itu sendiri sangat terkait dengan 
kekuatan laut yang dimiliki oleh suatu bangsa. Sea Power dapat 
diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut 
yang andal dan juga bermakna kemampuan suatu negara da- 
lam menggunakan dan mengendalikan laut (sea control) serta 
mencegah lawan menggunakannya (sea denial). 

Terkait dengan terminologi, Marsetio (2014:89-90) men- 
jelaskan bahwa dewasa ini selain istilah sea power juga terda- 
pat istilah maritime power. Kedua istilah ini sering digunakan 
oleh banyak orang, namun tak jarang menimbulkan perbedaan 
pemahaman. Jika mengacu literatur Barat sebelum tahun 1990- 
an, istilah yang umum digunakan adalah sea power. Sementara 
pada era 1990-an hingga kini, istilah yang dipakai adalah mari- 
time power. Sebagian kalangan berpendapat bahwa sea power 
identik dengan Angkatan Laut, sedangkan maritime power me- 
rupakan gabungan antara unsur AL dengan unsur lainnya, baik 
unsur militer (darat dan udara) maupun unsur pelayaran niaga, 
industri maritim, dan sebagainya. Menurut Marsetio, tidak ada 
perbedaan berarti antara sea power dengan maritime power di- 
tinjau dari elemen pembentuknya. 

Mencermati kondisi saat ini, sea power Indonesia tidak 
dapat berdiri sendiri seperti era Sriwijaya dan Majapahit eksis 
di lautan. Kejayaan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat 
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ditentukan oleh konsep kesatuan seluruh komponen kekuatan 
nasional dalam mengeksplorasi sumber daya nasional. Artinya 
sea power tidak hanya armada kapal perang saja, tetapi juga 
mencakup segala potensi kekuatan nasional yang mengguna- 
kan laut sebagai wahananya, seperti penegak hukum di laut, 
armada kapal niaga, pelabuhan, laboratorium, serta industri 
dan jasa maritim. 

Marsetio berpendapat dalam sea power mutlak harus ada 
aspek-aspek nonmiliter, seperti perdagangan lewat laut, per- 
kapalan, perikanan, asuransi maritim, dan industri pembangun- 
an kapal. Jika semua aktivitas tersebut dilakukan dalam kerang- 
ka kebijakan Pemerintah dan menjadikannya sebagai kepen- 
tingan nasional yang utama, maka arah Indonesia menuju ne- 
gara maritim dan Poros Maritim Dunia sudah tepat. 

Sebagaimana teori-teori maritim, menurut Marsetio ada 
enam sumber instrumen penting yang seyogyanya diaplikasi- 
kan dalam kekuatan laut Indonesia. Aplikasi tersebut dalam 
upaya untuk mencapai command of the sea through naval 
superiority. Aplikasinya dapat berupa kombinasi dari perda- 
gangan maritim, kepemilikan sumber daya di luar negeri, akses 
perdagangan luar negeri untuk memasarkan barang-barang 
nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kejayaan. 

Marsetio (2014:98) mengingatkan bahwa tantangan yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak dahulu hingga ke depan 
adalah bagaimana melahirkan karakter Pemerintah yang pro 
maritim. Dalam era demokratis saat ini, rakyat Indonesia me- 
miliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya melalui pe- 
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milihan umum secara periodik, baik eksekutif maupun legislatif. 
Karakter pemerintahan dapat dibangun melalui maritime 
leadership. Kepemimpinan maritim adalah kepemimpinan yang 
memiliki visi maritim bersumber dari history-cultural hemis- 
pheric, geopolitic nationalism, dan geostrategy republicanism. 
History-cultural hemispheric bahwa jati diri bangsa Indonesia 
adalah bangsa maritim, di mana sejarah dan budaya membuk- 
tikan Kerajaan Aceh, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan Bugis 
mencapai kebesaran setelah rajanya memimpin dengan visi 
maritim. Geopolitic nationalism bahwa konstelasi dan kondisi 
geografis Indonesia sebagai archipelagic state terbesar di dunia 
merupakan paham kebangsaan dan basis politik kepentingan 
nasional Indonesia di dan/atau lewat laut dalam dinamika inter- 


nasional. 


“Geostrategy republicanism ... strategi nasional disusun untuk 
menghadapi tantangan abad 21 yang cenderung maritime challe- 
nges untuk mencapai tujuan nasional.” (Marsetio, 2014:99) 


Kepemimpinan maritim berusaha mewujudkan cita-cita 
perjuangan bangsa dengan mengembangkan kemampuan nasi- 
onal yang mampu mendayagunakan laut, sumber daya laut, 
dan lingkungan laut serta pulau-pulaunya secara optimal, ter- 
masuk ruang udara di atasnya. Dengan visi maritim, kepemim- 
pinan nasional di masa mendatang diharapkan dapat memper- 
cepat laju pencapaian kejayaan bangsa. Kepemimpinan mari- 
tim sebagai karakter Pemerintah merupakan model kepemim- 
pinan dengan analogi kehidupan seorang komandan kapal yang 
tengah mengarungi samudra luas. Kepemimpinan visioner se- 
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perti ini juga bersifat adaptif terhadap berbagai dinamika in- 
ternal dan eksternal organisasi, sekaligus mampu membangun 
interconnectivity network. 


Diplomasi Pertahanan 

Fakta yang tak terbantahkan bahwa di masa yang akan 
datang, masalah perbatasan dan kegiatan perdagangan serta 
transportasi internasional melalui SLOC dan SLOT di perairan 
yang berada di kawasan Asia Tenggara akan terus meningkat 
dan bergerak cepat. Peningkatan dan perluasan tersebut tidak 
lepas dari peran kawasan Asia Pasifik, di mana Asia Tenggara 
berada sebagai mesin pertumbuhan (powerhouse) ekonomi 
dunia di abad ke-21 menggantikan kawasan Atlantik yang kini 
terus mengalami resesi ekonomi berkepanjangan. Sebagai me- 
sin pertumbuhan ekonomi dunia, kawasan Asia Pasifik mem- 
butuhkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama (Marse- 
tio, 2014:54). 

Posisi geografis Indonesia merupakan keunggulan kom- 
petitif dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dari segi 
geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategi. Meski Indonesia 
mendapatkan keuntungan yang sangat potensial dari letak geo- 
grafisnya, menurut Marsetio bahwa Indonesia juga dalam po- 
sisi yang rentan akan ancaman keamanan maritim. Hal itu di- 
sebabkan karena meningkatnya jumlah arus pelayaran yang 
melintasi perairan Indonesia, yang akan berdampak terhadap 
masalah lingkungan hidup, sumber daya alam, dan ancaman 
keamanan maritim itu sendiri. 
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Berdasarkan visi geopolitik dan geostrategi, negara Indo- 
nesia sangat menentukan stabilitas keamanan kawasan, ter- 
masuk di dalamnya keamanan maritim. Hal ini tidak lepas dari 
keberadaan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Teng- 
gara yang memiliki empat titik sumbat (choke points) dari sem- 
bilan titik sumbat strategis dunia dan tiga ALKI yang meng- 
hubungkan kawasan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik 
dan Asia Timur dengan Australia. 

TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen ke- 
kuatan negara di laut, selama ini telah ikut berperan mencipta- 
kan kondisi yang kondusif di kawasan dengan terus mening- 
katkan kegiatan operasional dan kerja sama maritim dengan 
Angkatan Laut di kawasan regional. Bukti tentang hal ini di- 
nyatakan oleh mantan KASAL sebagaimana berikut: 


“TNI AL menginisiasi pertemuan formal Angkatan Laut se-ASEAN 
dalam kegiatan ASEAN Navy Chief's Meeting (ANCM) di Hanoi 
tahun 2011.” (Marsetio, 2016:59) 


Bagi Indonesia, menurut Marsetio bahwa keamanan maritim 
bukan semata terkait dengan kewajiban untuk melindungi 
warga negara dan wilayahnya saja, tetapi juga berkontribusi 
terhadap stabilitas kawasan demi kemakmuran bersama dalam 
dunia yang penuh interdependensi saat ini dan ke depan. 
Inisitif Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan ka- 
wasan, menurut Marsetio (2014:60) sudah signifikan, misalnya 
peran Indonesia untuk mengakhiri perang saudara di Kamboja 
pada tahun 1988. Begitu pula peran Indonesia dalam mencari 
penyelesaian damai atas sengketa di Laut Cina Selatan sejak 
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awal 1990-an hingga kini. Indonesia menggagas Declaration of 
Conduct yang berlanjut dengan Code of Conduct. Pada tahun 
2003, Indonesia mensponsori Bali Concord II sebagai landasan 
terbentuknya ASEAN Community. 

Dalam komunitas politik dan keamanan ASEAN, wadah 
kerja sama yang digagas oleh Indonesia adalah AMF yang per- 
tama kali bersidang di Surabaya pada 28-29 Juli 2010. Sampai 
saat ini, AMF masih mencari bentuk kerja sama praktis antar- 
negara ASEAN dalam bidang maritim secara luas. Di masa yang 
akan datang, AMF diharapkan mampu menjadi tuan rumah bagi 
pengembangan inisiatif kerja sama ASEAN di bidang maritim 
sehingga peran organisasi ekstra kawasan di bidang maritim 
Asia Tenggara dapat diminimalkan (Marsetio, 2014:60). Dalam 
konteks ini, TNI AL memiliki peluang untuk berkontribusi dalam 
kerja sama maritim ASEAN. Salah satu peluang kontribusi ter- 
sebut adalah di bidang MDA dengan catatan harus dilakukan 
pembenahan terhadap manajemen keamanan maritim nasi- 
onal terlebih dahulu. 


Geostrategi Pangan 

George Hiscock dalam Earth Wars (2012) berpesan jaga- 
lah pasokan empat kebutuhan pokok (makanan, air, energi, dan 
logam), sediakan udara bersih serta pengaturan yang harmonis, 
dan—ketiadaan bencana besar ala film Hollywood 2012 —maka 
dunia pun akan damai selamanya. Namun, tentu saja itu hanya- 
lah teori di atas kertas untuk sekedar membangun optimisme 
di abad ke-21. Pada kenyataannya, kesinambungan pasokan ke- 
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empat kebutuhan pokok itu jauh dari meyakinkan. Persaingan 
antarnegara adidaya, lonjakan permintaan atas komoditas inti, 
peningkatan standar hidup bagi ratusan juta orang yang ingin 
menikmati kenyamanan mobil, TV, komputer, atau ponsel per- 
tama mereka—atau bagi miliaran orang yang lebih miskin agar 
dapat menikmati makanan harian kedua mereka—tidak di- 
pungkiri bahwa tekanan terhadap sumber daya bumi yang ter- 
batas itu meningkat dengan pesat. 

Pangan adalah kekhawatiran terbesar yang dialami seba- 
gian besar negara dunia, di mana lebih dari satu miliar orang 
tidur dengan perut lapar di dekade kedua abad kedua puluh 
satu—data yang tidak terlihat sejak era 1970-an yang penuh 
dengan realitas kemiskinan. Menurut FAO, harga pangan ber- 
ada pada tingkat tertinggi dalam 20 tahun dan inflasi pangan 
menjadi perhatian utama bagi India, Tiongkok, dan Afrika. 
Kerusuhan pangan tahun 2008-2009 yang melanda beberapa 
negara berkembang selalu dapat berulang, terutama meng- 
ingat perubahan politik dramatis yang mengguncang sebagian 
Afrika Utara dan Timur Tengah dalam beberapa bulan pertama 
tahun 2011. Pemimpin jatuh, sebagian karena rakyat mereka 
menderita oleh harga tinggi kebutuhan pokok seperti roti 
(Hiscock, 2012:63). 

Sementara itu, dari penerawangan Kuntjoro-Jakti (2012: 
198-199) tentang Indonesia ke depan, pemerintahan demi pe- 
merintahan harus mewaspadai potensi munculnya kemelut da- 
lam hal “3F” yaitu Fuel, Food, dan Finance: serupa yang berpo- 
tensi muncul pada Large-Population Countries pada umumnya. 
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Posisi Indonesia dewasa ini dalam 3F sudah mulai menuju ke 
permasalahan kemunculan posisi sebagi importir-netto minyak 
bumi dan BBM (Fuel), serta dari beras dan beberapa bahan pa- 
ngan lainnya (Food). Di atas semua itu, praktis sudah berlang- 
sung puluhan tahun lamanya, Indonesia merupakan perekono- 
mian berposisi defisit dalam hal modal (Finance). Permasalahan 
dalam 3F tersebut akan menimbulkan peningkatan ketegangan 
Jawa-Luar Jawa, serupa yang pernah muncul pada medio 1950- 
an dalam bentuk “perang saudara” PRRI-Permesta. 

Sebagai bangsa besar dengan kepemilikan sumber daya 
alam yang melimpah, semua sepakat bahwa pembangunan na- 
sional harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada masa pele- 
mahan ekonomi seperti sekarang ini, Indonesia sekali lagi harus 
berpaling kepada sumber daya alam yang dimiliki, di mana 
sebagian besar penduduk mempunyai keahlian di bidang ter- 
sebut. Pemerintah harus dapat menyusun konsep pembangun- 
an yang menempatkan pembangunan pertanian dan peman- 
faatan sumber daya alam sebagai mesin penggerak utama per- 
ekonomian nasional. 

Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri stra- 
tegis yang bergerak di sektor pertanian (agro-based industry), 
berkembang di negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan 
Thailand. Sayangnya, pengembangan sektor bisnis kelapa sawit 
di Indonesia belum memiliki blue print yang jelas. Akibatnya 
tidak terjadi integrasi yang menyeluruh antara industri hulu dan 
hilir. Sebagai negara yang menguasai pangsa pasar minyak 
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sawit dunia (mencapai 49 persen), potensi industri sawit belum 
dikembangkan secara optimal. 

Berdasarkan kajian INDEF, potensi industri sawit sangat- 
lah tinggi, mulai dari hulu sampai turunannya. Produk CPO yang 
diolah sebagai produk sabun mandi berkontribusi terhadap 
nilai tambah sebesar 300 persen dan kosmetik mencapai 600 
persen. Oleh karena itu, pengembangan sawit diharapkan tidak 
terpaku kepada produk minyak goreng dan margarin, yang ma- 
sing-masing memiliki nilai tambah 60 persen dan 180 persen. 
Potensi ini belum termasuk pemanfaatan limbah kelapa sawit 
yang bernilai tinggi untuk produk pakan ternak dan mebel. 

Pemerintah menilai bahwa minyak sawit memegang pe- 
ranan penting dalam kehidupan dunia. Berkurangnya pasokan 
komoditas ini disebut akan membuat dunia berguncang. Pada 
pembukaan lokakarya Export Palm Oil di Jakarta (20/10/2015), 
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, 


“The world can not live without palm oil, minyak sawit punya pe- 

ranan penting. Jika cadangan sawit berkurang dunia akan ber- 

guncang.” 
Di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, pada 
tahun 2050 diperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai 10 
miliar sehingga memerlukan tambahan pangan sebesar 70 per- 
sen dibandingkan sekarang. Krisis pangan, air, dan energi ber- 
potensi menjadi pemicu terjadinya konflik, terutama jika dunia 
gagal mengolah sumber-sumber yang ada sehingga menyulut 
peperangan. 
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Dengan potensi sedemikian besar, Pemerintah harus 
lebih fokus bagi pengembangan industri sawit. Jika potensi 
industri sawit dirumuskan sebagai industri bernilai strategis dan 
bernilai tambah, dipastikan bahwa industri sawit akan ber- 
kembang besar khususnya di kawasan Asia. Menurut data yang 
bersumber dari Dewan Minyak Sawit Indonesia, kebutuhan 
dunia akan minyak nabati terus mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2013, jumlahnya mencapai 162,8 juta ton, meningkat 
dibanding tahun 2012 yang hanya 157,9 juta ton. Pada tahun 
2030, kebutuhan dunia akan minyak nabati diperkirakan me- 
ningkat hingga 315,2 juta ton disebabkan oleh pertumbuhan 
penduduk dunia dan peralihan sumber energi dari fosil ke mi- 
nyak nabati (biofuel). Saat ini, pemenuhan kebutuhan minyak 
nabati dunia berasal dari minyak sawit (36,196), minyak kedelai 
(27,496), minyak biji rapa (15,256), dan sembilan jenis minyak 
lainnya (21,496). Kontribusi minyak sawit yang cukup besar di- 
sebabkan oleh produktivitas tanaman sawit yang lebih tinggi 
—rata-rata mencapai 2,3-4,4 ton/ha/tahun, sedangkan tanam- 
an lainnya hanya berkisar 0,2-0,5 ton/ha/tahun—dan masih 
tersedianya lahan di daerah tropis untuk perkebunan kelapa 
sawit (Rifai, 2014:1). 

Menurut Dewan Minyak Sawit Indonesia (Rifai, 2014:1), 
pada tahun 2013, produksi minyak sawit dunia mencapai 55,7 
juta ton dengan kontribusi Indonesia sebesar 26,70 juta ton dan 
dikuti oleh Malaysia sebesar 21,7 juta ton sehingga Indonesia 
dan Malaysia secara bersama menguasai sekitar 86 persen 
produksi minyak sawit dunia. Pada tahun 2013, tercatat volume 
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ekspor minyak dan produk turunan sawit Indonesia sebesar 
21,2 juta ton dengan nilai USS 19.1 milyar (47 persen dari 
perdagangan minyak minyak sawit internasional), sedangkan 
Malaysia meng-ekspor 19,8 juta ton (44 persen). 

Sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, sayang- 
nya pangsa ekspor minyak sawit Indonesia dan produk turunan- 
nya kalah bersaing dibandingkan Malaysia. Dari total produksi 
CPO nasional tahun 2013, konsumsi dalam negeri terhadap CPO 
hanya 4 juta ton untuk minyak goreng dan 7,7 juta ton untuk 
kebutuhan oleokimia dan biodiesel: sisanya diekspor dalam 
bentuk CPO. Malaysia lebih banyak mengekspor produk turun- 
an minyak sawit yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. 
Menurut Malaysia Palm Oil Board, pada tahun 2013, Malaysia 
hanya mengekspor 3,8 juta ton CPO (17,596), sementara se- 
besar 17,9 juta ton CPO (82,54) diolah menjadi berbagai pro- 
duk pada industri pengolahan. Kondisi ini sangat berbeda de- 
ngan Indonesia yang mengekspor 40,34 persen CPO dan hanya 
sebesar 59,38 persen yang diolah menjadi produk hilir kelapa 
sawit. Menurut Kementerian Perdagangan, pasar ekspor utama 
minyak sawit Indonesia adalah Tiongkok (9,496), India (22,496), 
Eropa (1296), Pakistan (4,296), dan AS (1,596). Sementara itu, 
Malaysia memiliki pasar ekspor ke Tiongkok, Pakistan, Uni 
Eropa-27, India, Jepang, Korea, Taiwan, AS, Asia Tenggara, 
Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bangladesh (Rifai, 2014:2). 

Yudhoyono (2012b:19) menyatakan bahwa pembangun- 
an kekuatan TNI AL juga ditujukan untuk pengamanan kepen- 
tingan ekonomi Indonesia, termasuk di luar wilayah yurisdiksi. 
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Peningkatan interaksi ekonomi Indonesia dengan negara-nega- 
ra di Asia Timur maupun kawasan lain di dunia, menuntut TNI 
AL harus mampu mengamankan SLOC Indonesia. Kasus pem- 
bajakan MV Sinar Kudus pada 16 Maret 2011 oleh bajak laut 
Somalia memberikan pelajaran berharga kepada Indonesia be- 
tapa SLOC yang harus dilindungi bukan saja yang berada di 
wilayah perairan yurisdiksi saja, tetapi juga di luar wilayah yuris- 
diksi. White (2009:93-94) memperkuat pendapat perlunya si- 
nergi pengamanan jalur perdagangan oleh militer. Kekuatan 
ekonomi merupakan fundamen kekuatan strategis, kemampu- 
an militer adalah ekspresi yang paling nyata dan langsung, se- 
mentara pertumbuhan ekonomi membentuk hubungan geo- 
strategis secara langsung dengan dukungan perluasan kemam- 
puan militer. 

Keinginan menjadikan agroindustri sawit sebagai industri 
unggulan yang memiliki posisi tawar membutuhkan perjuangan 
keras. Konferensi WTO di Bali 3-6 Desember 2013 dikritik ba- 
nyak kalangan karena tidak banyak memperjuangkan kepen- 
tingan Indonesia dalam forum tersebut. Dalam Konferensi IPOC 
Gapki seminggu sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudho- 
yono telah menginstruksikan supaya hambatan perdagangan 
yang dialami produk kelapa sawit diperjuangkan dalam forum 
tersebut. SBY meminta negosiasi harus dilakukan lebih keras 
karena hal ini berkaitan dengan persaingan dagang. Beberapa 
isu yang mestinya diperjuangkan, misalnya regulasi perdagang- 
an yang bersifat diskriminatif terhadap produk CPO dan turun- 
annya. Bagaimana meyakinkan negara lain bahwa kelapa sawit 
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itu merupakan produk ramah lingkungan untuk melawan isu 
kampanye negatif. Inilah sebenarnya salah satu perang bangsa 
Indonesia melalui diplomasi multilateral. 

Soewarso (1984:11) melihat setiap bangsa memandang 
perang dengan interpretasi yang berlainan. Ada yang meng- 
anggap perang itu sebagai cara yang paling baik sehingga men- 
duduki tempat yang layak dalam peradaban. Sebaliknya ada 
yang menganggap perang itu sebagai hal yang harus dihapus- 
kan, atau sebagai kesalahan yang harus dihindari. Ada lagi yang 
berpendapat bahwa perang itu merupakan kejahatan yang ha- 
rus dihukum. Bagi bangsa yang memandang perang itu sebagai 
alat yang baik, tentu saja tinjauan tersebut dimaksudkan untuk 
mencari suatu cara bagaimana dapatnya menjalankan perang 
dengan sebaik-baiknya hingga dapat memperoleh tujuan poli- 
tik. Perang tidak hanya bersifat semesta saja (pengertian geo- 
grafis), melainkan juga bersifat total di mana seluruh lapangan 
hidup menjadi daerah perang. 
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5. Geoekonomi 


oleh Juniawan Priyono & Muhammad Musiyam 


Geoekonomi... kata baru ini adalah istilah terbaik yang 
terpikirkan untuk menggambarkan pencampuran logika 
konflik dengan metode perdagangan. 

— Edward N. Luttwak 


G2 (terkadang dieja geo-ekonomi) adalah studi 
tentang aspek spasial, temporal, dan politik dari ekono- 
mi dan sumber daya. Pembentukan geoekonomi sebagai ca- 
bang geopolitik sering dikaitkan dengan Edward N. Luttwak, 
seorang ekonom dan konsultan dari Amerika, dan Pascal Lorot, 
seorang ekonom dan ilmuwan politik dari Perancis. Namun 
sebenarnya, kata “geo-economics” pertama kali digunakan 
oleh ilmuwan Amerika, George T. Renner dalam Human Geo- 
graphy in the Air Age (1942). 

Luttwak adalah contoh murni cendekiawan di bidang 
pertahanan. Berasal dari wilayah Transylvania, Hungaria, ia 
adalah Direktur Geoekonomi, anggota senior CSIS yang ber- 
basis di Washington, D.C., dan rekanan internasional Institute 
of Fiscal and Monetary Policy di bawah Kementerian Keuangan 
Jepang (O Tuathail, 1996:182). Pada awal tahun 1970-an, ia 
dikaitkan dengan Tevel Institute di Israel—sebuah lembaga 
yang kemudian terungkap didanai sebagian oleh Badan Inteli- 
jen Pusat AS (CIA). Setelah menetap di Amerika, Luttwak men- 
jadi bagian yang pro-lsrael, menjadi anggota komunitas antide- 
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tente bagi intelektual neokonservatif Yahudi di Washington 
yang berkampanye melawan SALT dan mendukung perbesaran 
anggaran pertahanan. Buku-buku awal karyanya Grand Stra- 
tegy of the Roman Empire (1976) dan The Grand Strategy of the 
Soviet Union (1983) membicarakan tentang grand strategy 
sebagai praktik lintas-sejarah dengan intisari abadi. Buku The 
Pentagon and the Art of War (1985) berisi kritik terhadap 
birokrasi dan struktur kekuatan Pentagon. 

Istilah geoekonomi menurut Luttwak hanya menyajikan 
“nama” sistem penerus persaingan antarnegara yang berkem- 
bang sebagai akibat geopolitik Perang Dingin. Argumennya 
masih bersifat realis, historis, dan negara-sentris: tidak mem- 
bahas aspek kepentingan negara (state-transcending) dan pe- 
nyusunan kembali negara (state-remaking) dari apa yang di- 
sebut pemerintahan neoliberal (Sparke, 2007:339-240). 

Roger M. Kubarych dalam artikel singkat Geo-economics 
Injects New Uncertainties into Troubled Markets (2004) men- 
definisikan geoekonomi sebagai tulisan ringkas (shorthand) 
untuk gagasan kompleks yakni pertemuan antara ekonomi dan 
keuangan dengan politik global dan pertimbangan keamanan. 
Gampangnya, geoekonomi menghubungkan “gambaran besar” 
(big picture) dengan dunia praktis pasar (practical realm of 
markets). 

Konsep geoekonomi bukanlah hal baru di dunia. Hal ini 
dapat ditelusuri kembali ke Seven Military Classics-nya Tiong- 
kok, termasuk The Art of War-nya Sun Tzu, dan strategi Tiong- 
kok kuno tentang penaklukan nonmiliter, seperti ketika Sun Tzu 
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mengatakan bahwa keunggulan tertinggi adalah menunduk- 
kan tentara musuh tanpa pertempuran. Peperangan itu mahal 
dalam kehidupan manusia, sumber daya, dan moral. Tidak ra- 
sional bagi suatu negara untuk mendatangkan kehancuran dan 
menyebabkan penderitaan umat manusia. Lebih baik, kita ingin 
mengontrol sumber daya kompetitor, jika memungkinkan men- 
dapatkan mereka untuk bekerja dengan dan untuk kita. Hal ini 
tidak akan dilakukan jika ia dikalahkan atau dihina. Tujuan kita 
adalah mencapai lebih efektif dengan mengatur perusahaan 
multinasional untuk bekerja, membangun kekuatan ekonomi, 
dan menerapkan kontrol ekonomi. Hal ini merupakan apa yang 
dilakukan Tiongkok di seluruh dunia sekarang, sementara Barat 
masih terkunci dalam logika geopolitik lama berupa aksi militer 
dengan akar penarikan kembali ke kolonialisme (Sgilen, 2012: 
45). 

Geoekonomi sebagai strategi yang dilakukan dalam skala 
global menurut Sgilen tidak dimulai oleh Tiongkok, tetapi oleh 
Jepang sebagai negara yang berkembang setelah PD II. 
Bagaimanapun, orang Jepang lebih menggeliatkan diri pada 
tahun 1980-an. Sejak itu, mereka sekurangnya telah mengha- 
dapi resesi permanen. Jepang merupakan peradaban kepulau- 
an (insular) yang telah kehilangan minat untuk pergi ke luar 
negeri dan belajar tentang budaya lain. Dikatakan bahwa bah- 
kan diplomat Jepang pun sering memilih untuk tinggal di 
rumah. Jepang tidak pernah mengizinkan kepemilikan asing 
atas tanah mereka, tetapi dipaksa untuk menerima kontrol mi- 
liter AS sebagai satu aspek dari penyerahan mereka pada akhir 
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PD II. Oleh karena itu, AS selalu dalam posisi mendikte per- 
syaratan dalam negosiasi dengan Jepang. Dalam praktiknya, AS 
tidak pernah mengakui kedaulatan Jepang, selalu memper- 
lakukan orang Jepang sebagai bawahan, dan mematai Jepang 
secara sistematis selama negosiasi perdagangan. Begitu lama 
Jepang menerima posisi inferior ini, hingga akhirnya mereka 
mampu menghasilkan barang dan meminjamkan uang yang di- 
perlukan AS, menjadikan hubungan segera berubah. 

Istilah geoekonomi mulai mengemuka sejak berakhirnya 
Perang Dingin. Geoekonomi adalah istilah yang relatif baru, 
mengalami adopsi akademik secara terbatas, dan digunakan 
dalam tulisan-tulisan populer untuk mengungkapkan ide-ide 
mulai dari perhatian manajerial atas posisi ekonomi kompetitif 
dari negara-negara atau kota-kota dengan dasar gagasan stra- 
tegis pasca-Perang Dingin, di mana persaingan ekonomi me- 
lampaui konfrontasi militer di tengah hubungan antarnegara 
(Sparke, 2007:339). Geoekonomi menunjukkan kesalingter- 
kaitan antara kesempatan ekonomi dan perdagangan, hu- 
bungan politik dan internasional yang lebih luas, serta pen- 
carian kepentingan strategis oleh suatu negara—termasuk me- 
lalui kemampuan militer. Pendekatan ini berakar pada semakin 
pentingnya faktor ekonomi dalam hubungan internasional 
(Asher, 2011). 

Geoekonomi adalah studi tentang bagaimana fungsi- 
fungsi ekonomi dalam lingkungan internasional. Hal ini pada 
dasarnya merupakan studi akademis dari pergerakan modal 
global, pasar, dan tenaga kerja. Konsep geoekonomi berinter- 
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aksi dengan aspek geografis dan demografis negara dan se- 
bagai akibatnya memengaruhi kebijakan mereka sendiri ber- 
kaitan dengan perdagangan internasional dan perniagaan. 
Geoekonomi juga memberikan kepada kita daftar kekuatan 
ekonomi, negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, 
dan bagaimana hal itu memengaruhi struktur kekuasaan. 
Sebagai contoh, AS sebagai kekuatan ekonomi teratas, diikuti 
oleh Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua, dan 
bagaimana distribusi kekuatan ekonomi memberikan infor- 
masi tentang politik mereka (Goswami, 2013). 

Dua puluh tahun yang lalu, geoekonomi didefinisikan 
sebagai campuran dari logika konflik dan metode perdagangan 
(admixture of the logic of conflict and the methods of commer- 
ce). Hal ini membeberkan fakta semakin pentingnya ekonomi 
lebih dari strategi militer demi mengejar tujuan akhir politik di 
panggung internasional. Geoekonomi berasal dari perspektif 
realis di mana persaingan kekuasaan relatif tetap menjadi 
penggerak utama dari perilaku negara, sekalipun hanya mela- 
lui ekonomi sebagai lawan cara-cara militer. Sebuah definisi 
geoekonomi yang lebih luas diperlukan untuk menangkap 
kompleksitas dunia interpolar, di mana kekuasaan dan saling 
ketergantungan tak terhindarkan hubungannya. Geoekonomi 
meliputi baik perubahan aset ekonomi memengaruhi politik 
dan/atau mobilisasi kekuatan politik untuk mencapai tujuan 
ekonomi melalui bauran kompetisi dan kerja sama (Grevi, 
2011:27-28). 
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Ketika gagasan kekuasaan dan geografi masih baru, ha- 
nya ada strategi dengan tidak ada pemisahan antara negara, 
ekonomi, atau intelijen militer. Sgilen menemukan contoh ini 
dalam Art of War karya Sun Tzu. Tiadanya pemisahan antara 
bidang politik dan ekonomi terus berlanjut lama, seperti dalam 
Prince karya Machiavelli. Kedua buku tersebut masih digunakan 
sebagai literatur utama dalam banyak pengajaran geopolitik 
dan geoekonomi. Upaya pertama untuk memisahkan ekonomi 
dan ilmu politik dalam hubungannya dengan studi geografi, 
menurut Haushoffer dibuat di Jerman —dikenal dengan istilah 
Wirtschaftsgeographie. Proses pemisahan terus berlanjut, 
hingga titik di mana tidak ada lagi politik yang tersisa dalam 
disiplin ilmu ekonomi. 

Sgilen menunjukkan bagaimana studi geoekonomi dida- 
sarkan pada pendekatan dinamis untuk ilmu-ilmu sosial yang 
dapat ditelusuri kembali ke teori evolusi. Ekonomi neoklasik 
adalah pendekatan statis untuk ilmu-ilmu sosial yang dimodel- 
kan pada studi fisika dengan menggunakan aljabar dan teori 
kesetimbangan. Hal itu merupakan upaya untuk membangun 
suatu studi ilmiah murni manusia, menghindari nilai-nilai dan 
isu moral sebagai alasan penjelas bagi apapun yang dihasilkan. 
Pendekatan yang diambil geoekonomi berbeda dari ekonomi 
klasik. Geoekonomi mendasarkan diri pada multidisiplin, pe- 
mikiran strategis global, dan tradisi teori kritis. Tidak seperti 
pemikiran neoklasik, geoekonomi tidak sepenuhnya didasar- 
kan pada studi fisika, tetapi biologi. 
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Geoekonomi sekarang berkedudukan di samping geopo- 
litik ketika sampai pada perang, perdamaian, dan kemakmur- 
an. Keprigelan negara dalam bidang ekonomi, saat ini merupa- 
kan komponen kunci dalam kebijakan luar negeri global: dan 
kapitalisme negara adalah tantangan utama menuju pasar be- 
bas. Inilah salah satu analisis yang luar biasa dalam perkiraan 
tahun 2013 dari perusahaan Eurasia Group yang berpengaruh: 
penelusuran risiko global yang pada setiap awal tahun menya- 
jikan sepuluh risiko bagi dunia. 

Era kelimpahan perkembangan pasar sebagai generator 
pertumbuhan yang berlebihan telah berakhir. Mereka meme- 
cah negara-negara ke dalam tiga kelompok, yaitu: becoming 
developed, still emerging and therefore problematic, dan the 
group of the backsliding countries. Negara-negara yang masih 
tumbuh dan karena itu bermasalah adalah negara-negara ber- 
potensi tetapi jauh lebih banyak ketidakpastiannya daripada 
yang dipahami secara umum. Hal ini terutama tentang ke- 
tidakstabilan politik (dan/atau keengganan untuk menghadapi 
risiko politik dalam negeri) dalam kombinasi dengan tantangan 
ekonomi yang kuat. Kelompok ini sesuai untuk India, Indo- 
nesia, Mesir, Irak, Arab Saudi, Thailand, Peru, dan Afrika Se- 
latan (Marini, 2013). 


Geoekonomi versus Geopolitik/Geostrategi 

Disiplin ilmu geoekonomi berbeda dengan geopolitik 
(termasuk di dalamnya geostrategi sebagai cabang geopolitik) 
dalam dua hal mendasar. Pertama, berkenaan dengan topik, 
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terutama tidak berkaitan dengan kegiatan politik dan militer, 
tetapi dengan kegiatan ekonomi. Kedua, berkenaan dengan 
pelaku, kegiatan terutama tidak dilakukan oleh individu yang 
mewakili negara-bangsa, tetapi oleh pekerja organisasi sektor 
swasta, yang terutama sekali loyal kepada pemilik organisasi 
tersebut. Geoekonomi, seperti geopolitik, dipelajari pertama- 
tama dengan pemikiran kepentingan negara-bangsa, atau dari 
perspektif makro. Hal ini membuatnya lebih kompleks dari- 
pada studi geopolitik, di mana negara itu sendiri adalah pelaku 
utamanya (Sgilen, 2012:8). Lebih lanjut, menurut Sgilen, baik 
geoekonomi maupun geopolitik terkait erat dengan studi ten- 
tang strategi, di mana orang mencoba untuk mendefinisikan 
rencana optimal bagi tujuan organisasi atau lembaga. 

Sgilen memandang geoekonomi sebagai studi aspek 
keruangan, kultural, dan strategi sumber daya dengan tujuan 
memperoleh keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. 
Geoekonomi merupakan kelanjutan dari pemikiran geopolitik 
yang diterapkan dalam era globalisasi. Sebagai konsekuensi- 
nya, studi ini lebih relevan dalam konteks kesatuan strategi 
yang luas, misalnya negara dan perusahaan multinasional yang 
secara konstan berhadapan dengan isu kompetisi global. 
Geoekonomi merupakan sebuah alternatif yang mengarahkan 
kajian ekonomi secara mutltidisiplin. 

Sanjaya Baru dalam Introduction: Understanding Geo- 
economics and Strategy (2012) mendefinisikan geoekonomi 
dalam dua cara yang berbeda yaitu sebagai hubungan antara 
kebijakan ekonomi dan perubahan pada kekuasaan dan geo- 
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politik nasional: dengan kata lain, konsekuensi geopolitik atas 
fenomena ekonomi, atau sebagai konsekuensi ekonomi dari 
tren geopolitik dan kekuatan nasional. Kedua pemikiran ter- 
sebut—“perdagangan mengikuti bendera” bahwa ada konse- 
kuensi ekonomi dari proyeksi kekuatan nasional dan gagasan 
“bendera mengikuti perdagangan” bahwa ada konsekuensi 
geopolitik dari fenomena ekonomi yang esensial—merupakan 
subjek kajian geoekonomi. 

Geograf telah menggunakan geoekonomi (atau berho- 
monim dekat geoeconomy) untuk menggambarkan aturan le- 
bih luas dari pembangunan mulai dari dampak ekonomi regi- 
onal penutupan pangkalan militer, munculnya strategi komer- 
sial post-nasional, politik konsolidasi Euroland, hingga ketidak- 
merataan ekonomi global secara geografis. Ini merupakan per- 
bedaan dengan geopolitik yang memberikan alasan yang men- 
dasari bagi pengenalan formula yang berbeda dari geoeko- 
nomi. Sebagian karena dalam konteks perang Amerika pasca- 
9/11 telah membuat kontras antara wacana geopolitik dan 
geoekonomi dipetakan atas dasar untaian ketakutan dan ha- 
rapan. Namun demikian, hal ini juga karena terjadi kontras di 
antara istilah yang telah menghidupkan ide di balik pengguna- 
annya dalam arus utama lingkaran urusan luar negeri Amerika 
(Sparke, 2007:339). 

Berkaitan dengan perdebatan mengenai pertalian antara 
geopolitik dan geoekonomi, Sergey Lavrov menuliskan bahwa 
dalam konteks geopolitik neoklasik, cabang baru (yang sangat 
kuat) telah muncul yakni geoekonomi, yang mungkin merupa- 
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Tabel 6. Perbedaan antara Geoekonomi dan Geopolitik/Geostrategi 


Unsur Pembeda 


Geoekonomi 


Geopolitik/Geostrategi 


Topik kegiatan ekonomi kegiatan politik dan militer 

Konsep Nareland Seapower, Heartland, Rimland 
multidisiplin, pemikiran stra- 

Pendekatan/ tegis global, tradisi teori kri- — neoklasik, statis, dimodelkan 

pemikiran tis, didasarkan pada studi bio- pada studi fisika 


logi 


Latar belakang 


manajemen dan bisnis inter- 


ilmu politik 


akademik nasional 
kerj isasi sekt an un zin 
PEN OA Neta rta individu yang mewakili negara- 
Pelaku swasta yang loyal kepada 
aa Mada bangsa 
pemilik organisasi tersebut 
Pengguna manajer administrator publik 
jaringan, koneksi, hubungan blok, sekat pemisah, wilayah 
Fokus . 2 
lintasbatas nasional 
t, misalnya: bah . 5 
Perubahan Sa Den tian pelan, misalnya: etnis, negara, 
3 teknologi, perkembangan 
variabel agama, bahasa 
perdagangan 
di i melalui berbagai ke- Sanga 
Keunggulan An 6 2 iba " keputusan dan inisiatif negara, 
Taha bebasan yang diberikan kepa- 3 
kompetitif terutama melalui perang 


da pelaku sektor swasta 


Studi strategi/ 


intelijen ekonomi: pasar, pe- 
langgan, pesaing, pemasok, 


intelijensi pertahanan dan ke- 


intelijen : 5 amanan (militer) 

industri secara umum 

erang mata uang, diplomasi : $ 

P 8 Egi 2. 2 MP ... perang simetris, perlombaan 

ekonomi, intelijen kompetitif, : 23, 5 
Bentuk . persenjataan/nuklir, intervensi 

peperangan ekonomi, strate- 23 5 Aan 
peperangan . Pa militer, diplomasi politik, 

gi tak langsung, kapitalisme . 

spionase 

negara 
Kekuatan kekuatan ekonomi mendu- kekuatan militer mendukung 
pendukung kung kekuatan militer pertumbuhan ekonomi 


Sumber konflik 


klaim dasar laut, perairan te- 
ritorial, sumber daya energi, 
pangan, air 


batas tanah, perbedaan 
ideologi, aspirasi terhadap 
hegemoni regional 


Sumber: 


(2008), GIGS (2013) 
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kan penemuan paling signifikan pada periode 1980-1990-an. 
Gladkii menunjukkan bahwa meski memiliki banyak titik simpul 
hubungan namun berbeda dalam berbagai paradigma pemba- 
ngunan, geopolitik dan geoekonomi sering bertentangan satu 
sama lain. Pandangan ini berkebalikan dengan pandangan kla- 
sik geoekonomi dari Savone dan Zhan, yang menetapkan geo- 
ekonomi sebagai ekonomi geopolitik: namun harus diingat bah- 
wa tujuan ekonomi dan politik suatu negara seringkali tidak 
bersesuaian (Lachininskii, 2012:92). 

Sementara itu, Sparke (2007:240) tidak ingin mengesan- 
kan bahwa geopolitik dan geoekonomi menggambarkan perio- 
de geostrategi yang berbeda dari kebijakan antarnegara yang 
telah mengarahkan dari kompetisi cadangan nuklir ke persa- 
ingan ekspansi perdagangan dalam perkembangan kronologis 
yang jelas. Sparke malah menyatakan bahwa geopolitik dan 
geoekonomi lebih baik dipahami sebagai wacana geostrategi. 
Dipandu dengan cara ini, di mana semua pekerjaan politik bu- 
daya dari representasi geopolitik yang telah menghilang me- 
nuju perkembangan subbidang “geopolitik kritis” selama de- 
kade terakhir—terinspirasi khususnya oleh analisis wacana 
geopolitik yang dikembangkan Simon Dalby, Gerard O Tuathail, 
Joanne Sharp, John Agnew, Neil Smith, Jennifer Hyndman, dan 
Derek Gregory—memungkinkan untuk menjelajahi bagaimana 
geopolitik dan geoekonomi menjalankan wacana penuh keta- 
kutan dan pengharapan secara berurutan hingga membentuk 
pandangan dunia akan strategi keamanan AS dan para peng- 
ikutnya. Meskipun hanya sebatas wacana kebijakan luar negeri 
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resmi Amerika, bagaimanapun geopolitik dan geoekonomi di- 
gambarkan dalam cara yang berbeda. 

Sederhananya, daya khayal geografis dari geoekonomi 
berbeda dengan geopolitik karena memungkinkan imajinasi 
kerataan ekonomi yang meluas daripada segala rupa sekat po- 
litik dan ketidakmerataan yang diwakili oleh visi tirai besi, 
imperium jahat, dan blok benturan peradaban. Wawasan geo- 
ekonomi cenderung sebagai hasil untuk mengantisipasi ma- 
suknya kapitalis daripada tindakan pengusiran atau penahan- 
an lainnya yang jahat. Fokus mereka adalah pada jaringan bu- 
kan blok, koneksi bukan sekat pemisah, dan hubungan lintas- 
batas bukan wilayah nasional. Menurut Sparke, daripada me- 
reproduksi pemahaman geopolitik “kita” dan “mereka” yang 
memuja tempat, mereka malah cenderung untuk berfantasi 
tentang konektivitas dan kecepatan langkah. 

Beberapa orang berpendapat bahwa tidak ada perbeda- 
an nyata antara geopolitik dan geoekonomi: bahwa dalam 
politik akhirnya semua tentang ekonomi karena itu semua ber- 
muara pada sumber daya yang diterjemahkan ke dalam ju- 
mlah, dinyatakan dalam beberapa bentuk moneter. Meskipun 
hal ini benar dalam analisa terakhir, menurut Sgilen (2012:81), 
itu terlalu sederhana. Perbedaan mendasar bertalian dengan 
pengguna—manajer versus administrator publik, tetapi juga 
keadaan studi masing-masing dalam hal lingkungan kerja yang 
berbeda. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor 
swasta berbeda dalam beberapa cara dari rekan-rekan mereka 
di sektor publik, yaitu mereka lebih terfokus pada tujuan finan- 
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sial dan mereka kurang memerhatikan agenda politik dan opini 
publik. Keadaan berbeda, utamanya dalam hal kompetisi, 
peraturan, dan internasionalisasi. Ada juga perbedaan dalam 
rumah akademik yang terkait dengan studi ini—ilmu politik 
untuk geopolitik, sedangkan manajemen dan bisnis internasi- 
onal untuk geoekonomi. Seorang ahli urusan politik jarang yang 
ahli bisnis internasional, jika tidak ada alasan lain selain karena 
orang-orang tersebut bergerak dalam lingkaran yang berbeda 
dan dalam konteks sosial yang berbeda, memiliki tujuan dan 
taktik yang berbeda, tetapi juga karena mereka akan memiliki 
pelatihan dan pendidikan yang berbeda. Hal ini juga mendo- 
rong perbedaan budaya organisasi. Seorang diplomat biasanya 
akan tahu sedikit tentang akuntansi manajerial, demikian juga 
seorang pebisnis akan kurang memiliki pengetahuan tata cara 
(hukum, administratif, sosial) di mana negara-bangsa berlaku. 
Geopolitik secara tradisional dikaitkan dengan variabel 
etnis, negara, agama, dan bahasa, variabel yang berubah se- 
cara pelan. Geoekonomi lebih terkait dengan variabel yang 
berubah dengan cepat, terutama perubahan teknologi dan per- 
kembangan perdagangan. Perbedaan hubungan terhadap ide 
perubahan ini, dapat mengarahkan dua disiplin ilmu ke kesim- 
pulan yang kontras. Sebagai contoh, Sgilen memperlihatkan 
beberapa argumen yang digunakan dalam perdebatan saat ini 
tentang keanggotaan Turki dalam UE. Logika geoekonomi cen- 
derung mengikuti garis penalaran yang berbeda, kurang ter- 
fokus pada asal kesukuan atau ideologi politik. Dari perspektif 
geoekonomi, apapun persoalannya, yang pertama sekali adalah 
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kinerja ekonomi. Jika sekarang Turki dalam posisi bernegosiasi 
untuk menjadi anggota UE, secara resmi hal ini karena per- 
ubahan politik tertentu di wilayah tersebut, yang telah men- 
capai stabilitas pembangunan dan keadilan sehingga pertim- 
bangan terpenting adalah ekonomi. Argumen tentang etnis, 
agama, atau konflik sejarah menjadi alasan sekunder. 

Dengan populasi 71 juta jiwa, Turki akan merupakan 
pasar terbesar kedua di UE setelah Jerman. Dengan PDB se- 
kitar 800 miliar dolar pada tahun 2008, ekonomi Turki sudah 
sekuat Belanda. Turki adalah eksportir terbesar ke-30 di dunia 
(di belakang India, Swiss, Austria, dan Republik Ceko: masing- 
masing di peringkat 26 hingga 29). Turki juga memiliki pendu- 
duk muda, yang mungkin membantu meningkatkan statistik 
laju kelahiran yang rendah di Eropa. Orang Turki energik, tidak 
takut bekerja. Singkatnya—karena negeri itu tidak menuntut 
subsidi pertanian yang besar seperti halnya Perancis atau Po- 
landia—dari sudut pandang ekonomi ada argumen kuat yang 
menyatakan bahwa Turki akan memberikan kontribusi positif 
terhadap kekuatan ekonomi UE. Oleh karena itu, mengingat 
bahwa mereka mampu melaksanakan arahan UE, bisa diper- 
timbangkan untuk memasukkan Turki dalam Union. 


Logika Geoekonomi 

Bagi Sgilen (2012:10), logika geoekonomi adalah proses 
di mana negara-bangsa tidak mengontrol di dunia Barat kare- 
na itu semua bergerak maju terutama oleh inisiatif ekonomi 
sektor swasta pada skala internasional. Di bagian lain dunia, 
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negara yang lebih aktif mengurus kegiatan ekonomi. Seperti 
yang terjadi di Tiongkok, pemerintahannya sendiri yang berada 
di kursi kemudi ketika perusahaan Tiongkok pindah ke negara- 
negara baru di Afrika. Di sisi lain, AS lebih dekat dengan apa 
yang disebut negara korporasi: tetapi baik Tiongkok dan AS 
berjalan menurut logika geoekonomi, yaitu kepemimpinan 
politik dan ekonomi di kedua negara menyadari bahwa ke- 
unggulan kompetitif nasional dapat dicapai hanya melalui ber- 
bagai kebebasan yang diberikan kepada pelaku sektor swasta. 
Kuantitas kontrol dan intervensi oleh negara berbeda dari satu 
negara ke negara lain, tetapi ada pemahaman di semua negara- 
bangsa bahwa perwakilan negara memiliki tanggung jawab 
untuk mengatur sedemikian rupa sehingga bangsa tetap kom- 
petitif. Di masa depan, daya saing mungkin diganti dengan 
tujuan keberlanjutan (sustainability) karena populasi menya- 
dari atau dipaksa untuk menyadari bahwa pertumbuhan ma- 
terial terbatas. 

Untuk negara-bangsa, geopolitik adalah paradigma yang 
jauh lebih mudah dikelola. Saat geopolitik berada dalam ke- 
kuasaan, terutama di abad ke-19 dan 20, keunggulan kom- 
petitif sebagian besar dicapai melalui keputusan dan inisiatif 
negara itu sendiri, terutama dan pada akhirnya melalui pepe- 
rangan. Pada pergantian abad ke-21, negara-bangsa menyada- 
ri bahwa perang tidak lagi menjadi pilihan yang layak untuk 
tetap dalam penguasaan. Ilustrasi terbaik dari hal ini adalah 
perang yang dilakukan oleh AS sejak PD II. Perang ini sebagian 
besar telah gagal, bukan hanya dari perspektif kemanusiaan, 
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tetapi juga secara ekonomi. Melihat hal ini, negara-negara yang 
berkompetisi mengubah sumber dayanya menuju ilmu penge- 
tahuan, pendidikan, produksi, dan perdagangan (science, edu- 
cation, production and trade - SEPT)—apa yang disebut sebagai 
golden process dalam geoekonomi (Sgilen, 2012:11). 
Logikanya cukup sederhana, pertama, membuat kemaju- 
an ilmiah, kemudian mengajarkan kemajuan tersebut kepada 
orang lain dan memasukkan pengetahuan baru ke dalam pro- 
duk-produk baru yang akan dijual, sebaiknya juga ke luar ne- 
geri. Dengan keuntungan baru yang diperoleh, menginvestasi- 
kannya kembali dalam ilmu pengetahuan, demikian sehingga 
proses berlanjut. Beberapa negara menerima sumber daya 
mereka ditransfer kembali ke dalam ilmu pengetahuan dengan 
mendorong organisasi swasta untuk menyumbang bagi uni- 
versitas, sebuah cara yang umum di AS. Negara yang lainnya, 
termasuk sebagian besar negara Eropa dan banyak negara di 
Asia, menggunakan pajak untuk membiayai investasi. Alasan 
mengapa model AS bekerja lebih baik dalam hal ini—di mana 
delapan belas dari dua puluh universitas riset terkemuka di 
dunia berasal dari Amerika dan swasta—bukan karena terle- 
pas dari negara, tetapi didasarkan pada sistem meritokrasi. 
Menurut Sgilen bahwa sejarah geopolitik sangat lekat 
dengan negara-bangsa. Pamor negara-bangsa naik dengan ada- 
nya masa pencerahan (the age of enlightenment) dan indus- 
trialisasi. Sebelum itu, misalnya selama Renaissance, masya- 
rakat lebih berfungsi menurut logika geoekonomi. Penguasa 
muda setempat (local princeling) dan negara-kota menjalankan 
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urusan mereka seperti perusahaan saat ini. Hal ini benar terjadi 
pada periode awal Venice, juga Amsterdam dan kota-kota lain- 
nya. Para pedagang diorganisasikan dalam serikat dan diletak- 
kan di bawah pengawasan ketat meritokratis. Pada prinsipnya, 
masyarakat adalah organisme harmonis yang diatur oleh ke- 
pedulian terhadap pertumbuhan ekonomi, setidaknya sampai 
diserang oleh negara lain. Kiatnya adalah membangun tentara 
yang kuat, tetapi tidak pernah menggunakannya kecuali bisa 
memastikan kemenangan. Strategi tersebut bekerja kurang 
baik tatkala negara-bangsa menjadi lebih kuat, seperti yang 
digambarkan pada abad ke-20 dengan dua Perang Dunia. 

Sekarang di abad ke-21 dengan keberadaan senjata yang 
lebih mematikan, konsekuensi bencana perang antara negara- 
negara kuat telah menjadi lebih jelas lagi. Hal ini dapat men- 
cegah negara adidaya di masa depan untuk terlibat dalam 
perang berskala besar satu sama lain. Sayang memang karena 
tampaknya mereka akan memiliki lebih dari kekuasaan yang 
cukup untuk menangkal dan mengintervensi konflik militer di 
negara-negara yang lebih kecil. Sekarang ini, hanya karena 
televisi, telah membuat penderitaan manusia lebih transparan 
dan karenanya menciptakan perhatian publik secara langsung. 
Sebagaimana televisi bergeser ke internet, demikian juga tek- 
nologi internet 4G telah menyebar, ternyata tekanan politik 
untuk ikut campur tangan cenderung meningkat. 

Baik geoekonomi dan geopolitik, menurut Sgilen mem- 
pelajari kekuatan yang berasal dari pengelolaan SDA. Jadi hasil 
akhir bagi negara-bangsa adalah sama dalam kedua kasus. 
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Melalui logika disiplin ilmu ini, bangsa-bangsa menjadi lebih 
kuat atau lebih lemah secara ekonomi dan politik sebagai akibat 
dari bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Dalam berbagai 
literatur disebut “keunggulan kompetitif bangsa”. Ini sangatlah 
awal dalam studi ekonomi, sebagaimana pertimbangan Adam 
Smith dalam The Wealth of Nations. 

Semua bangsa memiliki perhatian dengan keunggulan 
kompetitif mereka. Pada saat yang sama, tidak ada satu bang- 
sa atau budaya yang telah mengatur kendali untuk tetap di 
depan secara konsisten dalam perlombaan ini. Sebaliknya, kita 
berulang kali melihat satu bangsa mengambil alih pimpinan dari 
bangsa yang lain. Lamanya waktu yang diberikan bangsa atau 
budaya mampu mempertahankan kepemimpinan cukup ber- 
variasi, mulai dari lebih dari seribu tahun dalam beberapa kasus 
di masa lalu (Mesir, Tiongkok) hingga kurang dari seratus tahun 
(Portugal, Belanda, bahkan sekarang AS). Kecenderungannya 
adalah semakin sulit untuk mempertahankan posisi terdepan, 
berkat kombinasi dari persaingan yang lebih intens dan kebe- 
basan individu yang lebih besar. 

Bagaimana kita bisa memahami apa yang membuat 
beberapa negara lebih kompetitif dibandingkan yang lain? 
Menurut Sgilen itu adalah pertanyaan mendasar dan merupa- 
kan titik awal studi gkeoekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita 
akan mencari jawaban dalam sebuah pendekatan yang me- 
nyimpang dari asumsi ekonomi “klasik” dan “neoklasik”. 

Adanya pergeseran dari geopolitik ke geoekonomi men- 
jadikan fokus tidak lagi Heartland atau Rimland atau wilayah 
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geografis yang koheren, tetapi himpunan semua lokasi geo- 
grafis yang mengandung SDA penting secara ekonomi—apa 
yang disebut Sgilen (2012:56) sebagai Nareland (Natural Re- 
source Land). Logika baru penyebaran lokasi geografis menan- 
dai pergeseran dari geopolitik ke geoekonomi. Ia menemukan 
sandaran teori ini dalam keterlibatan AS di Timur Tengah dan 
tumbuhnya peranan Tiongkok dalam produksi pertanian dan 
ekstraksi minyak di benua Afrika. Misi Tiongkok di sini, seperti 
di tempat lain di negara berkembang, ada dua yaitu untuk 
menunjukkan kepada orang-orang miskin di dunia bahwa 
Tiongkok adalah alternatif baru pengganti Uni Soviet dan untuk 
mengamankan pasokan bahan baku bagi mereka. Hal ini 
merupakan kebijakan “hati dan dompet” (hearts and wallets), 
dan itu telah menjadi kesuksesan besar. Baru dua dekade lalu, 
Afrika sebagian besar soal perebutan kepentingan antara 
Perancis dan Anglo-Amerika. Itu merupakan logika geopolitik. 
Hasilnya adalah kemiskinan, korupsi, dan elitisme politik. 
Tiongkok kini telah merebut sebagian besar Afrika secara 
ekonomi, meskipun belum secara budaya. Bagi Afrika, segi yang 
paling penting dari suatu produk adalah harga. 

Sgilen menambahkan bahwa perebutan minyak hanya 
salah satu dalam serangkaian perlombaan pengambilan tem- 
pat di Nareland. Kompetisi berikutnya mungkin air bersih. Ada 
juga perlombaan untuk mineral paling berharga yang tersisa, 
seperti di sebagian besar sub-Sahara Afrika. 

Untuk waktu yang lama, dunia terkunci dalam perjuang- 
an antarideologi politik. Kekuatan kepentingan geopolitik di- 
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kendalikan oleh kepentingan yang mengesampingkan mereka: 
kemenangan pola pikir, ancaman nuklir, dan kelangsungan hi- 
dup umat manusia. Akhir dari sejarah, setidaknya dalam tahap 
pertama, datang menakdirkan kembalinya pemikiran geopoli- 
tik dalam bentuk baru sebagai geoekonomi. Jika berpikir bah- 
wa kita telah melihat persaingan panas antarnegara-bangsa di 
masa lalu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang 
bisa diharapkan dari multinational di abad ke-21. Era geoeko- 
nomi tidak berarti bahwa semua proses sosial dikendalikan oleh 
urusan ekonomi, tetapi memang banyak di antaranya. Selain itu 
berarti bahwa ekonomi dan kepentingan korporasi memiliki 
“tangan di atas”. Hal ini sama sekali kontras dengan periode 
Perang Dingin, ketika fokusnya politik dan ideologi politik. 


Studi Strategi dan Intelijen dalam Geoekonomi 

Baik geopolitik maupun geoekonomi terkait erat dengan 
studi tentang strategi, di mana orang mencoba untuk mende- 
finisikan rencana optimal bagi tujuan organisasi atau lembaga. 
Seperti halnya studi strategi, ada kesadaran bahwa keputusan 
yang baik tergantung pada inteligensi atau informasi berharga. 
Bagi perusahaan modern, tidaklah cukup hanya melakukan 
riset pasar, yang secara tradisional dilakukan oleh bagian riset 
pasar atau seringkali sumber dari luar. Hal ini harus menjadi 
sebuah organisasi intelijen dalam dirinya sendiri, mengumpul- 
kan informasi secara sistematis tidak hanya tentang pasar dan 
pelanggan, tetapi tentang faktor mikro lainnya: pesaing, pe- 
masok, dan tentang industri secara umum. Seolah tidak cukup 
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hanya itu, juga harus mengumpulkan informasi tentang ling- 
kungan makro: ekonomi, hukum, politik, infrastruktur, ekologi, 
teknis, budaya, dan faktor-faktor sosial (Sgilen, 2012:9). 

Alasan untuk ini menurut Sgilen bahwa bisnis internasi- 
onal dan pasar telah menjadi lebih interdependen. Apa yang 
terjadi saat ini pada satu perusahaan di satu bagian dunia, 
dapat memiliki efek langsung pada perusahaan lain di bagian 
lain dunia. Bursa saham di dunia adalah contoh yang baik. 
Globalisasi memicu siklus bisnis lebih pendek dan kompetisi 
yang lebih besar, ketergantungan, dan kerentanan. Transisi dari 
sebuah perusahaan internasional utama menjadi perusahaan 
yang gagal, seringkali cukup singkat. Satu-satunya cara bagi 
perusahaan secara konsisten untuk bereaksi cukup cepat dalam 
lingkungan ini adalah dengan mengembangkan kemampuan 
intelijen. Hal ini merupakan salah satu pelajaran utama dari apa 
yang disebut era informasi, yang harus diingat, keberadaannya 
hanya butuh satu generasi atau baru saja mulai. Di masa depan, 
perusahaan akan mengandalkan sistem intelijen bisnis yang 
lebih canggih. 

Pentingnya sistem intelijen yang baik telah menjadi se- 
makin jelas selama beberapa dekade terakhir: pada dasarnya 
menurut Sgilen karena dua alasan: kelimpahan informasi yang 
sekarang tersedia dengan adanya teknologi baru (terutama 
internet) dan sebagai akibat dari kebutuhan untuk dapat mem- 
bedakan antara “perlu tahu” (need to know) dan “bagus untuk 
mengetahui” (nice to know). Untuk mengatasi informasi yang 
berlebihan dan kebutuhan dalam menganalisisnya, perusaha- 
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an-perusahaan sedang mengembangkan berbagai perangkat 
lunak (software) baru di bawah bagian intelijen bisnis. 

Sgilen menemukan bahwa solusi bisnis intelijen yakni 
cepat menjadi pusat urat syaraf dari organisasi yang lebih be- 
sar, yang keberadaannya sangat tergantung pada kemampuan 
mereka untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat. Negara 
bangsa yang ingin menarik perusahaan multinasional dan tetap 
kompetitif di masa depan, perlu memahami situasi baru ini dan 
mengembangkan sistem intelijen ekonominya sendiri, yang 
merupakan perspektif dan kebijakan negara tentang isu-isu 
tersebut. 

Lebih lanjut, Sgilen menjelaskan bagaimana teknologi 
baru menyebabkan peningkatan transparansi. Bentuk lain dari 
teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi men- 
cakup berbagai teknologi Web yang kini memungkinkan peng- 
guna bebas berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain via 
pods, blogs, RSS feeds, social bookmarks, dan media sosial. 
Keberadaan semua teknologi informasi ini memiliki konse- 
kuensi jauh. Dari sudut pandang yang lain, telah mendorong 
permintaan bagi lebih banyak kebebasan di kalangan masya- 
rakat yang mengalami tekanan di seluruh dunia, sebagaimana 
disaksikan dalam serangkaian revolusi Arab tahun 2011. Itulah 
salah satu cara merawat perkembangan demi membuat pe- 
nyelesaian militer kurang menarik bagi negara-bangsa yang 
berusaha untuk menjadi lebih kuat, dan ini meningkatkan re- 
levansi pertimbangan relatif geoekonomi terhadap geopolitik. 
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Kita menjumpai hal ini dengan jelas ketika melihat bagaimana 
Tiongkok memenangkan teman-teman di benua Afrika. 

Geoekonomi dan tentu saja studi ekonomi pada umum- 
nya menjadi kurang bermasalah bagi organisasi sektor swasta 
yang lebih kecil, yang kegiatannya tidak memiliki signifikansi 
strategis secara nasional. Namun, jika dipandang sebagai se- 
buah kelompok, perusahaan-perusahaan ini memiliki kepen- 
tingan geoekonomi yang besar bagi masyarakat. Organisasi 
sektor swasta yang lebih besar, bahkan aktif terlibat dalam pe- 
mikiran geoekonomi. Semakin besar semakin sadar akan kon- 
tribusi yang dibuat bagi kekuatan ekonomi masyarakat di mana 
mereka menjadi bagiannya, baik di level nasional, wilayah, atau 
komunitas lokal. Perusahaan besar atau multinasional—yang 
pendapatan tahunannya sering melampaui PDB suatu negara— 
menggunakan posisi mereka untuk bernegosiasi dengan negara 
dalam memperoleh bantuan khusus, baik berhubungan dengan 
investasi infrastruktur, hukum perburuhan, hukum pajak, atau 
sejenisnya. Oleh karena itu, mereka datang untuk mencapai 
makna ekonomi dan politik yang sama seperti banyak organi- 
sasi nasional (Sgilen, 2012:10). 

Para peneliti di Geneva Institute of Geopolitical Studies 
menganggap perang mata uang, diplomasi ekonomi, intelijen 
kompetitif, peperangan ekonomi, strategi tak langsung, dan 
kapitalisme negara merupakan salah satu dari berbagai faktor 
yang memengaruhi peningkatan persaingan kekuatan kontem- 
porer. Menurut GIGS (2013), teori ekonomi klasik di bursa in- 
ternasional tidak mencerminkan semua aspek hubungan eko- 
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nomi internasional, di mana keputusan ekonomi sering diben- 
tuk dengan taktik dan strategi yang dianjurkan oleh Sun Tzu dan 
Machiavellis dan keputusan ini sering bergantung sedemikian 
penting pada faktor “nonpasar”. Analisis geoekonomi meng- 
integrasikan berbagai faktor nonpasar, kerangka kerja strategis, 
parameter budaya-sejarah-geografis—antara lain untuk meng- 
uraikan kompleksitas persaingan kekuatan ekonomi kontem- 
porer. 


Geoekonomi Globalisasi 

Torreblanca dan Prislan dalam artikel berjudul The Omi- 
nous Rise of Geoeconomics (2012) menyatakan demokrasi dan 
pasar bebas saling menguatkan. Pasar terbuka mengarah ke 
demokrasi yang lebih baik dan pada gilirannya demokrasi me- 
majukan perdagangan yang lebih terbuka. Inilah yang disebut 
“globalisasi” atau bahkan “akhir dari sejarah”. Perusahaan dan 
individu menjadi pelaku utama dalam dunia multilateral, di- 
atur oleh kaidah ekonomi umum. Negara berkedudukan pen- 
ting untuk menjaga sistem tetap berjalan, akan tetapi mereka 
bukanlah aktor dominan. Seiring perubahan, globalisasi telah 
dibajak oleh aktor-aktor negara dan persoalan keamanan na- 
sional. Dipicu tanggapan terhadap krisis ekonomi yang men- 
cengkeram Eropa, sekarang kita hidup di zaman geoekonomi. 

Dunia sekarang terlihat semakin multipolar, bukan multi- 
lateral. Negara-negara—setidaknya beberapa dari mereka— 
kembali dan bukannya mempromosikan pasar, mereka meng- 
gunakan pasar sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan re- 
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latif mereka menghadapi negara lain. Merujuk parafrase Bis- 
marck, sekarang pelaku cenderung untuk melihat ekonomi se- 
bagai kelanjutan dari politik kekuasaan yang besar dengan cara 
lain. Logika keamanan nasional dan kompetisi negara kini telah 
ditangkap dalam sebuah panggung: logika terbuka globalisasi 
telah digantikan oleh neomerkantilisme (Torreblanca dan Pris- 
lan, 2012). 

Anoushiravan Ehteshami dalam Globalization and Geo- 
politics in the Middle East: Old Games, New Rules (2007) me- 
ngutip pendapat Hook yang mengidentifikasi tiga dimensi eko- 
nomi globalisasi. Pertama, sebagai dunia tanpa batas di mana 
perusahaan transnasional bermain di tiga wilayah inti dari 
ekonomi politik global (AS, Eropa, dan Timur Jauh). Kedua, 
seperti penyebaran dari proyek politik liberalis pimpinan AS 
yang memaksa penghapusan hambatan nasional dan regional 
bagi perdagangan global. Ketiga, sebagai fragmentasi kepen- 
tingan ekonomi dan pertumbuhan lokasi yang resisten terha- 
dap tren ekonomi global. 

Sebuah perjuangan Euro-Asia yang berkepanjangan juga 
bisa begitu mudahnya membuat kapok AS dalam memelihara 
hubungan secara seksama dengan salah satu atau kedua peng- 
aturan ekonomi tersebut. Dengan demikian mengompromikan 
tujuan strategis pasca-9/11 yakni pembentukan rezim liberalis 
Transatlantik di mana AS juaranya menurut norma Asia —di 
tempat tradisi merkantilis internasional (Jepang dan macan 
Asia). Dalam lanskap baru, Timur Tengah merupakan bagian 
dari hubungan penting antara dua lingkungan geoekonomi 
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Eurasia, layaknya sebuah posisi militer global penting. Oleh 
karena itu, tidaklah mengherankan jika AS paling rajin untuk 
memainkan pengaruh, aktif dan memegang peranan untuk 
menjaga keseimbangan kekuatan sehingga memengaruhi per- 
hitungan mitra Eropa, Asia, dan pesaingnya. Bagi negara adi- 
daya militer yang tersisa, penguasaan wilayah strategis yang 
signifikan ini penting untuk menjaga penantang Eropa dan 
Asianya dalam jebakan. Secara geopolitik, AS dan pesaingnya 
menyadari sepenuhnya bahwa kawasan Timur Tengah dan 
Afrika Utara (Middle East and North Africa - MENA)—dan GME 
secara keseluruhan—terjebak di antara dua calon “daerah jan- 
tung” kekuatan yang tidak seimbang, yang siap untuk me- 
nguasai “pulau dunia”. 

Satu hal yang menurut Ehteshami harus dipertimbang- 
kan sebagai dampak lebih lanjut yaitu bahwa kekuatan geo- 
ekonomi akan memegang struktur keamanan Asia. Potensi 
negara-negara Kaspia untuk muncul sebagai produsen hidro- 
karbon menengah-besar dan eksportir di abad ke-21 akan me- 
ningkatkan kepentingan strategis mereka, sambil menambah- 
kan keunggulan kompetitif yang tidak terelakkan dalam hu- 
bungan negara-negara Kaspia dengan eksportir hidrokarbon 
tradisional dari Asia Barat. Hidrokarbon—seperti yang mereka 
lakukan di Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika—akan 
memperkenalkan hierarki kekuasaan mereka sendiri di antara 
negara-negara Kaspia yang “memiliki” dan “tidak memiliki”. 
Akan tetapi, mereka juga akan menyedot ke wilayah di se- 
jumlah negara Asia dan Eropa yang haus energi. 
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Kebutuhan kelompok belakangan dan cara di mana me- 
reka mulai memuaskannya akan bertindak sebagai alat yang 
ampuh dalam menggambar ulang peta strategi Asia. Oleh ka- 
rena itu, sangat mungkin bahwa kehadiran hidrokarbon akan 
melahirkan sebuah susunan baru tentang hubungan kekuatan 
di Asia, dan secara langsung memengaruhi upaya globalisasi 
mereka. Energi juga dapat menyebabkan pergeseran pada peta 
strategi Asia Barat, secara bertahap memindahkan fokus eks- 
klusif jauh dari Teluk Persia ke “zona energi” baru di Teluk 
Kaspia, yang diakhiri dengan penggabungan dua pusat hidro- 
karbon di Asia Barat. 


Tren Geoekonomi 
Di Eropa 

Kemunculan geoekonomi—atau lebih tepatnya “cam- 
puran dari logika konflik dan metode perdagangan” seperti 
yang dijelaskan oleh Luttwak—sekarang menjadi tren yang 
berlaku dalam kebijakan luar negeri dari berbagai negara ang- 
gota UE. Tren ini secara jelas mengalami peningkatan dan se- 
makin mendominasi pengambilan keputusan. Sebagaimana 
Hans Kundnani berpendapat bahwa Jerman telah menjadi con- 
toh yang paling jelas dalam hal geoekonomi menguasai kebijak- 
an luar negeri suatu negara. 

Pada tahun 2011, Jerman abstain bersama dengan BRICs 
sebagai pilihan dalam pemungutan suara bersama mitra Eropa 
mereka di Dewan Keamanan PBB untuk mendukung intervensi 
militer di Libya. Tindakan ini dianggap oleh banyak orang se- 
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bagai demonstrasi yang jelas bahwa Jerman mempertim- 
bangkan kepentingan ekonomi di atas kepentingan politik dan 
komitmen di Eropa (Torreblanca dan Prislan, 2012). 

Hal tersebut bukan satu-satunya contoh. Negara-negara 
anggota kunci UE lainnya, seperti: Perancis, Inggris, dan Spa- 
nyol juga telah terlihat memamerkan kebijakan baru geoeko- 
nomi mereka pada tahun 2011. Kunjungan luar negeri pertama 
Cameron pada tahun 2010 adalah ke India, di mana disepakati 
perjanjian senilai 840 juta pound untuk pelatihan pesawat jenis 
Hawk. Melanjutkan tren ini pada tahun 2011, preferensi Inggris 
untuk mitra komersial non-UE seperti Tiongkok terlihat se- 
makin jelas di berbagai kunjungan dan banyak sekali kese- 
pakatan dibuat dengan pejabat Tiongkok. 

Spanyol juga sangat sibuk selama 2011 dalam pendekat- 
an dengan Tiongkok untuk membeli utangnya —Tiongkok dan 
Perancis adalah pemilik terbesar dari utang Spanyol sekitar 25 
persen—dan penandatanganan perjanjian perdagangan de- 
ngan investor Tiongkok di Repsol Brasil pada awal tahun 2011 
menghasilkan kesepakatan sebesar USS 7,1 milyar. Masalah 
utang Spanyol dan meningkatnya kehadiran Tiongkok dalam 
urusan ekonomi Spanyol yang dipimpin Madrid menjaga ke- 
tenangan di sejumlah isu politik yang sensitif dalam hubungan 
UE-Tiongkok. Sebagai contoh, diamnya Spanyol atas tuntutan 
pembebasan Liu Xiaobo setelah ia memenangkan Nobel Per- 
damaian dan dukungan keras untuk menghapuskan embargo 
senjata UE kepada Tiongkok. Hal ini mengagetkan AS dan ber- 
tentangan dengan posisi yang diambil negara anggota UE lain. 
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Alasan bagi prevalensi yang lebih luas dari kebijakan geo- 
ekonomi, menurut Torreblanca dan Prislan sebagian besar da- 
pat dikaitkan dengan krisis ekonomi. Tidak hanya krisis lebih 
mendalam dan menjadi lebih destruktif, tetapi pada umumnya 
solusi bukan berasal dari level Eropa Raya. Oleh karena itulah, 
politisi di negara-negara anggota telah menemukan kenyaman- 
an dalam kebijakan geoekonomi nasional yang telah membe- 
rikan solusi jangka pendek seperti investasi strategis dan pem- 
belian utang oleh pemerintah asing. Dengan kata lain, krisis 
ekonomi Eropa telah menyebabkan negara-negara anggota UE 
untuk mengambil jalan kebijakan geoekonomi nasional untuk 
mengimbangi konsekuensi negatif dari kurangnya respon ter- 
hadap krisis yang dikenal Eropa. 

Tren menuju penggunaan lebih besar geoekonomi dalam 
kebijakan luar negeri negara-negara anggota UE, menurut 
Torreblanca dan Prislan (2012) harus menjadi perhatian karena 
telah menyebabkan nasionalisasi kembali kebijakan luar negeri. 
Hal ini pada gilirannya menyebabkan persaingan antarnegara 
anggota— bukannya menentukan dan mendukung sikap umum 
Eropa—tetapi merusak prospek jangka panjang bagi kebijakan 
luar negeri UE yang kuat di masa mendatang. Inilah betapa 
berharganya era geoekonomi. 

Presiden FRIDE, Pedro Solbes dalam The Euro Crisis and 
EU Geo-economics (2011) mengatakan bahwa krisis ekonomi 
telah menyoroti kelemahan perekonomian Eropa dan euro itu 
sendiri. Keterbatasan ekonomi Eropa, kegentingan euro dalam 
menghadapi krisis, dan keterlambatan dalam bereaksi terha- 
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dap masalah utang negara dan sistem perbankan telah mem- 
bawa UE ke dalam jurang. Krisis yang semestinya dapat diken- 
dalikan dengan baik, telah berubah menjadi tantangan eksis- 
tensial bagi euro dan Eropa sendiri. Pemulihan ekonomi se- 
karang ini tampaknya masih jauh. Pertumbuhan global yang 
lambat dan krisis utang pemerintah di Zona Euro, terutama di 
paruh kedua 2011, telah menaburkan keraguan tentang euro 
dan seluruh proyek di Eropa. 

Tidak ada gunanya berpikir bahwa pemisahan (decou- 
pling) dari ekonomi AS adalah memungkinkan. Lagi pula, po- 
tensi pertumbuhan di sebagian besar Zona Euro akan terus ren- 
dah jika dimensi internasional yang disebut Strategi EU2020— 
yang berkomitmen untuk menjadikan Union lebih kompetitif 
secara global—tidak memiliki dampak lebih dari pendahulunya 
yakni Strategi Lisbon. Kebanyakan angka terbaru menunjukkan 
bahwa tingkat pertumbuhan tertinggi akan berada di antara 
negara anggota baru. Setiap tunas hijau yang rapuh terhadap 
pemulihan krisis, sebagian besar telah muncul melalui ekspor 
ke pasar yang baru muncul. Bagaimanapun, pendekatan yang 
berbeda telah ditempuh oleh negara-negara yang berbeda, 
sesuai dengan komposisi sektoral dan geografis dari hubungan 
dagang mereka. Pemaksimalan jangkauan geoekonomi inter- 
nasional dan daya saing global membutuhkan pemikiran maju 
yang jauh lebih terpadu. Pendekatan UE untuk geoekonomi 
harus dalam pengertian berusaha untuk membatasi perbedaan 
internal yang muncul dalam manajemen internal dari krisis 
euro. Pertentangan tujuan akan memerlukan keseimbangan 
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yang sulit dan trade-off selama berlangsungnya tahun 2012 
(Solbes, 2011:24-25). 

Sebagaimana dijelaskan Youngs (2011:13), pada setiap 
akhir tahun, tim FRIDE merefleksikan tantangan yang kemung- 
kinan mendominasi agenda kebijakan luar negeri UE dalam dua 
belas bulan ke depan. Benang pemersatu tantangan ini untuk 
tahun 2012 adalah geoekonomi. Pemikiran geoekonomi telah 
diidentifikasi sebagai pembentuk kebijakan eksternal UE yang 
semakin penting. Desakan yang berasal dari krisis euro dan 
pergeseran kekuatan global membutuhkan fokus lebih tegas 
dalam kepentingan ekonomi langsung. Para analis telah meng- 
gembar-gemborkan “kembalinya geoekonomi”, sebuah konsep 
yang tidak disukai di tahun 1990. Geoekonomi kemungkinan 
akan meningkatkan relevansi terhadap perdebatan kebijakan 
luar negeri Eropa tahun 2012. 

Richard Youngs dalam Geo-economic Futures (2011) me- 
nyatakan bahwa geoekonomi menunjukkan penggunaan ke- 
ahlian berpolitik untuk tujuan ekonomi, fokus pada keuntung- 
an dan kekuatan ekonomi relatif, berurusan dengan pencapai- 
an penguasaan sumber daya, tangkapan sektor bisnis dan ne- 
gara, serta keunggulan ekonomi atas bentuk-bentuk keaman- 
an lainnya. Ada konsensus bahwa krisis ekonomi yang sedang 
berlangsung membuat lebih unggul dimensi geoekonomi bagi 
kekuatan dan kehadiran internasional. Perbaikan fokus geo- 
ekonomi secara luas dilihat sebagai prasyarat untuk pemulih- 
an UE atas kondisi dasar yang hilang sebagai akibat dari krisis. 
Geoekonomi juga banyak dipandang sebagai tiang penyangga 
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yang lebih sentral dari tatanan dunia “non-Barat” yang sedang 
tumbuh. 

Pertanyaan yang muncul adalah (secara persis) bentuk 
geoekonomi seperti apa yang akan dikejar negara-negara ang- 
gota UE? Tampaknya jelas bahwa geoekonomi harus diperhi- 
tungkan sebagai pengaruh signifikan atas deraan krisis strategi 
UE. Meskipun demikian, geoekonomi dapat mengasumsikan 
derajat dan bentuk yang berbeda. Kekuatan geoekonomi bisa 
berarti hal yang berbeda terhadap pelaku yang berbeda. 

Apakah kontur yang menentukan dalam kebijakan Eropa 
tahun 2012 akan terungkap? Apakah persisnya prevalensi geo- 
ekonomi yang berarti bagi kebijakan UE di daerah tertentu dan 
area isu? Apakah jenis kekuatan geoekonomi merupakan se- 
suatu yang diharapkan UE dan tipe apa yang semestinya di- 
inginkan? Bagaimana pertimbangan tersebut tercermin dalam 
keputusan utama yang kemungkinan besar dihadapi UE pada 
tahun 2012? Banyak pertanyaan seputaran hal ini. 

Richard Youngs berpendapat bahwa keberadaan geo- 
ekonomi tidak berarti UE telah meninggalkan aturan berbasis 
multilateralisme. Dalam sentuhan istilah yang lebih luas, UE 
digantung di suatu tempat antara antusias kepercayaan akan 
saling ketergantungan liberal dan cara bertahan dalam kondisi 
nol (zero-sum survival mode). Sementara negara-negara ang- 
gota UE lebih agresif mengejar investasi dan transaksi per- 
dagangan bilateral, mereka tidak mendekati geoekonomi da- 
lam jenis yang sama secara langsung di mana Tiongkok dan— 
pada tingkat lebih rendah—AS berencana untuk menguasai 
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sumber daya strategis dan simpul-simpul transportasi sistem 
global. Namun, dengan kebanyakan lembaga multilateral ber- 
juang untuk mempertahankan daya tarik, UE perlu meningkat- 
kan komitmen multilateralisme pada pertemuan kunci dan 
momen keputusan utama yang dijadwalkan pada tahun 2012, 
jika ingin menjaga geoekonomi kembali dari penggunaan yang 
lebih mengganggu ke aturan berbasis pemerintahan. 

Giovanni Grevi dalam laporan tahunan FRIDE 2011 ber- 
pendapat bahwa geoekonomi sudah kembali dan akan berada 
di garis depan hubungan eksternal UE pada tahun 2012. Hal ini 
karena pentingnya redistribusi kekuatan ekonomi dan politik 
dalam sistem internasional, pergeseran akibat perdagangan 
dan pola investasi, dan kompetisi berikutnya untuk sumber 
daya demi mempertahankan pertumbuhan. Keberlanjutan, 
tidak di manapun juga, sebagai pusat geoekonomi di masa lalu, 
sekarang biasa disebut masa pemusatan (standar hidup dan 
kebiasaan konsumsi) bertemu dengan masa kelangkaan (ener- 
gi, pangan, dan air, di antara komoditas lainnya). 

Grevi (2011:29) menuliskan sementara Tiongkok, India, 
dan Brazil saja menyumbang 70 persen dari pertumbuhan glo- 
bal pada tahun 2008-2009, AS dan UE mungkin akan meng- 
hadapi dekade yang hilang. Pertumbuhan akan berlangsung 
sebagian besar di luar Eropa dalam dua puluh tahun ke depan. 
Tiongkok dan India diperkirakan akan mencapai lebih dari 40 
persen dan prestasinya berturut-turut di peringkat pertama 
dan keempat ekonomi terbesar pada tahun 2030 (dengan AS 
kedua dan UE ketiga). 
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Menurut Grevi dengan permintaan energi global diper- 
kirakan naik sekitar 40 persen hingga tahun 2030, dua raksasa 
Asia akan mencatatkan lebih dari setengah kenaikan ini. Lebih 
mencolok, negara-negara non-OECD (Organisation for Econo- 
mic Cooperation and Development) berbagi permintaan energi 
dan pertumbuhan emisi CO? selama dua puluh tahun ke depan 
di kisaran 90 persen. Badan Energi Internasional melaporkan 
bahwa emisi Tiongkok akan setara dengan gabungan AS, UE, 
dan Jepang pada tahun 2035. 

Perdagangan dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi 
satu sama lain. Andil negara berkembang dalam perdagangan 
global meningkat dua kali lipat dalam dua dekade terakhir yak- 
ni mencapai 45 persen dan diperkirakan mencapai 70 persen 
pada tahun 2050. Volume perdagangan Selatan-Selatan telah 
berkembang sepuluh kali lipat antara tahun 1990-2010 (se- 
kitar 9-20 persen dari total perdagangan) dan bisa mencapai 40 
persen pada tahun 2030. Perdagangan BRICS-Afrika telah tum- 
buh delapan kali lipat antara 2000-2008. Andil BRICS dalam 
perdagangan Afrika meningkat 4-20 persen dalam dua puluh 
tahun terakhir. Perdagangan antara Tiongkok dan Amerika 
Latin tumbuh 16 kali lipat antara tahun 1990-2009. Pangsa 
perdagangan Brasil dengan BRICS lainnya melonjak 9-17 persen 
hanya dalam selang waktu 2006-2009 (Grevi, 2011: 29-30). 

Peta geoekonomi dunia secara substansial berubah da- 
lam tiga cara utama. Pertama, aktor negara dan nonnegara 
yang penting bagi politik global dan ekonomi lebih luas, me- 
nipiskan keunggulan politik dan normatif dari negara-negara 
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maju. Kedua, saling ketergantungan memerlukan potensi ke- 
untungan bersama, tetapi juga membuka kerentanan bersama 
dan asimetris. Aktor negara dan nonnegara terbuka satu sama 
lain akibat adanya keputusan bersama. Ketiga, ketahanan du- 
nia global ditantang oleh krisis yang cepat menyebar dan lolos 
dari pembagian kebijakan —sebagai dampak pertumbuhan eko- 
nomi terhadap keamanan pangan atau bencana lingkungan 
pada rantai pasokan global—menunjukkan itu semua. 

Lanskap geoekonomi baru menantang rezim internasi- 
onal yang ada, di mana adaptasinya lambat. Secara khusus, 
pengaturan pemerintahan global terkena ujian tekanan ganda. 
Dalam satu hal, tekanan politik yakni ketidaksesuaian antara 
konstelasi kekuasaan dan pilihan, serta pembagian kursi dan 
suara dalam lembaga multilateral. Perihal lainnya, tekanan 
fungsional yakni ketidaksepadanan yang nyata antara inter- 
koneksi isu yang berbeda (perdagangan dan pembangunan, 
perubahan iklim dan keamanan) dan fragmentasi kompetensi 
kelembagaan. Ujian tekanan ganda ini merupakan tantangan 
langsung ke UE, yang berkomitmen kuat mendukung muttila- 
teralisme efektif, tidak selalu cocok dengan posisi umum dalam 
reformasi pemerintahan atau hal agenda prioritas (Grevi, 2011: 
30-31). 

Pemutusan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi sum- 
ber daya intensif, menurut Grevi merupakan tantangan nomor 
satu yang disikapi tren geoekonomi pemerintahan global. Pada 
tahun 2012, ada KTT penting, di mana UE perlu berkontribusi 
bagi kemajuan dalam masalah ini. Perbedaan normatif kuat 
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ketika itu datang untuk menyeimbangkan prospek pembangun- 
an ekonomi dengan persyaratan untuk melestarikan sumber 
daya alam dan lingkungan secara besar-besaran. 

Tantangan umum dari keberlanjutan memperoleh tang- 
gapan berbeda dari negara maju, negara berkembang, dan ne- 
gara kurang berkembang, serta kelompok-kelompok tersebut. 
Ujian tekanan politik dan fungsional dalam kerangka kerja tata 
kelola global yang paling akut di sini terjadi karena kebijakan 
energi dan lingkungan. Rezim energi internasional adalah tam- 
bal sulam dari tumpang tindihnya lembaga dan forum. Tidak 
ada yang memiliki mandat yang memadai, keanggotaan (ter- 
masuk produsen dan konsumen), dan kewenangan untuk me- 
ngambil pendekatan yang komprehensif terkait dengan tata 
kelola energi. 


Di Asia 

Dalam kebangkitan dari krisis keuangan, negara-negara 
anggota UE proaktif terhadap Asia. Akan tetapi pendekatan 
keseluruhan UE lemah, terjebak oleh inkoherensi, serta ku- 
rangnya koordinasi dan strategi jauh ke depan. Hal ini tidak 
sanggup mengadaptasi kebijakan ekonomi, politik, dan ke- 
amanan bagi benua Asia yang sangat luas dan beragam. Blok 
secara keseluruhan terus menghantam bagian bawah bobot- 
nya (Khandekar, 2011:63). 

Asia tidak akan lagi berada di sana, begitu mudah untuk 
bertindak. Benua Asia menurut Khandekar sedang reintegrasi 
dan Eropa sekarang harus bersaing untuk Asia dengan Asia 
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sendiri. Data dari WTO menunjukkan bahwa pada tahun 2010, 
sebagian besar arus perdagangan global merupakan intraregi- 
onal. Keseluruhan 53 persen dari perdagangan Asia diarahkan 
menuju Asia: tren ini akan berlanjut. Sebagai benua yang men- 
catat tingkat pertumbuhan tinggi dan terus meningkat, Asia 
akan menjadi semakin sulit untuk ditembus. Kebijakan Eropa 
atas Asia diperlukan untuk mengubah persneling pada tahun 
2012 jika UE bermaksud menghindari peminggiran lebih lanjut 
dari wilayah yang paling dinamis di dunia ini. 

Dalam Growing Importance of Geoeconomics Approach 
for India (2011), Mukul Asher menyatakan bahwa pendekatan 
geoekonomi menekankan pentingnya pengintegrasian diplo- 
masi ekonomi India dalam hubungan beraneka segi dengan 
berbagai negara dan wilayah dalam konteks tatanan dunia yang 
berubah dengan cepat. Hal ini membutuhkan pemikiran stra- 
tegis dengan kesempatan atau dalam hal taktik fleksibel yang 
spesifik. Harus ada koordinasi di dalam kementerian, antar- 
berbagai tingkatan pemerintah, dan antara pemerintah, dunia 
usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kajian (think tank), serta 
media untuk memperluas ruang ekonomi dan strategi India 
secara global. 

Asher mengatakan ada beberapa alasan kuat bagi ma- 
syarakat India, swasta, dan lembaga penelitian untuk mem- 
peroleh kecakapan dalam pendekatan geoekonomi. Pertama, 
sebagaimana India terus berintegrasi secara cepat dengan 
ekonomi dunia, perkembangan global semakin mengenai ke- 
pentingan strategis dan teras ekonomi India. Indikator inte- 
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grasi India dengan ekonomi dunia adalah sebagai berikut: 
perdagangan internasional India dalam bentuk barang dan jasa 
diperkirakan sekitar USS 1.500 miliar sebelum akhir dekade ini, 
total cadangan FDI masuk saat ini USS 150 miliar dan FDI ke luar 
USS 100 milyar, saham investasi portofolio masuk adalah USS 
90 miliar, dan kiriman uang masuk adalah US$ 60 milyar. Semua 
ini diharapkan tumbuh secara signifikan sepanjang waktu. 

Kedua, India tetap menjadi pendukung kuat rezim per- 
dagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO), secara ekstensif melanjutkan perdagangan regional 
bilateral dan perjanjian kerja sama ekonomi yang lebih luas. 
Perjanjian ini membawa kompleksitas yang lebih besar dengan 
kebiasaan dan tata usaha ekonomi. Keahlian dalam pendekat- 
an geoekonomi bisa membantu dalam mewujudkan keuntung- 
an potensial dari perjanjian tersebut, sambil membantu me- 
mastikan bahwa itu semua diimplementasikan sesuai dengan 
peruntukannya dan tidak berpengaruh buruk terhadap kepen- 
tingan India. 

Ketiga, India perlu untuk menyelaraskan kepentingan 30 
juta diaspora yang tersebar secara global dengan kebangkitan- 
nya sebagai negara besar. Keempat, ukuran dan kompleksitas 
ekonomi India sedang tumbuh. PDB nominal tahun 2010-2011 
diperkirakan sebesar USS 1.600 milyar. Dengan pertumbuhan 
nominal 12 persen, PDB India akan menjadi USS 3.200 milyar 
pada tahun 2016-2017, dan US$ 6.400 milyar pada tahun 2022- 
2023. Selain itu, kehebatan teknologi, pengetahuan, dan sum- 
ber daya (termasuk energi) bagi kegiatan ekonomi meningkat. 
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India perlu fokus pada tantangan yang timbul dari kelangkaan 
sumber daya global dan bagaimana mendapatkan pasokan ke 
depan dengan tingkat kehandalan yang tinggi dengan harga 
kompetitif. Kecakapan dalam pendekatan geoekonomi mem- 
bolehkan India untuk mendapatkan keuntungan dari cepatnya 
pembentukan kemitraan dengan negara-negara pengimpor 
utama (seperti Jepang) untuk membantu diversifikasi risiko 
global mereka dalam memperoleh pasokan yang diperlukan. 

Alasan kelima adalah kemunculan sebuah dunia mutti- 
polar yang ditangkap dalam G-0 (tidak ada pemimpin global) di 
satu sisi dan G-20 yang melibatkan banyak kekuatan telah 
meningkatkan kepentingan geoekonomi. Pertumbuhan yang 
cepat dan berkelanjutan di Tiongkok, Brasil, dan negara lain 
yang berpendapatan menengah dengan populasi relatif besar 
dikombinasikan dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih 
lambat di negara-negara industri yang terkena dampak parah 
akibat krisis ekonomi global tahun 2008, menciptakan banyak 
tantangan dan peluang bagi India di mana kemahiran dalam 
pendekatan geoekonomi dapat berguna. 

Keenam, munculnya isu global lintas-sektor. Hal ini ter- 
masuk perubahan iklim, terorisme, perang cyber, pandemi, 
kesibukan untuk mengamankan energi dan pasokan sumber 
daya, serta kesulitan dalam mempertahankan fokus mutlti- 
lateral dalam perdagangan dan isu-isu ekonomi melalui pe- 
nyelesaian putaran Doha telah menciptakan lingkungan yang 
jauh lebih kompleks, di mana keterampilan dalam geoekonomi 
akan sangat penting. 
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Asher mengemukakan beberapa tindakan yang patut di- 
pertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan India dalam 
geoekonomi. Tujuannya harus untuk mengembangkan kebi- 
jakan komunitas yang dapat berkontribusi terhadap perdebat- 
an canggih berkualitas tinggi dalam isu-isu geoekonomi yang 
relevan bagi India. Pertama, perlu adanya kesadaran yang lebih 
besar tentang pentingnya pendekatan geoekonomi di dalam 
pemerintahan. Kedua, pusat penelitian dan lembaga kajian ter- 
kait ekonomi kunci, hubungan internasional, dan pertahanan 
harus mengembangkan keahlian dalam bidang geoekonomi. Di 
samping merekrut para peneliti, lembaga-lembaga ini dapat 
mensponsori sarjana muda untuk melanjutkan ke jenjang 
pascasarjana di bidang geoekonomi di universitas ternama dan 
lembaga kajian di luar negeri. Ketiga, memikirkan untuk mem- 
berikan mata kuliah pengenalan geoekonomi dalam ilmu 
politik, hubungan internasional, dan program bisnis dan ma- 
najemen. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pendekatan 
geoekonomi untuk menganalisis diplomasi India dalam tatanan 
dunia yang berubah cepat membutuhkan pertimbangan 
matang. 


Di Indonesia 

Perang Dunia | telah mengakibatkan perpindahan modal 
secara hebat. Amerika dan Jepang bukan lagi negara yang un- 
tuk keperluan uang di bidang pemerintahan maupun swasta 
harus mendatangi pasar uang Eropa. Selama dan karena PD I, 
kedua negara telah menjadi kreditur berkat perkembangan 
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industrinya. Sam Ratulangi menggambarkannya sebagai ke- 
munculan suasana baru dengan kemampuan sendiri untuk 
mengatur dunia dan perekonomiannya, sesuai perubahan si- 
tuasi saat itu. 


”Inilah sekarang Kawasan Pasifik. Landasan kawasan ini adalah 
New York-Tokyo yang dihubungkan ke Nanking dan Kanton, dan 
meliputi seluruh Lautan Teduh yang sama sekali tak teduh-tenang 
lagi. Tetapi lautan ini senantiasa membuncah gemuruh karena 
datang dan perginya kapal-kapal niaga semua bangsa (negara) 
maritim, dan latihan perang-perangan armada-armada Angkatan 
Laut Amerika, Inggris, Jepang, dan Perancis yang simpangsiur 
mengitari sudut barat-daya Pasifik.” (Ratulangi, 1982: 28) 

Sam Ratulangi dalam Indonesia in den Pacific. Kernpro- 
blemen van den Aziatischen Pacific (1937) membagi kekuasa- 
an di Asia Pasifik ke dalam “Empat Perserangkaian: Barat, 
Timur, Utara, dan Selatan”: di mana masing-masing memiliki 
kepentingan di dunia. Tiga kepentingan kolonialisasi oleh Ing- 
gris, Perancis, dan Belanda berdesakan masuk ke Pasifik dari 
Selatan. Pintu gerbang masuk secara geografis adalah Indo- 
nesia, sedangkan secara nonfisik (geestelijke) adalah sistem 
kolonial. Perserangkaian Selatan masih ditambah dengan do- 
minion Australia dan Selandia Baru. Perserangkaian Timur ter- 
bentuk oleh kepentingan Amerika, di mana modal mereka di- 
tanam di Asia Timur. Di sisi lain, penetrasi Asia oleh orang- 
orang Jepang dan Tiongkok ke Amerika Utara dan Selatan me- 
nimbulkan masalah penting. Perserangkaian Barat mencakup 
Jepang, Tiongkok, Siam, Mancukuo, dan Filipina (di kelak ke- 
mudian hari): di mana Jepang menjadi pemegang peranan 


295 


5. Geoekonomi 


utama. Sejak awal abad, Jepang di Timur Jauh tegak sebagai 
negara yang paling maju di dalam organisasi dan modernisasi 
kehidupan. Perserangkaian Timur menjadi subjek dan sekali- 
gus objek, terlibat secara aktif dan pasif dalam permasalahan 
di Pasifik. Berpaling ke Perserangkaian Utara, Tsar Rusia 
menghendaki sebuah pelabuhan yang bebas es di Samudra 
Pasifik dan berupaya mendesak ke selatan, namun harus 
menghadapi peperangan melawan Jepang. Dalam Perjanjian 
Damai Portsmouth, Rusia harus mengakui kedaulatan Jepang 
atas Korea dan hak-hak istimewa Jepang di Mancuria Selatan. 
Wilayah Pasifik telah menciptakan kawasan ekonomi dan 
politik tersendiri, dengan permasalahannya sendiri, di mana 
basis dasarnya adalah Amerika dan Jepang. Bagi Asia Pasifik 
secara keseluruhan, kawasan di sebelah Utara bersifat indus- 
trialis dan secara internasional aktif, sementara di sebelah 
Selatan bersifat agraris dan secara internasional pasif (Ratu- 
langi, 1982:93). Menurut Ratulangi, situasi ekonomi geografis 
sebuah negeri menentukan kedudukannya dalam pergaulan 
dunia internasional, aktif atau pasif. Letak Indonesia di Asia 
Pasifik sangat istimewa, secara geografis merupakan jembatan 
antara daratan Asia dan benua Australia. Jawa dan Nusa 
Tenggara (dahulu disebut Kepulauan Sunda Kecil) yang meru- 
pakan sebuah rangkaian lanjutan dari Malaya hingga bersam- 
bung ke sebelah Timur dengan Australia, bersama dengan 
Sumatera menjadi pintu gerbang antara dua samudra, yakni 
Pasifik dan Hindia. Semua jalan penghubung antara kedua 
samudra melewati Kepulauan Indonesia. Letak geografis ini 
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memberi Indonesia sebuah kedudukan penentu di dalam lalu 
lintas ekonomi dan budaya: di satu pihak perserangkaian Afrika, 
Hindia-Muka dan Hindia-Belakang (kini Pakistan, Bangladesh, 
dan India serta Indo-Cina), Persia (sekarang Iran), Asia Kecil, dan 
Eropa: di pihak lainnya negeri-negeri Asia Pasifik dengan 
Amerika dan Australia sebagai lanjutan lalu lintas ekonomi. 
Ditinjau secara demikian, Indonesia terletak di pusat sebagian 
lalu lintas perdagangan dunia, terutama melalui Selat Malaka 
dan Selat Sunda. 

Pada umumnya, arti Indonesia bagi Pasifik dan pereko- 
nomian dunia, menurut Ratulangi mengandung tiga hal yang 
bersifat pasif: negeri konsumen, negeri sumber bahan mentah, 
dan negeri tempat penanaman modal. Indonesia mempunyai 
ciri-ciri yang khas, yaitu: (a) secara geografis ekonomi (geogra- 
fo-economisch): letaknya di tengah-tengah kawasan konsumsi 
dan produksi sehingga menduduki posisi penentu di dalam lalu 
lintas perekonomian dunia, (b) secara geoekonomi (geo- 
economisch): tanahnya mengandung kekayaan bahan mentah 
mineral, permukaan tanahnya dapat menghasilkan bahan men- 
tah pertanian bagi perekonomian dunia: (c) secara ekonomi 
sosial (socio-economisch): penduduknya giat bekerja sekalipun 
memiliki tingkat penghidupan yang rendah, sementara jumlah 
penduduk sebanyak enam puluh juta jiwa merupakan kon- 
sumen hasil industri yang bernilai ratusan juta gulden setiap 
tahunnya, (d) secara iklim (klimatologisch): memiiki iklim tropis 
dengan musim yang teratur, (e) secara keuangan: ketiadaan 
modal nasional dalam negeri dan kekosongan industri. Keenam 
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ciri tersebut telah menarik perhatian dan aktivitas modal dari 
luar negeri. Akan tetapi, menurut Ratulangi, di atas segala- 
galanya, negeri dan rakyat Indonesia sendiri merupakan unsur 
pasif di dalam perhatian dan kegiatan internasional. 

Hampir tiga perempat abad kemudian, pemikiran besar 
Sam Ratulangi tersebut diangkat kembali oleh Sinyo Harry 
Sarundajang dalam sebuah buku berjudul Geostrategi Sula- 
wesi Utara Menuju Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik. 
Mencermati dinamika perkembangan kekuatan politik ekono- 
mi global saat ini, Sarundajang (2011:61-64) menyatakan bah- 
wa sesungguhnya apa yang dituliskan Sam Ratulangi mengenai 
akan datang saatnya era kebangkitan Pasifik yang ditandai 
munculnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai ke- 
kuatan ekonomi politik global sudah tampak. Kawasan Asia pun 
kini menonjol. Selain semakin mendominasi perekonomian 
global, negara-negara Asia anggota G-20 juga memiliki peran 
yang lebih besar dalam menyelamatkan dan membentuk kem- 
bali sistem perekonomian global, menggeser dominasi AS dan 
Eropa Barat. Khusus ASEAN, wilayah ini dipandang sebagai 
salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia. 

Sarundajang (2011:74) menuliskan meski perekonomian 
kawasan Pasifik secara umum terus meningkat, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia belum setara dengan rerata pertumbuhan 
ekonomi negara-negara lain di kawasan Pasifik. Hal ini dise- 
babkan karena Indonesia belum berhasil memanfaatkan di- 
namika kemajuan ekonomi kawasan Pasifik. Selain itu, belum 
berhasil menggali dan mengoptimalkan potensi internal ka- 
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wasan, terutama keuntungan geografis dan geopolitik, khu- 
susnya Sulawesi Utara yang berada di bibir Pasifik, sebagai- 
mana prediksi Sam Ratulangi. 

Sarundajang berusaha mengeksplorasi, mengetahui, dan 
merumuskan kembali konsepsi dasar pemikiran Sam Ratulangi 
mengenai kondisi dan posisi geografis Indonesia yang sangat 
prospektif di Kawasan Asia Pasifik, khususnya Sulawesi Utara 
dalam konteks geopolitik yang melingkupi. Konsepsi dari Sam 
Ratulangi dijadikan dasar dalam merumuskan strategi sebagai 
roadmap pembangunan Sulawesi Utara dalam rencana aksi 
yang harus dilakukan serta untuk mengetahui tantangan yang 
dihadapi dalam rangka mengimplementasikannya. 

Berdasarkan uji falsifikasi “kebenaran” pemikiran Sarun- 
dajang tentang strategi pembangunan ekonomi berbasis “geo- 
strategi Sam Ratulangi-an” sebagai geostrategi dan analisis in- 
terpretif untuk mereinterpretasinya ke bidang kajian geo- 
ekonomi sesuai variabel penciri geoekonomi Sgilen, didapat- 
kan hasil berikut. Geostrategi bukanlah letak/posisi, potensi, 
ataupun keunggulan strategis suatu wilayah: akan tetapi me- 
rupakan kebijakan luar negeri yang bersifat politis-strategis. 
Dengan demikian, konsepsi geostrategi dalam buku berjudul 
Geostrategi di mana geostrategi dapat berupa potensi, keung- 
gulan, dan/atau aspek tidak sesuai dengan pendapat para ahli. 

Berdasarkan hasil uji falsifikasi yang dilakukan Priyono 
(2014) serta Priyono dan Musiyam (2014) bahwa inti strategi 
pembangunan ekonomi berbasis “geostrategi Sam Ratulangi- 
an” yang diwacanakan Sarundajang di luar perifer geostrategi, 
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meskipun ditemukan beberapa bukti yang menunjukkan ke- 
berlakuan geostrategi. Pertama, berdasarkan bukti-bukti bah- 
wa unsur strategi dalam konsep strategi pembangunan Sula- 
wesi Utara berbasis “Geostrategi Sam Ratulangi-an” bukan se- 
bagai bahasan utama, maka konsepsi Sarundajang berada di 
luar perifer geostrategi. Diperkuat pendapat Baru dan Sgilen, 
konsepsi Sarundajang lebih tepat sebagai kajian geoekonomi. 
Kedua, tujuan pembangunan ekonomi Sulawesi Utara 
bersifat politis-strategis yang diwacanakan Sarundajang ter- 
masuk dalam perifer geostrategi karena konsepnya tidak hanya 
mengejar kepentingan ekonomi tetapi juga mencapai kekuat- 
an, pengaruh, kejayaan, keamanan, dan kemakmuran bangsa. 
Namun demikian, jika mengingat logika yang dipakai adalah 
kekuatan ekonomi untuk mendukung kekuatan politik-strategi, 
konsepsi tersebut lebih tepat sebagai kajian geoekonomi. 
Berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan akhir politik- 
strategi pembangunan, peta jalan yang disusun Sarundajang 
berada di luar perifer geostrategi karena tidak menunjukkan 
perencanaan strategi, upaya politik/diplomasi, dan/atau upaya 
militer. Meskipun ada upaya diplomatik dalam partisipasi Sula- 
wesi Utara sebagai anggota BIMP-EAGA, namun upaya ini ku- 
rang signifikan untuk mencapai tujuan akhir politik-strategi. 
Ketiga, pembangunan adalah konsep yang dinamis, suatu 
orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Jika memer- 
hatikan strategi pembangunan ekonomi melalui pengembang- 
an potensi industri unggulan dan pembangunan ketahanan 
lokal dan daya saing, konsepsi tersebut termasuk dalam perifer 
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geopolitik, di mana perubahan terjadi dalam jangka waktu lama 
sehingga konsepsi Sarundajang di luar perifer geostrategi yang 
memiliki ciri perubahan cepat. 

Keempat, upaya Sarundajang mewujudkan Sulawesi 
Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik 
dengan konsepsi lokal dan lebih kepada kebijakan domestik, 
berada di luar perifer geostrategi yang mengharuskan adanya 
kebijakan luar negeri mewakili kepentingan negara-bangsa. 
Kelima, Sarundajang tidak membuat perencanaan strategi, 
konsep ketahanan lokal lebih bersifat pertahanan diri. Tidak 
ditemukan karakter agresif yang menjadi ciri geostrategi se- 
hingga konsepsi Sarundajang berada di luar perifer geostrategi. 

Sementara itu, strategi pembangunan ekonomi yang di- 
rencanakan Sarundajang sudah mencakup pertimbangan geo- 
grafis dan geopolitik sehingga termasuk dalam perifer geostra- 
tegi. Hal ini bisa dilihat dari pengungkapan tentang posisi, letak, 
variabel, faktor, potensi, dan keunggulan geografis dan geo- 
politik Sulawesi Utara pada banyak bagian. Sarundajang sang 
gubernur sebagai perencana strategi pembangunan merupa- 
kan aktor sentral dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara 
atau mewakili negara-bangsa sehingga termasuk dalam perifer 
geostrategi yang mensyaratkan pelaku utamanya adalah ne- 
gara atau individu yang mewakili negara-bangsa. 

Berikut ini konsepsi strategi pembangunan ekonomi da- 
lam buku karya Sarundajang yang direinterpretasi ke bidang 
kajian geoekonomi dengan cara dianalisis secara interpretif 
berdasarkan variabel penciri geoekonomi Sgilen. Kesepuluh va- 
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riabel penciri tersebut yaitu: kepercayaan, posisi, sumber daya, 
bobot penekanan, kekuatan, struktur, basis, keamanan, komu- 
nikasi, dan ekspansi. 


Kepercayaan — Menurut Sgilen, elemen penciri geoekonomi 
yang pertama adalah kepercayaan, berupa: sasaran, tujuan, 
dan misi. Sarundajang telah merencanakan pembangunan eko- 
nomi Sulawesi Utara dengan misi, tujuan, dan sasaran yang 
sangat jelas. Dalam upaya membangun Sulawesi Utara sebagai 
salah satu Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik 
melalui pendekatan geoekonomi, tidak dapat dilepaskan dari 
pembangunan NKRI secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya 
daerah-daerah di KTI sebagai satu kawasan pembangunan 
dengan Sulawesi Utara, mengingat kedekatan geografisnya. 
Artinya menjadikan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang 
Indonesia di kawasan Asia Pasifik tidak semata-mata hanya 
untuk kepentingan dan kemajuan Sulawesi Utara, akan tetapi 
secara sinergis-interkoneksis sekaligus menarik dan mendo- 
rong kemajuan KTI dalam rangka memperkuat daya saing nasi- 
onal dan keutuhan NKRI sebagai suatu negara kepulauan. 


Posisi — Variabel penciri geoekonomi yang kedua adalah po- 
sisi, di mana itu dijabarkan dalam ide bisnis dan strategi. Dalam 
konteks pengembangan KTI, Sulawesi Utara dari sudut pandang 
geoekonomi sebagai pusat distribusi perdagangan nasional, 
regional, dan internasional dengan pembagian: (1) Manado- 
Bitung sebagai pusat distribution and sharing: (2) belt 1 berisi 
hinterland nodes di dalam Sulawesi Utara (misalnya: Siau, 
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Tahuna, Airmadidi, Tondano, Amurang, Kotamobagu, dan sete- 
rusnya): (3) belt 2 berisi satelite node di kota-kota provinsi 
tetangga (misalnya: Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Ambon, 
Sorong, Palu, dan seterusnya), (4) belt 3 berisi other major 
nodes di Indonesia (misalnya: Makassar, Surabaya, Bali, Jakarta, 
dan seterusnya): (5) belt 4 berisi resource node (misalnya: 
Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Darwin, Seoul, Vancouver, dan 
seterusnya). Pembagian wilayah pengembangan tersebut di- 
dukung dengan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program 
antardaerah KTI, antarsektor maupun antarpelaku pemba- 
ngunan (Pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam men- 
ciptakan peluang ekonomi sehingga menjadi daya tarik inves- 
tasi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan sistem untuk 
menarik investor melakukan bisnis dengan pendekatan kluster. 

Dalam strategi pembangunan ekonomi lokal, kebijakan 
pembangunan ekonomi merupakan keseimbangan dari tiga hal 
yang tidak bisa dipisahkan, yaitu: memperkuat ekonomi/indus- 
tri/bisnis lokal, menarik investor, serta mendorong kewira- 
usahaan dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis lokal baru. 
Sementara itu, kerja sama internasional penting untuk me- 
ngembangkan industri dari sumber daya alam potensial men- 
jadi produk yang berdaya saing tinggi dengan menggunakan 
model angsa terbang (flying geese) yang dikembangkan oleh 
Kaname Akamatsu dengan pembagian kerja internasional di 
antara negara-negara Asia Pasifik yang ikut dalam kerja sama. 
Pengembangan daya saing tersebut sejalan dengan pendapat 
Sam Ratulangi tentang prospek kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, 
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Indonesia perlu bersikap outward looking dengan menginte- 
grasikan pembangunan yang berorientasi global, khususnya ke 
kawasan Asia Pasifik. 


Sumber Daya — Dalam pendekatan geoekonomi, elemen 
sumber daya adalah kekuatan finansial dan kepemilikan. 
Sarundajang mewacanakan politik kebijakan perimbangan ke- 
uangan wilayah kepulauan dan daratan, mengacu pada UU 
33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, PP 55/2005 tentang Dana Per- 
imbangan, UU 32/2004 tentang Pemerintahan daerah, dan UU 
6/1996 tentang Perairan Indonesia. Selama ini, indikator luas 
wilayah hanya memperhitungkan luas wilayah daratan, pada- 
hal daratan dan lautan merupakan satu kesatuan integral 
wilayah yang tak terpisahkan. Dengan formula ini, provinsi 
kepulauan yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dari 
wilayah daratan, praktis mengalami kerugian dalam penen- 
tuan Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, diperlukan 
manajemen pemerintahan khusus wilayah kepulauan dalam 
hal penyusunan formula anggaran DAU dan DAK yang me- 
masukkan dimensi kelautan sebagai satu kesatuan dengan 
wilayah daratan. 

Berbagai kebijakan dan program promosi investasi yang 
telah dilakukan Pemda Sulawesi Utara memberikan pengaruh 
signifikan tehadap peningkatan investasi daerah. Pada tahun 
2008, telah diterbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal 
dalam rangka PMA (15 proyek) dan PMDN (5 proyek). Dari 
rencana investasi PMA sebesar USS 53,6 juta terealisasi se- 
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besar USS 7.787.274. Sementara untuk PMDN terealisasi Rp. 
87,67 milyar dari rencana semula Rp. 108,5 milyar. Untuk per- 
tama kalinya, pada tahun 2008, Pemprov Sulawesi Utara men- 
dapat Invesment Award rangking pertama secara nasional. 
Sementara itu, dilihat dari struktur ekonomi berdasarkan tiga 
sektor utama ekonomi Sulawesi Utara, ternyata dalam kurun 
tiga tahun terakhir, perekonomian masih didominasi oleh sek- 
tor tersier. Pada tahun 2008, sektor ini memberikan kontribusi 
sebesar 50,35x. 


Bobot Penekanan — Elemen geoekonomi keempat yaitu bo- 
bot penekanan menyangkut kunci kesuksesan “keunggulan 
kompetitif bangsa”, jumlah dan kualitas penduduk, serta pang- 
sa pasar. Faktor spasial sangat penting dalam menentukan 
posisi daya saing suatu negara atau perusahaan dalam dina- 
mika hubungan ekonomi internasional: apakah menjadi pecun- 
dang atau menjadi pemenang. Hal ini terjadi karena tahapan 
proses produksi (desain, manufaktur, pemasaran) dilakukan di 
tempat yang berbeda, bahkan lintas negara. Suatu tempat di- 
pilih sebagai lokasi produksi karena keunggulan yang dimi- 
likinya. Hubungan perdagangan atau investasi antara satu 
tempat dengan tempat lain melibatkan unsur kekuasaan. 
Sama seperti model angsa terbang yang mengakui per- 
bedaan kekuasaan antara aktor-aktor yang melakukan hu- 
bungan ekonomi, teori rantai nilai global juga sangat sensitif 
terhadap perbedaan nilai tambah yang diterima oleh satu pihak 
dibandingkan yang diterima pihak lain dalam sebuah hubungan 
ekonomi yang berbasis relasi kekuasaan. Oleh karena itu, fokus 
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utama dalam teori rantai nilai global adalah bagaimana cara 
melakukan upgrading agar sebuah aktivitas produksi di satu 
“tempat” bisa menikmati lebih banyak nilai tambah dalam 
hubungan mata rantai produksi atau ekonomi dengan pihak 
lain di "tempat” lain. Berdasarkan teori ini, tugas pemerintah 
daerah sangat penting yaitu menyediakan dukungan kebijakan 
sebagai entry point untuk mengembangkan dukungan lainnya. 
Dengan bahasa yang lebih praktis, tugas pemerintah daerah 
adalah menyiapkan kebijakan yang bisa mendorong atau meng- 
hasilkan munculnya dukungan finansial, infrastruktur, SDM, 
teknologi, organisasi, dan pemasaran dari produk-produk yang 
dihasilkan daerah tersebut. Inilah yang disebut sebagai kebijak- 
an upgrading industri yaitu kebijakan yang mampu menaikkan 
nilai tambah aktivitas bisnis atau ekonomi suatu daerah. 

Demi menciptakan keunggulan kebijakan, Pemerintah 
harus sensitif terhadap pentingnya menciptakan keunggulan 
lokasi. Keunggulan lokasi yang tangible adalah keunggulan yang 
bersifat keras, memerlukan beberapa kebijakan khusus, antara 
lain: (a) infrastruktur dan transportasi —jalan raya, jalan kereta 
api, pelabuhan, bandara, dan lainnya —yang membuat kegiatan 
bisnis dan ekonomi daerah bisa berjalan lancar, (b) tata ruang 
yang membuat lokasi investasi berdekatan dengan pasar pe- 
nyedia bahan mentah dan pasar untuk menjual produk jadi 
sehingga biaya transportasi tidak membengkak: (c) komunikasi 
(telepon, internet, pertukaran data) yang membuat aktivitas 
bisnis lebih lancar: (d) ketenagakerjaan yang berhubungan 
dengan jaminan ketersediaan tenaga kerja terampil yang di- 
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butuhkan agar kegiatan bisnis daerah bisa berjalan dengan 
baik: (e) perumahan dan real estate untuk mendukung ako- 
modasi bagi para pekerja/manajer dan untuk mencegah mun- 
culnya kawasan kumuh: (f) energi yang menjamin pasokan 
energi bagi aktivitas bisnis dan ekonomi di daerah, dan (g) per- 
pajakan dan insentif yang bisa mendorong investasi dan pro- 
mosi bisnis daerah. 

Keunggulan lokasi yang intangible adalah keunggulan 
yang bersifat “lunak”: diperlukan: (a) kebijakan untuk mem- 
perkuat “brand image” suatu daerah agar para investor yang 
akan menanamkan modalnya merasa nyaman: (b) kebijakan 
yang memperkuat dan mendinamiskan organisasi bisnis da- 
erah agar lebih mudah terbangun jaringan bisnis dan ekonomi 
dengan daerah/negara lain: dan (c) kebijakan untuk mendo- 
rong munculnya kelompok sosial yang bisa menjadi diplomat 
publik bagi pihak asing yang ingin melakukan bisnis di daerah. 

Proses penciptaan keunggulan kebijakan tersebut me- 
merlukan adanya dukungan Sistem Inovasi Daerah (SID) yang 
komprehensif dan sinergis antarberbagai pemangku kepen- 
tingan pembangunan di daerah, baik pemerintah, swasta, 
maupun masyarakat madani (termasuk di dalamnya Perguru- 
an Tinggi). Banyak bukti empiris menunjukkan bahwa BUMD 
atau BUMN yang berhasil ternyata didukung oleh sistem inovasi 
yang berkembang dan kuat. 


Kekuatan — Kekuatan sebagai variabel penciri geoekonomi 
diartikan sebagai tingkat kompetensi umum dan kesesuaian 
antara kompetensi dan bisnis. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 
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potensi SDA unggulan di sektor pertanian, perkebunan, ke- 
hutanan, perikanan, dan kelautan, serta pariwisata. Berbagai 
potensi ini didukung perencanaan pembangunan berbasis 
“strategi Sam Ratulangi-an” sebagai peta jalan pembangunan 
ekonomi Sulawesi Utara menuju Pintu Gerbang Indonesia di 
Kawasan Asia Pasifik yaitu melalui pengembangan potensi 
industri unggulan dan membangun ketahanan lokal dan daya 
saing. Berbagai SDA tersebut masih ditambah dengan potensi 
SDA di beberapa daerah KTI yang dapat dikembangkan secara 
sinergis-interkoneksis dengan Sulawesi Utara sebagai feeder 
untuk kemudian diekspor ke luar negeri. 


Struktur — Elemen geoekonomi keenam ini mencakup struk- 
tur organisasi dan kultur pemerintahan lokal. Kondisi dan per- 
formance birokrasi sangat berpengaruh dalam membangun 
dan mengembangkan daya saing Sulawesi Utara di Asia Pasifik. 
Selain itu juga berpengaruh dalam menarik investasi dari luar. 
Birokrasi merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perwujud- 
an tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pe- 
merintahan yang bersih (clean government) menjadi sebuah 
keniscayaan. Kerja sama antardaerah di Kawasan Timur Indo- 
nesia (KTI) melalui Badan Kerja Sama Regional Sulawesi dan 
Badan Kerja Sama Antar-Tujuh Provinsi Kepulauan harus di- 
tingkatkan. 


Basis — Menurut Sgilen, elemen basis geoekonomi terdiri dari: 
bangunan, tanah/lahan, dan aset. Sulawesi Utara memiliki 
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pelabuhan laut dalam Bitung dan Amurang. Pelabuhan Bitung 
berkembang menjadi pelabuhan kontainer, sementara Pela- 
buhan Amurang digunakan secara terbatas oleh perusahaan 
minyak kelapa. Selama ini, pelayaran internasional langsung 
dari Pelabuhan Bitung belum berkembang karena ketiadaan 
Main Lane Operator (MLO), terbatasnya ocean going container, 
dan keterbatasan dukungan PT. Pelindo IV. Sebagai bagian 
integral untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai gateway 
Indonesia di Asia Pasifik, pengembangan pelabuhan harus se- 
cara sinergis didukung dengan pengembangan kapasitas Ban- 
dar Udara Sam Ratulangi sebagai bandara bertaraf internaional, 
sebagai distribution point bagi Indonesia dari dan ke kawasan 
Pasifik. 

Transportasi darat relatif sudah menjangkau daerah- 
daerah di Sulawesi Utara. Jalan trans Sulawesi yang meng- 
hubungkan Sulawesi Utara dengan provinsi lainnya, memper- 
lancar mobilitas masyarakat, barang, dan jasa. Pusat pertum- 
buhan ekonomi Kota Manado dan Kota Bitung telah disiapkan 
dan dilaksanakan Pemerintah pusat sejak tahun 1998, dengan 
keluarnya Keppres 14/2009 tentang Kawasan Pengembangan 
Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung. Kedua wilayah ini 
berkembang dengan pesat karena didukung oleh infrastruktur 
dasar. 

Sementara itu, perkembangan ekspor komoditas per- 
ikanan Sulawesi Utara didukung oleh perkembangan unit-unit 
pengolahan hasil perikanan. Hingga tahun 2008, terdapat 46 
perusahaan pengolah hasil perikanan dengan peralatan: 22 unit 
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cold storage masing-masing berkapasitas 13.750 ton, 3.455 unit 
ice plant, frozen berkapasitas 757,6 ton, canning berkapasitas 
205 ton, dan smoke berkapasitas 78 ton. 


Keamanan — Berbicara tentang elemen keamanan dalam 
geoekonomi, berarti membicarakan kewenangan yang sah 
menurut hukum terkait pembangunan daerah (UU 32/2004), 
pengembangan industri unggulan (Perpres 28/2008), dan pe- 
manfaatan wilayah perairan laut (UU 6/1996). Ketiga dasar 
legal-formal memberi peluang kepada daerah untuk melaku- 
kan kewenangan secara otonom, baik domestik maupun inter- 
nasional dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi 
dan letak geografis serta posisi geopolitik melalui pengem- 
bangan strategi yang tepat. Komoditas unggulan yang mem- 
punyai nilai tambah tinggi bisa menimbulkan efek pengganda 
sehingga perlu didorong untuk menjadi kompetensi inti in- 
dustri daerah. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan 
kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. 


Komunikasi — Elemen geoekonomi kesembilan direpresen- 
tasikan dalam komunikasi dengan perangkat bahasa. Untuk 
mengenalkan Sulawesi Utara ke dunia internasional, telah di- 
rumuskan branding yang dikaitkan dengan potensi kearifan 
lokal dan potensi pariwisata yang mendunia yaitu Bunaken Sea 
Garden. Branding yang dimaksud adalah “The Land of Smiling 
People” dan “Bunaken... The Deep Blue Sea, Dive... Dive... Dive... 
“Bunaken merupakan salah satu taman laut terindah di dunia 
dan menjadi ikon wisata bahari Sulawesi Utara. Branding 
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tersebut sebagai strategi dalam mengembangkan pariwisata 
sebagai leading sector, yang didukung oleh sektor agro- 
complex. 


Ekspansi — Elemen ekspansi/perluasan sebagai penciri geo- 
ekonomi yang pertama adalah produk yang dapat diekspor. 
Hasil pertanian tanaman pangan Provinsi Sulawesi Utara ter- 
bukti mampu menembus pasar internasional, di antaranya: 
Singapura, Malaysia, Belanda, AS, Tiongkok, Korea, Jepang, dan 
India. Saat ini, terdapat 60 eksportir komoditas perikanan 
dengan tujuan 28 negara di Asia, Eropa, dan Afrika. 

Elemen ekspansi yang kedua adalah kultur perusahaan. 
Oleh karena pelakunya adalah pemerintah daerah, maka kul- 
tur di sini diartikan sebagai kondisi sosial budaya daerah dan 
pemerintahan. Masyarakat Sulawesi Utara berhasil mengem- 
bangkan proses demokrasi sesuai dengan nilai-nilai kearifan 
lokal yang lama tumbuh di dalam masyarakat yaitu Torang 
Samua Basudara (kita semua bersaudara) dan filosofi hidup — 
yang dikonsepkan oleh Sam Ratulangi—Si Tou Timou Tumou 
Tou (manusia hidup untuk menghidupkan manusia). 

Kondisi pemerintahan berkaitan dengan kepemimpinan 
daerah dan birokrasi. Aspek kepemimpinan daerah sangat me- 
nentukan dalam upaya mewujudkan konsepsi strategi pem- 
bangunan ekonomi berbasis geoekonomi. Dibutuhkan pe- 
mimpin yang bertanggung jawab, cerdas, kreatif dan inovatif, 
serta visioner terkait kondisi Sulawesi Utara yang dicitakan. 
Eksistensi birokrasi yang profesional, berkompeten, dan ber- 
daya saing tinggi menjadi tuntutan karena merupakan bagian 
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dari fenomena dunia yang tanpa batas. Dalam upaya mem- 
bangun birokrasi, strategi reformasi birokrasi harus dilakukan 
secara sinergis dan komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip 
good governance, baik dari aspek kebijakan, struktur/kelem- 
bagaan (organisasi/institusi), maupun kultur (individu) karena 
kedua aspek ini merupakan satu kesatuan yang saling me- 
mengaruhi. 
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